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treaty or international agreement subject to registration which has not been registered may invoke that
treaty or agreement before any organ of the United Nations. The General Assembly, by resolution 97 (I),
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p. VIII).
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No. 30920

UNITED NATIONS,
INTERNATIONAL LABOUR ORGANISATION,

WORLD HEALTH ORGANIZATION
and

SWEDEN

Agreement regarding the arrangements for the International
Conference on Chemical Safety to be held in Stock-
holm from 25 to 29 April 1994 (with annexes). Signed at
Geneva on 21 April 1994

Authentic text: English.

Registered ex officio on 21 April 1994.

ORGANISATION DES NATIONS UNIES,
ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL,

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE
et

SUEDE

Accord relatif aux arrangements en vue de la Conference
internationale sur la sfirete chimique devant avoir lieu i
Stockholm du 25 au 29 avril 1994 (avec annexes). Signe i
Geneve le 21 avril 1994

Texte authentique: anglais.

Enregistri d'office le 21 avril 1994.
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AGREEMENT' BETWEEN THE
UNITED NATIONS, THE IN-
TERNATIONAL LABOUR OR-
GANISATION, THE WORLD
HEALTH ORGANIZATION
AND THE GOVERNMENT OF
THE KINGDOM OF SWEDEN
REGARDING THE ARRANGE-
MENTS FOR THE INTERNA-
TIONAL CONFERENCE ON
CHEMICAL SAFETY TO BE
HELD IN STOCKHOLM FROM
25 TO 29 APRIL 1994

Publication effected in accordance
with article 12 (2) of the General As-
sembly regulations to give effect to
Article 102 of the Charter of the United
Nations as amended in the last in-
stance by General Assembly resolu-
tion 33/141 A of 19 December 1978.

1 Came into force on 21 April 1991 by signature, in

accordance with article XIV (2).

Vol. 1775, 1-30920

[TRADUCTION - TRANSLATION]

ACCORD1 ENTRE L'ORGANISA-
TION DES NATIONS UNIES,
L'ORGANISATION INTERNA-
TIONALE DU TRAVAIL, L'OR-
GANISATION MONDIALE DE
LA SANTt ET LE GOUVER-
NEMENT DU ROYAUME DE
SUDE RELATIF AUX AR-
RANGEMENTS EN VUE DE
LA CONFERENCE INTERNA-
TIONALE SUR LA SORETt
CHIMIQUE DEVANT AVOIR
LIEU A STOCKHOLM DU
25 AU 29 AVRIL 1994

Publication effectuee conformment
au paragraphe 2 de l'article 12 du ragle-
ment de l'Assemblge gingrale destine
6t mettre en application I'Article 102
de la Charte des Nations Unies tel
qu'amendg en dernier lieu par la riso-
lution 33/141 A de I'Assemblie gind-
rale en date du 19 dicembre 1978.

I EntrA en vigueur le 21 avril 1994 par ]a signature,
conform6ment au paragraphe 2 de l'article XIV.



No. 30921

REPUBLIC OF KOREA
and

INDONESIA

Agreement concerning the promotion and protection of
investments. Signed at Jakarta on 16 February 1991

Authentic texts: Korean, Indonesian and English.

Registered by the Republic of Korea on 22 April 1994.

REtPUBLIQUE DE CORkE

et
INDONSIE

Accord relatif A la promotion et i la protection des investisse-
ments. Sign i Jakarta le 16 fivrier 1991

Textes authentiques : coren, indonisien et anglais.

Enregistr,6 par la Ripublique de Coree le 22 avril 1994.
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[INDONESIAN TEXT - TEXTE INDONESIEN]

PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK KOREA DEN-
GAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA MENGENAI
PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN
MODAL

Pemerintah Republik Korea dan Pemerintah Republik Indonesia

(selanjutnya di dalam Persetujuan ini disebut sebagai "Para

Pihak");

Mengingat hubungan kerjasama dan persahabatan yang ada

diantara kedua negara dan bangsa;

Dengan maksud menciptakan iklim yang menguntungkan untuk

penanaman modal oleh para investor dari satu Pihak di wilayah

Pihak lainnya berdasarkan persamaan kedaulatan dan keuntungan

bersama; dan

Mengakui bahwa peningkatan dan perlindungan atas penanaman

modal akan menimbulkan dorongan bagi inisiatif usaha swasta dan

meningkatkan kemakmuran di kedua negara;

telah bersepakat sebagai berikut

PASAL 1

Definisi

Untuk tujuan Persetujuan ini, yang dimaksud dengan

(1) "Penanaman Modal" adalah setiap jenis aset yang ditanam

oleh investor termasuk tetapi tidak terbatas pada :

(a) harta bergerak dan tidak bergerak dan hak-hak milik

lainnya, seperti hipotek, hak gadai atau jaminan;
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Ib) saham-saham, stok dan surat-surat hutang

perusahaan-perusahaan dimanapun didirikan, atau

kepentingan-kepentingan di dalam harta kekayaan

perusahaan-perusahaan itu;

(c) tagihan-tagihan atas uang atau atas sesuatu usaha

yang berhubungan dengan penanaman modal yang

mempunyai rnilai uang;

(dl hak-hak milik intelektual termasuk hak cipta, merek

dagang, paten, desain produk industri, keahlian,

rahasia dagang dan nama dagang, dan goodwill;

ie) hak izin usaha yang diberikan oleh Undang-undang

atau menurut Persetujuan yang berhubungan dengan

penananam modal, termasuk izin usaha untuk meneliti,

mengolah, menggali atau mengeksploitasikan sumber-

sumber alam.

(2) "Investor" adalah warganegara atau perusahaan-perusahaaii

suatu Pihak Yang sudah melakukan atau sedang melakukan

penanaman modal di wilayah Pihak lainnya.

(3) "Warganegara" adalah :

(a) dalam hubungan dengan Republik Korea orang-orang

yang dianggap sebagai warganegara Republik Korea

menurut Undang-undang Republik Korea.

(b) dalam hubungan dengan Republik Indonesia orang-orang

yang menurut Undang-undang Republik Indonesia adalah

warganegara-warganegara Indonesia.
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(4) "Perusahaan" adalah :

(a) dalam hubungan dengan Republik Korea, badan-badan

hukum atau perusahaan-perusahaan atau asosiasi-

asosiasi, apakah yang mencari keuntungan atau tidak,

yang didirikan di wilayah Republik Korea dan berada

di bawah Undang-undang yang berlaku.

(b) dalam hubungan dengan Republik Indonesia, setiap

Perseroan Terbatas yang didirikan di wilayah

Republih Indonesia atau Badan Hukum yang didirikan

menurut Undang-undang yang berlaku.

(5) "Keuntungan" atau "Penghasilan" adalah jumlah uang yang

ber-asal dari suatu penanaman modal dan khususnya,

walaupun tidak terbatas pada, termasuk lieuntungan,

bunga, keuntungan dari penjualan barang modal, deviden,

royalti atau uang jasa.

(6) "Wilayah" adalah :

(a) dalam hubungan dengan Republik Korea, wilayah

Republik Korea sebagaimana diatur di dalam hukum

nasionalnya dan bagian-bagian dari "continental

shelf- dan laut-laut yang berdampingan atas mana

Republik Korea mempunyai kedaulatan, hak-hak

berdaulat atau hak-hak lainnya menurut hukum

internasional.

(bi dalam hubungan dengan Republik Indonesia, wilayah

Republik Indonesia sebagaimana diatur di dalam hukum

nasionalnya dan bagian-bagian dari "continental

shelf" dan laut-laut yang berdampingan atas mana

Republik Indonesia mempunyai kedaulatan, hak-hak

berdaulat atau hak-hak lainnya menurut hukum

internasional.
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PASAL 2

Peningkatan dan Perlindungan atas

Penanaman Modal

(1) Masing-masing Pihak harus mendorong dan menciptakan

iklim yang menguntungkan bagi para investor Pihak

lainnya untuk menanam modal di wilayahnya dan

mengizinkan penanaman modal itu menurut peraturan

perundang-undangannya.

(2) Penanaman modal oleh para investor dari masing-masing

Pihak harus setiap waktu diperlakukan secara adil dan

layak serta mendapat perlindungan dan keamanan yang

memadai di dalam wilayah Pihak lainnya.

PASAL 3

Ruang Lingkup Persetujuan

Persetujuan ini berlaku bagi penanaman modal oleh para investor

dari Republik Korea di dalam wilayah Republik Indonesia yang

telah diberikan izin menurut Undang-undang No. 1 tahun 1967

mengenai Penanaman Modal Asing dan peraturan perundang-undangan

apapun yang mengubah atau menggantikannya dan pada penanaman

modal oleh para investor Republik Indonesia di wilayah Republik

Korea yang telah diberikan izin menurut Undang-undang Pendorong

Modal Asing sebagaimana diubah pada bulan Desember 1983 dan

peraturan perundang-undangan apapun yang mengubah dan

menggantikannya baik pada saat atau setelah berlakunya

Persetujuan.

PASAL 4

Perlakuan

(1) Tidak satu Pihakpun di dalam wilayahnya boleh memberikan

penanaman modal yang dilakukan dan penghasilan yang

diperoleh oleh para investor dari Pihak lainnya, diberikan

perlakuan yang kurang menguntungkan dibandingkan dengan yang
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diberikannya kepada penanaman modal lainnya yang dilakukan,

dan penghasilan yang diperoleh oleh para investor dari suatu

negara ketiga.

(2) Tidak satu Pihakpun di dalam wilayahnya boleh memberikan

para investor dari Pihak lainnya, berkenaan dengan

manajemen, penggunaan, pemilikan atau penguasaan atas

penanaman modal mereka, serta kegiatan apapun yang

berhubungan dengan penanaman modal mereka, perlakuan yang

kurang menguntungkan dibandingkan dengan yang diberikannya

kepada para investor dari suatu negara ketiga.

(3) Tanpa mempersoalkan ayat-ayat tersebut di atas, penanaman

modal yang dilakukan oleh para investor dari satu Pihak di

dalam wilayah Pihak lainnya harus diberikan perlakuan yang

adil dan layak yang tidak kurang menguntungkan dibandingkan

dengan yang diberikan oleh Piliak yang disebutkan belakangan

kepada warganegara atau perusahaan sendiri sesuai peraturan-

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Perlakuan yang disebutkan di atas tidak berlaku pada

keuntungan atau hak istimewa yang diberikan kepada para

investor dari suatu negara ketiga oleh salah satu Pihak

berdasarkan keanggotaan Pihak itu di dalam suatu "Custom

Union" (Persetujuan antar negara yang membebaskan bea-cukai

untuk barang-barang yang dieks.por dari suatu negara ke

negara lainnya di dalam Persetujuan itu), pasar bersama,

zona perdagangan bebas, Persetujuan ekonomi multilateral,

atau berdasarkan suatu Persetujuan yang dibuat antara Pihak

itu dengan suatu negara ketiga mengenai Penghindaran Pajak

Berganda atau berdasarkan pengaturan perdagangan lintas

batas.

PASAL 5

Ganti Rugi atas Kerusakan dan Kerugian

Para investor dari satu Pihak yang penanaman modalnya di dalam

wilayah Pihak lainnya yang menderita kerugian karena perang atau
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konflik senjata lainnya, revolusi, negara dalani keadaan darurat,

pemberontakan, huru-hara atau kerusuhan di dalam wilayah Pihak

yang disebutkan belakangan harus diberikan oleh Pihak yang

disebutkan belakangan restitusi, perlindurigan, ganti-rugi atau

penyelesaian lainnya, perlakuan yang tidak kurang menguntungkan

dibandingkan dengan yang diberikan oleh Pihak yang disebutkan

belakangan kepada para warganegaranya atau perusahaan sendiri

atau kepada para investor dari suatu negara ketiga.

PASAL 6

Pengambilalihan

(1) Penanaman modal para investor dari salah satu Pihak tidak

boleh dinasionalisasikan, diambilalih atau dikenakan

tindakan-tindakan yang berakibat yang setara dengan

nasionalisasi atau pengambilalihan Iselanjutnya di dalam

Persetujuan ini disebut sebagai "Pengambilalihan") di dalam

wilayah Pihak lainnya, kecuali untuk tujuan kepentingan umum

yang berkenaan dengan kebutuhan-kebutuhan dalam negeri dari

Pihak yang mengambilalih dengan ganti-rugi secara penuh,

tepat waktu dan efektif. Ganti-rugi itu, termasuk bunga dari

tanggal pengambilalihan, harus sebesar nilai pasar dari

penanaman modal yang diambilalih sebelum saat di mana

keputusan pengambilalihan diumumkan atau diberitahukan

kepada umum. Ganti-rugi harus dilakukan tanpa penundaan

yang tidak semestinya, secara efektif dapat direalisir dan

dapat ditransfer secara bebas. Keabsahan dari

pengauibilalihan apapun dan prosedur-prosedurnya, besarnya

dan cara pembayaran ganti-rugi tunduk pada pertimbangan

melalui proses hukum sebagaimana mestinya sesuai dengan

peraturan-peraturan perundang-undangan Pihak yang

mengambilalih.

(2) Apabila salah satu Pihak mengambilalih kekayaan suatu

perusahaan yang didirikan atau dibentuk menurut Undang-

undang yang berlaku di suatu bagian dari wilayahnya, di mana

warganegara-warganegara atau perusahaan-perusahaan Pihak

lainnya mempunyai saham, Pihak tersebut harus menjamin bahwa
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ketentuan-ketentuan ayat (I) dari pasal ini berlaku sejauh

yang diperlukan untuit menjamin ganti-rugi yang ditentukan di

dalam ayat itu pada para pemilik saham-saham itu.

PASAL 7

Repatriasi Penanaman Modal

(1) Masing-masing Pihak harus dalam lingkup peraturan-peraturan

perundang-undangannya berkenaan dengan penanaman modal oleh

para investor dari Pihak lainnya memberikan kepada para

investor itu, tanpa penundaan yang tidak wajar dan setelah

mereka memenuhi kewajiban-kewajiban pajak mereka, izin untuk

mengirim sebagai berikut :

ta) modal dan tambahan yang digunakan untuk mengadakan dan

perluasan penanaman modal;

(b) keuntungan-keuntungan operasi netto termasuk dividen dan

bunga sebanding dengan pemilikan saham peserta asing;

(c) pembayaran kembali hutang apapun dan bunganya yang

berkenaan sejauh hal itu berhubungan dengan penanaman

modal itu;

(d) pembayaran royalti dan uang jasa sejauh hal tersebut

berhubungan dengan penanaman modal itu;

(e) hasil penjualan saham-saham yang dimiliki oleh para

pemegang saham asing;

(f) ganti-rugi atas kerusakan atau kerugian;

(g) ganti-rugi atas pengambilalihan;

(h) hasil-hasil yang diterima oleh investor dalam hal

likuidasi;
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i ) penghasilan warganegara-warganegara satu Pihak yang

diizinkan untuk bekerja sehubungan dengan penanaman

modal di wilayah Pihak lainnya.

(2) Sejauh suatu investor dari salah satu Pihak belum membuat

Persetujuan dengan pihak yang berwenang dari Pihak lainnya

di wilayah siapa penanaman modal investor itu terletak,

transfer mata uang yang dilakukan menurut ayat 1 dari pasal

ini harus diizinkan dalam mata-uang penanaman modal aslinya

atau dalam mata-uang lainnya yang dapat secara bebas

ditukar. Transfer itu harus dilakukan dengan nilai tukar

yang berlaku pada tanggal transfer berkenaan dengan

transaksi-transaksi yang sedang berlangsung dalam mata-uang

yang akan ditransfer.

(3) Tanpa mempersoalkan ayat-ayat di aLas, masing-masing Pihak

boleh memakai peraturan-peraturan perundang-undangan yang

mewajibkan laporan-laporan mengenai transfer mata uang.

PASAL 8

Subrogasi

Apabila salah satu Pihak atau wakilnya yang ditunjuk telah

memberikan suatu jaminan terhadap risiko-risiko non komersial

berkenaan dengan suatu penanaman modal oleh investornya di dalam

wilayah Pihak lainnya dan telah melakukan pembayaran kepada

investor itu menurut jaminan tersebut, Pihak lainnya harus

mengakui pengalihan hak investor itu kepada Pihak yang disebutkan

terdahulu atau yang manapun dari wakilnya yang ditunjuk.

Subrogasi dari Pihak yang disebutkan belakangan tidak boleh

melebihi hak-hak asli investor tersebut. Mengenai pengalihan

pembayaran-pembayaran yang harus dilakukan kepada Pihak lainnya

berdasarkan subrogasi tersebut sesuai dengan Pasal 6 dan 7

berlaku dari Persetujuan ini.
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PASAL 9

Penyelesaian Perselisihan

antara

Para Investor dengan Para Pihak

(1) Perselisihan apapun yang timbul antara salah satu Pihak

dengan investor dari pihak lainnya harus diselesaikan secara

damai.

(2) Apabila perselisihan itu tidak dapat diselesaikan dalam

waktu dua belas bulan diantara Para Pihak yang berselisih

melalui upaya penyelesaian setempat, maka investor yang

bersangkutan boleh mengajukan perselisihan itu kepada "the

International Center for the Settlement of Investment

Disputes" untuk menerapkan prosedur arbitrase yang

ditentukan oleh Washington Convention tertanggal 18 Maret

1965 mengenai "Penyelesaian Perselisihan-perselisihan

Penanaman Modal antara Negara-negara dan Warganegara-

warganegara Negara-negara lain".

PASAL 10

Penyelesaian Perselisihan

antara Para Pihak Mengenai

Penafsiran dan Penerapan Persetujuan

(1) Perselisihan-perselisihan mengenai penafsiran atau

pelaksanaan Persetujuan ini harus diselesaikan secara damai

melalui perundingan diplomatik diantara Para Pihak.

(2) Apabila suatu perselisihah di antara Para Pihak tidak dapat

diselesaikan dengan cara tersebut di atas, perselisihan

tersebut atas permintaan salah satu Pihak diserahkan kepada

suatu tribunal arbitrase.

(3) Tribunal arbitrase itu dibentuk untuk setiap kasus

tersendiri dengan cara berikut. Dalam waktu dua bulan dari

penerimaan permohonan untuk arbitrase, masing-masing Pihak
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harus mengangkat seorang anggota tribunal itu. Kedua

anggota tersebut kemudian harus memilih seorang warganegara

dari suatu negara ketiga yang atas persetujuan kedua belah

Pihak diangkat sebagai Ketua tribunal tersebut. Ketua harus

diangkat dalam waktu dua bulan dari tanggal pengangkatan

kedua anggota lainnya.

(4) Apabila dalam jangka waktu-jangka waktu yang ditetapkan di

dalam ayat (3) dari pasal ini pengangkatan-pengangkatan yang

diperlukan belum dilakukan, masing-masing Pihak boleh,

karena tidak adanya suatu Persetujuan lain, mengundang Ketua

Mahkamah Internasional untuk melakukan pengangkatan yang

diperlukan. Apabila Ketua itu adalah seorang warganegara

salah satu Pihak atau apabila yang bersangkutan sebaliknya,

dicegah untuk melaksanakan tugas tersebut, Wakil Ketua harus

diminta untuk melakukan pengangkatan-pengangkatan yang

diperlukan. Apabila Wakil Ketua tersebut adalah seorang

warganegara salah satu Pihak atau apabila yang bersangkutan

juga dicegah untuk melaksanakan tugas tersebut, anggota

senior berikutnya dari Mahkamah Internasional yang bukan

seorang warganegara salah satu Pihak harus diminta untuk

melakukan pengangkatan-pengangkatan yang diperlukan.

(5) Tribunal arbitrase harus mencapai keputusan-keputusannya

dengan suara terbanyak. Keputusan itu mengikat kedua belah

Pihak. Masing-masing Pihak harus menanggung biaya anggota

tribunal dan perwakilannya di sidang-sidang tribunal

arbitrase; biaya Ketua dan biaya-biaya selebihnya harus

ditanggung renteng oleh Para Pihak. Tribunal boleh,

bagaimanapun juga, dalam keputusannya menetapkan bahwa

perbandingan biaya yang lebih tinggi harus ditanggung oleh

salah satu dari kedua Pihak tersebut, dan keputusan ini

mengikat kedua belah Pihak. Tribunal harus menentukan

prosedurnya sendiri.
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PASAL 11

Penerapan Ketentuan-Ketentuan Lain

Manakala suatu masalah diatur oleh Persetujuan ini dan oleh suatu

persetujuan lainnya dimana keduanya adalah Para Pihak, ketentuan-

ketentuan yang lebih menguntungkan berlaku pada para investor.

PASAL 12

Mulai Berlaku, Masa Berlaku dan Pengakhiran

(1) Persetujuan ini mulai berlaku pada tanggal ketika Para Pihak

saling memberitahukan bahwa segala persyaratan hukum untuk

mulai berlakunya Persetujuan telah dipenuhi.

(2) Persetujuan ini akan tetap berlaku untuk jangka waktu

sepuluh tahun dan akan terus berlaku setelah itu untuk

jangka waktu sepuluh tahun berikutnya dan seterusnya,

kecuali apabila salah satu Pihak memberitahukan secara

tertulis mengenai maksudnya untuk mengakhiri Persetujuan ini

satu tahun sebelum masa berlakunya berakhir.

(3) Persetujuan ini dapat diubah atas kesepakatan bersama.

Perubahan atau pengakhiran Persetujuan ini harus dilakukan

tanpa mengurangi hak atau kewajiban apapun yang ada atau

timbul menurut Persetujuan ini sebelum tanggal mulai

berlakunya perubahan atau pengakhiran tersebut.

Sebagai Bukti kesepakatan, yang bertanda tangan di bawah ini,

berdasarkan kuasa yang diberikan oleh Pemerintah masing-masing,

menandatangani Persetujuan ini.
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Dibuat di J. pada . tangeal "-Ac 1 /

masing-masing dalam bahasa Korea, bahasa Indonesia dan bahasd

Inggris dalam rangkap yang asli . Dalam hal terdapat perbedaan

penafsiran dari Fersetujuan ini, maka naskah dalam bahasa Inggris

yang berlaku.

Pemerintah Republik Korea:

'x1~
Pemerintah Republik Indonesia:
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AGREEMENT' BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC
OF KOREA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF
INDONESIA CONCERNING THE PROMOTION AND PROTEC-
TION OF INVESTMENTS

The Covernment of the Republic of Korea and the

Government of the Republic of Indonesia (hereinafter referred

to as "Parties");

Bearing in mind the friendly and cooperative relations

existing between the two countries and their peoples;

Intending to create favourable conditions for investments

by investors of one Party in the territory of the other Party

on the basis of sovereign equality and mutual benefit; and

Recognizing that the promotion and protection of such

investments will be conducive to the stimulation of individual

business initiative and to foster prosperity in both countries;

Have agreed as follows:

Article I

Definitions

For the purpose of this Agreement:

(1) "Investments" means every kind of asset invested by

investors, including but not exclusively:

'Came into force on 10 March 1994. the date on which the Parties notified each other of the completion of the legal

requirements, in accordance with article 12 (1).
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(a) movable and immovable property and any other

property right-s such as mortgages, liens or

pledges;

(b) shares, stocks and debentures of companies

wherever incorporated or interests in the

property of such companies:

Ic) claims to money or to any performance related

to investment having a financial value:

(d) intellectual property rights including copy-

right, commercial trademark, patents,

industrial designs, know-how, trade secrets

and trade names, and goodwill:

(e) business concessions conferred by law or under

contract related to investment including

concessions to search for, cultivate, extract

or exploit natural resources.

(2) "Investors" means nationals or companies of a

Party who effected or are effecting investments in

the territory of the other Party.

(3) "Nationals" means:

(a) with respect to the Republic of Korea, physical

persons who are deemed to be nationals of the

Republic of Korea in accordance with its laws:

(b) with respect to the Republic of Indonesia,

persons who, according to the laws of the

Republic of Indonesia, are Indonesian nationals.
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(4) "Companies" means:

(a) with respect to the Republic of Korea, juridical

persons or companies or associations, whether

or not with limited liability and whether or

not for pecuniary profit, incorporated in the

territory of the Republic of Korea and existing

in accordance with its laws:

(b) with respect to the Republic of Indonesia, any

company with a limited liability incorporated

in the territory of the Republic of Indonesia.

or any juridical person constituted in

accordance with its laws.

(5) "Returns" or "Incomes" means the amount yielded by

an investment and in particular, though not

exclusively, includes profit, interest, capital

gains, dividends, royalties or fees.

(6) "Territory" means:

(a) in respect of the Republic of Korea, the

territory of the Republic of Korea as defined

in its laws and parts of the continental shelf

and adjacent seas, over which the Republic of

Korea has sovereignty, sovereign rights or

other rights in accordance with international

law.

(b) in respect of the Repulic of Indonesia, the

territory of the Republic of Indonesia as

defined in its laws and parts of the continental

Vol. 1775, 1-30921
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shelf and adjacent seas, over which the

Republic of Indonesia has sovereignty,

sovereign rights or other rights in accordance

with international law.

Article 2

Promotion and Protection of Investment

(I) Either Party shall encourage and create favourable

conditions for investors of the other Party to invest in its

territory, and shall admit such capital in accordance with

its laws and regulations.

(2) Investments of investors of either Party shall at all

times be accorded fair and equitable treatment and shall

enjoy adequate protection and security in the territory of

the other Party.

Article 3

Scope of the Agreement

This Agreement shall apply to investments by investors

of the Republic of Korea'in the territory of the Republic of

Indonesia which have been granted admission in accordance with

Law No.1 of 1967 on Foreign Capital Investment and aay law

amending or replacing it, and to investments by investors of

the Republic of Indonesia in the territory of the Republic of

Korea which have been granted admissidn in accordance with the
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Foreign Capital Inducement Act as amended on December 1983 and

any law amending or replacing it both at or after the entry

into force of this Agreement.

Article 4

Treatment

(I) Neither Party shall in its territory subject investments

effected by, and income accruing to, investors of the other

Party to treatment less favourable than that which it accords

to investments effected by, and income accruing to, investors

of any third State.

(2) Neither Party shall in its territory subject investors of

the other Party, as regards their management, use, enjoyment

or disposal of their investment, as well as to any activity

connected with these investments, to treatment less favourable

than that which it accords to investors of any third State.

(3) Notwithstanding preceding paragraphs, investments made by

investors of one Party in the territory of the other Party

shall be accorded fair and equitable treatment not less

favourable than that which the latter Party accords to its own

nationals or companies according to its applicable laws and

regulations.

(4) The treatment mentioned above shall not apply to any

advantage or privilege accorded to investors of a third State

by either Party based on the membership of that Party in a
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customs union, common market, free trade zone, multilateral

economic agreement or based on an agreement concluded between

that Party and a third State on avoidance of double taxation

or based on crossborder trade arrangement.

Article 5

Compensation for Damages and Losses

Investors of one Party, whose investments in the

territory of the other Party suffer losses owing to war

or other armed conflict, revolution, a state of national

emergency, revolt, insurrection or riot in the territory

of the latter Party, shall be accorded by the latter Party,

as regards restitution, indemnification, compensation or

other settlement, treatment no less favourable than that

which the latter Party accords to its own nationals or

companies or to investors of any third State.

Article 6

Expropriation

(1) Investments of investors of either Party shall not be

nationalized, expropriated or subjected to measures having

effect equivalent to nationalization or expropriation

(hereinafter referred to as "expropriation") in the territory

of the other Party except for a public purpose related to the

internal needs of the expropriating Party and against full,

prompt and effective compensation. Such compensation,
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including interest from the date of expropriation, shall

amount to the market value of the investment expropriated

prior to the moment in which the decision to expropriate is

announced or made public. Compensation shall be made without

undue delay, effectively realizable and freely transferable.

The legality of any expropriation and its procedures, the

amount and the method of payment of compensation shall be

subject to review by due process of law in accordance with

the existing laws and regulations of the expropriating Party.

(2) Where a Party expropriates the assets of a company which

is incorporated or constituted under the law in force in any

part of its territory, and in which nationals or companies

of the other Party own shares, it shall ensure that the

provisions of paragraph (1) of this Article are applied to

the extent necessary to guarantee compensation provided for

in that paragraph to the owners of those shares.

Article 7

Repatriation of Investment

(I) Each Party shall within the scope of its laws and

regulations in respect to investments by investors of the

other Party grant to those investors without unreasonable

delay and after they have complied with all their tax

obligations, the transfer of:

(a) capital and additional capital amounts used to

maintain and increase investments:
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(b) net operating profits including dividends and

interests in proportion to the share-holding of

the foreign participant:

(c) repayment of any loan and the relevant interest

thereof, as far as it is related to the invest-

ment:

(d) payment of royalties and services fees as far as

it is related to the inves.tment:

(e) proceeds from sales of shares owned by the foreign

share holders;

(f) compensation for damages or losses:

(g) compensation for expropriation;

(h) proceeds received by investor in case of liquidation:

M the earnings of nationals of one Party who are

allowed to work in connection with investment in

the territory of the other Party.

(2) To the extent an investor of either Party has not made

another arrangement with the appropriate authorities of the

other Party in whose territory the investment of such investor

is situated, currency transfer made pursuant to paragraph I

of this Article shall be permitted in the currency of this

original investment or in any other freely convertible

currency. Such transfer shall be made at the prevailing rate

of exchange on the date of transfer with respect to current

transactions in the currency to be transferred.
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(3) Notwithstandini the preceding paragraphs, either Party

may maintain laws and regulations requiring reports of

currency transfers.

Article 8

Subrogation

In case one Party or its designated agency has granted

any guarantee against non-commercial risks in respect of an

investment by its investor in the territory of the other

Party and has made payment to such investor under that

guarantee, the other Party shall recognize the transfer of

the rights of such investor to the former Party or any of

its designated agency. The subrogation of the latter shall

not exceed the original rights of such investor. As regards

the transfer of payments to be made to the other Party by

virtue of such subrogation, Articles 6 and 7 shall apply

respectively.

Article 9

Settlement of Disputes between
Investors and the Parties

(1) Any dispute arising between a Party and the investor

of the other shall be settled amicably.

(2) In the event that such a dispute cannot be settled

within twelve months between the parties to the dispute
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through pursuit of local remedies, then the investor

affected may submit the dispute to the "International Center

for the Settlement of Investment Disputes", for the appli-

cation of the arbitration procedures provided by the

Washington Convention of 18th March 1965 on the "Settlement

of Investment Disputes between States and Nationals of other

States".'

Article 10

Settlement of Dispute between the Parties
Concerning Interpretation and Application

of the Agreement

(I) Disputes concerning the interpretation or implementation

of this Agreement shall be settled amicably through diplomatic

negotiation between the Parties.

(2) If a dispute between the Parties cannot thus be settled,

it shall upon the request of either Party be submitted to an

arbitral tribunal.

(3) Such an arbitral tribunal shall be constituted for each

individual case in the following way. Within two months of

the receipt of the request for arbitration, each Party shall

appoint one member of the tribunal. Those two members shall

then select a national of a third State who on approval by

the two Parties shall be appointed Chairman of the tribunal.

I United Nations, Treaty Series, vol. 575, p. 159.
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The Chairman shall be appointed within two months from the

date of appointment of the other two members.

(4) If within the periods specified in paragraph (3) of

this Article the necessary appointments have not been made,

either Party may, in the absence of any other agreement,

invite the President of the International Court of Justice

to make any necessary appointments. If the President is a

national of either Party or if he is otherwise prevented

from discharging the said function, the Vice-President

shall be invited to make the necessary appointments.

If the Vice-President is a national of either Party or if

he too is prevented from discharging the said function,

the member of the International Court of Justice next in

seniority who is not a national of either Party shall be

invited to make the necessary appointments.

(5) The arbitral tribunal shall reach its decisions by a

majority of votes. Such decision shall be binding on both

Parties. Each Party shall bear the cost of its own member

of the tribunal and of its representation in the arbitral

proceedings: the cost of the Chairman and the remaining

costs shall be borne in equal parts by the Parties. The

tribunal may, however, in its decision, direct that a higher

proportion of cost shall be borne.by one of the two Parties,

and this award shall be binding on both Parties. The tribunal

shall determine its own procedure.
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Article 11

Application of other Provisions

Whenever any issue is governed by this Agreement and by

any other Agreement to which both are parties, more favourable

provisions shall be applied to the investors.

Article 12

Entry into Force, Duration and Termination

(1) This Agreement shall enter into force on the date when

the Parties notify each other that all legal requirements

for its entry into force have been fulfilled.

(2) This Agreement shall remain in force for a period of

ten years and shall continue in force thereafter for another

period of ten years and so forth unless either Party notifies

in writing of its intention to terminate this Agreement one

year before its expiration.

(3) This Agreement may be revised by mutual consent. Any

revision or termination of this Agreement shall be effected

without prejudice to any right or obl.igation accruing or

incurred under this Agreement prior to the effective date

of such revision or termination.
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IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, duly authorized

by their respective Covernment, have signed this Agreement.

DONE in duplicate at 7w.ka-ta.. this SiX iMeeL

day of 1:dIVUo7 ,Iqql in the Korean, Indonesian and English

languages, all texts being equally authentic. In case of

divergence of interpretation of this Agreement, the English

text shall prevail.

For the Government
of the Republic of Korea:

For the Government
of the Republic of Indonesia:

I Kim Jae-choon.
2 Ali Alatas.
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[TRADUCTION - TRANSLATION]

ACCORD I ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RPPUBLIQUE
DE COREtE ET LE GOUVERNEMENT DE LA Rt'PUBLIQUE
D'INDONESIE RELATIF A LA PROMOTION ET A LA PROTEC-
TION DES INVESTISSEMENTS

Le Gouvernement de la R6publique de Cor6e et le Gouvernement de la R~pu-
blique d'Indon6sie (ci-apr~s d~nomm6s les << Parties >>),

Tenant compte des relations amicales et de l'esprit de coop6ration qui existent
entre les deux pays et leurs populations,

Soucieux de cr6er des conditions favorables aux investissements effectu6s par
des investisseurs de l'une des Parties sur le territoire de l'autre Partie sur la base de
1'6galit6 de souverainet6 et des avantages mutuels, et

Constatant que la promotion et la protection desdits investissements sont sus-
ceptibles de stimuler l'esprit d'entreprise individuel et de favoriser la prosp6rit6
dans les deux pays,

Sont convenus de ce qui suit:

Article premier

DFINITIONS

Aux fins du pr6sent Accord :

1) Le terme << investissement >> d6signe toutes les cat6gories d'avoirs investis
par des investisseurs, notamment mais non exclusivement:

a) Les biens meubles et immeubles ainsi que tous les autres droits r6els tels
qu'hypothiques, nantissements ou droits de gage;

b) Les actions, obligations et autres participations dans des soci6t6s l6galement
constitudes;

c) Les cr6ances p6cuniaires ou cr ances relatives ayant une valeur financi~re;

d) Les droits de propri6td intellectuelle y compris les droits d'auteur, les mar-
ques commerciales, les brevets, les plans et 6tudes industrielles, le savoir-faire, les
secrets de fabrication, les noms de marque et les clienteles;

e) Les concessions commerciales conf6r6es par voie 16gislative ou en vertu
de contrats, relatives aux investissements, y compris les concessions portant sur la
prospection, la culture, l'extraction et l'exploitation de ressources naturelles.

2) Le terme << investisseurs >> d6signe les ressortissants ou les soci&t s d'une
Partie qui ont effectu6 ou effectuent des investissements sur le territoire de l'autre
Partie.

3) Le terme << ressortissants >> d6signe:

'Entrd en vigueur le 10 mars 1994, date A laquelle les Parties se sont notifid 'accomplissement des formalit~s

Idgales, conform~ment au paragraphe I de I'article 12.
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a) Dans le cas de la R6publique de Cor6e, les personnes physiques qui sont
considdr6es comme 6tant des ressortissants de la R6publique de Cor6e conform6-
ment A sa 16gislation;

b) Dans le cas de la R6publique d'Indon6sie, les personnes qui, selon la 16gisla-
tion de la R6publique d'Indon6sie, sont des ressortissants indon6siens.

4) Le terme < soci6t6s d6signe :

a) Dans le cas de ]a R6publique de Cor6e, les sujets de droits, soci6t6s ou
associations A responsabilit6 limit6e ou non et A but lucratif ou non lucratif, consti-
tu6s sur le territoire de la R6publique de Cor6e et qui existent conform6ment A sa
16gislation;

b) Dans le cas de la R6publique d'Indon6sie, toute soci6t6 A responsabilit6
limit6e constitu6e sur le territoire de la R6publique d'Indon6sie, ou tout sujet de
droit constitu6 conform6ment A sa 16gislation.

5) Les termes « revenus ou « produits d6signent les montants r6sultant
d'un investissement et comprennent notamment mais non exclusivement, les b6n6-
fices, les int6rts, les plus-values du capital, les dividendes, les redevances ou les
frais.

6) Le terme < territoire d6signe:

a) Dans le cas de la R6publique de Cor6e, le territoire de la R6publique de
Cor6e ddfini par sa 16gislation ainsi que des portions du plateau continental et des
eaux limitrophes sur lesquelles la R6publique de Cor6e exerce sa souverainet6,
droits souverains ou autres droits conform6ment au droit des gens;

b) Dans le cas de la R6publique d'Indondsie, le territoire de la R6publique
d'Indon6sie d6fini par sa l6gislation ainsi que des portions du plateau continental et
des eaux limitrophes sur lesquelles la R6publique d'Indondsie exerce sa souverai-
net6, droits souverains ou autres droits conform6ment au droit des gens.

Article 2

PROMOTION ET PROTECTION DES INVESTISSEMENTS

1) Chacune des Parties encourage et cr6e des conditions favorables permet-
tant aux investisseurs de l'autre Partie d'investir sur son territoire et elle accueille de
tels capitaux conform6ment A sa 16gislation et A sa r6glementation.

2) Les investissements effectu6s par les investisseurs de l'une ou l'autre des
Parties b6n6ficient en tout temps d'un traitement juste et 6quitable, d'une pleine et
entire protection et d'une s6curit6 totale sur le territoire de l'autre Partie.

Article 3

PORTIE DE L'AcCORD

Le pr6sent Accord s'applique aux investissements effectu6s par des investis-
seurs de la R6publique de Cor6e sur le territoire de la R6publique d'Indon6sie qui
ont 6t6 autoris6s aux termes de la loi n° 1 de 1967 relative A l'investissement de
capitaux 6trangers et de toute loi qui aurait pour rdsultat de I'amender ou de la
remplacer, ainsi qu'aux investissements effectu6s par des investisseurs de la R6pu-
blique d'Indon6sie sur le territoire de la R6publique de Cor6e qui ont t6 autoris6s
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conformdment t la loi relative A l'encouragement des capitaux 6trangers tel que
modifi6e en d6cembre 1993 et A toute loi qui aurait pour r6sultat de l'amender ou de
]a remplacer soit au moment de l'entrde en vigueur du pr6sent Accord ou par ]a suite.

Article 4

TRAITEMENT

1) Aucune des Parties ne soumet sur son territoire les investissements ou les
revenus des investisseurs de 'autre Partie A un traitement moins favorable que celui
qu'elle accorde aux investissements et aux revenus des investisseurs d'un Etat tiers.

2) Aucune des Parties ne soumet sur son territoire les investisseurs de l'autre
Partie, en ce qui concerne la gestion, l'utilisation, la jouissance ou la cession de leurs
investissements ou toute activit6 lie A ces investissements, A un traitement moins
favorable que celui qu'elle accorde aux investisseurs d'un Etat tiers.

3) Nonobstant les dispositions des paragraphes ci-avant, les investissements
effectu6s par des investisseurs d'une Partie sur le territoire de l'autre Partie se voient
accorder un traitement juste et 6quitable et non moins favorable que celui que la
derni~re Partie accorde A ses propres ressortissants ou soci6t6s conform6ment sa
l6gislation et A sa r6glementation applicables.

4) Le traitement vis6 ci-avant ne s'applique pas aux avantages et aux pri-
vileges reconnus aux investisseurs d'un Etat tiers par l'une ou l'autre Partie en
consdquence de sa participation A une union douani~re, un marchd commun, une
zone de libre 6change, A un accord 6conomique multilat6ral ou A la suite d'un accord
conclu entre cette Partie et un Etat tiers visant A 6viter la double imposition ou d'un
arrangement commercial transfrontalier.

Article 5

INDEMNISATIONS POUR DOMMAGES ET PERTES

Les investisseurs d'une Partie dont les investissements effectu6s sur le terri-
toire de l'autre Partie ont subi des pertes du fait d'une guerre ou d'un autre type de
conflit arm6, d'une r6volution, d'un 6tat d'urgence nationale, d'une rdvolte, d'une
insurrection ou d'6meutes sur le territoire de la derni~re Partie, se voient accorder
par celle-ci, en matiire de restitution, d'indemnisation, de r6paration ou de tout
autre r~glement, un traitement non moins favorable que celui que la derni~re Partie
accorde A ses propres ressortissants ou soci6t6s ou aux investisseurs d'un Etat tiers.

Article 6

EXPROPRIATION

1) Les investissements effectu6s par des investisseurs de l'une ou l'autre des
Parties ne peuvent 8tre nationalis6s, expropri6s ou soumis A des mesures 6quiva-
lant A une nationalisation ou A une expropriation (ci-apr~s d6nomm6es << expropria-
tion >>) sur le territoire de l'autre Partie, sauf pour cause d'int6r~t public r6sultant des
besoins internes de la Partie expropriante. Ces mesures entrainent le versement sans
retard d'une indemnit6 r6elle et suffisante. Cette indemnit6, y compris les int6rts
courus A compter de la date de l'expropriation, est 6gale A la valeur marchande de
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l'investissement exproprid avant le moment ot la d6cision d'expropriation est prise
ou qu'elle ne devienne de notori6td publique. L'indemnit6 est versAe sans retard
indu et elle est effectivement r6alisable et librement transf6rable. La 16galit6 de toute
expropriation et les procdures qui y sont associ6es ainsi que le montant et le mode
de paiement de l'indemnitd peuvent 8tre soumis A examen dans le cadre des garan-
ties pr6vues par la loi conform6ment A la I6gislation et A la r6glementation de la
Partie expropriante.

2) Lorsqu'une Partie exproprie les avoirs d'une soci6t6 constitu6e confor-
mdment A la i6gislation en vigueur sur une partie quelconque de son territoire et dont
les ressortissants ou soci6t6s de l'autre Partie d6tiennent des parts, elle veille A ce
que les dispositions du paragraphe 1 du pr6sent article soient appliqu6es dans la
mesure n6cessaire pour garantir aux propridtaires des parts l'indemnit6 pr6vue audit
paragraphe.

Article 7

RAPATRIEMENT DES INVESTISSEMENTS

1) En ce qui concerne les investissements effectu6s par les investisseurs de
I'autre Partie, chaque Partie accorde auxdits investisseurs, dans le cadre de sa 16gis-
lation et de sa r6glementation, sans retard indu et apris acquittement de leurs imp6ts
et taxes par lesdits investisseurs, le transfert :

a) Du montant des capitaux initiaux et additionnels destin6s A maintenir et A
accroitre les investissements;

b) Des r6sultats nets d'exploitation, y compris les dividendes et les int6r&s en
proportion des capitaux propres du participant 6tranger;

c) Du remboursement de tout pret et des intr8ts qui s'y rapportent sous
r6serve que ledit pr& ait 6t6 accord6 aux fins de l'investissement;

d) Du paiement des redevances et services dans la mesure of ils se rapportent
A l'investissement;

e) Du produit de la cession d'actions d6tenues par les actionnaires 6trangers;

f) De l'indemnit6 en raison de pertes ou dommages;

g) De l'indemnit6 en raison d'une expropriation;
h) Du produit d'une liquidation;

i) Des gains des ressortissants de l'une ou l'autre des Parties qui sont autoris6s
b travailler dans le cadre de l'investissement effectu6 sur le territoire de l'autre
Partie.

2) Dans la mesure oti un investisseur de l'une des Parties n'a pas conclu d'au-
tres arrangements avec les autorit6s comp6tentes de l'autre Partie sur le territoire de
laquelle l'investissement dudit investisseur est situ6, le transfert en num6raire effec-
tu6 en vertu du paragraphe 1 du pr6sent article est autoris6 dans la monnaie conver-
tible. Les transferts sont effectu6s au taux de change applicable aux transactions
courantes A la date due dans la monnaie qui fait l'objet du transfert.

3) Nonobstant les paragraphes ci-avant, il est loisible A chaque Partie d'adop-
ter des lois et riglements pr6voyant que des rapports soient maintenus en mati~re de
transferts en num6raire.
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Article 8

SUBROGATION

Si l'une des Parties ou l'organisme qu'elle aura d6sign6 a accord6 une garantie
portant sur les risques non commerciaux en ce qui concerne l'investissement effec-
tu6 par son investisseur sur le territoire de l'autre Partie et qu'un paiement a 6t6
effectu6 audit investisseur en vertu d'une telle garantie, l'autre Partie reconnait le
transfert des droits dudit investisseur A ia premiere Partie ou A l'organisme d6sign6
par elle. La subrogation de celle-ci se limite aux droits initiaux dudit investisseur. En
ce qui concerne le transfert des paiements A l'autre Partie en vertu d'une telle subro-
gation, les articles 6 et 7 s'appliquent respectivement.

Article 9

RtGLEMENT DES DIFF9RENDS ENTRE LES INVESTISSEMENTS ET LES PARTIES

1) Tout diff6rend survenu entre une Partie et un investisseur de l'autre Partie
est r6gl6 l'amiable.

2) Lorsqu'un tel diff6rend ne peut 6tre r6gl6 entre les Parties au moyen de
recours locaux dans un d6lai de 12 mois, il est alors loisible A l'investisseur de
soumettre le diff6rend au Centre international pour le r~glement des diff6rends rela-
tifs aux investissements en vue de l'application des proc6dures d'arbitrage pr6vues
par la Convention de Washington en date du 18 mars 1965 relative au R~glement des
diff6rends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats.

Article 10

RtGLEMENT DE DIFFERENDS ENTRE LES PARTIES CONCERNANT
L'INTERPRtTATION ET L'APPLICATION DE LA CONVENTION

1) Les diff6rends relatifs A l'interpr6tation ou A l'application du pr6sent
Accord sont r6gl6s A l'amiable entre les Parties par la voie diplomatique.

2) Si un diff6rend entre les Parties ne peut 6tre r6gl6 de cette mani~re, il est
soumis A un tribunal arbitral sur la demande de l'une ou l'autre des Parties.

3) Ce tribunal arbitral est compos6 de la mani~re suivante pour chaque cas.
Dans les deux (2) mois suivant la r6ception de la demande d'arbitrage, chaque Partie
d6signe un membre du tribunal. Les membres choisissent ensuite un ressortissant
d'un Etat tiers qui, avec l'agr6ment des deux Parties, est nommd pr6sident du tribu-
nal. Le Pr6sident est nomm6 dans les deux (2) mois suivant la date de d6signation
des deux autres membres.

4) Si, dans les d6lais sp6cifids au paragraphe 3 du pr6sent article, il n'a pas 6t6
proc6d6 aux d6signations pr6vues, chacune des Parties peut, A d6faut de tout autre
accord, prier le Pr6sident de la Cour intemationale de Justice de proc6der aux d6si-
gnations n6cessaires. S'il s'av~re que le Pr6sident est un ressortissant de l'une des
Parties ou s'il est emp~ch6 de toute autre mani~re de s'acquitter de ladite fonction,
le Vice-Pr6sident est pri6 de proc6der aux d6signations n6cessaires. S'il s'avire que
le Vice-Pr6sident est un ressortissant de b'une des Parties ou s'il est lui aussi emp8-

I Nations Unies, Recueji des Traitds, vol. 575, p. 159.
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ch6 de s'acquitter de cette fonction, il appartient au membre le plus ancien de la
Cour internationale de Justice qui n'est ressortissant d'aucune des Parties, de pro-
c~der aux d6signations n6cessaires.

5) Le tribunal arbitral statue A la majorit6 et sa sentence a force obligatoire
pour les deux Parties. Chaque Partie prend A sa charge les frais du membre du
tribunal qu'elle aura ddsignd ainsi que les frais de sa repr6sentation dans la proc6-
dure arbitrale; les frais du Pr6sident ainsi que les autres frais sont assum6s A parts
6gales par les deux Parties. Toutefois, il est loisible au tribunal d'ordonner, dans sa
sentence, qu'une proportion plus importante des frais soit prise en charge par l'une
des Parties et une telle d6cision a force obligatoire pour les deux Parties. Le tribunal
adopte son propre riglement int6rieur.

Article 11

APPLICATION D'AUTRES DISPOSITIONS

Lorsqu'une question est r6gie par le pr6sent Accord et par tout autre accord
auquel les deux signataires du pr6sent Accord sont parties, les dispositions les plus
favorables s'appliquent aux investisseurs.

Article 12

ENTRPE EN VIGUEUR, DURIeE ET DNONCIATION

1) Le pr6sent Accord entrera en vigueur A la date A laquelle les Parties se
seront mutuellement notifi6es que les formalit6s juridiques n6cessaires A son entr6e
en vigueur ont t6 accomplies.

2) Le pr6sent Accord demeurera en vigueur pendant une p6riode de 10 ans et
il restera en vigueur pendant des p6riodes successives de m~me dur6e A moins que
l'une des Parties ne notifie par 6crit une ann6e avant son expiration son intention de
d6noncer le pr6sent Accord.

3) Le pr6sent Accord peut etre modifi6 d'un commun accord. Toute modifica-
tion ou d6nonciation du pr6sent Accord ne portera pas atteinte aux droits et obliga-
tions r6sultant du pr6sent Accord avant sa modification ou sa d6nonciation.

EN FOI DE QUOI, les soussign6s, A ce dfiment autoris6s par leurs gouvernements
respectifs, ont sign6 le pr6sent Accord.

FAIT en double exemplaire A Jakarta, le 16 f6vrier 1991, en langues cor6enne,
indon6sienne et anglaise, tous les textes faisant 6galement foi. En cas de divergence
d'interpr6tation du pr6sent Accord, le texte anglais pr6vaudra.

Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement
de la R6publique de Cor6e: de la R6publique d'Indon6sie:

KIM JAE-CHOON ALI ALATAS
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CONVENTION' BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUB-
LIC OF KOREA AND THE GOVERNMENT OF THE ARAB RE-
PUBLIC OF EGYPT FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXA-
TION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH
RESPECT TO TAXES ON INCOME

The Government of the Republic of Korea and the

Government of the Arab Republic of Egypt,

Desiring to conclude a Convention for the avoidance

of double taxation and the prevention of fiscal evasion

with respect to taxes on income,

Have agreed as follows:

CHAPTER I

SCOPE OF THE CONVENTION

Article I

Personal Scope

This Convention shall apply to persons who are residents

uf one or both of the Contracting States.

I Came into force on 5 February 1994, i.e., the thirtieth day after the exchange of the instruments of ratification,
which took place at Seoul, in accordance with article 28 (1).
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Article 2

Taxes Covered

1. The taxes to which this Convention shall apply:

a) In the case of Korea

(i) the income tax:

(ii) the corporation tax: and

(iii the inhabitant tax

(hereinafter referred to as "Korean Tax"

b) In the case of the Arab Republic of Egypt

(i tax on income derived from immovable property

(including the land tax, the bui Idinigs tax

and the Chaffir tax):

(ii tax on income from movable capital:

(iii tax on commercial and industrial profits;

(iv tax on wages, salaries, indemnities and pensions:

(v tax on profits from liberal professions and

all other non-commercial professions;

(vi) general income tax;

(vii) corporation profits tax:

(viii) supplementary taxes imposed by the central

government as percentage of taxes mentioried

above or otherwise:

(hereinafter referred tu as "Egyptian tax")

2. The convention shall apply also to any identical or

substantially similar taxes which are imposed after the date

of signature of the Convention in addition to, or in place
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of, the existing taxes. The competent authorities of the

Contracting States shall notify each other of any substantial

changes which have been made in their respective taxation laws.

CHAPTER II

DEFINITIONS

Article 3

General Definitions

I. For the purposes of this Convention, unless the context

otherwise requires:

a) The term "Korea" means the Republic of Korea. and

when used in a geographical sense, the term means

all the territory in which the laws relating to

Korean tax are in force. The term also includes

the territorial sea thereof and the seabed and

subsoil of the submarine areas adjacent to the

coast thereof, but beyond the territorial sea.

over which Korea exercises sovereign rights, in

accordance with international law, for the purpose

of exploration and exploitation of the natural

resources of such area:

b) The term "Egypt" means the Arab Republic of Egypt and

when used in a geographical sense, the term means

all the territory in which the laws relating to

Egyptian tax are in force. The term also includes
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the territorial sea thereof and the seabed and

subsoil at the submarine areas adjacent to the

coast thereof, but beyond the territorial sea, over

which Egypt exercises sovereign rights, in accordance

with international law, for the purpose of exploration

and exploitation of the natural resources of such

area;

c) The terms "a Contracting State" and "the other

Contracting State" mean Korea or Egypt, as the

context requires;

d) The term "tax" means Korean tax or Egyptian tax,

as the context requires:

e) The term "person" includes an individual, a company

and any other body of persons:

f) The term "company" means any body corporate or any

entity which is treated as a body corporate for tax

purposes;

g) The terms "enterprise of a Contracting State" and

"enterprise of the other Contracting State" mean

respectively an enterprise carried on by a resident

of a Contracting State and an enterprise carried on

by a resident of the other Contracting State:

h The term "international traffic" means any transport

by a ship or aircraft operated by an enterprise of

a Contracting State, except when the ship or aircraft
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is operated solely between places in the other

Contracting State;

i) the term "competent authority" means, in the case of

the Republic of Korea, the Minister of Finance or his

authorized representative: and in the case of the

Arab Republic of Egypt, the Minister of Finance or

his authorized representative.

2. As regards the application of the Convention by a

Contracting State any term not defined therein shall. unless

the context otherwise requires, have the meaning which it has

under the law of that State concerning the taxes to which the

Convention applies.

Article 4

Resident

I. For the purposes of this Convention, the term "resident

of a Contracting State" means any person who, under the laws

of that State, is liable to tax therein by reason of his

domicile, residence, place of management or any other

criterion of a similar nature.

But this term does not include any person who is liahle to

tax in that State in respect only of income from sources in

that State.
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2. Where by reason of the provisions of paragraph I an

individual is a resident of both Contracting States, then this

case shall be determined as follows:

a) He shall be deemed to be a resident of the

Contracting State in which he has a permanent home

available to him. If he has a permanent home

available to him in both Contracting States, he

shall be deemed to be a resident of the Contracting

State with which his personal and economic relations

are closer (centre of vital interests):

b) If the Contracting State in which he has his centre

of vital interests cannot be determined, or if he has

not a permanent home available to him in either

Contracting State, he shall be deemed to be a

resident of the Contracting State in which he has

an habitual abode;

c) If he has an habitual abode in both Contracting

States or in neither of them, he shall be deemed to

be a resident of the Contracting State of which he

is a national:

d) If he is a national of both Contracting States or of

neither of them, the competent authorities of the

Contracting States shall settle the questioni by

mutual agreement.
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3. Where by reason of the provisiuns of paragraph I

a person other than an individual is a resident of both

Contracting States, then it shall be deemed to be a resident

of the Contracting State in which its place of effective

management is situated. In case of doubts the competent

authorities of the Contracting States shall settle the

question by mutual agreement.

Article 5

Permanent Establishment

1. For the purposes of this Convention, the term "permanent

establishment" means a fixed place of business through which

the business of an enterprise is wholly or partly carried on.

2. The term "permanent establishment" includes especially:

a) a place of management:

b) a branch;

c) an office;

d) a factory;

e) a workshop;

f) a store or other sales outlet;

g) a farm or a plantation: and

f) a mine, an oil or gas well, a quarry or any other

place of extraction of natural resources.

3. A building site or construction or installation

project constitutes a permanent establishment only if it

lasts more than 9 months.
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4. Notwithstanding the preceding provisions of this Article,

the term "permanent establishment" shall be deemed not to

include:

a) the use of facilities solely for the purpose of

storage, display or delivery of goods or merchandise

belonging to the enterprise:

b) the maintenance of a stock of goods or merchandise

belonging to the enterprise solely for the purpose

of storage, display or delivery:

c) the maintenance of a stock of goods or merchandise

belonging to the enterprise solely for the purpose

of processing by another enterprise;

d) the maintenance of a fixed place of business solely

for the purpose of purchasing goods or merchandise

or of collecting information, for the enterprise:

e) the maintenance of a fixed place of business solely

for the purpose of carrying on, for the enterprise,

any other activity of a preparatory or auxiliary

character:

f) the maintenance of a fixed place of business solely

for any combination of activities mentioned in

subparagraphs a) to e), provided that the overall

activity of the fixed place of business resulting

from this combination is of a preparatory or

auxiliary character.
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5. Notwithstanding the provisions of paragraphs I and 2,

where a person - other than an agent of an independent

status to whom paragraph 6 applies - is acting on behalf

of an enterprise and has, and habitually exercises, in a

Contracting State an authority to conclude contracts in the

name of the enterprise, that enterprise shall be deemed to

have a permanent establishment in that State in respect of

any activities which that person undertakes for the

enterprise, unless the activities of such person are

limited to those mentioned in paragraph 4 which, if exercised

through a fixed place of business, would not make this fixed

place of business a permanent establishment under the

provisions of that paragraph.

6. An enterprise of a Contracting State shall not be deemed

to have a permanent establishment in the other Contracting

State merely because it carries on business in that other

State through a broker, general commission agent or any other

agent of an independent status, provided that such persons are

acting in the ordinary course of their business.

7. The fact that a company which is a resident of a

Contracting State controls or is controlled by a company

which is a resident of the other Contracting State. or which

carries on business in that other State (whether through a

permanent establishment or otherwise), shall not of itself

constitute either company a permanent establishment of the

other.
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CHAPTER III

TAXATION OF INCOME

Article 6

Income from Immovable Property

1. Income derived by a resident of a Contracting State from

immovable property (including income from agriculture or

forestry) situated in the other Contracting State may be

taxed in that other State.

2. The term "immovable property" shall have the meaning

which it has under the law of the Contracting State in which

the property in question is situated. The term shall in any

case include property accessory to immovable property, live-

stock and equipment used in agriculture and forestry, rights

to which the provisions of general law respecting landed

property apply, usufruct of immovable property and rights

to variable or fixed payments as consideration for the

working of, or the rights to work, mineral deposits, sources

and other natural resources; ships, boats and aircraft shall

not be regarded as immovable property.

3. The provisi ons of paragraph I shall apply to income

derived from the direct use, letting, or use in any other

form of immovable property.

4. The provisions of paragraphs I and 3 shall also apply to

the i, come from immovable property of an enterprise and to

income from immovable property used for the performance of

independent personal services.
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Article 7

Business Profits

I. The profits of an enterprise of a Contracting State shall

be taxable only in that State, unless the enterprise carries

on business in the other Contracting State through a permanent

establishment situated therein. If the enterprise carries on

business as aforesaid, the profits of the enterprise may be

taxed in the other State but only so much of them as is

attributable to that permanent establishment.

2. Subject to the provisions of paragraph 3," where an

enterprise of a Contracting State carries on business in the

other Contracting State through a permanent establishment

situated therein, there shall in each Contracting State be

attributed to that permanent establishment the profits which

it might be expected to make if it were a distinct and

separate enterprise engaged in the same or similar activities

under the same or similar conditions and dealing wholly

independently with the enterprise of which it is a permanent

establishment.

3. In determining the profits of a permanent establish-

ment, there shall be allowed as deductions expenses which are

incurred for the purposes of the permanent estahlishnient

including executive and general administrative expenses so

incurred, whether in the State in which the permanent

establishment is situated or elsewhere.

Vol. 1775, 1-30922



1994 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Trait6s 119

4. No profits shall be attributed to a permanent establish-

ment by reason of the mere purchase by that permanent

establishment of goods or merchandise for the enterprise.

5. For the purposes of the preceding paragraphs, the pro-

fits to be attributed to the permanent establishment shall

be determined by the same method year by year unless there

is good and sufficient reason to the contrary.

6. Where profits include items of income which are dealt

with separately in other Articles of this Convention, then

the provisions of these Articles shall not be affected by

the provisions of this Article.

Article 8

Shipping and Air Transport

I. Profits of an enterprise of a Contracting State from

the operation of ships or aircraft in international traffic

shall be taxable only in that State.

2. The provisions of paragraph I shall also apply to

profits derived from the participation in a pool, a joint

business or an international operating agency.

3. In respect of the operation of ships or aircraft in

international traffic carried on by an enterprise of a

Contracting State, that enterprise, if an enterprise of

Egypt, shall also be exempt from the value added tax in

Korea and, if an enterprise of Korea, shall also be exempt
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from any tax similar to the value added tax in Korea which

may hereafter be imposed in Egypt.

4. Where profits as referred to in this Article are

derived by a company which is a resident of a Contracting

State, dividends paid by that company to persons which are

resident in the other Contracting State, shall be exempt

from tax in that other State.

Article 9

Associated Enterprises

Where

a) an enterprise of a Contracting State participates

directly or indirectly in the management, control

or capital of an enterprise of the other Contracting

State, or

b) the same persons participate directly or indirectly

in the management, control or capital of an enter-

prise of a Contracting State and an enterprise of the

other Contracting State,

and in either case conditions are made or imposed between the

two enterprises in their commercial or financial relations

which differ from those which would be made between independent

enterprises, then any profits which would, but for those

conditions, have accrued to one of the enterprises, but,

by reason of those conditions, have not so accrued, shall be

included in the profits of that enterprise and taxed

accordingly.
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Article 10

Dividends

I. Dividends paid by a company which is a resident of a

Contracting State to a resident of the other Contracting

State may be taxed in that other State.

2. However, such dividends may also be taxed in the

Contracting State of which the company paying the dividends

is a resident and according to the laws of that State, but

if the recipient is the beneficial owner of the dividends

the tax so charged shall not exceed:

a) 10 per cent of the gross amount of the dividends if

the beneficial owner is a company (other than a

partnership) which holds directly at least 25 per

cent of the capital of the company paying the

dividends:

b 15 per cent of the gross amount of the dividends in

all other cases.

This paragraph shall not affect the taxation of the company

in respect of the profits out of which the dividends are paid.

3. The term "dividends" as used in this Article means

income from shares. "jouissance" shares or "jouissance" rights,

mining shares, founders' shares or other rights, not being

debt-claims, participating in profits, as well as income from

other corporate rights which is subjected to the same taxation

treatment as income from shares by the laws of the State

of which the company making the distribution is a resident.
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4. The provisions of paragraphs I and 2 shall not apply

if the beneficial owner of the dividends, being a resident

of a Contracting State, carries on business in the other

Contracting State of which the company paying the dividends

is a resident, through a permanent establishment situated

therein, or performs in that other State independent personal

services from a fixed base situated therein, and the holding

in respect of which the dividends are paid is effectively

connected with such permanent establishment or fixed base.

In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as

the case may be, shall apply.

5. Where a company which is a resident of a Contracting

State derives profits or income from the other Contracting

State, that other State may not impose any tax on the

dividends paid by the company, except in so far as such

dividends are paid to a resident of that other State or in

so far as the holding in respect of which the dividends are

paid is effectively connected with a permanent establishment

or a fixed base situated in that other State, nor subject

the company's undistributed profits to a tax on the company's

undistributed profits, even if the dividends paid or the

undistributed profits consist wholly or partly of profits or

income arising in such other State.
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Article II

Interest

I. Interest arising in a Contracting State and paid to

a resident of the other Contracting State may be taxed

in that other State.

2. However, such interest may also be taxed in the

Contracting State in which it arises, and according to the

laws of that State, but if the recipient is the beneficial

owner of the interest the tax so charged shall not exceed:

a) 10 per cent of the gross amount of such interest

where it is paid in respect of a loan or other

debt-claim for a period exceeding three years;

h) 15 per cent of the gross amount of such interest

in all other cases.

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2,

a) Interest arising in a Contracting State and received

by the Covernment of the other Contracting State

including a political subdivision or a local

authority thereof or the central bank of that other

Contracting State shall be taxable only in that other

Contracting State.

b) Interest arising in a Contracting State in respect

of loans or credits made or guaranteed.

- in the case of Korea, by the Export Import Bank

of Korea:
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in the case of Egypt, by the Bank equivalent to

the Export Import Bank of Korea:

and paid to a resident of the other Contracting State

shall be taxable only in that other State.

4. The term "interest" as used in this Article means income

from Government securities, bonds or debentures (exclusive of

interest on debts secured by mortgages on immovable property,

in which case Article 6 shall apply), whether ur not carrying

a right to participate in profits, and debt-claims of every

kind as well as all other income assimilated to income from

money lent according to the taxation law of the State in

which the income arises.

5. The provisions of paragraphs I, 2 and 3 shall not apply

if the beneficial owner of the interest, being a resident of

a Contracting State, carries on business in the other

Contracting State in which the interest arises, through a

permanent establishment situated therein, or performs in

that other State independent personal services from a fixed

base situated therein, and the debt-claim in respect of

which the interest is paid is effectively connected with

such permanent establishment or fixed base. In such a case,

the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may

be, shall apply.

6. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State

when the payer is that State itself, a political sub-division,

a local authority or a resident of that State.
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Where, however, the person paying the interest, whether he

is a resident of a Contracting State or not, has in a

Contracting State a permanent establishment or a fixed base

in connection with which the indebtedness on which the

interest is paid was incurred, and such interest is borne by

such permanent establishment or fixed base, then such interest

shall be deemed to arise in the State in which the permenernt

establishment or fixed base is situated.

7. Where, by reason of a special relationship between the

payer and the beneficial owner or between both of them and

some other person, the amount of the interest, having regard

to the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount

which would have been agreed upon by the payer and the

beneficial owner in the absence of such relationship, the

provisions of this Article shall apply only to the last-

mentioned amount. In such case, the excess part of the

payments shall remain taxable according to the laws of each

Contracting State, due regard being had to the other

provisions of this Convention.

Article 12

Royalties

I. Royalties arising in a Contracting State and paid to

a resident of the other Contracting State may be taxed in

that other State.
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2. However, such royalties may be taxed in the Contracting

State in which they arise, and according to the laws of that

State, but if the recipient is the beneficial owner of the

royalties the tax so charged shall not exceed 15 per cent

of the gross amount of the royalties.

3. The term "royalties" as used in this Article means

payments of any kind received as a consideration for the

use of, or the right to use, any copyright of literary.

artistic or scientific work including cinematograph films.

any patent, trade mark, design or model, plan, secret

formula or process.

4. The provisions of paragraph I and 2 shall not apply

if the beneficial owner of the royalties, being a resident

of a Contracting State, carries on business in the other

Contracting State in which the royalties arise, through

a permanent establishment situated therein, or performs

in that other State independent personal services from a

fixed base situated therein, and the right or property

in respect of which the royalties are paid is effectively

connected with such permanent establishment or fixed base.

In such case, the provisions of Article 7 ur Article 14,

as the case may be, shall apply.

5. Royalties shall be deemed to arise in a Contracting

State when the payer is that State itself, a political

subdivision, a local authority or a resident of that State.

Where,however, the person paying the royalties, whether he

is a resident of a Contracting State or not, has in a
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Contracting State a permanent establishment in connection

with which the obligation to pay the royalties was incurred,

and such royalties are borne by such permanent establish-

ment, then such royalties shall be deemed to arise in the

Contracting State in which the permanent establishment is

situated.

5. Where, by reason of a special relationship between the

payer and the beneficial owner or between both of them and

some other person, the amount of the royalties, having

regard to the use, right or information for which they

are paid, exceeds the amount which would have been agreed

upon by the payer and the beneficial owner in the absence of

such relationship, the provisions of this Article shall apply

only to the last-mentioned amount. In such case, the excess

part of the payments shall remain taxable according to the

laws of each Contracting State, due regard being had to the

other provisions of this Convention.

Article 13

Capital Cains

1. Cains derived by a resident (f a Contracting State from

the alienation of immovable property referred to in Article

6 and situated in the other Contracting State may be taxed

in that other State.

2. Cains from the alienation of movable property forming

part of the business property of a permanent establishment
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which an enterprise of a Contracting State has in the other

Contracting State or of movable property pertaining to a

fixed base available to a resident of a Contracting State

in the other Contracting State for the purpose of performing

independent personal services, including such gains from

the alienation of such a permanent establishment (alone or

with the whole enterprise) or of such fixed base, may be

taxed in that other State.

3. Gains from the alienation of ships or aircraft operated

in international traffic or movable property pertaining to

the operation of such ships or aircraft shall be taxable only

in the Contracting State of which the enterprise is a

resident.

4. Gains from the alienation of any property other than

those referred to in paragraphs I, 2 and 3, shall be taxable

only in the Contracting State of which the alienator is a

resident.

Article 14

Independent Personal Services

1. Income derived by a resident of a Contracting State in

respect of professional services or other activities of an

independent character shall be taxable only in that State

unless he has a fixed base regularly available to him in the

other Contracting State for the purpose of performing his

activities or he is present within that other State for a

period or periods not exceeding in the aggregate 183 days
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in the taxable year concerned. If he has such a fixed base

or remains in that other State for the aforesaid period or

periods, the income may be taxed in that other State but only

so much of it as is attributable to that fixed base or is

derived in that other State during the aforesaid period or

periods.

2. The term "professional services" includes especially

independent scientific, literary, artistic, educational or

teaching activities as well as the independent activities

by physicians, lawyers, engineers, architects, dentists

and accountants.

Article 15

Dependent Personal Services

I. Subject to the provisions of Articles 16, 18, 19, 20

and 21, salaries, wages and other similar remuneration derived

by a resident of a Contracting State in respect of an employ-

ment shall be taxable only in that State unless the employment

is exercised in the other Contracting State. If the

employment is so exercised, such remuneration as is derived

therefrom may be taxed in that other State.

2. Notwithstanding the provisions of paragraph I, remuneration

derived by a resident of a Contracting State in respect of an

employment exercised in the other Contracting State shall be

taxable only in the first-mentioned State if:
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a) the recipient is present in the other State for a

period or periods not exceeding in the aggregate

183 days in the fiscal year concerned: and

b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an

employer who is not a resident of the other State:

a nd

c) the remuneration is not borne by a permanent

establishment or a fixed base which the employer

has in the other State.

3. Notwithstanding the preceding provisions of this

Article, remuneration derived by a resident of a Contracting

State in respect of an employment exercised aboard a ship

or aircraft operated in international traffic shall be

taxable only in that State.

Article 16

Director's Fees

Director's fees and other similar payments derived by a

resident of a Contracting State in his capacity as a member

of the board of directors of a company which is a resident

of the other Contracting State may be taxed in that other

Contracting State.
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Article 17

Artistes and Athletes

I. Notwithstanding the provisions of Articles 14 and 15,

income derived by a resident of a Contracting State as an

entertainer, such as a theatre, motion picture, radio or

television artiste, or a musician, or as an athlete, from

his personal activities as suoh exercised in the other

Contracting State, may be taxed in that other State.

2. Where income in respect of personal activities

exercised by an entertainer or an athlete in his capacity

as such accrues not to the entertainer or athlete himself

but to another person, that income may, notwithstanding the

provisions of Articles 7, 14 and 15, be taxed in the Con-

tracting State in which the activities of the entertainer

or athlete are exercised.

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, income

derived by an entertainer or an athlete from his personal

activities as such in a Contracting State shall be taxable

only in the other Contracting State if his visit to the

first mentioned State is supported substantially from the

public funds of that other State or of one of its political

subdivisions or local authorities.

4. Notwithstanding the provisions of paragraph 2, where

income in respect of personal activities as such of an

entertainer or an athlete in a Contracting State accrues

not to that entertainer or athlete himself but to another

Vol. 1775, 1-30922



132 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traitks 1994

person, that income shall be taxable only in the other

Contracting State if this person is supported substantially

from the public funds of that other State or of one of its

political subdivisions or local authorities, or if this

person is a non-profit organization of that other State.

Article 18

Pensions

Subject to the provisions of paragraph 2 of Article

19, pensions and other similar remuneration paid to a

resident of a Contracting State in consideration of past

employment may be taxed in both Contracting States.

Article 19

Government Service

I. a) Remuneration, other than a pension, paid by a

Contracting State or a political subdivision or a

local authority thereof to an individual in respect

of services rendered to that State or subdivision

or authority shall be taxable only in that State.

b) However, such remuneration shall be taxable only in

the other Contracting State if the services are

rendered in that State and the individual is a

resident of that State who:

(i) is a national of that State: or

(ii) did not become a resident of that St-ate solely

for the purpose of rendering the services.
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2. a) Any pension paid by, or out of funds created by,

a Contracting State or a political subdivision or a

local authority thereof to an individual in respect

of services rendered to that State or subdivision

or authority shall be taxable only in that State.

b) However, such pension shall be taxable only in the

other Contracting State if the individual is a

resident of, and a national of, that State.

3. The provisions of Articles 15, 16 and 18 shall apply to

remuneration and pensions in respect of services rendered in

connection with a business carried on by a Contracting State

or a political subdivision or a local authority thereof.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 of this Article

shall likewise apply in respect of remuneration or pensions

paid, in the case of the Republic of Korea. by the Bank of

Korea, the Export-Import Bank of Korea, the Korea Trade

Promotion Corporation and other government owned institution

performing functions of a governmental nature and, in the

case of Egypt by the Central Bank of Egypt and other

government owned institutions performing functions of a

governmental nature.

Article 20

Students and Apprentices

An individual who is or was immediately before visiting

a Contracting State a resident of the other Contracting State
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and who is present in the first mentioned State solely as a

student at a recognized university, college, school or other

similar recognized educational institution in the first

mentioned State or as a business or technical apprentice

therein, for a period not exceeding five years from the

date of his first arrival in the first mentioned State in

connection with that visit, shall be exempt from tax in that

first mentioned State on:

a) all remittances from abroad for the purposes of his

maintenance, education or training: and

b) any remuneration for personal services rendered in

the first mentioned state with a view to supplementing

the resources available to him for such purposes.

Article 21

Professors, Teachers and Researchers

An individual who is or was a resident of a Contracting

State immediately before making a visist to the other

Contracting State, and who, at the invitation of any

university, college, school or other similar educational

institution, which is recognized by the competent authority

in that other Contracting State, visits that other Contracting

State for a period not exceeding two years solely for the

purpose of teaching or research or both at such educational

institution shall be exempt from tax in that other Contracting

State on his remuneration for such teaching or research.
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Article 12

Other Income

I. Items of income of a resident of a Contracting State.

wherever arising, not dealt with in the foregoing Articles

of this Convention shall be taxable only in that State.

2. The provisions of paragraph I shall not apply to income,

other than income from immovable property as defined in

paragraph 2 of Article 6, if the recipient of such income,

being a resident of a Contracting State carries on business

in the other Contracting State through a permanent establish-

ment situated therein, or performs in that other State

independent personal services from a fixed base situated

therein, and the right or property in respect of which the

income is paid is effectively connected with such permaient

establishment or fixed base. In such case the provisi.,ris

of Article 7 or Article 14. as the case may be, shall apply.

3. Notwithstanding the provisions of paragraphs I and 2

items of income of a resident of a Contracting State not

dealt with in the foregoing Articles of this Convention

and arising in the other Contracting State may also be

taxed in that other State.
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CHAPTER IV

Article 23

Relief from Double Taxation

I. In the case of a resident of Korea, double taxation

shall be avoided as follows:

Subject to the provisions of Korean tax law regarding

the allowance as a credit against Korean tax of tax payable

in any country other than Korea (which shall riot affert

the general principle hereof), the Egyptian tax payable

(excluding in the case of a dividend, tax payable in

respect of the profits out of which the dividend is paid)

under the laws of Egypt and in accordance with this

Convention, whether directly or by deduction, in respect

of income from sources within Egypt shall be allowed as a

credit against Korean tax payable in respect of that income.

The credit shall not, however, exceed that proportion of

Korean tax which the income from sources within Egypt hears

to the entire income subject to Korean tax.

2. For the purposes of paragraph 1. the term "Egyptian

tax payable" shall be deemed to include the amount of

Egyptian tax which would have been payable in accordance

with Egyptian tax laws but for the exemption or reduction

of Egyptian tax in accordance with the laws relating to

incentives for the promotion of economic development

in Egypt which were in force on the date of signature of

this Convention or any other provisions which may sub-
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sequently be introduced in Egypt in modification of, or in

addition to, those laws so far as they are agreed by the

competent authorities of the Contracting States to be of a

substantially similar character: Provided that the amount

of the tax referred to in this paragaph shall not, however,

exceed:

(a) in the

of the

(b) in the

of the

(c) in the

of the

3. In the case

shall be avoided

case of dividends an amount of 10 per cent

gross amount of such dividends:

case of interest an amount of 10 per cent

gross amount of such interest: and

case of royalties an amount of 10 per cent

gross amount of such royalties.

of a resident of Egypt, double taxation

as follows:

(a) Where a person being a resident of Egypt derives

income from Korea and that income, in accordance

with the provisions of this Convention, may he

taxed in Korea, Egypt shall, subject to the

provisions of paragraph tb , exempt such income

from tax but may, in calculating tax on the

remaining income of that person, apply the rate

of tax which would have been applicable if the

exempted income had not been so exempted.

(b) Where a person being a resident of Egypt derives

income from Korea and that income, in accordance

with the provisions of Articles 10, Il and 12 may
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be taxed in Korea. Egypt shall allow as a deduction

from the tax on the income of that person an amount

equal to the tax paid in Korea in accordance with

the provisions of this Convention. Such deduction

shall not, however, exceed that part of the tax,

as computed before the deduction is given, which

is appropriate to the income derived from Korea.

4. For the purposes of paragraph 3, the term "an amount

equal to the tax paid in Korea" shall be deemed to include

the amount of Korean tax which would have been payable in

accordance with Korean tax laws but for the exemption or

reduction of Korean tax in accordance with the Korean laws

relating to incentives for the promotion of economic

development in Korea which were in force on the date of

signature of this Convention or any other provisions which

may subsequently be introduced in Korea in modification of,

or in addition to, those laws so far as they are agreed by

the competent authorities of the Contracting State to be

of a substantially similar character: Provided that the

amount of the tax referred to in this paragraph shall not,

however, exceed:

(a in the case of dividends an amount of 10 per cent

of the gross amount of such dividend:

(b in the case of interest an amount of I0 per cent

of the gross amount of such interest: and

(c) in the case of royalties an amount of 10 per cent

of the gross amount of such royalties.

Vol. 1775, 1-30922



I94 United Nations - Treaty Series 9 Nations Unies - Recueil des Traitks 139

CHAPTER V

SPECIAL PROVISIONS

Article 24

Non-Discrimination

I. Nationals of a Contracting State shall not be subjected

in the other Contracting State to any taxation or aiiy

requirement connected therewith, which is other or more

burdensome than the taxation and connected requirements to

which nationals of that other State in the same circumstancets

are or may be subjected. This provision shall, notwithstanding

the provisions of Article I, also apply to nationals who

are not residents of one or both of the Contracting States.

2. The term "nationals" means:

a) all individuals possessing the nationality of a

Contracting State:

b) all legal persons, partnerships and associations

deriving their status as such from the laws in force

in a Contracting State.

3. Stateless persons who are residents of a Contracting

State shall not be subjected in either Contracting State to

any taxation or any requirement connected therewith, which is

other or more burdensome than the taxation and connected

requirements to which nationals of the State concerned in the

same circumstances are or may be subjected.
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4. The taxation on a permanent establishment which an

enterprise of a Contracting State has in the other Contracting

State shall not be less favourably levied in that other State

than the taxation levied on enterprises of that other State

carrying on the same activities. This provisions shall not

be construed as obliging a Contracting State to grant to

residents of the other Contracting State any personal

allowances, reliefs and reductions for taxation purposes

on account of civil status or family responsibilities which

it grants to its own residents.

5. Except where the provisions of paragraph I of Article

9, paragraph 7 of Article II, or paragraph 6 of Article 12,

apply, interest, royalties and other disbursements paid by

an enterprise of a Contracting State to a resident of the

other Contracting State shall, for the purpose of deter-

mining the taxable profits of such enterprise, be deductible

under the same conditions as if they had been paid to a

resident of the first-mentioned State.

6. Enterprises of a Contracting State, the capital of

which is wholly or partly owned or controlled, directly or

indirectly, by one or more residents of the other Contracting

State, shall not be subjected in the first-mentioned State to

any taxation or any requirement connected therewith which is

other or more burdensome than the taxation and connected

requirements to which other similar enterprises of the

first-mentioned State are or may be subjected.
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7. The provisions of this Article shall, notwithstanding

the provisions of Article 2. apply to taxes of every kind

and description subject to this Convention.

Article 25

Mutual Agreement Procedure

Where a person considers that the actions of one or

both of the Contracting States result or will result for

him in taxation riot in accordance with the provision of this

Convention, he may, irrespective of the remedies provided by

the domestic law of those States present his case to the

competent authority of the Contracting State of which he is

a resident or, if his case comes under paragraph I of Article

24, to that ,f the Contract ing State ,If which he is a nati,_,nal

The case must be presented within three years from the first

not i fication of the action resul ting in taxation not in

accordance with the provisions of tIe Coiv rnt io r.

2. The Icmpetent authority shall .i: dt.avur, if the ,_bj ct ii 01

appears to it to be iustified aiid if it is not itself alblp

to arrive at a satisfactory solutio n, to0 reSolve the ,:as- by

mutual agreement with the competeiit authority of the ot f-I

Contracting State, with a view to the avoidance of taxation

which is not in accordance with the Convention. Any agreement

reached shall be implemented notwithstanding any time limits

in the domestic law of the Contracting States.
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3. The competent authorities of the Contracting States shall

endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or

doubts arising as to the interpretation or application of

the Convention. They may also- consult together for the

elimination of double taxation in cases not provided for in

the Convention.

4. The competent authorities of the Contracting States

may communicate with each other directly for the purpose

of reaching an agreement in the sense of the preceding

paragraphs. When it seems advisable in order to reach

agreement to have an oral exchange of opinions, such exchange

may take place through a Commission consisting of represen-

tatives of the competent authorities of the Contracting

States.

Article 26

Exchange of Information

I. The competent authorities of the Contracting States

shall exchange such information as is necessary for carrying

out the provisions of this Convention or of the domestic

laws of the Contracting States concerning taxes covered by

the Convention insofar as the taxation thereunder is riot

contrary to the Convention. The exchange of information is

not restricted by Article I. Any information received by a

Contracting State shall be treated as secret in the same
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manner as information obtained under the domestic laws of

that State and shall be disclosed only to persons or

authorities (including courts and administrative bodies)

involved in the assessment or collection of, the enforce-

ment or prosecution in respect of, or the determination of

appeals in relation to, the taxes covered by the Convention.

Such persons or authorities shall use the information only

for such purposes. They may disclose the information in

court proceedings or in judicial decisions.

2. In no case shall the provisions of paragraph I be

construed so as to impose on a Contracting State the

obligation:

a) to carry out administrative measures at variance

with the laws and administrative practice of that

or of the other Contracting State;

b) to supply information which is not obtainable under

the laws or in the normal course of the admini-

stration of that or of the other Cuntractiitg State:

c) to supply information which would disclose any trade.

business, industrial, commercial or professional

secret or trade process, or information, the

disclosure of which would be contrary to public

policy (ordre public).
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Article 27

Diplomatic Agents and Consular Officers

Nothing in this Convention shall affect the fiscal

privileges of diplomatic agents or consular officers under

the general rules of international law or under the provisions

of special agreements.

CHAPTER VI

FINAL PROVISIONS

Article 28

Entry into Force

I. This Convention shall be ratified and the instruments

of ratification shall be exchanged at S.eou/

as soon as possible. The convention shall enter into force

on the thirtieth day after the date of exchange of the

instruments of ratification.

2. This Conventioln shall have effect:

a) in Korea:

i in respect of taxes withheld at the source on

amounts paid or credited to non-residents on

or after the first day of January of the year of

the signature: and

(ii) in respect of other taxes for taxation' years

beginning on or after the first day of January

of the year of the signature.
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b) -in Egypt:

(i in respect of tax withheld at the source (in

particular, tax on income from movable capital

and tax on wages, salaries, indemnities and

pensions) on amounts paid or credited to non-

residents on or after the first day of January

of the year of the signature: and

(ii) in respect of other taxes (in particular

corporation profits tax, tax on income derived

from immovable property, tax on liberal

professions and all other non-commercial

professions and the general income tax) for

taxation years beginning on or after the first

day of January of the year of the signature.

Article 29

Termination

This Convention shall remain in force indefinitely but

either of the Contracting States may, on or before the

thirtieth day of June in any calendar year from the fifth

year following that in which the instruments of ratification

have been exchanged, give to the other Contracting State,

through diplomatic channels, written notice of termination

and, in such event, this Convention shall cease to have

effect:
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a) in Korea

i in respect of tax withheld at the source on

amounts paid or credited to non-residents on

or after the first day of January in the calendar

year next following that in which the notice is

given; and

ii) in respect of other, taxes for taxation years

beginning on or after the first day cf January

in the calendar year next following that in

which the notice is given.

b) in Egypt

i in respect of tax withheld at the source Iin

particular tax on income from movable ,.apital

and tax on wages, salaries, indemnities and

pension) on amounts paid or credited to non-

residents on or after the first day of January

in the calendar year next following that in

which the notice is given; and

it) in respect of other taxes tin particular

corporation profits tax, tax on commercial and

industrial profits, tax on income from immovable

property, tax on liberal professions and all

other non-commercial professions and general

income tax) for taxation years beginning on or

after the first day of January in the calendar

year next following that in which the notice is

given.
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IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly

authorized thereto by their respective Governments, have

signed this Convention.

DONE at CairO this "; , day of

December, 197Z in duplicate in the Korean, Arabic and

English languages, all texts being equally authentic.

In the event of divergence in interpretation, the English

text shall prevail.

For the Government
of the Republic of Korea:

For the Government
of the Arab Republic of Egypt:

I Park Dong-soon.
2 Mohamed Fathi Abdel-Bagi.
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PROTOCOL

At the moment of signing the Cunventioi between the

Government of the Republic of Xorea and the Covernmeit of thp

Arab Republic of Egypt for the Avoidance of Dotible Taxatioi

and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes

on Income, the undersigned have agreed that the following

provisions shall form an integral part of the Convention.

1. In respect of subparagraph aj of paragraph I of Article

2 of the Convention, it is understood that the Converiti i n

shall apply to the Korean education tax where charged by

rtference to the income tax or thp corporal ion tax.

2. Ii respect of paragraphs I arid 2 of Article 7. where

an enterprise of a Contracting State sells goods or

merchandise or carries on business in the other

Contracting State through a permanent establishment

situated therein, the profits of this permanent

establishment are not determined on the basis of the

total amount received by the enterprise, but are

determined only on the basis of the remuneration which

is attributable to the actual activity of the permanent

establishment for such sales or business. Especially,

in the case of contracts for the survey, supply,

installation or construction of industrial, commercial

or scientific equipment or premises, or of public works.

when the enterprise has a permanent establishment,
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the profits of such permanent establishment are not

determined on the basis of the total amount of the

contract, but are determined only on the basis of that

part of the contract which is effectively carried out

by the permanent establishment in the Contracting State

where the permanent establishment is situated.

3. In respect of paragraph I of Article 7, payments of any

kind received as a consideration for the use of, or the

right to use, industrial, commercial, or scientific

equipment, shall be deemed to be profits of an enter-

prise to which the provisions of Article 7 apply.

Similarly, payments received by corporations as a

consideration for studies or surveys of a scientific,

geological or technical nature, or for consultant or

supervisory services shall be deemed to be payments

to which the provisions of Article 7 apply.

4. In respect of Article 14 it is understood that income

derived by a corporation as a consideration for the

furnishing of independent personal services of its

employees and other personnel shall be deemed to be

profits of the corporation to which the provisions of

Article 7 apply.

5. In respect of paragraph 2 of Article 23, it is under-

stood that the term "the Korean laws relating to

incentives for the promotion of economic development in

Korea* is the Foreign Capital Inducement Law. In respect
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of paragraph 4 of Article 23, it is also understood that

the term "Egyption laws relating to incentives for the

promotion of economic development in Egypt" is the

Investment Law of Arab and Foreign Capital and Free

Zones, Law No. 43 of 1974, amended by the law 32 of

1977.

6. In respect of Article 24 it is understood that nothing

in this Article shall be construed as affecting the

application in Egypt of Article 4, paragraph 9 and

Article 120, paragraph 4 of Law No. 157 of 1981 (as

they may be amended from time to time in minor respects

without affecting the general principle thereof) provided

that if the exemption given by either of these Articles

are made available to nationals of any state or territory

other than a Contracting State such exemption shall like-

wise be made available to nationals of Korea.
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IN WITNESS WHEREOF, the undersigned have signed the

present protocol which shall have the same force and validity

as if it were inserted word by word in the Convention.

Done at Co;rO this ;W4 Ot day

December, IgiZ in duplicate in the Korean, Arabic

English languages, all texts being equally authentic.

the event of divergence in interpretation, the English

shall prevail.

of

and

In

text

For the Government
of the Republic of Korea:

For the Government
of the Arab Republic of Egypt:

/
~~~1

I Park Dong-soon.
Mohamed Fathi Abdel-Bagi.
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[TRADUCTION - TRANSLATION]

CONVENTION' ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REtPUBLI-
QUE DE COREE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RE PUBLI-
QUE ARABE D'EGYPTE TENDANT A EVITER LA DOUBLE
IMPOSITION ET A PRtVENIR L'tVASION FISCALE EN MA-
TIEtRE D'IMPOTS SUR LE REVENU

Le Gouvernement de la R6publique de Cor6e et le Gouvernement de la Rdpu-
blique arabe d'Egypte,

D6sireux de conclure une convention tendant A 6viter la double imposition et t
prdvenir l'6vasion fiscale en mati~re d'imp6ts sur le revenu,

Sont convenus de ce qui suit:

CHAPITRE PREMIER

CHAMP D'APPLICATION DE LA CONVENTION

Article premier. PERSONNES VIS9ES

La pr6sente Convention s'applique aux personnes qui sont des r6sidents de l'un
des Etats contractants ou des deux.

Article 2. IMP6TS VIStS

1. Les imp6ts auxquels s'applique la pr6sente Convention sont les suivants:

a) Dans le cas de la Corde,

i) L'imp6t sur le revenu;

ii) L'imp6t sur les soci6t6s;

iii) L'imp6t de capitation

(ci-apr~s d6nomm6s 1'<< impft corden >>);

b) Dans le cas de la R6publique arabe d'Egypte,

i) L'imp6t sur le revenu des biens immobiliers (y compris l'imp6t foncier, l'imp6t
sur la propri6t6 batie et la taxe du ghaffir);

ii) L'imp6t sur le revenu des capitaux mobiliers;

iii) L'imp6t sur les bdn6fices industriels ou commerciaux;

iv) L'imp6t sur les salaires, traitements, indemnit6s et pensions;

v) L'imp6t sur les b6n6fices tir6s de l'exercice de professions lib6rales ou de
toutes autres professions non commerciales;

vi) L'imp6t g6n6ral sur le revenu;

I Entree en vigueur le 5 fWvrier 1994, soit le trentiime jour aprs '6change des instruments de ratification, qui a eu
lieu A S6oul, conformment au paragraphe I de l'article 28.
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vii) L'imp6t sur les b6ndfices des soci6tds;

viii) Les imp6ts suppl6mentaires pergus par l'Etat sous forme de pourcentage des
imp6ts pr6cit6s ou d'autres imp6ts

(ci-apr~s d6nomm6s 1'<« imp6t 6gyptien ).

2. La Convention s'applique aussi aux imp6ts de nature identique ou essen-
tiellement analogue qui seraient 6tablis apr~s la date de signature de la Convention
et qui s'ajouteraient ou se substitueraient aux imp6ts actuels. Les autorit6s com-
p6tentes des Etats contractants se communiquent les modifications importantes
apport6es A leurs 16gislations fiscales respectives.

CHAPITRE II

DIFINITIONS

Article 3. DtFINITIONS GfNRALES

1. Au sens de la pr6sente Convention, et A moins que le contexte n'exige une
interpr6tation diff6rente :

a) Le terme < Cor6e >> d6signe la R6publique de Cor6e; utilis6 dans un sens
g6ographique, il d6signe la totalit6 du territoire ob la 16gislation fiscale cor6enne est
en vigueur. Il comprend aussi la mer territoriale dudit territoire ainsi que le fond de
la mer et le sous-sol des zones sous-marines adjacentes A ses c6tes mais situ6es
au-del, de la mer territoriale, sur lesquelles la Cor6e exerce des droits souverains
conform6ment au droit international, aux fins de l'exploration et de l'exploitation
des ressources naturelles qui s'y trouvent.

b) Le terme « Egypte o d6signe la R6publique arabe d'Egypte; utilis6 dans un
sens g6ographique, il d6signe la totalitd du territoire ois la 16gislation fiscale 6gyp-
tienne est en vigueur. Il comprend aussi la mer territoriale dudit territoire ainsi que
le fond de la mer et le sous-sol des zones sous-marines adjacentes A ses c6tes mais
situdes au-delA de la mer territoriale, sur lesquelles l'Egypte exerce des droits sou-
verains conform6ment au droit international, aux fins de l'exploration et de l'exploi-
tation des ressources naturelles qui s'y trouvent.

c) Les expressions « un Etat contractant > et < l'autre Etat contractant s'en-
tendent de la Cor6e ou de l'Egypte, selon le contexte.

d) Le terme « imp6t > d6signe l'imp6t coren ou l'imp6t 6gyptien, selon le
contexte.

e) Le terme « personne > comprend les personnes physiques, les soci6t6s et
tous autres groupements de personnes.

f) Le terme « soci6t6 > d6signe toute personne morale ou toute entit6 qui est
consid6r6e fiscalement comme une personne morale.

g) Les expressions c entreprise d'un Etat contractant > et < entreprise de
l'autre Etat contractant > d6signent respectivement une entreprise exploit6e par un
r6sident d'un Etat contractant et une entreprise exploit6e par un r6sident de l'autre
Etat contractant.

h) L'expression « trafic international s'entend de tout transport par un
navire ou un a6ronef exploit6 par une entreprise d'un Etat contractant, sauf lorsque
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le navire ou l'a6ronef n'est exploit6 qu'entre des points situ6s dans l'autre Etat
contractant.

i) L'expression « autorit6 comp~tente s'entend, dans le cas de la R6publique
de Cor6e, du Ministre des finances ou de son repr6sentant autoris6, et, dans le cas de
la R6publique arabe d'Egypte, du Ministre des finances ou de son repr6sentant
autoris6.

2. Pour l'application de la Convention par un des Etats, toute expression qui
n'y est pas d6finie a le sens que lui attribue la l6gislation de cet Etat concernant les
imp6ts auxquels s'applique la Convention, A moins que le contexte n'exige une
interpr6tation diff6rente.

Article 4. R9SIDENT

1. Aux fins de la pr6sente Convention, l'expression << r6sident d'un Etat con-
tractant d6signe toute personne qui, en vertu de la l6gislation de cet Etat, est
assujettie A l'imp6t dans cet Etat en raison de son domicile, de sa r6sidence, de son
si~ge de direction ou de tout autre crit~re analogue. Toutefois, cette expression ne
comprend pas les personnes qui sont assujetties A l'imp6t dans cet Etat uniquement
au titre des revenus dont la source est situ6e dans cet Etat.

2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est
un r6sident des deux Etats contractants, sa situation est r6gl6e de la mani~re sui-
vante :

a) Cette personne est consid6r6e comme un r6sident de l'Etat contractant oii
elle dispose d'un foyer d'habitation permanent; si elle dispose d'un foyer d'habita-
tion permanent dans les deux Etats contractants, elle est consid6r6e comme un
r6sident de I'Etat contractant avec lequel ses liens personnels et 6conomiques sont
les plus 6troits (centre des int6r&s vitaux);

b) Si l'Etat contractant oOi cette personne a le centre de ses int6r&s vitaux ne
peut 8tre d6termin6, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans
aucun des Etats contractants, elle est considdrde comme un rdsident de I'Etat con-
tractant ob elle s6journe de fagon habituelle;

c) Si cette personne s6journe de fagon habituelle dans les deux Etats contrac-
tants ou si elle ne sjourne de faron habituelle dans aucun d'eux, elle est consid6r6e
comme un rdsident de l'Etat contractant dont elle poss~ie la nationalit6;

d) Si cette personne poss~de la nationalit6 des deux Etats contractants ou si
elle ne poss~de la nationalit6 d'aucun d'eux, les autorit6s compdtentes des Etats
contractants r~glent la question d'un commun accord.

3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une
personne physique est un r6sident des deux Etats contractants, elle est consid6r6e
comme un r6sident de l'Etat contractant oO son siege de direction effective est situ6.
En cas de doute, les autorit6s comp6tentes des Etats contractants riglent la question
d'un commun accord.

Article 5. ETABLISSEMENT STABLE

1. Aux fins de la pr6sente Convention, 1'expression d tablissement stable
d6signe une installation fixe d'affaires par l'interm6diaire de laquelle une entreprise
exerce tout ou partie de son activit6.
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2. L'expression « 6tablissement stable comprend notamment:

a) Un si~ge de direction;

b) Une succursale;

c) Un bureau;

d) Une usine;

e) Un atelier;

f) Un magasin ou un autre point de vente;

g) Une exploitation agricole ou une plantation;

h) Une mine, un puits de p6trole ou de gaz, une carri~re ou tout autre lieu
d'extraction de ressources naturelles.

3. Un chantier de construction ou de montage ne constitue un 6tablissement
stable que s'il dure plus de neuf mois.

4. Nonobstant les dispositions pr6c&dentes du pr6sent article, on considre
qu'il n'y a pas < 6tablissement stable si :

a) 1 est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou
de livraison de marchandises appartenant A 'entreprise;

b) Des marchandises appartenant A l'entreprise sont entrepos6es aux seules
fins de stockage, d'exposition ou de livraison;

c) Des marchandises appartenant A l'entreprise sont entrepos6es aux seules
fins de transformation par une autre entreprise;

d) Une installation fixe d'affaires est utilis6e aux seules fins d'acheter des mar-
chandises ou de r6unir des informations pour l'entreprise;

e) Une installation fixe d'affaires est utilis6e aux seules fins d'exercer, pour
l'entreprise, toute autre activit6 de caract~re pr6paratoire ou auxiliaire;

f) Une installation fixe d'affaires est utilis6e aux seules fins d'exercer une com-
binaison des activit6s dnum6r6es aux alin6as a A e A condition que, prise dans son
ensemble, l'activit6 de l'installation fixe d'affaires qui r6sulte de ladite combinaison
ait un caract~re pr6paratoire ou auxiliaire.

5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'une personne
- autre qu'un agent jouissant d'un statut ind6pendant auquel s'applique le para-
graphe 6 - agit pour le compte d'une entreprise et poss~de, dans un Etat contrac-
tant, le pouvoir, qu'elle y exerce habituellement, de conclure des contrats au nom de
l'entreprise, cette entreprise est r6put6e avoir un 6tablissement stable dans cet Etat
pour toutes activit6s que cette personne exerce pour elle, A moins que ces activit6s
ne se limitent A celles qui sont vis6es au paragraphe 4 et qui, exerc6es par l'inter-
m6diaire d'une installation fixe d'affaires, ne feraient pas de celle-ci un 6tablisse-
ment stable au sens dudit paragraphe.

6. Une entreprise d'un Etat contractant n'est pas r6put6e avoir un 6tablisse-
ment stable dans l'autre Etat contractant du seul fait qu'elle exerce son activit6 dans
cet autre Etat par r'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire g6n6ral ou de tout
autre interm6diaire jouissant d'un statut ind6pendant, si ces personnes agissent dans
le cadre ordinaire de leur activit6.
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7. Le fait qu'une socidt6 qui est un resident d'un Etat contractant contr6le ou
est contr6le par une socidt6 qui est un resident de l'autre Etat contractant ou qui y
exerce son activit6 (que ce soit par l'intermddiaire d'un dtablissement stable ou non)
ne suffit pas, en lui-m~me, A faire de l'une ou l'autre de ces socidtds un 6tablissement
stable de l'autre.

CHAPITRE III

IMPOSITION DU REVENU

Article 6. REVENUS IMMOBILIERS

1. Les revenus qu'un resident d'un Etat contractant tire de biens immobiliers
(y compris les revenus des exploitations agricoles ou foresti~res) situds dans l'autre
Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2. L'expression << biens immobiliers >> a le sens que lui donne la legislation
de l'Etat contractant ofi les biens considdrds sont situds. Elle comprend en tout cas
les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et foresti~res, les
droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit priv6 concernant la propridt6
fonci~re, l'usufruit des biens immobiliers et les droits A des paiements variables ou
fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements mindraux,
sources et autres ressources naturelles; les navires, bateaux et adronefs ne sont pas
considdrds comme des biens immobiliers.

3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de
l'exploitation directe, de la location ou de toute autre forme d'exploitation de biens
immobiliers.

4. Les dispositions des paragraphes I et 3 s'appliquent 6galement aux revenus
provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens
immobiliers servant A l'exercice d'une profession inddpendante.

Article 7. B9N9FICES DES ENTREPRISES

1. Les bdndfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables
que dans cet Etat, A moins que l'entreprise n'exerce son activit6 dans l'autre Etat
contractant par l'interm6diaire d'un 6tablissement stable qui y est situ6. Si l'entre-
prise exerce son activit6 d'une telle fagon, les bdndfices de l'entreprise sont impo-
sables dans l'autre Etat, mais uniquement dans la mesure oii ils sont imputables
audit 6tablissement stable.

2. Sous reserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un
Etat contractant exerce son activit6 dans l'autre Etat contractant par l'intermddiaire
d'un 6tablissement stable qui y est situ6, il est imputE, dans chaque Etat contractant,
h cet 6tablissement stable les bdndfices qu'il aurait normalement rdalisds s'il avait
constitu6 une entreprise distincte exergant des activitds identiques ou analogues
dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute inddpendance avec
l'entreprise dont il constitue un 6tablissement stable.

3. Pour determiner les bdnffices d'un 6tablissement stable, sont admises en
deduction les ddpenses exposdes aux fins poursuivies par cet 6tablissement sta-
ble, y compris les ddpenses de direction et les frais gdndraux d'administration ainsi
exposes, soit dans l'Etat oa est situ6 cet 6tablissement stable, soit ailleurs.
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4. Aucun b6nffice n'est attribu6 A un 6tablissement stable pour la seule raison
qu'il a achet6 des marchandises pour le compte de l'entreprise.

5. Aux fins des paragraphes prdc6dents, les b6n6fices A imputer A l'6tablisse-
ment stable sont d6termin6s chaque ann6e selon la m~me m6thode, A moins qu'il
n'existe des motifs valables et suffisants de proc6der autrement.

6. Lorsque les b6n6fices comprennent des 616ments de revenu trait6s s6pa-
r6ment dans d'autres articles de la pr6sente Convention, les dispositions desdits
articles ne sont pas affect6es par les dispositions du pr6sent article.

Article 8. TRANSPORTS MARITIMES ET AgRIENS

1. Les b6n6fices qu'une entreprise d'un Etat contractant tire de l'exploitation
de navires ou d'a6ronefs en trafic international ne sont imposables que dans cet
Etat.

2. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux b6n6fices prove-
nant de la participation A un pool, une coentreprise ou un organisme international
d'exploitation.

3. En ce qui concerne l'exploitation de navires ou d'a6ronefs en trafic interna-
tional par une entreprise d'un Etat contractant, cette entreprise, si elle est 6gyp-
tienne, est aussi exon6r6e de la taxe A la valeur ajout6e en Cor6e et, si elle est
cor6enne, elle est aussi exon6r6e de tout imp~t analogue A la taxe A la valeur ajout6e
cor6enne qui pourrait 8tre 6tabli par la suite en Egypte.

4. Lorsque les b6n6fices au sens du pr6sent article proviennent d'une soci6t6
qui est un r6sident d'un Etat contractant, les dividendes vers6s par cette soci6t6 aux
personnes qui sont des r6sidents de l'autre Etat contractant sont exon6r6s d'imp6t
dans cet autre Etat.

Article 9. ENTREPRISES ASSOCI9ES

Lorsque :

a) Une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirecte-
ment A la direction, au contr6le ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat con-
tractant, ou que

b) Les m~mes personnes participent directement ou indirectement A la direc-
tion, au contr6le ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entre-
prise de l'autre Etat contractant,

et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations com-
merciales ou financiRres, lides par des conditions convenues ou impos6es qui diff6-
rent de celles qui seraient convenues entre des entreprises ind6pendantes, les b6n6-
fices qui, sans ces conditions, auraient 6t6 r6alis6s par l'une des entreprises mais ne
l'ont pas &6 A cause de ces conditions peuvent 8tre inclus dans les b6n6fices de cette
entreprise et impos6s en cons6quence.

Article 10. DIVIDENDES

1. Les dividendes pay6s par une soci6t6 qui est un r6sident d'un Etat contrac-
tant A un r6sident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
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2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant
dont la socidtA qui paie les dividendes est un r6sident, et selon la l6gislation de cet
Etat; mais si la personne qui regoit les dividendes en est le b6n6ficiaire effectif,
l'imp6t ainsi 6tabli ne peut exc6der :

a) 10 p. 100 du montant brut des dividendes lorsque le b6n6ficiaire effectif est
une soci6t6 (autre qu'une soci6td de personnes) qui d6tient directement au moins
25 p. 100 du capital de la soci6t6 qui paie les dividendes;

b) 15 p. 100 du montant brut des dividendes dans tous les autres cas.

Le pr6sent paragraphe est sans effet sur l'imposition de ]a soci6t6 au titre des
b6n6fices qui donnent lieu au paiement des dividendes.

3. Le terme <« dividendes employ6 dans le pr6sent article d6signe les revenus
provenant d'actions, actions ou droits de < jouissance , parts de mine, parts de
fondateur ou autres parts b6n6ficiaires A l'exception des cr6ances, ainsi que les
revenus d'autres parts sociales soumis au meme regime fiscal que les revenus d'ac-
tions par la l6gislation de l'Etat dont ]a soci6t6 distributrice est un r6sident.

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le b6n6-
ficiaire effectif des dividendes, r6sident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre
Etat contractant dont la soci6t6 qui paie les dividendes est un r6sident, soit une
activit6 industrielle ou commerciale par l'interm6diaire d'un 6tablissement stable
qui y est situ6, soit une profession ind6pendante au moyen d'une base fixe qui y est
situ6e, et que la participation g6n6ratrice des dividendes se rattache effectivement A
cet 6tablissement stable ou A cette base fixe. Dans ce cas, les dispositions de l'ar-
ticle 7 ou de rarticle 14, suivant le cas, sont applicables.

5. Lorsqu'une soci6t6 qui est un r6sident d'un Etat contractant tire des b6n6-
fices ou des revenus de 'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir
aucun imp6t sur les dividendes pay6s par la soci6t6, sauf dans la mesure oct ces
dividendes sont pay6s A un r6sident de cet autre Etat ou dans la mesure oa la parti-
cipation g6n6ratrice des dividendes se rattache effectivement A un 6tablissement
stable ou A une base fixe situ6s dans cet autre Etat, ni pr6lever aucun imp6t, au titre
de l'imposition des b6n6fices non distribu6s, sur les b6n6fices non distribu6s de la
soci6t6, m~me si les dividendes pay6s ou les b6n6fices non distribu6s consistent en
tout ou en partie en b6n6fices ou revenus provenant de cet autre Etat.

Article 11. INTtRkTS

1. Les int6rifts provenant d'un Etat contractant et pay6s A un r6sident de
l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2. Toutefois, ces int6rts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'oc
ils proviennent et selon la 16gislation de cet Etat; mais si la personne qui pergoit les
int6r~ts en est le b6n6ficiaire effectif, l'imp6t ainsi 6tabli ne peut excdder :

a) 10 p. 100 du montant brut de ces intdrets s'ils sont vers6s au titre d'un
emprunt ou d'une autre dette pendant une p6riode sup6rieure A trois ans;

b) 15 p. 100 du montant brut des int6rts dans tous les autres cas.

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2,

a) Les intdrets provenant d'un Etat contractant qui sont pergus par le Gou-
vernement de l'autre Etat contractant, y compris l'une de ses subdivisions poli-
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tiques ou l'une de ses collectivit6s locales, ou par la banque centrale de cet autre Etat
contractant, ne sont imposables que dans cet autre Etat contractant;

b) Les int6rets provenant d'un Etat contractant au titre de prts ou de crddits
.consentis ou garantis,

- Dans le cas de la Cor6e, par l'Export-Import Bank of Korea;

- Dans le cas de I'Egypte, par la banque 6quivalant A rExport-Import Bank of
Korea;

et pay6s A un r6sident de l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet
autre Etat.

4. Le terme < int6rPts employ6 dans le pr6sent article d6signe les revenus
des fonds publics et des obligations d'emprunts (A l'exception des intdrAts sur les
prts garantis par des hypoth~ques sur des biens immobiliers, qui rel~vent des dis-
positions de l'article 6), assortis ou non d'une clause de participation aux b6ndfices,
et des cr6ances de toute nature, ainsi que tous autres produits assimil6s aux revenus
de sommes prt6es par la l6gislation fiscale de l'Etat d'oi proviennent les revenus.

5. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le
b6n6ficiaire effectif des int6rets, r6sident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre
Etat contractant d'oii proviennent les int6rets soit une activit6 industrielle ou com-
merciale par l'interm6diaire d'un Atablissement stable qui y est situ6, soit une pro-
fession ind6pendante au moyen d'une base fixe qui y est situ6e, et que la cr6ance
g6n6ratrice des int6rets se rattache effectivement A cet 6tablissement stable ou A
cette base fixe. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant
le cas, sont applicables.

6. Les int6rts sont consid6r6s comme provenant d'un Etat contractant lors-
que le d6biteur est cet Etat lui-m~me, une subdivision politique, une collectivit6
locale ou un r6sident de cet Etat. Toutefois, lorsque le d6biteur des int6rets, qu'il soit
ou non un r6sident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un 6tablisse-
ment stable ou une base fixe pour lesquels la dette donnant lieu au paiement des
int6r~ts a t6 contract6e et qui supportent la charge de ces intr&s, ceux-ci sont
consid6r6s comme provenant de l'Etat oi l'6tablissement stable ou la base fixe sont
situ6s.

7. Lorsque, en raison de relations sp6ciales existant entre le dAbiteur et le
b6n6ficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec une tierce personne, le
montant des int6rets, compte tenu de ]a cr6ance pour laquelle ils sont pay6s, excide
celui dont seraient convenus le d6biteur et le b6n6ficiaire effectif en l'absence de
pareilles relations, les dispositions du pr6sent article ne s'appliquent qu'A ce dernier
montant. Dans ce cas, la partie exc6dentaire des paiements reste imposable selon la
l6gislation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la
pr6sente Convention.

Article 12. REDEVANCES

1. Les redevances provenant d'un Etat contractant et pay6es un r6sident de
l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'Etat contractant
d'oti elles proviennent et selon la l6gislation de cet Etat; mais si la personne qui
perqoit les redevances en est le b6n6ficiaire effectif, limp6t ainsi 6tabli ne peut
exc6der 15 p. 100 du montant brut des redevances.
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3. Le terme << redevances >> employ6 dans le pr6sent article d6signe les r6mu-
n6rations de toute nature pay6es pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit
d'auteur sur une ceuvre litt6raire, artistique ou scientifique, y compris les films cin6-
matographiques, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un des-
sin ou d'un module, d'un plan, d'une formule ou d'un proc6d6 secrets.

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le b6n6-
ficiaire effectif des redevances, r6sident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre
Etat contractant d'oa proviennent les redevances, soit une activit6 industrielle ou
commerciale par l'interm6diaire d'un 6tablissement stable qui y est situ6, soit une
profession ind6pendante au moyen d'une base fixe qui y est situ6e, et que le droit ou
le bien g6n6rateur des redevances se rattache effectivement A l'6tablissement sta-
ble ou A la base fixe en question. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de
l'article 14, suivant le cas, sont applicables.

5. Les redevances sont considdr6es comme provenant d'un Etat contractant
lorsque le d6biteur est cet Etat lui-m~me, une subdivision politique, une collectivit6
locale ou un r6sident de cet Etat. Toutefois, lorsque le d6biteur des redevances, qu'il
soit ou non un r6sident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un 6tablis-
sement stable pour lequel l'engagement donnant lieu aux redevances a 6t6 contract6
et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont consid6r~es comme pro-
venant de l'Etat oli l'6tablissement stable est situ6.

6. Lorsque, en raison de relations sp6ciales existant entre le d6biteur et le
b6n6ficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec une fierce personne, le
montant des redevances, compte tenu de l'utilisation, du droit ou de l'information
pour lesquels elles sont pay6es, excede celui dont seraient convenus le d6biteur et le
b6n6ficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du pr6sent
article ne s'appliquent qu'A ce dernier montant. Dans ce cas, ]a partie exc6dentaire
des paiements reste imposable selon la 16gislation de chaque Etat contractant et
compte tenu des autres dispositions de la pr6sente Convention.

Article 13. GAINS EN CAPITAL

1. Les gains qu'un r6sident d'un Etat contractant tire de l'ali6nation de biens
immobiliers vis6s q l'article 6 et situ6s dans l'autre Etat contractant sont imposables
dans cet autre Etat.

2. Les gains provenant de l'ali6nation de biens mobiliers qui font partie de
l'actif d'un 6tablissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans
l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent A une base fixe dont
un r6sident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exer-
cice d'une profession ind6pendante, y compris de tels gains provenant de l'alidna-
tion de cet 6tablissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette
base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.

3. Les gains provenant de l'ali6nation de navires ou a6ronefs exploit6s en
trafic international, ou de biens mobiliers affect6s A l'exploitation de ces navires ou
a6ronefs, ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont l'entreprise est un
r6sident.

4. Les gains provenant de l'ali6nation de tous biens autres que ceux vis6s aux
paragraphes 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le c6dant
est un r6sident.
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Article 14. PROFESSIONS INDIPENDANTES

1. Les revenus qu'un r6sident d'un Etat contractant tire d'une profession lib6-
rale ou d'autres activitds de caract~re ind6pendant ne sont imposables que dans cet
Etat, sauf si ce r6sident dispose de fagon habituelle, dans I'autre Etat contractant,
d'une base fixe pour l'exercice de ses activitds ou si son s6jour dans l'autre Etat
contractant s'6tend sur une p6riode ou des pdriodes n'exc6dant pas 183 jours pen-
dant l'ann6e fiscale consid6r6e. S'il dispose d'une telle base fixe ou s6journe dans
l'autre Etat pendant la ou les p~riodes prdcit6es, les revenus sont imposables dans
cet autre Etat, mais seulement pour la fraction imputable A ladite base fixe ou tir6e
des activit6s exerc6es dans cet autre Etat pendant la ou les pdriodes en question.

2. L'expression «profession lib6rale comprend notamment les activit6s
ind6pendantes d'ordre scientifique, litt6raire, artistique, 6ducatif ou p6dagogique,
ainsi que les activit6s ind6pendantes des mddecins, avocats, ing6nieurs, architectes,
dentistes et comptables.

Article 15. PROFESSIONS SALARIAES

1. Sous rdserve des dispositions des articles 16, 18, 19, 20 et 21, les salai-es,
traitements et autres r6mun6rations similaires qu'un r6sident d'un Etat contractant
pergoit au titre d'un emploi salari6 ne sont imposables que dans cet Etat, A moins
que l'emploi ne soit exerc6 dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exerc6, les
r6mun6rations perques A ce titre sont imposables dans cet autre Etat.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les r6mun6rations qu'un r6si-
dent d'un Etat contractant pergoit au titre d'un emploi salari6 exerc6 dans l'autre
Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si :

a) Le b6n6ficiaire s6journe dans l'autre Etat pendant une p6riode ou des
p6riodes n'exc6dant pas au total 183 jours au cours de l'ann6e fiscale consid6r6e;

b) Les r6mun6rations sont pay6es par un employeur ou pour le compte d'un
employeur qui n'est pas un r6sident de l'autre Etat; et

c) La charge des r6mun6rations n'est pas support6e par un 6tablissement sta-
ble ou une base fixe que 'employeur a dans l'autre Etat.

3. Nonobstant les dispositions prd6cdentes du pr6sent article, les r6mun6ra-
tions perques par un r6sident d'un Etat contractant au titre d'un emploi salari6
exerc6 4 bord d'un navire ou d'un a6ronef exploit6 en trafic international ne sont
imposables que dans cet Etat.

Article 16. TANTIPMES

Les tantiimes et autres r6tributions similaires qu'un r6sident d'un Etat contrac-
tant pergoit en sa qualit6 de membre du conseil d'administration d'une soci6t6 qui
est un r6sident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

Article 17. ARTISTES ET SPORTIFS

1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu'un r6sident
d'un Etat contractant tire de ses activit6s personnelles exerc6es dans l'autre Etat
contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de th6atre, de cin6ma, de
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la radio ou de la t616vision ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont impo-
sables dans cet autre Etat.

2. Lorsque les revenus d'activit6s qu'un artiste du spectacle ou un sportif
exerce personnellement et en cette qualit6 sont attribu6s non pas A l'artiste ou au
sportif lui-m~me mais A une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobs-
tant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'Etat contractant oa les activit6s
de l'artiste ou du sportif sont exerc6es.

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les revenus d'activit6s qu'un
artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualit6 dans un
Etat contractant ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si son sjour
dans le premier Etat est financ6 en grande partie au moyen de fonds publics de cet
autre Etat ou d'une de ses subdivisions politiques ou de ses collectivit6s locales.

4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, si les revenus d'activit6s
qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualit6
dans un Etat contractant sont attribu6s non pas A l'artiste ou au sportif lui-meme
mais A une autre personne, ces revenus ne sont imposables que dans l'autre Etat
contractant si cette personne est financ6e en grande partie au moyen de fonds pu-
blics de cet autre Etat ou d'une de ses subdivisions politiques ou de ses collectivit6s
locales ou si cette personne est une organisation A but non lucratif de cet autre Etat.

Article 18. PENSIONS

Sous r6serve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 19, les pensions et
autres r6mun6rations similaires pay6es h un r6sident d'un Etat contractant au titre
d'un emploi ant6rieur sont imposables dans les deux Etats contractants.

Article 19. FONCTION PUBLIQUE

1. a) Les r6mun6rations, autres que les pensions, pay6es par un Etat contrac-
tant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivit6s locales ' une personne
physique, au titre de services rendus A cet Etat ou A cette subdivision ou collectivit6
ne sont imposables que dans cet Etat.

b) Toutefois, ces r6mun6rations ne sont imposables que dans l'autre Etat con-
tractant si les services sont rendus dans cet Etat et si ]a personne physique est un
r6sident de cet Etat qui :

i) Possbde la nationalit6 de cet Etat; ou

ii) N'est pas devenu un r6sident de cet Etat A seule fin de rendre les services.

2. a) Les pensions pay6es par un Etat contractant ou l'une de ses subdivi-
sions politiques ou collectivit6s locales, soit directement soit par pr61Evement sur
des fonds qu'ils ont constitu6s, A une personne physique au titre de services rendus
A cet Etat ou A cette subdivision ou collectivit6 ne sont imposables que dans cet Etat.

b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant
si la personne physique est un r6sident de cet Etat et en possbde la nationalit6.

3. Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s'appliquent auk r6mun6rations et
pensions paydes au titre de services rendus dans le cadre d'une activitd industrielle
ou commerciale exerc6e par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions poli-
tiques ou collectivit6s locales.

Vol. 1775, 1-30922



United Nations - Treaty Series 9 Nations Unies - Recueil des Traitks

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du pr6sent article s'appliquent 6ga-
lement aux r6mun6rations ou aux pensions pay6es, dans le cas de la Rdpublique
de Cor6e, par la Bank of Korea, l'Export-Import Bank of Korea, ]a Korea Trade
Promotion Corporation et d'autres institutions publiques remplissant des fonctions
publiques, et, dans le cas de l'Egypte, par la Banque centrale d'Egypte et d'autres
institutions publiques remplissant des fonctions publiques.

Article 20. ETUDIANTS ET APPRENTIS

Une personne physique qui est, ou qui 6tait imm6diatement avant de se rendre
dans un Etat contractant, un resident de I'autre Etat contractant et qui s6journe dans
le premier Etat uniquement comme 6tudiant dans une universit6, un college, une
6cole ou un autre 6tablissement d'enseignement similaire reconnu dans le premier
Etat ou comme apprenti d'un m6tier commercial ou technique pendant une pdriode
n'exc6dant pas cinq ans A compter de la date de son arriv6e dans le premier Etat
pour ce s6jour est exon6r6e d'imp6ts dans cet Etat sur les paiements suivants :

a) Tous les paiements provenant de l'6tranger et destin6s A son entretien, A ses
6tudes ou A sa formation;

b) Toute r6mun6ration perque au titre de services personnels rendus dans le
premier Etat en vue de compl6ter les ressources dont il dispose A ces fins.

Article 21. PROFESSEURS, ENSEIGNANTS ET CHERCHEURS

Une personne physique qui est ou qui 6tait un r6sident d'un Etat contractant au
moment de se rendre dans l'autre Etat contractant et qui, A l'invitation de toute
universit6, college, 6cole ou autre 6tablissement d'enseignement similaire reconnu
par l'autorit6 compdtente de cet autre Etat, y s6journe pendant une p6riode n'exc6-
dant pas deux ans, uniquement aux fins d'enseigner ou de poursuivre des recher-
ches, ou les deux A la fois, est exon6r6e d'imp6t dans cet autre Etat contractant au
titre de la r6mun6ration perque par elle pour cet enseignement ou cette recherche.

Article 22. AUTRES REVENUS

1. Les 616ments du revenu d'un r6sident d'un Etat contractant, d'oa qu'ils
proviennent, qui ne sont pas trait6s dans les articles pr6c6dents de la pr6sente Con-
vention ne sont imposables que dans cet Etat.

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus autres
que les revenus provenant de biens immobiliers, tels qu'ils sont d6finis au para-
graphe 2 de l'article 6, lorsque le b6n6ficiaire de tels revenus, r6sident d'un Etat
contractant, exerce dans l'autre Etat contractant, soit une activit6 industrielle ou
commerciale par l'interm6diaire d'un 6tablissement stable qui y est situ6, soit une
profession inddpendante au moyen d'une base fixe qui y est situ6e, et que le droit ou
le bien g6n6rateur des revenus se rattache effectivement A cet 6tablissement stable
ou A cette base fixe. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14,
suivant le cas, sont applicables.

3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, les 616ments du revenu
d'un r6sident d'un Etat contractant qui ne sont pas traitds dans les articles prc6-
dents de la pr6sente Convention et qui proviennent de l'autre Etat contractant sont
aussi imposables dans cet autre Etat.
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CHAPITRE IV

Article 23. ELIMINATION DE LA DOUBLE IMPOSITION

1. En ce qui concerne un r6sident de la Corde, la double imposition est 6vitde
de la mani~re suivante :

Sous rdserve des dispositions de la l6gislation fiscale cor~enne touchant l'impu-
tation sur l'imp6t cor6en de l'imp6t dfi dans un pays autre que la Core (et sans qu'il
soit port6 atteinte au principe gdn~ral de cette 16gislation), l'imp6t 6gyptien exigible
(A l'exclusion, dans le cas de dividendes, de l'imp6t dQ au titre des bdndfices g~n6-
rateurs des dividendes) conform6ment A la legislation 6gyptienne et aux dispositions
de la pr6sente Convention, directement ou par d6duction, au titre de revenus prove-
nant de sources situ6es en Egypte, est admis en deduction de l'imp6t cor6en dQ au
titre de ces revenus. Cette ddduction ne peut toutefois exc~der la fraction de l'imp6t
corden correspondant au rapport entre ces revenus provenant de sources situ~es en
Egypte et l'ensemble des revenus assujettis A l'imp6t coren.

2. Aux fins du paragraphe 1, l'expression « imp6t dgyptien exigible > est rdpu-
t6e inclure le montant de l'imp6t 6gyptien qui aurait 6t6 exigible conform6ment A la
legislation fiscale 6gyptienne s'il n'y avait pas eu d'exon~ration ou de reduction de
l'imp6t 6gyptien en vertu de la legislation relative aux mesures d'incitation destin6es
A promouvoir le ddveloppement 6conomique en Egypte qui 6tait en vigueur A la date
de la signature de la pr6sente Convention ou en vertu de toute autre disposition qui
pourrait 8tre adoptde par la suite en Egypte et qui viendrait modifier ou compl6ter
cette 16gislation, dans la mesure oti les autorit6s comp6tentes des Etats contractants
conviennent de lui reconnaitre un caractire sensiblement analogue. Toutefois, le
montant de l'imp6t vis6 dans le pr6sent paragraphe ne peut exc&ter:

a) Dans le cas des dividendes, 10 p. 100 du montant brut de ceux-ci;

b) Dans le cas des int6r~ts, 10 p. 100 du montant brut de ceux-ci;

c) Dans le cas des redevances, 10 p. 100 du montant brut de celles-ci.

3. En ce qui concerne un rdsident de l'Egypte, la double imposition est 6vit6e
de la maniire suivante :

a) Lorsqu'une personne qui est un r6sident de l'Egypte perroit un revenu de
Cor6e et que ce revenu, conform6ment aux dispositions de la pr6sente Convention,
est imposable en Cor~e, l'Egypte exon~re ce revenu d'imp6t, sous r6serve des dis-
positions de l'alin6a b, mais peut, en calculant l'imp6t sur le reste du revenu de cette
personne, appliquer le taux qui aurait 6t6 applicable si le revenu exondr6 ne l'avait
pas t6.

b) Lorsqu'une personne qui est un r6sident de l'Egypte pergoit un revenu de
Cor6e et que ce revenu, conform6ment aux dispositions des articles 10, 11 et 12, est
imposable en Cor6e, l'Egypte autorise la d&luction sur l'imp6t sur le revenu de cette
personne, d'un montant 6gal A l'imp6t pay6 en Cor6e conform6ment aux dispo-
sitions de la pr6sente Convention. Cette d6duction ne doit cependant pas exc6der
la partie de l'imp6t, calculde avant ]a d6duction, qui concerne le revenu perqu de
Cor6e.

4. Aux fins du paragraphe 3, l'expression << un montant 6gal A l'imp6t payd en
Cor6e est r6put6e inclure le montant de l'imp6t corden qui aurait 6t6 exigible
conform6ment A la l6gislation fiscale cor enne s'il n'y avait pas eu d'exon6ration ou
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de rdduction de l'imp6t cor6en en vertu de la legislation cor6enne relative aux me-
sures d'incitation destin6es A promouvoir le d6veloppement 6conomique en Cor6e
qui 6tait en vigueur A la date de la signature de la pr6sente Convention ou en vertu
de toute autre disposition qui pourrait etre adopt6e par la suite en Cor6e et qui
viendrait modifier ou compl6ter cette 16gislation, dans la mesure oti les autorit6s
comp6tentes des Etats contractants conviennent de lui reconnaitre un caract~re
sensiblement analogue. Toutefois, le montant de l'imp6t vis6 dans le pr6sent para-
graphe ne peut exc6der :

a) Dans le cas des dividendes, 10 p. 100 du montant brut de ceux-ci;
b) Dans le cas des int6rets, 10 p. 100 du montant brut de ceux-ci;

c) Dans le cas des redevances, 10 p. 100 du montant brut de celles-ci.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS SP9CIALES

Article 24. NON-DISCRIMINATION

1. Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat con-
tractant A aucune imposition ou obligation y relative qui est autre ou plus lourde
que celles auxquelles sont ou pourront Ptre assujettis les nationaux de cet autre Etat
qui se trouvent dans la m~me situation. La pr~sente disposition s'applique aussi,
nonobstant les dispositions de l'article premier, aux nationaux qui ne sont pas des
r6sidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.

2. Le terme < nationaux > d6signe :

a) Les personnes physiques qui poss~dent la nationalit6 d'un Etat contractant;

b) Toutes les personnes morales, soci6t6s de personnes et autres associations
constitu6es conform6ment A la 16gislation en vigueur dans un Etat contractant.

3. Les apatrides qui sont des r6sidents d'un Etat contractant ne sont soumis
dans l'un ou l'autre des deux Etats contractants A aucune imposition ou obligation
y relative qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront atre
assujettis les nationaux de cet Etat qui se trouvent dans la meme situation.

4. L'imposition d'un 6tablissement stable qu'une entreprise d'un Etat con-
tractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas 6tablie dans cet autre Etat d'une
faqon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exer-
cent la meme activit6. La pr6sente disposition ne peut 8tre interpr&te comme obli-
geant un Etat contractant A accorder aux r6sidents de l'autre Etat contractant les
d6ductions, abattements et r6ductions personnels d'imp6t en fonction de la situation
ou des charges de famille qu'il accorde A ses propres r6sidents.

5. A moins que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 9, du paragraphe 7
de l'article 11, ou du paragraphe 6 de l'article 12 ne soient applicables, les int6-
rts, redevances et autres d6penses pay6s par une entreprise d'un Etat contractant
A un r6sident de l'autre Etat contractant sont d6ductibles, pour la d6termination
des b6n6fices imposables de cette entreprise, dans les memes conditions que s'ils
avaient 6t6 payds A un r6sident du premier Etat.

6. Les entreprises d'un Etat contractant dont le capital est en totalit6 ou en
partie, directement ou indirectement, d6tenu ou contr616 par un ou plusieurs r6si-
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dents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat A aucune
imposition ou obligation y relative qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles
sont ou pourront 8tre assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.

7. Les dispositions du pr6sent article s'appliquent, nonobstant les disposi-
tions de l'article 2, aux imp6ts de toute nature ou d6nomination vis6s par la pr6sente
Convention.

Article 25. PROCfDURE AMIABLE

1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant
ou par les deux Etats contractants entrainent ou entraIneront pour elle une imposi-
tion non conforme aux dispositions de la pr6sente Convention, elle peut, ind6pen-
damment des recours pr6vus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas A
l'autoritd comp6tente de l'Etat contractant dont elle est un r6sident ou, si son cas
relive du paragraphe 1 de l'article 24, A celle de l'Etat contractant dont elle poss~de
la nationalit6. Le cas doit 8tre soumis dans un d6lai de trois ans A partir de la pre-
miere notification des mesures qui entranent une imposition non conforme aux
dispositions de la Convention.

2. L'autorit6 comp6tente s'efforce, si la r6clamation lui parait fond6e et si elle
n'est pas elle-m~me en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de r6soudre
le cas par voie d'accord amiable avec l'autorit6 comp6tente de l'autre Etat con-
tractant, en vue d'6viter une imposition non conforme A la Convention. L'accord
est appliqu6 quels que soient les d6lais pr6vus par le droit interne des Etats con-
tractants.

3. Les autorit6s comp~tentes des Etats contractants s'efforcent, par voie
d'accord amiable, de r6soudre les difficult6s ou de dissiper les doutes auxquels
peuvent donner lieu l'interpr6tation ou l'application de la Convention. Elles peuvent
aussi se concerter en vue d'61iminer la double imposition dans les cas non prevus par
la Convention.

4. Les autorit6s comp6tentes des Etats contractants peuvent communiquer
directement entre elles en vue de parvenir A un accord comme il est indiqu6 aux
paragraphes pr6cddents. Lorsque des 6changes de vues oraux semblent souhaita-
bles pour parvenir A un accord, ces 6changes peuvent avoir lieu par l'interm6diaire
d'une commission compos6e de repr6sentants des autorit6s comp6tentes des Etats
contractants.

Article 26. ECHANGE DE RENSEIGNEMENTS

1. Les autorit6s comp6tentes des Etats contractants 6changent les renseigne-
ments n6cessaires pour appliquer les dispositions de la pr6sente Convention ou
celles de la 16gislation interne des Etats contractants relative aux imp6ts vis6s par la
Convention dans la mesure oa l'imposition qu'elle pr~voit n'est pas contraire A la
Convention. L'6change de renseignements n'est pas restreint par l'article premier.
Les renseignements requs par un Etat contractant sont tenus secrets de la m~me
mani~re que les renseignements obtenus en application de la l6gislation interne de
cet Etat et ils ne sont communiqu6s qu'aux personnes ou autorit6s (y compris les
tribunaux et organes administratifs) concern6s par l'6tablissement ou le recouvre-
ment des imp6ts vis6s par la Convention, par les proc6dures ou poursuites concer-
nant ces imp6ts, ou par les d6cisions sur les recours relatifs A ces imp6ts. Ces per-
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sonnes ou autorit6s n'utilisent ces renseignements qu'A ces fins. Elles peuvent faire
6tat de ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des
jugements.

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas 8tre interpr6t6es
comme imposant A un Etat contractant l'obligation :

a) De prendre des mesures administratives d6rogeant A sa l6gislation et A sa
pratique administrative ou A celles de l'autre Etat contractant;

b) De fournir des renseignements qui ne pourraient 8tre obtenus sur la base de
sa 16gislation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de
l'autre Etat contractant;

c) De fournir des renseignements qui r6v6leraient un secret commercial, indus-
triel, professionnel ou un proc6d6 commercial ou des renseignements dont la com-
munication serait contraire A l'ordre public.

Article 27. AGENTS DIPLOMATIQUES ET FONCTIONNAIRES CONSULAIRES

Les dispositions de la pr6sente Convention ne portent pas atteinte aux privi-
leges fiscaux dont b6n6ficient les agents diplomatiques ou les fonctionnaires consu-
laires en vertu soit des r~gles g6n6rales du droit international, soit des dispositions
d'accords particuliers.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS FINALES

Article 28. ENTRfE EN VIGUEUR

1. La pr6sente Convention sera ratifi6e, et les instruments de ratification
seront 6chang6s d~s que possible A S6oul. Elle entrera en vigueur le trenti~me jour
suivant la date d'6change des instruments de ratification.

2. La pr6sente Convention s'appliquera

a) En Cor6e :

i) En ce qui concerne l'imp6t retenu A la source sur les montants payds ou cr6dit6s
aux non-r6sidents, le Ier janvier de l'ann6e de la signature ou apr~s cette date; et

ii) En ce qui concerne les autres imp6ts, aux ann6es d'imposition commengant le
1er janvier de 1'ann6e de la signature ou apr~s cette date.

b) En Egypte :
i) En ce qui concerne l'imp6t retenu i la source (notamment l'imp6t sur les revenus

de capitaux mobiliers et l'imp6t sur les salaires, traitements, indemnit6s et pen-
sions) sur les montants pay6s ou cr6dit6s aux non-r6sidents, le 1er janvier de
l'ann6e de la signature ou apr~s cette date; et

ii) En ce qui concerne les autres imp6ts (notamment l'imp6t sur les b6n6fices des
soci6t6s, l'imp6t sur le revenu des biens immobiliers, l'imp6t sur les b6n6fices
tir6s de l'exercice de professions lib6rales ou de toutes autres professions non
commerciales et l'imp6t gdn6ral sur le revenu), aux ann6es d'imposition com-
mengant le ler janvier de l'annde de la signature ou apr~s cette date.
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Article 29. D,NONCIATION

La pr6sente Convention restera en vigueur pour une durfe ind6finie, mais
chacun des Etats contractants pourra, jusqu'au 30 juin inclus de toute ann6e civile
post6rieure A la cinqui~me ann6e suivant celle oii les instruments de ratification
auront 6t6 6chang6s, adresser A l'autre Etat contractant, par la voie diplomatique,
une notification 6crite de d6nonciation; dans ce cas, elle cessera d'etre applicable:

a) En Cor6e:

i) En ce qui concerne I'impft retenu A la source sur les montants payes ou cr6dit6s
aux non-r6sidents, le 1er janvier de l'ann6e civile suivant celle oii la notification
de d6nonciation a 6t6 donn6e, ou apr~s cette date;

ii) En ce qui concerne les autres imp6ts, aux ann6es d'imposition commengant le
lerjanvier de l'ann6e civile suivant celle oii la notification de d6nonciation a t6
donn6e, ou apr~s cette date.

b) En Egypte :

i) En ce qui concerne l'imp6t retenu A la source (notamment l'imp6t sur les revenus
de capitaux mobiliers et l'imp6t sur les salaires, traitements, indemnit6s et pen-
sions) sur les montants pay6s ou cr6dit6s aux non-r6sidents, le 1er janvier de
l'ann6e civile suivant celle ofb la notification de d6nonciation a td donn6e, ou
apr~s cette date;

ii) En ce qui concerne les autres imp6ts (notamment l'imp6t sur les b6n6fices
des soci6t6s, l'imp6t sur les b6n6fices industriels et commerciaux, l'imp6t sur le
revenu des biens immobiliers, l'imp6t sur les b6nffices tir6s de l'exercice de
professions lib6rales ou de toutes autres professions non commerciales et l'im-
p6t g6n6ral sur le revenu), aux ann6es d'imposition commengant le lerjanvier de
l'ann6e civile suivant celle oti la notification de dfnonciation a 6t6 donn6e, ou
apr~s cette date.

EN FOI DE QUOI, les soussign6s, A ce dfment autoris6s par leurs gouvernements
respectifs, ont sign6 la pr6sente Convention.

FAIT au Caire le 9 d6cembre 1992, en double exemplaire en langues cor6enne,
arabe et anglaise, les trois textes faisant 6galement foi. En cas d'interpr6tation diver-
gente, le texte anglais pr6vaudra.

Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement
de la R6publique de Cor6e: de la R6publique arabe d'Egypte:

PARK DONG-SOON MOHAMED FATHI ABDEL BAGI
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PROTOCOLE

Au moment de la signature de ]a Convention entre le Gouvernement de ]a R6pu-
blique de Cor6e et le Gouvernement de ]a Rdpublique arabe d'Egypte tendant A
6viter la double imposition et A pr6venir l'6vasion fiscale en matiire d'imp6ts sur le
revenu, les soussign6s sont convenus des dispositions suivantes, qui forment partie
int6grante de la Convention.

1. En ce qui concerne I'alin6a a du paragraphe 1 de l'article 2 de la Conven-
tion, il est entendu que celle-ci s'applique t l'imp6t cor6en sur l'6ducation lorsqu'il
est perqu en rapport avec l'imp6t sur le revenu ou l'imp6t sur les soci6t6s.

2. En ce qui concerne les paragraphes 1 et 2 de l'article 7, lorsqu'une entre-
prise d'un Etat contractant vend des biens ou des marchandises ou exerce des acti-
vit6s commerciales dans l'autre Etat contractant par l'interm6diaire d'un 6tablisse-
ment stable qui y est situ6, les b6n6fices de cet 6tablissement stable ne sont pas
d6termin6s sur la base du montant total perqu par l'entreprise mais seulement sur la
base des recettes attribuables A l'activit6 r6elle de l'dtablissement stable pour ces
ventes ou ces activit6s. Dans le cas notamment des contrats d'6tude, de fourniture,
d'installation ou de construction de mat6riel ou de locaux industriels, commerciaux
ou scientifiques, ou de travaux publics, lorsque l'entreprise a un 6tablissement sta-
ble, les b6n6fices de cet 6tablissement stable ne sont pas d6terminds sur la base du
montant total du contrat mais seulement sur la base de la partie du contrat effective-
ment ex6cut6e par l'6tablissement stable dans l'Etat contractant ofi il est situ6.

3. En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 7, les paiements de toute
nature requs en contrepartie de l'usage ou de la concession de l'usage de mat6riel
industriel, commercial ou scientifique sont r6put6s 8tre les b6n~fices d'une entre-
prise auxquels s'appliquent les dispositions de I'article 7. De m~me, les paiements
requs par une soci6t6 en contrepartie d'6tudes A caract~re scientifique, g6ologique
ou technique ou de services de consultation ou de supervision sont r6put6s etre des
paiements auxquels s'appliquent les dispositions de l'article 7.

4. En ce qui concerne l'article 14, il est entendu que les revenus tir6s par
une soci6t6 de la prestation de services personnels ind6pendants par ses salari6s et
autres collaborateurs sont r6putds atre des b6ndfices de l'entreprise auxquels s'ap-
pliquent les dispositions de l'article 7.

5. En ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article 23, il est entendu que les
termes < l6gislation cor6enne relative aux mesures d'incitation destindes A promou-
voir le ddveloppement 6conomique en Cor6e >> d6signent la loi sur l'encouragement
des investissements 6trangers. En ce qui concerne le paragraphe 4 de l'article 23,
il est 6galement entendu que les termes < 16gislation 6gyptienne relative aux mesu-
res d'incitation destindes A promouvoir le d6veloppement 6conomique en Egypte >>
d6signent la loi sur l'investissement concernant les capitaux arabes et 6trangers et
les zones franches, loi n° 43 de 1974, modifi6e par la loi 32 de 1977.

6. En ce qui concerne l'article 24, il est entendu qu'aucune disposition de cet
article ne sera interpr~t6e comme modifiant l'application en Egypte du paragraphe 9
de l'article 4 et du paragraphe 4 de l'article 120 de la loi n° 157 de 1981 (car ils
peuvent subir des modifications mineures si besoin est sans que le principe g6n6ral
en soit affect6), A condition que les exon6rations consenties en vertu de l'un ou
l'autre de ces articles A des nationaux de tout Etat ou territoire autre que l'un des
Etats contractants soient 6galement consenties aux nationaux cor~ens.
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EN FOI DE QUOI, les soussign6s ont sign6 le pr6sent Protocole, qui a la m~me
force ex6cutoire et la meme validit6 que s'il 6tait ins6r6 mot A mot dans la Con-
vention.

FAIT au Caire le 9 d6cembre 1992, en double exemplaire en langues cor6enne,
arabe et anglaise, les trois textes faisant 6galement foi. En cas d'interpr6tation diver-
gente, le texte anglais pr6vaudra.

Pour le Gouvernement
de la Rdpublique de Corde:

PARK DONG-SOON

Pour le Gouvernement
de la R6publique arabe d'Egypte:

MOHAMED FATHI ABDEL BAGI
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No. 30923

REPUBLIC OF KOREA
and

AFRO-ASIAN RURAL
RECONSTRUCTION ORGANIZATION

Agreement for the establishment of the regional office for Far
East at Seoul, Republic of Korea. Signed at New Delhi on
8 February 1994

Authentic texts: Korean and English.

Registered by the Republic of Korea on 22 April 1994.

REPUBLIQUE DE CORIEE

et
ORGANISATION AFRO-ASIATIQUE

POUR LA RECONSTRUCTION RURALE

Accord concernant rtablissement du bureau regional pour
l'Extreme-Orient i Seoul, Rkpublique de Coree. Signe 'a
New Delhi le 8 f6vrier 1994

Textes authentiques : corgen et anglais.

Enregistri par la Republique de Core le 22 avril 1994.
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AGREEMENT' BETWEEN THE
REPUBLIC OF KOREA AND
THE AFRO-ASIAN RURAL
RECONSTRUCTION ORGAN-
IZATION FOR THE ESTAB-
LISHMENT OF THE RE-
GIONAL OFFICE FOR FAR
EAST AT SEOUL, REPUBLIC
OF KOREA

Publication effected in accordance
with article 12 (2) of the General As-
sembly regulations to give effect to
Article 102 of the Charter of the United
Nations as amended in the last in-
stance by General Assembly resolu-
tion 33/141 A of 19 December 1978.

I Came into force on 8 February 1994 by signature, in

accordance with article VIII.

Vol. 1775. 1-30923

[TRADUCTION - TRANSLATION]

ACCORD' ENTRE LA REPUBLI-
QUE DE CORIEE ET L'ORGA-
NISATION AFRO-ASIATIQUE
POUR LA RECONSTRUC-
TION RURALE CONCER-
NANT L'ETABLISSEMENT
DU BUREAU REGIONAL
POUR L'EXTRE-ME-ORIENT A
SEOUL, REfPUBLIQUE DE
CORItE

Publication effectuge conformiment
au paragraphe 2 de l'article 12 du rdgle-
ment de l'Assemblde generale destin6
a mettre en application l'Article 102
de la Charte des Nations Unies tel
qu'amendi en dernier lieu par la rso-
lution 33/141 A de l'Assemblde gjn6-
rale en date du 19 dicembre 1978.

1 EntrO en vigueur le 8 fvner 1994 par la signature,
conform6ment A I'article VIII.

1994



No. 30924

UNITED NATIONS
and

HUNGARY

Exchange of letters constituting an agreement concerning
arrangements regarding the Study Tour in connection
with the Seminar on Comprehensive Policies for Re-
newal and Modernization of Human Settlements, of the
Economic Commission for Europe, to be held in Hun-
gary on 12 June 1994. Geneva, 28 March and 26 April
1994

Authentic text: English.

Registered ex officio on 26 April 1994.

ORGANISATION DES NATIONS UNIES
et

HONGRIE

Echange de lettres constituant un accord relatif aux arrange-
ments en vue du voyage d'6tudes relatif au S6minaire sur
la politique comprehensive de renouvellement et de mo-
dernisation des etablissements humains, de la Commis-
sion conomique pour l'Europe, devant se tenir en Hon-
grie le 12 juin 1994. Geneve, 28 mars et 26 avril 1994

Texte authentique : anglais.

Enregistrg d'office le 26 avril 1994.
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[TRADUCTION - TRANSLATION]

EXCHANGE' OF LETTERS
CONSTITUTING AN AGREE-
MENT BETWEEN THE
UNITED NATIONS AND HUN-
GARY CONCERNING AR-
RANGEMENTS REGARDING
THE STUDY TOUR IN CON-
NECTION WITH THE SEMI-
NAR ON COMPREHENSIVE
POLICIES FOR RENEWAL
AND MODERNIZATION OF
HUMAN SETTLEMENTS, OF
THE ECONOMIC COMMIS-
SION FOR EUROPE, TO BE
HELD IN HUNGARY ON
12 JUNE 1994

Publication effected in accordance
with article 12 (2) of the General As-
sembly regulations to give effect to
Article 102 of the Charter of the United
Nations as amended in the last in-
stance by General Assembly resolu-
tion 33/141 A of 19 December 1978.

I Came into force on 26 April 1994, the date of the letter
in reply, in accordance with the provisions of the said
letters.

Vol. 1775, 1-30924

ECHANGE 1 DE LETTRES CONS-
TITUANT UN ACCORD EN-
TRE L'ORGANISATION DES
NATIONS UNIES ET LA HON-
GRIE RELATIF AUX ARRAN-
GEMENTS EN VUE DU
VOYAGE D'tTUDES RELATIF
AU StMINAIRE SUR LA POLI-
TIQUE COMPRtHENSIVE DE
RENOUVELLEMENT ET DE
MODERNISATION DES tTA-
BLISSEMENTS HUMAINS, DE
LA COMMISSION 1ECONOMI-
QUE POUR L'EUROPE, DE-
VANT SE TENIR EN HONGRIE
LE 12 JUIN 1994

Publication effectuge conformiment
au paragraphe 2 de l'article 12 du regle-
ment de I'Assemblie ginirale desting
a mettre en application l'Article 102
de la Charte des Nations Unies tel
qu'amende en dernier lieu par la riso-
lution 33/141 A de l'Assemblge gin,-
rale en date du 19 ddcembre 1978.

1 Entrd en vigueur le 26 avril 1994. date de la lettre de
rdponse, conformniment aux dispositions desdites lettres.



No. 30925

ISRAEL
and

HOLY SEE

Fundamental Agreement (with additional protocol). Signed at
Jerusalem on 30 December 1993

Authentic texts: Hebrew and English.

Registered by Israel on 27 April 1994.

ISRAEL
et

SAINT-SIEGE

Accord de base (avec protocole additionnel). Sign6 i Jeru-
salem le 30 dcembre 1993

Textes authentiques : hbreu et anglais.

Enregistrg par Israel le 27 avril 1994.
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[HEBREW TEXT - TEXTE HEBREU]
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FUNDAMENTAL AGREEMENT' BETWEEN THE HOLY SEE AND
THE STATE OF ISRAEL

Preamble

The Holy See and the State of Israel.

Mindful of the singular character and universal significance of the Holy Land:

Aware of the unique nature of the relationship between the Catholic Church and
the Jewish people, and of the historic process of reconciliation and growth in mutual
understanding and friendship between Catholics and Jews:

Having decided on 29 July 1992 to establish a "Bilateral Permanent Working
Commission". In order to study and define together Issues of common interest, and In
view of normalizing their relations-

Recognizing that the work of the aforementioned Commission has produced
sufficient material for a first and Fundamental Agreement:

Realizing that such Agreement will provide a sound and lasting basis for the
continued development of their present and future relations and for the furtherance of
the Commission's task.

Agree upon the following Articles:

Article 1

O 1. The State of Israel. recalling Its Declaration of Independence. affirms Its
continuing commitment to uphold and observe the human right to freedom of religion and
conscience, as set forth In the Universal Declaration of Human Rights and In other
International Instruments to which It is a party.

§ 2. The Holy See, recalling the Declaration on Religious Freedom of the Second Vatican
Ecumenical Council, "Dignitatis humanae". affirms the Catholic Church's commitment to
uphold the human right to freedom of religion and conscience, as set forth In the
Universal Declaration of Human Rights and in other International Instruments to which
It Is a party. The Holy See wishes to affirm as well the, Catholic Church's respect for
other religions and their followers as solemnly stated by the Second Vatican Ecumenical
Council In its Declaration on the Relation of the Church to Non-Christian Religions.
"Nosfra aetate".

Article 2

§ 1. The Holy See and the State of Israel are committed to appropriate cooperation In
combatting all forms of antisemitism and all kinds of racism and of religious Intolerance.
and In promoting mutual understanding among nations, tolerance among communities and
respect for human life and dlqnlty.

I Came into force on 10 March 1994, the date of the last notification of ratification, in accordance with article 15.
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§ 2. The Holy See takes this occasion to reiterate Its condemnation of hatred,
persecution and all other manifestations of antisemltlsm directed against the Jewish
people and Individual Jews anywhere, at any time and by anyone. In particular, the
Holy See deplores attacks on Jews and desecration of Jewish synagogues and cemeteries.
acts which offend the memory of the victims of the Holocaust, especially when they occur
In the same places which witnessed It.

Article 3

§ 1. The Holy See and the State of israel recognize that both are free in the exercise
of their respective rights and powers, and commit themselves to respect this principle
In their mutual relations and In their cooperation for the good of the people.

0 2. The State of Israel recognizes the right of the Catholic Church to carry out Its
religious, moral, educational and charitable functions, and to have Its own Institutions.
and to train, appoint and deploy Its own personnel In the said Institutions or for the
said functions to these ends. The Church recognizes the right of the State to carry out
Its functions, such as promoting and protecting the welfare and the safety of the people.
Both the State and the Church recognize the need for dialogue and cooperation In such
matters as by their nature call for it.

§ 3. Concerning Catholic leqal personality at canon law the Holy See and the State of
Israel will negotiate on giving it full effect in Israeli law. following a report from a loint
subcommlssion of experts.

Article 4

§ 1. The State of Israel affirms its continuing commitment to maintain and respect the
"Status quo" In the Christian Holy Places to which It applies and the respective rights
of the Christian communities thereunder. The Holy See affirms the Catholic Church's
continuing commitment to respect the aforementioned "Status quo" and the said rights.

§ 2. The above shall apply notwithstanding an Interpretation to the contrary of any
Article In this Fundamental Agreement.

§ 3. The State of Israel agrees with the Holy See on the obligation of continuing
respect for and protection of the character proper to Catholic sacred places. such as
churches, monasteries, convents, cemeteries and their like.

§ 4. The State of Israel agrees with the Holy See on the continuing guarantee of the
freedom of Catholic worship

Article 5

1. The Holy See and the State of Israel recognize that both have an Interest In
favouring Christian pilgrimages to the Holy Land. Whenever the need for coordination
arises, the proper agencies of the Church and of the State will consult and cooperate
as required.

§ 2. The State of Israel and the Holy See express the hope that such pilgrimages will
provide an occasion for better understanding between the pilgrims and the people and
religions In Israel.

Article 6

The Holy See and the State of Israel Jointly reaffirm the right of the Catholic
Church to establish, maintain and direct schools and Institutes of study at all levels;
this right being exercised In harmony with the rights of the State In the field of
education.
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Article 7

The Holy See and the State of Israel recognize a common interest In promoting and
encouraging cultural exchanges between Catholic Institutions worldwide, and educational,
cultural and research Institutions In Israel, and In facilitating access to manuscripts,
historical documents and similar source materials, In conformity with applicable laws and
regulations.

Article 8

The State of Israel recognizes that the right of the Catholic Church to freedom
of expression in the carrying out of Its functions is exercised also through the Church's
own communications media; this right being exercised In harmony with the rights of the
State In the field of communications media.

Article 9

The Holy See and the State of Israel jointly reaffirm the right of the Catholic
Church to carry out Its charitable functions through Its health care and social welfare
Institutions; this right being exercised In harmony with the rights of the State In this
field.

Article 10

1 1. The Holy See and the State of Israel jointly reaffirm the right of the Catholic

Church to property.

§ 2. Without prejudice to rights relied upon by the Parties

(a) The Holy See and the State of Israel will negotiate In good faith a
comprehensive agreement, containing solutions acceptable to both Parties, on unclear,
unsettled and disputed Issues, concerning property, economic and fiscal matters relating
to the Catholic Church generally, or to specific Catholic Communities or Institutions.

(b) For the purpose of the said negotiations, the Permanent Bilateral Working
Commission will appoint one or more bilateral subcommissions of experts to study the
Issues and make proposals.

(c) The Parties Intend to commence the aforementioned negotiations within three
months of entry Into force of the present Agreement, and aim to reach agreement within
two years from the beginning of the negotiations.

(d) During the period of these negotiations, actions incompatible with these
commitments shall be avoided.

Article 11

§ 1. The Holy See and the State of Israel declare their respective commitment to the
promotion of the peaceful resolution of conflicts among States and nations, excluding
violence and terror from International life.

§ 2. The Holy See, while maintaining In every case the right to exercise Its moral and
spiritual teaching-office, deems It opportune to recall that, owing to Its own character,
it is solemnly committed to remaining a stranger to all merely temporal conflicts, which
principle applies specifically to disputed territories and unsettled borders.
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Article 12

The Holy See and the State of Israel ll continue to negotiate In good faith In
pursuance of the Agenda agreed upon In Jerusalem, on 15 July 1992, and confirmed at
the Vatican, on 29 July 1992; likewise on Issues arising from Articles of the present
Agreement, as well as on other Issues bilaterally agreed upon as oblects of negotiation

Article 13

1 1. In this Agreement the Parties use these terms In the following sense:

(a) The Catholic Church and the Church - Including, Inter alia, Its Communities and
Institutions;

(b) Communities of the Catholic Church - meaning the Catholic religious entitles
considered by the Holy See as Churches sul lurls and by the State of Israel as
Recognized Religious Communities;

(c) The State of Israel and the State - Including, Inter alia, Its authorities established
by law.

§ 2. Notwithstanding the validity of this Agreement as between the Parties, and without
detracting from the 'generality of any applicable rule of law with reference to treaties,
the Parties agree that this Agreement does not prejudice rights and obligations arising
from existing treaties between either Party and a State or States, which are known and
In fact available to both Parties at the time of the signature of this Agreement.

Article 14

§ 1. Upon signature of the present Fundamental Agreement and in preparation for the
establishment of full diplomatic relations, the Holy See and the State of Israel exchange
Special Representatives, whose rank and privileges are specified In an Additional
Protocol.

P 2.. Following the entry into force and Immediately upon the beginning of the
implementation of the present Fundamental Agreement, the Holy See and the State of
Israel Will establish full diplomatic relations at the level of Apostolic Nunciature, on the
part of the Holy See, and Embassy, on the part of the State of Israel.

Article 15

This Agreement shall enter into force on the date of the latter notification of
ratification by a Party.

Vol. 1775. 1-30925



186 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traitis 1994

Done In two original copies In the English and Hebrew languages, both texts
being equally authentic. In case of divergency, the English text shall prevail.

Signed In Jerusalem, this thirtieth day of the month of December, In theyear 1993, which corresponds to the sixteenth day of the month of Tevet, In the year
5754.

For the Governiment
of the State of Israel:

.............,..

For the Holy See:

I Joseph Beilin.

2 Claudio M. Celli.
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ADDITIONAL PROTOCOL

1. In relation to Art. 14 § I of the Fundamental Agreement, signed by the Holy
See and the State of Israel, the "Special Representatives" shall have, respectively,
the personal rank of Apostolic Nuncio and Ambassador.

2. These Special Representatives shall enjoy all the rights, privileges and
Immunities granted to Heads of Diplomatic Missions under International law and
common usage, on the basis of reciprocity.

3. The Special Representative of the State of Israel to the Holy See, while
residing In Italy, shall enjoy all the rights, privileges and immunities defined by
Art. 12 of the Treaty of 1929 between the Holy See and Italy, regarding Envoys
of Foreign Governments to the Holy See residing In Italy. The rights, privileges
and Immunities extended to the personnel of a Diplomatic Mission shall likewise
be granted to the personnel of the Israeli Special Representative's Mission.
According to an established custom, neither the Special Representative, nor the
official members of his Mission, can at the same time be members of Israel's
Diplomatic Mission to Italy.

4. The Special Representative of the Holy See to the State of Israel may at the
same time exercise other representative functions of the Holy See and be
accredited to other States. He and the personnel of his Mission shall enjoy all the
rights, privileges and immunities granted by Israel to Diplomatic Agents and
Missions.

5. The names, rank and functions of the Special Representatives will appear,
In an appropriate way, In the official lists of Foreign Missions accredited to each
Party.

Signed In Jerusalem. this thirtieth day of the month of December, In the
year 1993, which corresponds to the sixteenth day of the month of Tevet, In the
year 5754.

For the Government
of the State of Israel:

... .f.. (.
-- 1

For the Holy See:

I Joseph Beiiin.
2 Ciaudio M. Celli.
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[TRADUCTION - TRANSLATION]

ACCORD' DE BASE ENTRE LE SAINT-SElGE ET L'tTAT D'ISRAEL

PREAMBULE

Le Saint-Si~ge et l'Etat d'Israil,
Consid6rant le caractfre particulier et l'importance universelle de la Terre

sainte,
Tenant compte de la nature exceptionnelle de la relation entre l'Eglise catho-

lique et le peuple juif et du processus historique de r6conciliation et de renforcement
de la compr6hension et de l'amiti6 mutuelles entre les catholiques et les Juifs,

Ayant d6cid6, le 29 juillet 1992, de cr6er une « Commission mixte permanente
de travail charg6e d'6tudier et de d6finir en concertation les questions d'int6rat
commun, et dtablie en vue de normaliser leurs relations,

Constatant que les travaux de cette commission ont permis de rassembler suf-
fisamment d'616ments pour donner matire t un premier accord de base,

Sachant que cet accord constituera une base rationnelle et durable pour le d6ve-
loppement continu de leurs relations prdsentes et futures et pour la poursuite des
tAches confi6es A la Commission,

Sont convenus de ce qui suit:

Article premier

1. L'Etat d'Isradl, rappelant sa D6claration d'ind6pendance, prend l'engage-
ment durable de d6fendre et respecter le droit de tous A la libert6 de religion et de
conscience 6nonc6 dans la D6claration universelle des droits de l'homme ainsi que
dans d'autres instruments intemationaux auxquels il est partie.

2. Le Saint-Siege, rappelant la D6claration Dignitatis humanae du Concile
0ecum6nique Vatican II sur la libert6 religieuse, r6affirme que l'Eglise catholique
s'engage A d6fendre et respecter le droit de tous A la libert6 de religion et de cons-
cience 6nonc6 dans la D6claration universelle des droits de I'homme et dans d'au-
tres instruments internationaux auxquels il est partie. Le Saint-Si~ge tient en outre
A r6affirmer que l'Eglise catholique respecte les autres religions et leurs adeptes,
comme l'a solennellement d6clar6 le Concile ecum6nique Vatican II dans sa D6cla-
ration Nostra aetate sur la relation de l'Eglise avec les religions non chr6tiennes.

Article 2

1. Le Saint-Siige et l'Etat d'Israel s'engagent A coop6rer comme il se doit
pour combattre toutes les formes d'antis6mitisme, de racisme et d'intol6rance reli-
gieuse et pour favoriser la compr6hension mutuelle entre les nations, la tol6rance
entre les communaut6s et le respect de la vie et de la dignit6 humaines.

2. Le Saint-Si~ge tient A r6affirmer, A l'occasion du pr6sent Accord, qu'il con-
damne la haine, les pers6cutions et toutes les autres manifestations d'antis6mitisme
dirig6es contre le peuple juif et contre des personnes d'origine juive, en tout lieu et
en tout temps, et quel qu'en soit l'auteur. Le Saint-Si~ge, en particulier, d6plore

I Entr6 en vigueur le 10 mars 1994, date de la derni~re notification de ratification, conformtment A I'article 15.
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vivement les violences contre les Juifs et la profanation de synagogues et de cime-
ti~res juifs, surtout lorsque ces actes, qui font outrage A la m6moire des victimes de
l'Holocauste, sont commis sur les lieux m~mes qui en ont 6t6 t6moins.

Article 3

1. Le Saint-Si~ge et l'Etat d'Israel se reconnaissent mutuellement la libert6
d'exercer leurs droits et pouvoirs respectifs et s'engagent A respecter ce principe
dans leurs relations mutuelles et dans le cadre de leur coop6ration en faveur du bien
des peuples.

2. L'Etat d'Israel reconnait le droit de l'Eglise catholique d'exercer ses fonc-
tions religieuses, morales, 6ducatives et humanitaires, d'avoir ses propres institu-
tions et de former, nommer et mettre en place son propre personnel dans ces institu-
tions ou aux fins de l'exercice de ces activit6s. L'Eglise reconnait le droit de l'Etat
d'exercer ses fonctions, notamment dans le domaine de la promotion et de la protec-
tion du bien-6tre et de la s6curit6 de la population. L'Etat et l'Eglise reconnaissent
l'un et l'autre la n6cessit6, lorsque la nature des problmes l'exige, de recourir au
dialogue et A la coop6ration.

3. La personnalitdjuridique catholique au sens du droit canon fera l'objet, sur
la base d'un rapport 6tabli par une sous-commission mixte d'experts, de n6gocia-
tions entre le Saint-Siege et I'Etat d'Isradl sur la possibilit6 de lui donner pleinement
effet dans la l6gislation isra6lienne.

Article 4

1. L'Etat d'Isradl prend l'engagement durable de respecter le statu quo en ce
qui concerne les lieux saints chr6tiens et les droits respectifs des communaut6s
chr6tiennes auxquels il s'applique. Le Saint-Siige confirme l'engagement durable de
l'Eglise catholique de respecter ce statu quo et ces droits.

2. Les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus s'appliquent quelle que soit
I'interpr6tation contraire A laquelle pourrait donner lieu un autre article du pr6sent
Accord.

3. L'Etat d'Isradl, en accord avec le Saint-Siege, reconnait qu'il a l'obligation
de respecter et de pr6server en permanence le caractire propre aux 6glises, monas-
t~res, couvents, cimeti~res et autres lieux consacr6s de l'Eglise catholique.

4. L'Etat d'Isradl, en accord avec le Saint-Si~ge, s'engage A garantir en perma-
nence le libre exercice du culte catholique.

Article 5

1. Le Saint-Siige et l'Etat d'Israel reconnaissent qu'ils ont un int6rt commun
4 favoriser les p~lerinages de chr6tiens en Terre sainte. Les organismes comp6tents
de l'Eglise et de l'Etat se consulteront et coop6reront selon que de besoin pour
assurer la coordination n6cessaire.

2. L'Etat d'Isradl et le Saint-Siege expriment l'espoir que ces p~lerinages
seront, pour les p~lerins, la population isra6lienne et les adeptes des diverses reli-
gions, l'occasion de mieux se comprendre.

Article 6

Le Saint-Si~ge et l'Etat d'Israel r6affirment conjointement le droit de l'Eglise
catholique de cr6er, administrer et diriger des 6tablissements scolaires et des insti-
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tuts d'6tude A tous les niveaux, ce droit devant s'exercer en harmonie avec les droits
de I'Etat dans le domaine de l'ducation.

Article 7

Le Saint-Si~ge et l'Etat d'Israel reconnaissent qu'ils ont un int6rat commun A
favoriser et encourager les 6changes culturels entre les institutions catholiques de
tous les pays et les institutions 6ducatives, culturelles et de recherche isradliennes,
et A faciliter l'acc~s aux manuscrits, documents historiques et autres sources de
documentation similaires, conformdment aux lois et r~glements en vigueur.

Article 8

L'Etat d'Israel reconnait que le droit de l'Eglise catholique A la libert6
d'expression dans les activitds qu'elle m~ne s'exerce aussi dans le cadre des moyens
de communications qui lui sont propres, ce droit devant s'exercer en harmonie avec
les droits de l'Etat dans le domaine des communications.

Article 9

Le Saint-Siage et l'Etat d'Israel rdaffirment conjointement le droit de l'Eglise
catholique de mener ses activitds humanitaires dans le cadre de ses institutions
sanitaires et sociales, ce droit devant s'exercer en harmonie avec les droits de l'Etat
dans ce domaine.

Article 10

1. Le Saint-SiRge et l'Etat d'Israel rdaffirment conjointement le droit de
l'Eglise catholique A la propridt6.

2. Sans prejudice des droits idgitimes des Parties:
a) Le Saint-Si~ge et l'Etat d'Isradl ndgocieront de bonne foi un accord global,

comportant des solutions acceptables pour les deux Parties, sur les questions pro-
blmatiques, non rdgldes et contest6es relatives A la propridtd et aux probl~mes
6conomiques, fiscaux et financiers concernant l'Eglise catholique en gdndral ou cer-
taines communautds ou institutions catholiques;

b) Aux fins de ces ndgociations, la Commission mixte permanente de travail
ddsignera une ou plusieurs sous-commissions mixtes d'experts charg6es d'6tudier
ces probl~mes et de proposer des solutions;

c) Les Parties ddcident d'entamer ces ndgociations dans un ddlai de trois mois
A compter de l'entrde en vigueur du present Accord et de s'efforcer de parvenir A
s'entendre dans un ddlai de deux ans A compter du debut des ndgociations;

d) Pendant le ddroulement de ces ndgociations, les Parties s'abstiendront de
toute action incompatible avec les presents engagements.

Article 11

1. Le Saint-Si~ge et l'Etat d'Israel d6clarent respectivement s'engager A favo-
riser le r~glement pacifique des conflits entre Etats et entre nations, en excluant la
violence et le terrorisme de la vie internationale.

2. Le Saint-Si~ge, tout en se rdservant dans tous les cas le droit d'exercer sa
mission morale et spirituelle, tient h rappeler que, compte tenu de son caract~re
propre, il est solennellement tenu de rester 6tranger A tout conflit purement tem-
porel, et que ce principe s'applique en particulier dans les cas de territoires contestds
et de delimitation de fronti~res.
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Article 12

Le Saint-Si~ge et l'Etat d'Israel continueront de n6gocier de bonne foi pour
donner suite au Programme adopt6 A J6rusalem le 15 juillet 1992 et confirm6 au
Vatican le 29 juillet 1992, ainsi que sur les problmes que pourront poser les dispo-
sitions du pr6sent Accord et sur les autres questions que les Parties auront d6cid6
bilat6ralement de r6gler par voie de n6gociation.

Article 13

1. Aux fins du pr6sent Accord, les expressions employ6es par les Parties s'en-
tendent comme suit:

a) Les expressions <« l'Eglise catholique >> et << l'Eglise >> d6signent aussi les
communautds et institutions catholiques;

b) L'expression << les communaut6s de l'Eglise catholique >> d6signe les entit6s
religieuses catholiques consid6r6es par le Saint-Si~ge comme des 6glises sui juris
(relevant de sa juridiction), et par l'Etat d'Israil, comme des communaut6s reli-
gieuses reconnues;

c) Les expressions << l'Etat d'Isradl >> et << l'Etat >> englobent notamment les
autorit6s 6tablies par la loi.

2. Sans mettre en cause la validit6 du pr6sent Accord dans les rapports entre
les Parties ni les r~gles juridiques g6n6ralement applicables en mati~re de trait6s, les
Parties conviennent que le pr6sent Accord est sans pr6judice des droits et obliga-.
tions d6coulant de trait6s conclus par l'une ou l'autre des Parties avec un ou plu-
sieurs Etats. Les deux Parties ont connaissance de ces trait6s qui sont A leur dispo-
sition au moment de la signature du pr6sent Accord.

Article 14

1. A la signature du prdsent Accord et en vue du plein 6tablissement de leurs
relations diplomatiques, le Saint-SiEge et l'Etat d'Isradl 6changent des repr6sentants
sp6ciaux dont le rang et les privileges sont 6nonc6s dans un protocole additionnel.

2. Apr~s l'entr6e en vigueur du pr6sent Accord de base et des sa premiere
mise en application, le Saint-Si~ge et l'Etat d'Isral 6tabliront pleinement leurs rela-
tions diplomatiques, au niveau de la nonciature apostolique pour le Saint-Siege, et
au niveau de l'ambassade pour l'Etat d'Isral.

Article 15

Le pr6sent Accord entrera en vigueur A la date A laquelle la seconde des Parties
l'aura ratifi6.

FAIT en deux exemplaires originaux, libell6s en anglais et en hdbreu, les deux
textes faisant 6galement foi. En cas de divergence, le texte anglais pr6vaudra.

SIGN9 A J6rusalem, le 30 d6cembre 1993/16 Tevet 5754.

Pour le Gouvernement Pour le Saint-Si~ge:
de H'Etat d'Isradl A

JOSEPH BEILIN CLAUDIO M. CELLI
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PROTOCOLE ADDITIONNEL

1. En application du paragraphe 1 de l'article 14 de l'Accord de base sign6 par
le Saint-SiRge et l'Etat d'Isradl, les << Repr6sentants sp6ciaux >> auront respective-
ment le rang personnel de Nonce apostolique et d'Ambassadeur.

2. Ces Repr6sentants sp6ciaux jouiront, sur la base de la r6ciprocit6, des
droits et immunit6s reconnus aux chefs de missions diplomatiques en vertu du droit
international et conform6ment A l'usage courant.

3. Le Repr6sentant de l'Etat d'Israel aupr~s du Saint-Si~ge, qui r6sidera en
Italie, jouira de tous les droits, privileges et immunit6s d6finis A l'article 12 du
Trait6 de 1929 conclu entre le Saint-Si~ge et l'Italie, et reconnus aux envoy6s diplo-
matiques de gouvernements 6trangers aupr~s du Saint-Si~ge, r6sidant en Italie. Les
droits, privileges et immunit6s octroy6s au personnel des missions diplomati-
ques seront de m~me accord6s au personnel de la Mission du Repr6sentant sp6cial
d'Isradl. Conform6ment A l'usage 6tabli, nile Repr6sentant sp6cial ni les membres
de rang sup6rieur de sa Mission ne peuvent en m~me temps appartenir A la Mission
diplomatique d'Isradl aupr~s du Gouvernement italien.

4. Le Repr6sentant sp6cial du Saint-SiEge auprs de l'Etat d'Israel pourra
exercer en m~me temps d'autres fonctions de repr6sentation pour le compte du
Saint-SiEge et 8tre accr6dit6 aupr~s d'autres Etats. Lui-meme et le personnel de sa
Mission jouiront de tous les droits, privileges et immunit6s accord6s par Israel aux
agents et missions diplomatiques.

5. Les nom, rang et attributions des Repr6sentants sp6ciaux figureront
comme il convient sur les listes officielles des missions 6trangres accr6dit6es
aupr~s de chacune des Parties.

Sign6 A J6rusalem le 30 d6cembre 1993/16 Tevet 5754.

Pour le Gouvernement Pour le Saint-Si~ge:
de PHEtat D'Isral1 M

JOSEPH BEILIN CLAUDIO M. CELLI
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ACCORD' ENTRE LA REPUBLIQUE FRAN( AISE ET LE ROYAUME
DU MAROC EN MATIERE DE SEJOUR ET DE L'EMPLOI

Le Gouvernement de la R6publique frangaise
Et le Gouvernement du Royaume du Maroc,
Confirmant leur attachement aux principes de la Convention de main-d'ceuvre

du Ir juin 19632 et de la Convention G~n6rale sur la Sdcurit6 Sociale du 9 juillet
19653 et leur volont6 d'en poursuivre l'application,

Soucieux de rdgler d'une mani~re favorable et durable la situation de la commu-
naut6 Marocaine en France et de ]a communaut6 Frangaise au Maroc en ce qui
concerne les conditions de sjour et de l'emploi,

Sont convenus de ce qui suit:

Article 1

Les ressortissants marocains r6sidant en France et titulaires, A ]a date d'entr6e
en vigueur du pr6sent Accord, d'un titre de s6jour dont la dur6e de validit6 est 6gale
ou supdrieure A trois ans b6n6ficient de plein droit, A 1'expiration du titre qu'ils
ddtiennent, d'une carte de r6sident valable dix ans.

Cette carte est renouvelable de plein droit pour une durde de dix ans. Elle vaut
autorisation de s6joumer sur le territoire de la Rdpublique Frangaise et d'exercer,
dans ses D6partements Europdens toute profession salari6e ou non.

Article 2

Les ressortissants frangais r~sidant au Maroc etjustifiant de trois ans de sdjour
r6gulier A la date d'entr6e en vigueur du pr6sent Accord bdn6ficient, de plein droit,
d'une autorisation de sjour de dix ans ainsi que du visa pour toute profession
salaride sur l'ensemble du territoire du Royaume du Maroc de leur contrat de travail
par les autoritds compdtentes, pour une meme durde de dix ans. En cas de change-
ment d'employeur, le nouveau contrat recevra automatiquement le visa pour une
dur6e 6gale A la p6riode qui reste A courir.

L'autorisation de s6jour et le visa mentionn6s h l'alin6a pr6cddent sont de plein
droit renouvelables A leur expiration pour une dur~e de dix ans.

Article 3

Les ressortissants marocains d~sireux d'exercer une activit6 professionnelle
salari6e en France, pour une dur6e d'un an au minimum, et qui ne relvent pas des
dispositions de 1'article 1 du prdsent Accord, re4oivent, apr~s le contr6le m dical
d'usage et sur prdsentation d'un contrat de travail vis6 par les autoritds compdten-
tes, un titre de s6jour valable un an renouvelable et portant la mention o salarid >,
dventuellement assortie de restrictions g6ographiques ou professionnelles.

I Entrd en vigueurle V' janvier 1994, soit le premier jour du deuxiibme mois ayant suivi l'6change des notifications
(des 8 f~vrier 1988 et 9 novembre 1993) par lesquelles les Parties s'dtaient informdes de I'accomplissement des pro-
cbdures constitutionnelles requises, conform4ment A I'article 10.

2 Nations Unies, RecuedIdes Traitis, vol. 1578, n' 1-27556.
3 Ibid., vol. 694, p. 51.
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Apr~s trois ans de s6jour continu en France, les ressortissants marocains visds
A l'alin6a pr6c6dent pourront obtenir un titre de s6jour de dix ans. Il est statu6 sur
leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activit6s profes-
sionnelles et de leurs moyens d'existence. Les dispositions du deuxi~me alin6a de
l'article 1 sont applicables pour le renouvellement du titre de s6jour apr~s dix ans.

Article 4

Les ressortissants frangais d6sireux d'exercer une activit6 professionnelle sala-
ri6e au Maroc, pour une dur6e d'un an au minimum, et qui ne rel~vent pas des
dispositions de l'article 2 du pr6sent Accord, re;oivent, apr~s le contr6le m6dical et
sur pr6sentation d'un contrat de travail vis6 par les autorit6s comp6tentes, un titre
de s6jour valable un an renouvelable et portant la mention << salari6 , 6ventuelle-
ment assortie de restrictions g6ographiques ou professionnelles.

Apres trois ans de s6jour continu au Maroc, ils pourront obtenir le visa de leur
contrat de travail et une autorisation de s6jour pour une dur6e de dix ans. Il sera
statu6 sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs acti-
vit6s professionnelles et de leurs moyens d'existence. Les dispositions de l'alin6a 2
de l'article 2 sont applicables pour le renouvellement, apr~s dix ans, de l'autorisation
de s6jour et du visa de contrat de travail.

Article 5

Quelle que soit la date A laquelle ils ont 6t6 admis au titre du regroupement
familial sur le territoire de l'un ou de l'autre Etat, le conjoint des personnes titulaires
des titres de s6jour et des autorisations de travail mentionn6s aux articles pr6c6dents
ainsi que leurs enfants n'ayant pas atteint l'age de la majorit6 dans le pays d'accueil
sont autoris6s A y r6sider dans les mmes conditions que lesdites personnes.

Article 6

Les membres de famille mentionn6s A l'article 5 ci-dessus et qui ont rejoint ou
rejoignent une personne mentionn6e soit A l'article 1, soit A l'article 2 du pr6sent
Accord, accident A l'emploi dans les m~mes conditions que celles mentionn6es aux
articles pr6cit6s.

Article 7

Les membres de famille mentionn6s l'article 5 qui rejoignent une personne
mentionn6e aux articles 3 ou 4 du pr6sent Accord sont autoris6s A acc6der A une
activit6 professionnelle salari6e sur pr6sentation d'un contrat de travail vise par
l'autorit6 comp6tente, sans que la situation de 1'emploi puisse leur etre oppos6e.

Article 8

Aucune disposition du pr6sent Accord ne peut 8tre interpr6t6e comme permet-
tant aux ressortissants de l'une des parties d'exercer, sur le territoire de l'autre
partie, une profession r6glement6e.

L'exercice de cette profession reste soumis A la r~glementation en vigueur la
concernant dans le pays consid6r6.
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Article 9

Les dispositions du pr6sent Accord ne font pas obstacle A l'application de la
i6gislation des deux Etats sur le s6jour des 6trangers sur tous les points non trait6s
par l'Accord.

Au cas ob des titres de s6jour ou de travail d'une dur6e plus longue que celle
pr6vue par le pr6sent Accord seraient accord6s, par l'un des deux Etats, aux ressor-
tissants d'un Etat tiers, ces dispositions s'appliqueront de plein droit aux ressortis-
sants de l'autre partie. Ces dispositions ne concernent pas le r6gime sp6cifique 6tabli
dans le cadre des communaut6s europ6ennes.

Article 10

Chacun des deux Etats notifiera A l'autre l'accomplissement des proc6dures
requises par sa constitution pour l'entr6e en vigueur du pr6sent Accord. Les notifi-
cations constatant l'accomplissement de ces proc6dures seront 6chang6es aussit6t
que faire se pourra.

Le pr6sent Accord entrera en vigueur le premier jour du deuxiime mois suivant
1'6change des notifications.

Chacun des deux Etats pourra d6noncer le pr6sent Accord A n'importe quel
moment en adressant, A l'autre par la voie diplomatique une notification 6crite de
d6nonciation. Dans ce cas, la d6nonciation prendra effet un an apris la date de
r6ception dudit avis.

EN FOI DE QUOI les repr6sentants des deux Gouvernements autoris6s A cet
effet, ont sign6 le pr6sent Accord et y ont appos6 leur sceau.

FAIT A Rabat le 9 octobre 1987 en deux exemplaires en langues arabe et fran-
qaise, les deux textes faisant 6galement foi.

Pour le Gouvemement Pour le Gouvemement
de la R6publique franqaise: du Royaume du Maroc:

Le Ministre de l'int6rieur, Le Ministre de l'int6rieur
et de l'information,

CHARLES PASQUA DRIss BASRI
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[ARABIC TEXT - TEXTE ARABE]
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[TRANSLATION - TRADUCTION]

AGREEMENT' BETWEEN THE FRENCH REPUBLIC AND THE
KINGDOM OF MOROCCO CONCERNING RESIDENCE AND
EMPLOYMENT

The Government of the French Republic

And the Government of the Kingdom of Morocco,

Confirming their commitment to the principles set forth in the Labour Agree-
ment of 1 June 19632 and the General Convention on Social Security of 9 July 1965, 3

and their readiness to continue the application thereof,

Desiring to regulate on a fair and lasting basis the status of the Moroccan com-
munity in France and the French community in Morocco with respect to the condi-
tions for residence and employment,

Have agreed as follows:

Article 1

Moroccan nationals residing in France who, on the date of entry into force of
this Agreement, are holders of a residence permit valid for a period of three years or
more shall, upon expiry of the permit which they hold, receive by right a residence
permit valid for 10 years.

Such permit shall be renewable, as of right, for a period of 10 years and shall
entitle the holder to reside in the territory of the French Republic and to engage in
any salaried or unsalaried occupation in the European departments of France.

Article 2

French nationals residing in Morocco who provide proof of regular residence
for three years on the date of entry into force of this Agreement shall receive, as of
right, a residence permit valid for 10 years and authorization by the competent
authorities of their employment contract for any salaried occupation throughout the
territory of the Kingdom of Morocco for an identical period of 10 years. In the case
of a change of employer, the new contract shall be automatically authorized for the
duration of that period.

The residence permit and authorization referred to in the preceding paragraph
shall, upon their expiry, be renewable by right for a period of 10 years.

Article 3

Moroccan nationals who wish to engage in a salaried occupation in France for
a period of at least one year and who are not covered by the provisions of article I
of this Agreement, shall, after undergoing the customary medical examination and

I Came into force on I January 1994, i.e., the first day of the second month following the exchange of the
notifications (of 8 February 1988 and 9 November 1993) by which the Parties had informed each other of the completion
of the required constitutional procedures, in accordance with article 10.

2 United Nations, Treaty Series, vol. 1578, No. 1-27556.
3 Ibid., vol. 694, p. 51.
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on presentation of an employment contract authorized by the competent authorities,
receive a residence permit valid for one year which shall be renewable and shall bear
the word "salaried" and list any geographical or occupational restrictions.

After three years of continuous residence in France, the Moroccan nationals
referred to in the preceding paragraph may obtain a residence permit valid for
10 years. Their request shall be acted upon in the light of the conditions of their
employment and their means of livelihood. The provisions of article 1, paragraph 2,
shall apply to the renewal of the residence permit after 10 years.

Article 4

French nationals who wish to engage in a salaried occupation in Morocco for a
period of at least one year and who are not covered by the provisions of article 1,
paragraph 2, of this Agreement, shall after undergoing a medical examination and on
presentation of an employment contract authorized by the competent authorities,
receive a residence permit valid for one year which shall be renewable and shall bear
the word "salaried" and list any geographical or occupational restrictions.

After three years of continuous residence in Morocco, their employment con-
tract may be authorized and they may obtain a residence permit valid for 10 years.
Their request shall be acted upon in the light of the conditions of their employment
and their means of livelihood. The provisions of article 2, paragraph 2, shall apply to
the renewal of the residence permit and the authorization of the employment con-
tract after 10 years.

Article 5

Irrespective of the date on which they were admitted into the territory of either
State in the interests of reuniting families, the spouses of persons holding the resi-
dence and work permits referred to in the preceding articles, together with their
children who have not attained the age of majority in the host country, shall be
authorized to reside in the territory of that State under the same conditions as the
aforementioned persons.

Article 6

The family members referred to in article 5 above who have joined or who join
a person covered by article 1 or article 2 of this Agreement shall be permitted to
work under the same conditions as those referred to in the aforementioned articles.

Article 7

The family members referred to in article 5 who join a person covered by arti-
cle 3 or article 4 of this Agreement shall be authorized to engage in a salaried occu-
pation on presentation of an employment contract authorized by the competent
authority. Such authorization may not be denied on the grounds of the employment
situation.

Article 8

Nothing in this Agreement shall be interpreted as permitting the nationals of
either Party to engage in a regulated occupation in the territory of the other Party.

The exercise of such occupation shall be subject to the relevant regulations in
force in the country in question.
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Article 9

The provisions of this Agreement shall not affect the application of the legisla-
tion of the two States relating to the residence of foreigners in respect of all matters
not dealt with in the Agreement.

In the event that residence or work permits valid for a period longer than that
provided for in this Agreement are granted by either State to nationals of a third
State, these provisions shall apply as of right to the nationals of the other Party.
These provisions shall not concern the specific regulations established within the
context of the European Communities.

Article 10

Each of the two States shall notify the other when it has completed the for-
malities required under its Constitution for the entry into force of this Agreement.
The notifications concerning the completion of these formalities shall be exchanged
as early as possible.

This Agreement shall enter into force on the first day of the second month
following the exchange of notifications.

Either of the two States may terminate this Agreement at any time by sending
to the other Party through the diplomatic channel written notification of termina-
tion. In such case, termination shall take effect one year after the date of receipt of
the said notification.

IN WITNESS WHEREOF, the representatives of the two Governments, being duly
authorized for this purpose, have signed this Agreement and have thereto affixed
their seals.

DONE at Rabat, on 9 October 1987, in two originals, in the Arabic and French
languages, both texts being equally authentic.

For the Government For the Government
of the French Republic: of the Kingdom of Morocco:

CHARLES PASQUA DRmss BASRI
Minister of the Interior Minister of the Interior

and Information
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FRANCE
and

CHILE

Agreement on film co-production. Signed at Santiago on
30 November 1990

Authentic texts: French and Spanish.

Registered by France on 29 April 1994.

FRANCE
et

CHILI

Accord de coproduction cinematographique. Signe 'a San-
tiago le 30 novembre 1990

Textes authentiques : franfais et espagnol.

Enregistri par la France le 29 avril 1994.
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ACCORD' DE COPRODUCTION CINIfMATOGRAPHIQUE ENTRE
LE GOUVERNEMENT DE LA RIEPUBLIQUE FRANCAISE ET
LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU CHILI

LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRAN4;AISE,

LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU CHILI,

Considdrant 'esprit et les objectifs de 'accord culturel entre le
Gouvernement de la R~publique franqaise et le Gouvernement de la
Rdpublique du Chili signd A Santiago le 23 novembre 19952, soucieux de faciliter
la rdalisation en coproduction d'oeuvres cin~matographiques susceptibles de
servir, par leurs qualt.s artistiques et techniques, le prestige de leurs pays, et de
dvelopper leurs .changes d'oeuvres cin6matographiques,

sont convenus de ce qui suit:

1 - COPRODUCTION CINEMATOGRAPHIQUE

Article ler

Les oeuvres cin6matographiques realis~es en coproduction et admises
au b~n~fice de pr6sent accord, sont consid6r~es commes oeuvres
cin~matographiques nationales par les autorit~s des deux pays, conform~ment
aux dispositions 16gislatives et r6glementaires applicables dans leur pays.

Elles b6n6ficient de plein droit des avantages rdservds aux oeuvres
cin6matographiques nationales qui r~sultent des textes en vigueur ou qui
pourraient 6tre Idict6s dans chaque pays.

Article 2

La r~alisation d'oeuvres cin~matogra phiques en coproduction entre
les deux pays doit recevoir I'approbation, aprs consultation entre les deux
parties, des autorit~s compdtentes des deux pays:

- en France: le Centre National de la Cinematographie;

- au Chili: el Ministerio de Educaci6n.

I Entr6 en vigueur le 12 aout 1992, date A laquelle les Parties se sont notifid (les 7 mars 1991 et 12 aoft 1992)
l'accomplissement des proc&lures constitutionnelles requises, conform6ment A ]'article 22.

2 Devrait se lire : 1955 - - Should read "1955".
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Article 3

Pour etre admises au b~ndfice de la coproduction 6tablie par cet
accord, les oeuvres cindmatographiques doivent etre propos(es et/ou rfalis(es
par des producteurs ayant une organisation technique et financiere appropri6e
et une expdrience professionnelle reconnue par les Autorits nationales
comp(tentes.

Article 4

Les demandes d'admission au bn6fice de la coproduction
cin.matographique doivent tre d(,pos6es, en France au Centre National de la
Cin.matographie, et au Chili au "Ministerio de Educaci6n", soixante (60) jours
au moins avant le commencement du tournage.

Article 5
Les demandes d'admission au b.n~fice de la coproduction devront

comprendre les documents suivants:

1) un scenario d6taiil;

2) un document attestant que les droits d'auteurs pour 'adaptation
cindmatographique ont t acquis lMgalement;

3) un devis et un plan de financement d(tailles;

4) la liste des 6l6ments techniques et artistiques des deux pays;

5) un plan de travail de l'oeuvre;

6) le contrat de coproduction pass6 entre les soci.tds coproductrices.

Article 6

a) L'agrdment donn6 A la coproduction d'une oeuvre
cin(matographique, par les autorites comp(tentes de chacun des deux pays, ne
peut 8tre subordonn6 I la prlesentation d'A61ments impressionnds de ladite
oeuvre cindmatographique.

b) Lorsque les autoritds comp(tentes des deux pays ont donnd leur
agrdment A la coproduction d'une oeuvre cinmatographique d.termin.e, cet
agr.ment ne peut 8tre ult6rieurement retir6, sauf accord entre lesdites autorit~s
comp(tentes.
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c) L'un ou 'autre des coproducteurs peut c6der tout ou partie de ses
droits dans la coproduction A un autre producteur de sa nationalite, sous reserve
du respect du contrat existant anterieurement.

d) Au cas oi, suivant les ncessit6s du scenario, tout ou partie du
tournage doit se faire dans un pays tiers, les administrations respectives feront
les demarches opportunes aupres des organismes correspondants de ce pays
pour faciliter ce tournage.

Article 7

a) Les apports ou participations des producteurs des deux pays A une
oeuvre cind matographique de coproduction, peuvent varier de trente (30%) A
soixante dLx pour cent (70%); Ia part du coproducteur minoritaire peut toutefois
etre ramende A vingt pour cent (20%) aprs accord particulier des autorites
compttentes des deux pays.

b) En principe un equilibre general entre les deux pays, en ce qui
concerne les attributions respectives et la participation d artistes et de
techniciens, doit exister.

c) L s oeuvres cin~matographiques doivent etre realisees par des
metteurs en scene, techniciens et interprates ayant la qualit6, soit de national
franqais ou de rAsldent en France, soit de national chilien.

d) La participation d'un technicien ou interpr te n'ayant la nationalite
d'aucun des deux pays lies par le pr6sent accord, peut etre envisag6e dans la
mesure ofO sa presence est impos6e par le theme, les caract6ristiques de I'oeuvre
ou les n6cessitts de sa commercialisation, aprbs accord prealable entre les
autorit6s compttentes des deux pays.

e) Leas avantages octroyes A chaque coproducteur, r6sultant des textes
en vigueur ou qui pourraient etre edictes dans son pays, ne peuvent etre
transftr6s ou partage avec le coproducteur de 'autre pays.

Article

Les travaux de prises de vues en studio, les travaux de sonorisation et
de laboratoire doivent etre r6alis4s en se ref6rant aux dispositions ci-apres:

a) Les travaux de prises de vues en studio doivent avoir lieu de
prif6rence dans le pays du coproducteur majoritaire.

b) Chaque coproducteur est, en tout 6tat de cause, coproprietaire du
ngatif original Image et ce quel que soit le lieu oi le negatif est d6pose.
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c) Chaque coproducteur a droit, en tout dtat de cause, A un
intern.gatif dans sa propre version. Si l'un des coproducteurs renonce A ce droit,
le ndgatif sera dposd en un lieu choisi d un commun accord par les
coproducteurs.

Article 9

Conformi.ment A 'esprit du prdsent accord, un .quilibre gdndral dans
l'emploi des moyens techniques des deux pays, comme dans les donaines
financiers et artistiques, devra etre respectd.

Les autorit.s comptentes des deux pays examineront
pdriodiquement si cet .quilibre a 6t. assure et, A dMfaut, arreteront les mesures
jugdes ndcessaires.

Article 10

La r.partition des recettes provenant de I'exploitation de I'oeuvre
cin.matographique coproduite est faite, en principe, proportionnellement A
'apport total de chacun des coproducteurs. Les dispositions financi.res
adopt.es par les coproducteurs et les zones de partage des recettes sont
soumises A I'approbation des autorit6s comp6tentes des deux pays.

Article I1

Sauf dispositions contraires stipuldes dans le contrat de coproduction,
l'exportation des oeuvres cindmatographiques coproduites est assur~e par le
coproducteur majoritaire avec I'accord du coproducteur minoritaire.

Pour les oeuvres A participations gales, 'exportation de l'oeuvre
cin~matographique est assur~e conjontement par les coproducteurs, ou par la
partie que ceux-ci d~signent d'un commun accord. Au cas ob les parties
rencontrent des difficuit s A s'accorder sur le responsable de l'exportation de
l'oeuvre, celle-ci est assur~e par le coproducteur qui posside la nationalit, du
metteur en sc.ne.

Article 12

Dans le cas d'exportation vers un pays appliquant des restrictions A
l'importation, I'oeuvre cinmatogra hi ue est, dans la mesure du possible,
imputde sur le contingent de celui des deux pays associds par ]a coproduction
qui b~neficie du regime le plus favorable.
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Les oeuvres cindmatographiques coproduites doivent etre prdsentdes
durant leur exploitation commerciale ou dans le cadre de toute manifestation
artistique, culturelle ou technique, et festivals internationaux, avec la mention
de coproduction franco-chilienne, ou coproduction chilo-franqaise. Cette
mention obligatoire doit apparaitre au g6ndrique de l'oeuvre.

Article 14

Dans les festivals et competitions les oeuvres cindmatographiques
coproduites sont prtsentdes avec la nationalitd de I'Etat auquel appartient le
coproducteur majoritaire sauf disposition diffdrente prise par les coproducteurs
et approuv6e par les autoritds comp6tentes des deux pays.

Sous reserve de ]a legislation et de la r~glementation en vigueur, la
coproduction d'oeuvres cindmatographiques de courte dur~e doit 6tre rdalisde
avec le souci d'atteindre un dquilib re general sur les plans artistique, technique
et financier.

Les autoritAs comp~tentes des deux pays examineront favorablement,
cas pas cas, la rdalisation en coproduction d'oeuvres cindmatographiques entre
Ia France, le Chili et les pays avec lesquels I'un ou I'autre Etat est 116 par des
accords de coproduction.

Article 1

Sous reserve de la legislation et de la r~glementation en vigueur,
toutes facilit6s sont accord6es pour 'entrde, la sortie, la circulation et le sejour
du personnel artistique et technique collaborant aux oeuvres
cindmato~raphiques r~alisdes en coproduction ainsi que pour ]'importation et
i'exportation dans chaque pays du materiel n6cessaire A leur fabrication
(pellicules, materiel technique, costumes, elements de decors, materiel de
publicitt, etc.).

Vol. 1775, 1-30927



United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traitks

2- ECHANGES D'OEUVRES CINEMATOGRAPHIOUES

Article 18

Sous reserve de la Ilgislation et de la r(glementation en vigueur, la
vente, l'importation, ]'exploitation et, d'une maniare g.ndrale, la diffusion des
oeuvres cin~matographiques nationales, ne sont soumises de part et d'autre A
aucune restriction.

Article 19

Les transferts de recettes provenant de ]a vente et de ]'exploitation
des oeuvres cindmatographiques importdes dans le cadre du present accord sont
effectuds en execution des contrats conclus entre les producteurs,
conformdment A la Igislation et A la r~glementation en vigueur dans chacun
des deux pays.

3 - DISPOSITIONS GENERALES

Article 20

Les autorit~s comp~tentes des deux pays se communiquent toutes
informations sur les questions financiares et techniques concernant les
coproductions et les dchanges d'oeuvres cindmatographiques et, en g.n.ral,
toutes pr~cisions relatives aux relations cindmatographiques entre les deux pays
ou au modifications intervenues dans la legislation ou ia r~glementation
pouvant les affecter.

Article 21

Les autorit~s comp~tentes des deux pays examineront au besoin les
conditions d'application du present accord afin de resoudre les difficult6s
dventuelles soulev6es par ]a mise en oeuvre de ces dispositions. Elles 6tudieront
les modifications souhaitables en vue de d~velopper la cooperation
cindmatographique dans I'intd'let commun des deux pays.

Elles se r~uniront, dans le cadre d'une commission mixte
cin matographique, A la demande de l'une d'entre elles, notamment en cas de
modifications importantes soit de la Ifgislation, soit de ]a r~glementation
applicables A4 I'industrie cin~matographique.
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LApr~ent accord entre en vigueur le jour de la notification, par la
vole diplomauque, de I'accompllssement des procedures constitutionnefles et
Idalpes requlhe en cc qui concerne chacune des parties.

f1 est conclu pour une durdc de deux annes A dater de son entree en
vigueur. II est renouvelable par priode de deux ans par tacite reconduction,
sauf d~nonclation icrite par I une des parties trois mois avant son 6cheance.

En fol de quoi, les soussignis, dOment autorisds a cette fin par leurs
Gouvernements, ont signi le prisent accord.

Fait & Santiago du Chili, le 30 novembre 1990, chacun en langues
frangdase et epagnole, les deux textes faisant foi.

Pour le Gouvernement
de la R6publique frangaise:

&i 0 '

Pour le Gouvernement
de la R6publique du Chili:

/ ° -

Edwige Avice.

2 Enrique Silva Cimma.
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[SPANISH TEXT - TEXTE ESPAGNOL]

ACUERDO DE COPRODUCCION CINEMATOGRAFICA ENTRE EL
GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CHILE Y EL GOBIERNO
DE LA RE PUBLICA FRANCESA

El Gobierno de la Repiblica de Chile y el Gobierno de la

Repiblica Francesa, considerando el espiritu y los prop6sitos

del Acuerdo Cultural suscrito entre ambas partes en Santiago

de Chile el 23 de noviembre de 1955, y preocupados de

facilitar la realizaci6n en coproducci6n de obras

cinematogrAficas susceptibles de servir por sus calidades

artisticas y tbcnicas al prestigio de ambas naciones, asi como

de desarrollar intercambios de obras cinematrogrAficas,

han convenido Io siguiente:

i. Coproducci6n cinematogrifica

Articulo I

Las obras cinematogrificas realizadas en coproducci6n y

aprobadas en el marco del .presente Acuerdo serAn

consideradas como obras cinematogrAficas nacionales por las

autoridades de los dos palses, conforme a las disposiciones

legales y reglamentarias aplicables en cada pals.

Ellas se beneficiarin con pleno derecho de las ventajas

reservadas a las obras cinematogrAficas nacionales por las

disposiciones en vigencia o que se dicten en cada pals.

Artlculo 2

La realizaci6n de obras cinematogrAficas en coproducci6n

entre los dos palses deberA recibir ia aprobaci6n, previa

consulta entre las partes. de las autoridades competentes de

ambos paises, que son respectivamente:

- en Francia: le Centre National de ia Cin~matographie.

- en Chile: el Ministerio de Educaci6n.
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Artlculo 3

Para acogerse al beneficio de la coproducci6n establecido

por este Acuerdo, las obras cinematogrAficas deberAn ser

propuestas y/o realizadas por productores que tengan una

organizaci6n tbcnica y financiera apropiada y una

experiencia profesional reconocida por las autoridades

nacionales competentes.

Articulo 4

Las solicitudes do admisi6n al beneficio de la coproducci6n

cinematogrAfica deberAn ser presentadas, en Francia, al

Centre National de la Cin~matographie, y en Chile, al

Ministerio de Educac16n, al menos sesenta (60) dias antes

del comienzo de la filmaci6n.

Artlculo 5

Las solicitudes de admisidn al beneficio de la coproducci~n

deberin acompalarse de los siguientes documentos:

1) Gui6n detallado.

2) Un documento que atestigue que los derechos de autor para

la adaptaci6n cinematogrefica fueron adquiridos legalmente.

3) Un presupuesto y un plan de financiamiento detallados.

4) La lista de los elementos t~cnicos y artisticos de los

dos paises.

5) Un plan de trabajo do la obra.

6) El contrato de coproducci6n firmado por las sociedades

coproductoras.

Articulo 6

a) El consentimiento dado a la coproducci6n de una obra

cinematogrAfica por las autoridades competentes de cada uno

de las dos paises no podrA subordinarse a la presentacion de

materiales filmados de dicha obra cinematogrAfica.

b) Cuando las autoridades competentes de ambos paises hayan

dado su conformidad para la coproducci6n de una obra

cinematogrAfica determinada, ello s~lo podrA ser dejado sin

efecto por acuerdo entre dichas autoridades.
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c) Uno u otro de los coproductores podrA ceder todos o parte

de sus derechos de coproducci6n a otro productor de su

nacionalidad, bajo reserva del respeto del contrato

existente anteriormente.

d) En el caso de que, segOn las necesidades del gu16n, todo

o parte del rodaje deba hacerse en un tercer pals, las

administraciones respectivas realizarAn las gestiones

oportunas ante los organismos correspondientes de dicho pals

para facilitar su rodaje.

Artlculo 7

a) El aporte o participaci6n de los coproductores en el

presupuesto de la obra cinematogrAfica podrA variar del

treinta (30) par ciento al setenta (70) per ciento. La

parte del coproductor minoritario podrA, sin embargo,

reducirse a un veinte (20) par ciento, previo acuerdo entre

las autoridades de ambos paises.

b) En principio, deberA existir un equilibrio general entre

los dos palses en Is que concierne a las atribuciones

respectivas y a la participaci6n de artistas y t6cnicos.

c) Las obras cinematogr~ficas deber~n ser realizadas par

directores, t~cnicos y actores que tengan la calidad de

nacionales franceses a residentes en Francia, 0 de

nacionales chilenos.

d) La participaci6n de un t~cnica o actor que no tenga la

nacionalidad de ninguno de los dos palses ligados par el

presente Acuerdo, podrA ser contemplada en la medida en que

su presencia se imponga par el tema, las caracteristicas de

ia obra o las necesidades de su comercializaci6n, previo

acuerdo entre las autoridades de ambos paises.
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e) Los beneficios otorgados a cada coproductor por las

normas vigentes, o que puedan dictarse en su pals, no podrAn

ser transferidos ni compartirse con el coproductor del otro

pats.

Articulo 8

Los trabajos de tomas en estudio, los de sonorizaci6n y

laboratorio, deberAn realizarse tomando en cuenta las

siguientes disposiclones:

a) Los trabajos de tomas en estudio deberAn realizarse de

preferencia en el pals del coproductor mayoritario.

b) Cada coproductor es, cualquiera sea el caso,

copropietario del negativo original de imagen y sonido,

cualquiera sea el lugar en que se encuentre el negativo.

c) Cada coproductor tiene derecho, cualquiera sea el caso, a

un inter-negativo en su propia versi6n. Si uno de los

coproductores renuncia a este derecho, el negativo sera

depositado en un lugar escogido de comOn acuerdo por los

coproductores.

ArtIculo 9

Conforme al espiritu del presente Acuerdo, deberA respetarse

un equilibrio general en el empleo de los recursos t~cnicos

de ambos palses, asi como en las Areas financieras y

artisticas.

Las autoridades competentes de ambos palses examinarAn

peri6dicamente si este equilibrio ha sido asegurado y, en su

defecto, tomarAn las medidas necesarias para restablecerlo.

Articulo 10

La distribuci6n de los ingresos provenientes de la

explotaci6n de la obra cinematogrAfica coproducida se harA,

en principio, proporcionalmente al aporte total de cada uno
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de los coproductores. Las disposiciones financieras

adoptadas por los coproductores y las zonas de distribuci6n

de ingresos se someterAn a la aprobaci6n de las autoridades

competentes de ambos palses.

Articulo 11

Salvo disposiciones en contrario estipuladas en el contrato

de coproducci6n, la exportaci6n de las obras

cinematogrificas coproducidas serA asegurada por el

coproductor mayoritario con acuerdo del coproductor

minoritario.

Para las obras cinematogrAficas a partes iguales, la

exportaci6n de Ia obra cinematogrAfica serA asegurada

conjuntamente por los coproductores o por la parte que ellos

designen de comOn acuerdo. En el caso en que las partes

encuentren dificultades para definir al responsable de la

exportaci6n de la obra, 6sta ser asegurada por el

coproductor que posea ia nacionalidad del director.

Articulo 12

En el caso de una exportaci6n a un pals que aplique

restricciones a la importaci6n, la obra cinematogrAfica

serA, en la medida de lo posible, imputada al contingente de

aquel de los pafses asociados por ia coproducci6n que se

beneficie del r~gimen mAs favorable.

Artlculo 13

Las obras cinematogrAficas coproducidas deberAn ser

presentadas, durante su explotaci6n comercial o en el marco

de cualquier manlfestaci6n artistica, cultural o t~cnica, y

en festivales internacionales, con la menci6n de

coproducc16n franco-chilena o coproducci6n chileno-francesa.

Esta menci6n obligatoria deberi aparecer en los cr~ditos de

ia obra.
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Articulo 14

En los festivales y competencias, las obras cinematogrAficas

coproducidas serAn presentadas bajo Ia nacionalidad del

Estado al que pertenezca el coproductor mayoritario, salvo

disposici6n diferente tomada por los coproductores y

aprobada por las autoridades competentes de ambos paises.

Artlculo 15

Bajo reserva de Ia legislaci6n y de Ia reglamentaci6n

vigentes, Ia ooproducci~n de obras cinematogr~ficas de corta

duraci6n deberA realizarse con el prop6sito de alcanzar un

equilibrio general en los planos artistico, tcnico y

financiero.

Artlculo 16

Las autoridades competentes de ambos paises examinarAn

favorableme.nte, caso por caso, Ia. realizacin en

coproducci6n de obras cinematogrAficas entre Francia, Chile

y los palses con los que uno u otro Estado est6 ligado por

acuerdos de coproducci6n.

Articulo 17

Bajo reserva de Ia legislaci6n y Ia reglamentaci6n vigentes,

se otorgarin todas las facilidades necesarias para el

ingreso, La salida, Ia circulaci6n y Ia estada del personal

artistico y t~cnico que colabore en las obras

ingreso, Ia salida, Ia circulac.6n y Ia estada del personal

artistico y t~cnico que colabore en las obras

cinematogrAficas realizadas en coproducci6n, asl como para

Ia importaci6n y exportaci6n a cada pats del material

necesario para su fabricaci~n (pelicula, material t~cnico,

vestuario, elementos de decorado, material de publicidad,

etc.).
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It. Intercambio do obras cinematogrAficas

Articulo 18

Bajo reserva de la legislaci6n y la reglamentaci6n vigentes,

1a venta, importaci6n, explotaci6n y, de manera general, la

difusi6n de obras cinematogr~ficas nacionales de uno de los

paises pactantes no se someterin por el otro a ninguna

restricci6n.

Articulo 19

Las transferencias de ingresos provenientes de la venta y de

la explotaci6n de las obras cinematogrhficas importadas en

el marco del presente Acuerdo ser~n efectuadas segn los

contratos concertados entre los productores, conforme a la

legislaci6n y la reglamentacibn vigentes en cada uno de los

dos palses.

Ill. Dlsoosioionee generales

Articulo 20

Las autoridades competentes de ambos palses so comunicar~n

todas las informaciones sobre temas financieros y t6cnicos

concernientes a las coproducciones y los intercambios de

obras cinematogrAficas, y, en general, todas las precisiones

relativas a las relaciones cinematogr&ficas entre ambos

palses, asi como las modificaciones en la legislacion o en

la reglamentac16n que puedan afectarlas.

Articulo 21

Las autoridades competentes de ambos palses examinarin,

segn sea necesario, las condiciones de aplicaci6n del

presente Acuordo, con el objeto de resolver las dificultades

eventuales surgidas de la puesta en marcha de estas

disposiciones. Ellas estudiarAn las modificaciones

necesarias para desarrollar la cooperaci6n cinematogrAfica

en el inter6s comOn de ambos paises.
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Ellas se reunir&n en el

Cinematogr~fica, convocada

ellas, sobre todo para

importantes introducidas

reglamentaci6n aplicables a

marco de una Comisi6n Mixta

a petici6n de cualquiera de

informarse de modificaciones

en la legislaci6n o en la

la industria cinematogrAfica.

Artioulo 22

El presents Acuerdo entrarA en vigencia en la fecha en que

las Partes se notifiquen, por la via diplom~tica, el

cumplimienta de los respectivos requisitos constitucionales

y do legislaci6n interna.

Este Acuerdo tendrA una duraci6n de dos afos a partir de su

entrada en vigencia, y se renovarA por periodos de dos ahos

por tAcita reconducci6n, salvo denuncia de una de las

Partes, comunicada por escrito a la otra a Lo menos con tres

meses de anticipaci6n a su expiracidn.

Dando fe de esto, los abajo firmantes, debidamente

autorizados para este fin por sus gobiernos, han suscrito el

presente Acuerdo.

Hecho en Santiago de Chile, el 30 de noviembre de 1990, en

dos ejemplares, respectivamente redactados en idiomas

franc~s y espahol, los dos igualmente aut6nticos.

Por el Gobiemo
de la Rep6blica de Chile:

Sr. ENRIQUE SILVA CIMMA
Ministro de Relaciones Exteriores

Por el Gobiemo
de la Reptiblica Francesa:

Sra. EDWIGE AVICE
Ministro Delegado ante
el Ministro de Estado,

Ministro Asuntos Exteriores
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[TRANSLATION - TRADUCTION]

AGREEMENT' ON FILM CO-PRODUCTION BETWEEN THE GOV-
ERNMENT OF THE FRENCH REPUBLIC AND THE GOVERN-
MENT OF THE REPUBLIC OF CHILE

The Government of the French Republic,

The Government of the Republic of Chile,

Considering the spirit and the objectives of the cultural agreement between the
Government of the French Republic and the Government of the Republic of Chile,
signed in Santiago on 23 November 1955 and desiring to facilitate the co-production
of films which, by virtue of their artistic and technical qualities, are likely to enhance
the prestige of their countries, and to develop the exchange of films between them,

Have agreed as follows:

1. CO-PRODUCTION OF FILMS

Article 1

Films co-produced and qualified under this present Agreement are considered
to be national films by the authorities of the two countries, in accordance with the
laws and regulations applicable in their countries.

They shall by right benefit from the privileges reserved for national films under
the provisions which are in effect or under those which may be enacted in each
country.

Article 2

Films to be co-produced by the two countries must be approved, after consul-
tation between the two Parties, by the competent authorities of the two countries:

In France: the National Film Centre;

In Chile: the Ministry of Education.

Article 3

In order to qualify for the co-production benefits established by this Agree-
ment, the producers proposing and/or making the film must have an organization
that is technically and financially appropriate and professional experience that is
recognized by the competent national authorities.

I Came into force on 12 August 1992, the date on which the Parties notified each other (on 7 March 1991 and

12 August 1992) of the completion of the required constitutional procedures, in accordance with article 22.
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Article 4

Applications for film co-production benefits shall be filed with the National
Film Centre in France, and with the Ministry of Education in Chile, at least sixty
(60) days before shooting is to begin.

Article 5

Applications for co-production benefits shall include the following:

(1) A detailed script;

(2) A document certifying that film rights have been acquired legally;

(3) A detailed cost estimate and financing schedule;

(4) A list of the technical staff and cast members from the two countries;

(5) A production schedule for the film;

(6) The co-production contract concluded between the co-producing companies.

Article 6

(a) Approval for the co-production of a film by the competent authorities of
each of the two countries may not be subject to the presentation of printed elements
of the said film.

(b) When the competent authorities of the two countries have given their
approval for the co-production of a given film, such approval may not subsequently
be withdrawn unless the said competent authorities agree otherwise.

(c) Either co-producer may transfer all or part of his co-production rights to
another producer of the same nationality, on condition that the pre-existing contract
is honoured.

(d) If the script requires that all or part of the film be shot in a third country, the
respective administrations shall take timely steps to make arrangements for such
shooting with the relevant authorities of that country.

Article 7

(a) The contributions or shares of the producers of the two countries to or in a
co-produced film may range from thirty (30) to seventy (70) per cent; the minor
co-producer's share may, however, be reduced to twenty (20) per cent by special
agreement between the competent authorities of the two countries.

(b) In principle, there must be an overall balance between the two countries
with respect to their respective functions and the participation of actors and tech-
nicians.

(c) Films must be made by directors, technicians and actors who are either
French nationals or resident in France, or Chilean nationals.

(d) A technician or actor who is not a national of either of the two countries
bound by this Agreement may participate in so far as his or her presence is called for
by the subject, characteristics or marketing requirements of the film, after prior
agreement between the competent authorities of the two countries.
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(e) The privileges granted to each co-producer under the provisions which are
in force or which may be enacted in the co-producer's country may not be trans-
ferred to or shared with the co-producer of the other country.

Article 8

Studio scenes must be shot and sound track and laboratory work done in ac-
cordance with the following provisions:

(a) Studio scenes shall be shot preferably in the country of the major co-
producer.

(b) Each co-producer shall, in any event, be co-owner of the original negative
(picture and sound), irrespective of where the negative is kept.

(c) Each co-producer shall be entitled, in any event, to an internegative in his
own language. If either co-producer waives this right, the negative shall be kept in a
place selected jointly by the co-producers.

Article 9

In keeping with the spirit of this Agreement, an overall balance shall be main-
tained in the use of the two countries' technical resources and in terms of financial
and artistic contributions.

The competent authorities of the two countries shall consider periodically
whether this balance has been maintained and, if it has not, shall decide what meas-
ures are deemed necessary.

Article 10

In principle, the receipts from the release of the co-produced film shall be
divided in proportion to the total contribution of each co-producer. The financial
provisions adopted by the co-producers and the areas of division of receipts shall be
subject to the approval of the competent authorities of the two countries.

Article 11

Unless the co-production contract provides otherwise, export arrangements for
co-produced films shall be made by the major co-producer with the agreement of the
minor co-producer.

If the respective contributions of the co-producers are equal, export arrange-
ments for the film shall be made jointly by the co-producers or by a third party
designated by mutual agreement between them. Should the Parties be unable to
agree on who should make the arrangements for exporting the film, such arrange-
ments shall be made by the co-producer having the same nationality as the director.

Article 12

In the case of export to countries which have import restrictions, the film
shall, to the extent possible, be charged against the quota of whichever of the two
co-producing countries enjoys the most favourable arrangement.
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Article 13

During their commercial release or in the context of any artistic, cultural or
technical exhibit or international festival, co-produced films shall be presented as
Franco-Chilean or Chilean-French co-productions. This mandatory indication shall
appear in the film's credits.

Article 14

Unless the co-producers make other arrangements and these are approved by
the competent authorities of the two countries, co-produced films shall be entered
in festivals and competitions under the nationality of the State of the major co-pro-
ducer.

Article 15

Subject to the legislation and regulations in force, short films which are co-
produced shall be artistically, technically and financially balanced overall.

Article 16

The competent authorities of the two countries shall give favourable consider-
ation, on a case-by-case basis, to the co-production of films by France, Chile and
those countries with which either State has co-production agreements.

Article 17

Subject to the legislation and regulations in force, every facility shall be
afforded for the entry, exit, travel and sojourn of artistic and technical personnel
working on co-produced films and for the import and export to and from each
country of material needed to make the same (unexposed film, technical material,
costumes, sets, publicity material, etc.).

2. EXCHANGE OF FILMS

Article 18

Subject to the legislation and regulations in force, the sale, import, release and
distribution in general of national films shall not be subject to any restrictions by
either Party.

Article 19

Transfers of receipts from the sale and release of films imported under this
Agreement shall be made in accordance with the contracts concluded between the
producers and with the legislation and regulations in force in each country.

3. GENERAL PROVISIONS

Article 20

The competent authorities of the two countries shall communicate to each
other any information on financial and technical matters concerning co-productions
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and exchanges of films and, in general, any information on cinematographic rela-
tions between the two countries or amendments made to legislation or regulations
which may affect them.

Article 21

The competent authorities of the two countries shall consider, where necessary,
the conditions of application of this Agreement with a view to resolving any difficul-
ties which may arise from the implementation of its provisions. They shall study
such amendments as may be desirable with a view to developing cinematographic
cooperation in the common interest of the two countries.

They shall meet, within the framework of ajoint film commission, at the request
of either of them, particularly in the event of substantial changes to the laws or
regulations applicable to the film industry.

Article 22

This Agreement shall enter into force on the date on which each of the Parties
notifies the other, through the diplomatic channel, that the necessary constitutional
and legal procedures have been completed.

It shall be concluded for a period of two years from the date of its entry into
force. It shall be automatically renewable for two-year periods, unless either Party
denounces it in writing three months prior to its expiry.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized thereto by their
Governments, have signed this Agreement.

DONE at Santiago, Chile, on 30 November 1990, in the French and Spanish
languages, both texts being equally authentic.

For the Government For the Government
of the French Republic: of the Republic of Chile:

EDWIGE AvICE ENRIQUE SILVA CIMMA
Deputy Minister for Foreign Affairs Minister for Foreign Affairs
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ACCORD' ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE
FRANqAISE ET LA REPUBLIQUE LETTONNE CONCERNANT
LES TRANSPORTS ROUTIERS INTERNATIONAUX DE MAR-
CHANDISES

Le Gouvernement de la R6publique frangaise et le Gouvernement de la R6pu-
blique lettonne d6nomm6s ci-apr~s «les Parties >>,

D6sireux de favoriser les transports routiers de marchandises entre les deux
Etats, ainsi que le transit A travers leur territoire,

Sont convenus de ce qui suit:

Article jer

Les dispositions du pr6sent Accord s'appliquent au trafic international de mar-
chandises, c'est-A-dire aux transports pour compte d'autrui ou pour compte propre,
en provenance ou A destination de l'une des Parties contractantes, assur6s au moyen
de v6hicules immatricul6s dans l'autre Partie contractante, ainsi qu'au trafic en
transit assur6 b travers le territoire de l'une des Parties par un v6hicule automobile
immatricul6 dans l'autre Partie.

Article 2

Les entreprises d'une Partie contractante ne sont pas autoris6es A effectuer des
transports int6rieurs sur le territoire de l'autre Partie contractante.

Article 3

Tous les transports de marchandises, vis6s A l'article ier du pr6sent Accord ainsi
que les d6placements A vide des v6hicules, sont soumis au rdgime de l'autorisation
prdalable.

L'autorisation de transport confre au transporteur le droit de prendre en
charge des marchandises au retour.

Article 4

1. Les entreprises de 1'une des deux Parties au pr6sent Accord peuvent effec-
tuer, sous couvert des autorisations vis6es aux articles 3, 5, 7 et 8 du pr6sent Accord,
des transports entre le territoire de l'autre partie et un Etat tiers A condition que ces
transports soient effectu6s en transit par le pays d'immatriculation du v6hicule.

2. Toutefois ces transports peuvent 8tre effectuds sans transit par le pays
d'immatriculation du v6hicule apr~s obtention d'une autorisation sp6ciale d6livr6e
par les autorit6s comp6tentes de l'autre Partie contractante.

Article 5

1. Les autorisations de transport sont d6livr6es aux entreprises par les auto-
rit6s comp6tentes de l'Etat d'immatriculation des v6hicules au moyen desquels
sont effectu6s les transports, et, le cas 6ch6ant, dans la limite des contingents fix6s
chaque annde, d'un commun accord, par les Parties contractantes.

I Entr6 en vigueur le 26 novembre 1992 par la signature, conform6ment A 'article 19.
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2. A cette fin, les administrations compdtentes des deux Etats 6changent les
imprim6s n6cessaires.

Article 6

Sont dispens6s de l'autorisation pr6vue A I'article 3 du pr6sent Accord:

a) Les transports A caractre humanitaire;

b) Les transports de marchandises au moyen de vdhicules automobiles dont
le poids total en charge (y compris celui des remorques) n'excide pas six tonnes
ou dont la charge utile autorisfe (y compris celle des remorques) ne d6passe pas
3,5 tonnes;

c) Les transports d'objets et d'oeuvres d'art destin6s A des foires, des exposi-
tions ou A des d6monstrations;

d) Les transports occasionnels d'objets et de mat6riels destin6s exclusivement
A la publicit6 ou A l'information;

e) Les transports de d~m6nagements;

f) Les transports de mat6riels, d'accessoires et d'animaux A destination ou en
provenance de manifestations th6dtrales, musicales, cin6matographiques, sportives,
de cirque, de foires ou de kermesses, ainsi que ceux destin6s aux enregistrements
radiophoniques, aux prises de vues cin6matographiques ou de la t6l6vision;

g) Les transports de bagages par remorques adjointes aux v6hicules destin6s
aux transports de voyageurs;

h) Les transports postaux;

i) L'entrde de v6hicules de d6pannage et de remorquage, ainsi que le transport
des v6hicules endommag6s;

j) Les transports fun6raires.

Article 7

Les autorisations sont imprimdes dans les langues des deux Parties contractan-
tes, selon des modules arret6s d'un commun accord par leurs autorit6s comp6tentes.

Article 8

1. Les autorisations sont 6tablies au nom de l'entreprise qui effectue le trans-
port; elles sont incessibles.

2. Les autorit6s comp6tentes 6changent gratuitement les autorisations pr6-
vues par le pr6sent Accord.

3. Les autorisations de transport doivent se trouver A bord des v6hicules et
etre pr6sent6es A toute r6quisition des agents charg6s du contr6le.

4. Les autorisations doivent 8tre accompagn6es d'un compte rendu de trans-
port ou comprendre un compte rendu qui est vis6 par le service des douanes A
l'entr6e et b la sortie du territoire de la Partie contractante pour laquelle elles sont
valables.

Article 9

Si les limites de poids ou de dimensions admises sur le territoire d'une des
Parties sont d6pass~es par un v6hicule immatricul6 dans l'autre Partie, le v6hicule
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doit 8tre muni d'une autorisation spdciale d6livrde par l'autorit6 comp6tente de cette
Partie contractante.

Article 10

1. Les entreprises effectuant des transports pr6vus par le pr6sent Accord sont
soumises aux imp6ts et taxes en vigueur sur le territoire de 1'autre Partie contrac-
tante pour les transports effectuds sur ce territoire.

2. Toutefois, les Parties contractantes peuvent accorder des r6ductions ou des
exon6rations de ces imp6ts et taxes dans la mesure d6finie au Protocole vis6 A
l'article 17 du pr6sent Accord.

Article 11

Les membres de l'6quipage du v6hicule peuvent importer en franchise et sans
autorisation d'importation leurs effets personnels et l'outillage n6cessaire A leur
profession pour la dur6e de leur s6jour dans le pays d'importation. Ils peuvent
r6exporter ces articles sans autorisation.

Article 12

Sont dispens6s de droits et taxes pergus A l'importation sur le territoire de l'une
ou l'autre des Parties contractantes, les pieces de rechange import6es temporaire-
ment pour les r6parations des v6hicules routiers en circulation internationale.

Lesdites importations demeurent soumises A la r6glementation nationale en
vigueur sur le territoire de l'une ou l'autre des Parties contractantes. Les pieces
remplac6es seront r6export6es ou d6truites sous le contr6le des services douaniers.

Article 13

Les b6n6ficiaires des autorisations et leur personnel sont tenus de respecter, sur
le territoire des Parties contractantes, les r6glementations en vigueur concernant les
transports, la circulation routiire, la douane et la police.

Article 14

La 16gislation interne de chaque Partie contractante s'applique toutes les
questions qui ne sont pas r6gl6es par le pr6sent Accord ou par les conventions
internationales auxquelles adherent les Parties contractantes.

Article 15

En cas de violation des dispositions du pr6sent Accord commise sur le territoire
de l'une des Parties contractantes, les autorit6s comp6tentes de I'Etat dans lequel le
v6hicule est immatricul6 sont tenues, sur la demande des autorit6s comp6tentes de
l'autre Partie contractante, d'appliquer l'une des sanctions suivantes:

a) Avertissement;

b) Suppression, A titre temporaire ou d6finitif, partiel ou total, de la possibilit6
d'effectuer des transports vis6s A l'article Ir du pr6sent Accord sur le territoire de
l'Etat oji la violation a 6t6 commise.

Les autorit6s qui prennent la sanction sont tenues d'en informer celles qui l'ont
demand6e.
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Article 16

1. II est cr66 pour l'application du pr6sent Accord une commission mixte.
2. Les repr6sentants des deux Administrations se r6unissent en Commission

Mixte en tant que de besoin, pour assurer la bonne ex6cution de l'Accord et l'adap-
ter A l'dvolution du trafic et 6changer tous les renseignements n6cessaires statis-
tiques et autres.

3. Ladite commission se r6unit A la demande de l'une des Parties contrac-
tantes, alternativement sur le territoire de chacune des Parties contractantes.

Article 17
1. Les Parties contractantes r~glent les modalit6s d'application du pr6sent

Accord par un protocole sign6 en mime temps que ledit Accord.
2. La Commission Mixte pr6vue A l'article 16 du pr6sent Accord est com-

p6tente pour modifier en tant que de besoin, ledit Protocole.

Article 18

Les dispositions du prdsent Accord s'appliquent sans prdjudice des r6glemen-
tations et obligations pr6sentes et A venir n6es du Trait6 de Rome instituant les
Communaut6s Europ6ennes 1.

Article 19

Le pr6sent Accord est conclu pour une dur6e ind6termin6e. Chacune des
Parties contractantes peut d6noncer le prdsent Accord avec un pr6avis minimum de
3 mois.

I entrera en vigueur le jour de sa signature.

Le pr6sent Accord est dtabli en deux exemplaires, en langues lettonne et fran-
gaise, les deux exemplaires faisant 6galement foi.

FAIT A Paris le 26 novembre 1992.

Pour le Gouvernement
de la R6publique lettonne:

ANDRIES GUTMANIS

Pour le Gouvernement
de la Rdpublique frangaise:

JEAN-LOUIS BIANCO

I Nations Unies, Recued des Traitds, vol. 294, p. 3.
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PROTOCOLE tTABLI EN VERTU DE L'ARTICLE 17 DE L'ACCORD ENTRE
LE GOUVERNEMENT DE LA RItPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOU-
VERNEMENT DE LA RftPUBLIQUE LETTONNE CONCERNANT LES
TRANSPORTS ROUTIERS INTERNATIONAUX DE MARCHANDISES

En vue de ]'application dudit Accord, la d616gation franqaise et la d616gation

lettonne sont convenues de ce qui suit :

Pour ce qui concerne les articles 7 et 8

a) Les autorisations valables pour le territoire letton portent les lettres < LV
dans la partie gauche, celles valables sur le territoire franqais la lettre « F ;

b) Les autorisations sont num6rot6es et portent le timbre et la signature de
l'autorit6 qui les d6livre;

c) Les autorisations sont valables pour un voyage aller et retour dans un d~lai
ind6fini; les autorisations pr6vues A l'article 4 du paragraphe 2 portent la mention
« valable pour un transport A destination ou en provenance d'un Etat non Partie A
l'Accord bilat6ral et sans transit par l'Etat d'immatriculation >>;

d) Les comptes rendus qui accompagnent ou qui sont incorpor6s aux autorisa-
tions comportent:

- Le nom de l'entreprise et son adresse

- Les dates de voyages A l'aller et au retour

- Le num6ro de l'autorisation A laquelle ils se rapportent

- Le num6ro d'immatriculation du v6hicule qui effectue le transport

- La charge utile et le poids total en charge du v6hicule

- Le point de chargement et le point de d6chargement de la marchandise

- La nature et le poids de la marchandise transport6e

- Un emplacement pour le cachet de la douane.

e) Les autorisations et les comptes-rendus sont retourn6s par les b6n6ficiaires
au service qui les a d6livr6s, aprZs utilisation ou A l'expiration de leur p6riode de
validit6 en cas de non-utilisation.

Pour ce qui concerne l'article 9

Les demandes d'autorisations sp6ciales doivent &re pr6sent6es:

a) En ce qui concerne les transporteurs franqais:

Latvijas Republikas Satiksmes Ministrijas
Celu Satiksmes Drosibas Departaments
Blieku iela 9
LV 1001 Riga Latvija

T616phone: 371086
Fax: 376904

b) En ce qui concerne les transporteurs lettons : A la Pr6fecture du d6partement
d'entr6e en territoire franqais ou A la Pr6fecture du d6partement franqais de char-
gement.
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Pour ce qui concerne P'article 10

II n'existe pas en Lettonie A I'heure actuelle de taxe frappant la circulation des
v6hicules routiers immatricul6s en France. Par rdciprocit6 les v6hicules lettons cir-
culant en France sont exon6r6s de la taxe sp6ciale sur certains v6hicules routiers
(dite « taxe hi l'essieu ) institu6e par l'article 16 de la loin0 67-1114 du 21 d6cembre
1967 modifi6e.

Les Parties conviennent de se communiquer imm6diatement tout 616ment sus-
ceptible de modifier la situation, ci-dessus mentionn6e.

Pour ce qui concerne les articles 15 et 16

Les autorit6s compdtentes pour l'ex6cution de l'Accord sont:

Pour la partie frangaise :

Minist~re de l'Equipement, du Logement et des Transports
Directeur des Transports Terrestres
Grande-Arche, Paroi Sud
92055 Paris la D6fense Cedex 04

Pour la partie lettonne :

Latvijas Republikas Satiksmes Ministrijas
Autotransporta Departamants
Brivibas iela 58
LV 1743 Riga Latvija

Contingent:

Pour la premiere ann6e d'application de l'Accord, le nombre annuel de voyages
< aller> et « retour que les transporteurs de l'un des pays sont admis A ex6cuter
sur le territoire de 'autre pays ou en transit par ce pays est fix6 A 500 pour le
contingent normal. Les autorisations pr6vues h l'article 4 du paragraphe 2 sont au
nombre de 100.

Le pr6sent Protocole est r6dig6 en deux exemplaires en langues lettonne et
frangaise, chaque exemplaire faisant 6galement foi.

FAIT A Paris le 26 novembre 1992.

Pour le Gouvernement Pour le Gouvemement
de la R6publique lettonne: de la Rdpublique frangaise:

ANDRIES GUTMANIS JEAN-LOUIS BIANCO
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LETTRE CONNEXE

Paris, le 26 novembre 1992

Monsieur le Ministre,
J'ai l'honneur de me r6f6rer A l'Accord sign6 ce jour entre le Gouvernement de

la R6publique de Lettonie et le Gouvernement de la R6publique frangaise concer-
nant les transports routiers internationaux de marchandises et de vous pr6ciser que
1interpr6tation de cette Convention est la suivante:

1. En ce qui concerne I'Accord

a) Par une faute technique, dans le texte letton, la date de l'entr6e en vigueur de
l'Accord n'6tait pas mentionn6e, c'est pourquoi, en pr6parant le texte pour la signa-
ture, nous avons pris cette date du texte francais;

b) Toute les autres modifications par rapport au texte letton paraph6 sont pure-
ment r&iactionnelles et effectu6es pour assurer ]a correspondance du texte letton au
texte franqais paraph6.

2. En ce qui concerne le Protocole

Pour ce qui concerne les articles 7 et 8 de l'Accord:

a) Dans le petit c, par les mots : « pour un voyage aller et retour dans le d6lai
indiqu6 sur l'autorisation > est entendue toute la pdriode jusqu'A la fin de l'ann6e
durant laquelle 'autorisation est valable;

b) Dans le petit d, cinquiime sous-point, le mot letton « svars est remplac6
par le mot « celtspeja qui exprime mieux la notion et est une traduction plus pr-
cise du mot franqais corespondant;

c) Dans le petit d, sixiime et septi~me sous-points, le mot franqais « marchan-
dises > (preces) est traduit par le mot letton «kravas (charges), le terme <'mar-
chandises 6tant employ6 dans les textes juridiques et 6conomiques lettons unique-
ment pour d6signer des biens destinds A la vente.

3. Toutes les autres modifications par rapport au texte letton paraph6 sont
purement r&iactionnelles et effectu6es pour assurer la correspondance du texte let-
ton au texte franqais paraph6.

Je vous serais oblig6 de bien vouloir me faire part de l'accord de votre Gou-
vernement sur le contenu de cette lettre.

Je vous prie d'agr6er, Monsieur le Ministre, les assurances de ma plus haute
consid6ration.

1 Andries Gutmanis
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[LATVIAN TEXT - TEXTE LETTONIEN]

FRANCIJAS REPUBLIKAS VALDIBAS UN LATVIJAS REPUBLIKAS
VALDIBAS LIGUMS PAR STARPTAUTISKAJIEM KRAVU PAR-
VADAJUMIEM AR AUTOTRANSPORTU

Francijas Republikas Valdiba un Latvijas Republikas Valdiba (turpm~.k teksti
"LigumslI&zjas Puses"),

lai sekm.tu kravu p~rvad~jumus ar autotransportu starp ab~m valstTm k5 arl tranzit!
caur §o valstu teritorijam,

ir vienoju§5s par sekojo~o:

1. pants

ti Liguma nosacljumi attiecas uz starptautiskajiem kravu pirvadijumiem, taji skaitd,
pdrvaddjumiem par atlidzTbu vai savim vajadzTbim uz vienu no Ligumsl&Iztjim Pus~m
vai no tas, ko veic ar otri LlgumslPdz~ji Pus. rekistr~tu transporta Iidzekli, ki art
tranzTtpdrvadgjumiem, ko caur vienas Ligumsl-dz~jas Puses teritoriju veic ar otr
Ligumsl&Iz.j! Pusa relistrhtu transporta Ildzekli.

2. pants

Vienas Ligumsldzdjas Puses pirvadAtijiem nay at lauts veikt iek§Ejos pirvadijumus
otras LUgumsl.dz~jas Puses teritorijA.

3. pants

Visiem kravu pdrvaddjumiem, kuri notiek saska95 ar il LTguma l.pantu, kA arl
transporta lidzeklu braucieniem bez kravas, nepieciegams iepriek§ sar~emt atlauju.
P~rvad~jumu atlauja dod pdrvaddtcjam tiesibas uzllemt kravu p~rvad~aanai atpakalceli.

4. pants

1. Vienas Ligumsl.dzjas Puses pdrstivji var veikt p~rvadcjumus starp otras
Ligumslcdz~jas Puses un kddas tre§As valsts teritorij~m, ja tie ir sajomu~i atlaujas, par
kurim ir runa §1 Liguma 3., 5., 7. un 8. pantos, ar nosacljumu, ka ie pdrvadijumi tiek
veikti tranzitd caur valsti, kurA reiistr~ts transporta lidzeklis.
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2. tie parvadfjumi var tikt veikti bez tranzita caur valsti, kuri re~istr~ts transporta
Iidzeklis, ja tiem ir sai)emta specidla atlauja, ko izdod otras Ligumsldz jas Puses
kompetentfs institfcijas.

5. pants

1. Pirvadajumu atlaujas p rvad~tfjiem izsniedz t~s Ligumsladzzjas Puses
kompetents institfcijas, kurd ir re~istr~ti transporta Ildzekli, ar kuriem tiek veikti
pdrvaddjumi tfd5 skaitA, ko savstarp~ji vienojoties, ik gadus nosaka abas Ligumsl:dz~jas
Puses.

2. tajd nolhkd abu Ligumsldz~ju Pugu kompetentis institicijas apmain~s ar
nepieciegamajdm atlauju veidlap~m.

6. pants

Si Liguma 3.pantA paredzEtds atlaujas nay nepieciegamas:

a) humanitdra rakstura pdrvadajumiem;
b) kravu pdrvadijumiem ar autotransporta Iidzekliem, kuru kopEj! masa (ieskaitot

piekabju masu) neparsniedz 6,0 tonnas vai arT kuru maksimAI celtspEja (ieskaitot
piekabju celtspEju) nep~rsniedz 3,5 tonnas;

c) gadatirgiem, izstddEm vai demonstr~cijai paredzEtu priekgmetu vai m~kslas vartibu
p rvad~jumiem;

d) tikai rekldmai vai inform~cijai paredz~tu priekmetu un piederumu neregulriem
p~rvad~jumiem;

e) ar dzivesvietas maigu saistitu p~rcelot~ju mantu pdrvadA~anai;
f) piederumu, butaforiju un dzivnieku p~rvad~jumiem uz vai no te~tra, mfizikas, kino,

sporta, cirkus, gadatirgu pasdkumiem, kA arT, ja tie paredzPti radio ierakstiem,
filmEanai kino vai televizij5;

g) bagEias p~rvadijumiem piekab.s pie pasa.ieru p~rvadiganai paredzEtiem transporta
lidzekliem;

h) pasta pirvaddjumiem;
i) tehniskds palidzibas transporta un vilcEju iebraukganai, kA arl bojdto transporta

lidzeklu p~rvad~Aanai;
j) mirstigo atlieku pdrvadanai.

7. pants

Atlaujas ir iespiestas abu LigumslEdzaju Putu valod~s, pc paraugiem, kurus,
savstarp-ji vienojoties, apstiprina abu Ligumsldz~ju Pugu kompetentgs institficijas.
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8. pants

1. Atlaujas tiek noform~tas uz t5 p rvaddt~ja v.rda, kurt veic pdrvad~jumu, t~s nay
nododamas citai personai.

2. Kompetent~s institkcijas ar LTgumd paredz~tajim atlaujdm apmainas bez maksas.
3. P~rvad~jumu atlauj~m irjdatrodas transporta lidzekli un tis irj~uzr~da p& katra

piInvarota kontrolEt.ja pieprasijuma.
4. Atjauj~m j~pievieno transporta atskaites vai arl tam jasatur atskaites, kuras tick

apzimogotas muitas dienest5, iebraucot un izbraucot no tis Ligumsl..zEjas Puses teritorijas,
kur! is atlaujas ir derigas.

9. pants

Ja vien5 L~gumsIdzaj5 PusE re~istrFta transporta Ildzekla masa vai izm~ri pArsniedz
otras LigumsIEdz-jas Puses teritorijA pielaujam~s normas, p.rvadjumu veiktanai
nepieciegama specidla atlauja, ko izsniedz UTs LigumsdzEjas Puses kompetentas
institOcijas.

10. pants

1. PdrvadatAjiem, kuri veic §ajA LIgum& paredzatos parvaddjumus, irjimaks5 otras
LigumsI-&IzAjas Puses teritoriji noteiktie nodokli, nodevas un citi maksijumi par tis
teritorijd veiktajiem pArvaddjumiem.

2. Ligumsldz~jas Puses var pieliprt o nodoklu, nodevu un maksAjumu
atvieglojumus vai atbrivot no tiem apm~ros, kas noteikti 9i Liguma 17.pant5 min~tajd
protokolA.

11. pants

Transporta Iidzekla apkalpes locekli var ievest, nemaks~jot muitas nodoklus un bez
ieveganas atlaujAm, savus personisk~s lietoganas priekmetus, k arl piederumus, kuri
nepieciegami viou profesionAlo piendkumu veiktanai, uzturoties otras LigumsIEdzEjas Puses
teritorijd. Sos priektmetus vigi drikst izvest bez at aujas sa!emganas.

12. pants

No ievedmuitas abu LigumsIEdzEju Pugu teritorijA ir atbrivotas rezerves dalas, kas
uz laiku tiek ievestas to autotransporta Iidzeklu remontam, kuri veic starptautiskos
prvadjumus.

Min~to priekgmetu ievetana notiek saskaga ar vienas vai abu LIgumsIdz~ju Pugu
teritorijA spkA, esogajiem noteikumiem. NomainitAs detalas jizved vai ar! j~iznicina
muitas dienestu kontrola.
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13. pants

ParvadAtAjiem, kuri saq~mufi atlaujas, un to darbiniekiem LTgumsledzeju Putu
teritorijis irj.iev~ro tur spEkd eso!ie noteikumi attiec-bi uz p~rvad.jumiem, celu satiksmi,
muitu un policiju.

14. pants

Katras valsts iek§Zj5 likumdo~ana tiek piem~rota visos gadijumos, kurus neregul.
§is Ligums, k5 arl starptautiskie nolgumi, kunt dalbnieces ir LTgumsldzEjas Puses.

15. pants

GadTjum5, ja vienas Ligumsl&z~jas Puses teritorij! ir p~rkipti §1 Liguma
noteikumi, t~s valsts kompetentajim institficij~m, kur5 rejistrats transporta lidzeklis, pac
otras Ligumsladz~jas Puses kompetento institficiju I6guma irjipiemrro viena no sekojo/im
sankcijfim:

a) bridinijums;
b) §1 Liguma l.pantd min.to pirvad~jumu veikanas iespaju atiemana - uz laiku vai

pavisam, dalaji vai pilnigi - t~s valsts teritorij5, kurd pSrkdpums izdarits.
Institficijdm, kuras piemEro sankciju, par to irj~inform institfcijas, kuras ir Higuas

to piemrrot.

16. pants

1. tT L-iguma realiz~cijai LTgums]dzEjas Puses izveido Kop~jo Komisiju.
2. Nepiecieamibas gadijumA pdrstdvji no abu LigumslEdzEju Pu!u attiecTgaj~m

ministrij.m, kas p rzina transporta jaut~jumus, sapulc~jas KopEjd Komisij5, lai nodro~indtu
9i LTguma izpildi, piel gotu to transporta p(iismas attistibai, k arT, ai apmainitos ar
statistikas datiem un citu nepieciegamo informiciju.

3. Minit. Komisija sandk kopA pEc vienas LgumsldzEjas Puses lWguma pdrmaigus
katras LTgumsIE.dzjas Puses teritorij5.

17. pants

1. ti L-iguma piemEroganas krtibu LTgumsldz~jas Puses nosaka ar Protokolu,
kur§ tiek parakstTts vienlaicigi ar to Ligumu.

2. Si Liguma 16.pantd paredzWiE Koptjd Komisija ir tiesiga vajadzibas gadIjum.
izdarit izmairgas minEtajA Protokol.
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18. pants

T Liguma nosacijumi neskar esogos vai iespPjamos nosacljumus un pienikumus,
kuri izriet no Romas Liguma par Eiropas Kopienas dibinanu.

19.pants

tis Ligums tiek noslgts uz neierobelotu laiku. Katra no Igumsladz~jam Pus~m
var prtraukt i Liguma darbibu, pazigojot par to vismaz 3 m.neus iepriek§.

Ligums stajas spk ar tA parakstTganas dienu.

LTgums nos!fgts Pariza 1992.gada " 6 6 ." novembri divos eksempliros, katrs no
tiem franiu un latviegu valod5, turkIdt abiem tekstiem ir vien~ds juridiskais sp~ks.

Francijas Republikas
Valdibas varda:

Latvijas Republikas
Valdibas varda:
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PROTOKOLS

Sast~dits saskao ar Francijas Republikas Valdibas un Latvijas Republikas Valdibas
LTguma par starptautiskajiem kravu pArvaddjumiem ar autotransportu 17.pantu.

MinPt5 Liguma piem~roanai Francijas Valdibas delegdcija un Latvijas Valdibas
delegacija ir vienojug.s par sekojoio:

AttiecibA uz LTguma 7. un 8. pantiem:

a) uz atlauj~m, kuras ir derigas Francijas teritorij5, kreisajd pusE ir burts "F", bet uz
atlaujim, kuras ir derigas Latvijas teritorijd - burti "LV";

b) atlaujas ir numur~tas un uz t~m ir tis izsniegu§5s amatpersonas paraksts un zimogs;
c) atlaujas ir derigas vienam braucienam turp un atpakal atlauji noriditaj5 laika

periodd. Uz atlaujm, kas paredz~tas Liguma 4.panta otrajd daJ 5, ir atzime "Deriga
pdrvaddjumam uz trego valsti vai no tds bez tranzita caur transporta lidzekla
rejistracijas valsti";

d) uz atskait~m, kas pievienotas atlaujfm vai ieklautas tajds, j~nor~da:
" p rvadftfija nosaukums un adrese,
" "turp" un "atpakal" braucienu datumi,
* tis atlaujas numurs, uz kuru gis atskaites attiecas,
* p~rvad~jumu veico§5 transporta lidzekla valsts reiistricijas numurs,
* transporta lidzekla celtsp ja un kop~jd masa,
" kravas iekrau~anas un izkrau~anas vieta,
" pArvad~jamfs kravas svars un veids,
" vieta muitas zimogam;

e) atlaujas un atskaites sag m~ji pac to izlieto~anas vai, ja tis nav tikulas izlietotas, p&c
deriguma termiga izbeig~an~s atdod tds iestfdei, kura t.s ir izsniegusi.

AttiecibA uz 9. panti:

Specidlo atlauju pieprasijumi jdiesniedz:

a) Latvijas p~rvad~t~jiem:
ti departamenta Prefektird, caur kuru transporta lidzeklis iebrauc Francijas
teritorijA, vai kuri notiek iekrautana.

b) Francijas p~rvaddtdjiem:
Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas
CeIu satiksmes dro ibas departarnentam
Blielfu ieldi 9,

LV-1104, Riga, Latvija
telefons: 0132-371086
telefakss: 0132-376904
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Attlecibf uz 10. pantu:

Patreiz~jd brTdi Latvijf nay nodoklu, kas skartu Francija registr.tu transporta
lidzek u p~rvietoganos Larvijas teritorij5.

Uz abpus~jas vienogan~s pamata arl Latvijt rejistrati transporta lidzekli, kas
p.rvietojas FrancijR, tiek atbrivoti no speci~lI nodokla uz atsevi§liem transporta lidzekjiem
(no td saucamS "ass nodokla"), kur§ ieviests saskagA ar 1967.gada 21.decembra likuma
Nr.67-1114 16. pantu (a izmaig3m).

Abas Ligumsl&tzajas Puses apgemas nekav.joties informt viena otru par jebkurim
izmaigim attiecibA uz ieprieki minato.

Attiecibhi uz 15. un 16. pantiem:

Par 9T Liguma izpildi kompetents institficijas ir:

" no Francijas puses:
Aprikojuma, Dzivoklu saimniecibas un Transporta ministrija,
Sauszemes Transporta direkcija
Grande Arche - Paroi Sud
92055 PARIS La Defense Cedex 04

" no Latvijas puses:
Satiksmes ministrijas Autotransporta departaments
Brivibas ieli 58,
LV-1743, Riga, Latvija
telefons: 0132-212662, 0132-223478
telefakss: 0132-217180

Skaits:

PirmajA §i Liguma piem~roganas gadA "turp" un "atpakai" braucienu skaits, ko
vienas valsts p rvadatajiem atlauts veikt otras valsts teritorij5 vai tranzitd caur §o valsti,
ir 500, bet atlauju skaits braucieniem, kas paredz~ti Liguma 4.panta 2.punkt5, ir 100.

Sastidits ParizE, 1992.gada ".26 ." novembri divos eksemplAros, katrs no tiem
fran~u un latvietu valodas, turklt abiem tekstiem ir viendds spaks.

Francijas Republikas Latvijas Republikas
Valdibas varda: Valdibas varda:
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RELATED LETTER - LETTRE CONNEXE

Parlz8, 1992.gada novembri

Ekselence,

man ir tas gods atsaukties uz godien parakstito Latvijas Republikas Valdibas un Francijas
Republikas Valdibas Ligumu par starptautiskajiem kravu pdrvad~jumiem ar autotransportu
un inform~t Jis par sekojo~o:

1. Attiecibi uz Ligumu:

(a) parafetaja latvie~u tekst5 tehniskas kjIimes dal netika atzim~ts Liguma spkg
st~Aanis datums, tfpfc, gatavojot Liguma tekstu parakstiganai, ms pajPmim §o
datunu no frantu parafet5 teksta.

(b) visas p~rijls izmaigas salidzin~jum5 ar parafeto tekstu latviegu valod5 saistitas ar
t5 redikSanu, ai nodrogin~tu latviegu teksta atbilstibu parafetajam tekstam frantu
valodi.

2. Attiecib uz Protokolu - par Liguma 7. un 8. pantiem:

(a) punkt5 "c" mindtajos paskaidrojumos ar vrdiem "atlauja noridtiajd laika perioda"
vienam "turp" un "atpakal" braucienam mZs saprotam visu laika periodu lidz tR
kalendlrR gada beig~m, kurd. atlauja deriga.

Mb) punkta "d" piektajd apakgpunktA Iarviegu vdrds "svars" aizst~ts ar virdu "celtspja",
jo tas precizdk izsaka §ajA punkta ietverto saturu un pilnibA atbilst fran u tekstam.

(c) punkta "d" sestaj5 un septitaj, apaktpunktos frantu v.rds "marchandises" (preces)
tulkots ar vrdu "kravas" (charges), jo latvieu juridiskaj, un ekonomiskajft literatr!
ar terminu "prece" viennozimigi saprot materialas vai cita veida vartibas, kas
paredz~tas p~rdoganai.

3. visas p~r~j.s izmaigas salidzin~jumA ar parafeto tekstu latvietu valod5 saistitas ar
t5 rediganu, ai nodrotin~tu latvieWu teksta atbilstibu parafetajam tekstam frantu
valodi.

Es b0tu pateicigs sagiemt no Jums apliecin~jumu par Jisu Valdibas piekri~anu is v~stules

saturam.

Lildzu piegremt, Jfsu Ekselence, manus visaugst~kos ciergas apliecinjumus.
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[TRANSLATION - TRADUCTION]

AGREEMENT' BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE FRENCH
REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF
LATVIA CONCERNING THE INTERNATIONAL TRANSPORT
OF GOODS BY ROAD

The Government of the French Republic and the Government of the Republic
of Latvia, hereinafter referred to as "the Parties",

Desiring to promote the transport of goods between the two States and in tran-
sit through their respective territories,

Have agreed as follows:

Article 1

The provisions of this Agreement shall apply to international goods traffic, in
other words transport operations carried out on behalf of others or on behalf of
the actual carrier, from or to one of the Contracting Parties by vehicles registered in
the other Contracting Party, and to traffic in transit through the territory of one of
the Parties by a road vehicle registered in the other Party.

Article 2

Firms of one Contracting Party shall not be authorized to carry out internal
transport operations in the territory of the other Contracting Party.

Article 3

All transport of goods as referred to in article 1 of this Agreement and all un-
laden travel by vehicles shall be subject to the prior issuance of a permit.

Transport permits shall entitle the carrier to take on a return load of goods.

Article 4

1. Firms of one of the Parties to this Agreement may carry out transport
operations, under the terms of the permits referred to in articles 3, 5, 7 and 8 of this
Agreement, between the territory of the other Party and a third State provided that
such transport operations are carried out in transit through the country of registra-
tion of the vehicle.

2. Such transport operations may, however, be carried out without transit
through the country of registration of the vehicle provided that a special per-
mit issued by the competent authorities of the other Contracting Party has been
obtained.

Article 5

1. Transport permits shall be issued to firms by the competent authorities of
the State of registration of the vehicles carrying out the transport operations, and,

I Came into force on 26 November 1992 by signature, in accordance with article 19.
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if necessary, within the limits of quotas agreed upon annually by the Contracting
Parties.

2. To this end, the competent authorities of the States shall exchange the nec-
essary printed forms.

Article 6

The following transport operations shall not require the permit referred to in
article 3 of this Agreement:

(a) Transport operations of a humanitarian nature;

(b) The transport of goods by road vehicles whose total laden weight (including
trailers) does not exceed 6 tons or whose authorized payload (including trailers)
does not exceed 3.5 tons;

(c) The transport of art objects and works of art intended for fairs, exhibitions
and displays;

(d) The occasional transport of articles or materials intended exclusively for
publicity or information purposes;

(e) The removal of households;

(f) The transport of equipment, properties and animals to or from theatrical,
musical, cinematographic and sporting events, circuses, fairs or festivals and to or
from radio broadcasting recording sessions and cinematographic or television
filming sessions;

(g) The transport of luggage by trailers attached to vehicles intended for pas-
senger transport;

(h) Postal transport;

(i) The entry of breakdown and towing vehicles and the transport of damaged
vehicles;

(j) The transport of human remains.

Article 7

Permits shall be printed in the languages of both Contracting Parties in accord-
ance with the models drawn up by agreement between their competent authorities.

Article 8

1. Permits shall be drawn up in the name of the firm carrying out the transport
operation; they shall be non-transferable.

2. The competent authorities shall exchange the permits provided for under
this Agreement free of charge.

3. The transport permits must be carried on board the vehicle and be pro-
duced whenever required by inspection officials.

4. The permits must be accompanied by or contain a transport log to be
stamped by the customs authority upon entry into and exit from the territory of the
Contracting Party for which they are valid.
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Article 9

Where the weight or dimensions of a vehicle registered in one Party exceed the
limits permitted in the territory of the other Party, the vehicle must be provided with
a special permit issued by the competent authority of that Contracting Party.

Article 10

1. Firms carrying out transport operations covered by this Agreement shall be
subject to the taxes and charges levied in the territory of the other Contracting Party
in respect of transport operations carried out in that territory.

2. The Contracting Parties may, however, grant a reduction of or exemption
from such taxes and charges to the extent specified in the Protocol referred to in
article 17 of this Agreement.

Article 11

The members of the crew of the vehicle may import free of duty and without an
import licence their personal effects and such equipment as may be necessary for
their business for the length of their stay in 'the country into which the articles are
being imported. They may re-export such articles without a licence.

Article 12

Spare parts imported temporarily for the repair of road vehicles travelling on
international routes shall be exempt from import duties and charges in the territory
of either Contracting Party.

Such imports shall remain subject to the national regulations in force in the
territory of either Contracting Party. Parts which have been replaced shall be re-
exported or destroyed under customs supervision.

Article 13

Firms receiving permits and their personnel shall be required to respect the
regulations in force in the territory of the Contracting Parties with regard to trans-
portation, road traffic, customs and the police.

Article 14

The domestic legislation of each Contracting Party shall apply to all matters
not regulated by this Agreement or by international conventions to which the Con-
tracting Parties have acceded.

Article 15

If the provisions of this Agreement are violated in the territory of one of the
Contracting Parties, the competent authorities of the State in which the vehicle is
registered shall, at the request of the competent authorities of the other Contracting
Party, impose one of the following penalties:

(a) Caution;

(b) Suspension, temporarily or permanently, partially or totally, of the author-
ization to carry out the transport operations referred to in article I of this Agreement
in the territory of the State in which the violation was committed.
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The authorities applying the penalty shall inform the requesting authorities of
the action they have taken.

Article 16

1. A Mixed Commission shall be established to implement this Agreement.

2. Representatives of both authorities shall meet in the Mixed Commission
when necessary to ensure the proper application of the Agreement, to adapt it to
any traffic developments, and to exchange all necessary statistical and other infor-
mation.

3. The said Commission shall meet, at the request of either Contracting Party,
alternately in the territory of each Contracting Party.

Article 17

1. The Contracting Parties shall determine the procedures for the applica-
tion of this Agreement by means of a Protocol signed at the same time as the said
Agreement.

2. The Mixed Commission established under article 16 of this Agreement shall
be competent to make the necessary amendments to the said Protocol.

Article 18

The provisions of this Agreement shall apply without prejudice to present and
future regulations and obligations deriving from the Treaty of Rome, I which estab-
lished the European Communities.

Article 19

This Agreement is concluded for an indefinite period. Either Contracting Party
may denounce this Agreement by giving at least three months' notice.

It shall enter into force on the date of its signature.

This Agreement has been drawn up in duplicate in the Latvian and French
languages, both texts being equally authentic.

DONE at Paris on 26 November 1992.

For the Government For the Government
of the Republic of Latvia: of the French Republic:

ANDRIES GUTMANIS JEAN-Louis BIANCO

'United Nations, Treaty Series, vol. 298, p. 3.
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PROTOCOL DRAWN UP PURSUANT TO ARTICLE 17 OF THE AGREE-
MENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE FRENCH REPUB-
LIC AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF LATVIA CON-
CERNING THE INTERNATIONAL TRANSPORT OF GOODS BY ROAD

For the application of the said Agreement, the French delegation and the Lat-
vian delegation have agreed as follows:

With reference to articles 7 and 8

(a) Permits valid in Latvian territory shall bear the letters "LV" on the left-hand
side; those valid in French territory shall bear the letter "F";

(b) Permits shall be numbered and shall bear the stamp and signature of the
issuing authority;

(c) Permits shall be valid for a return journey over an indefinite period; the
permits referred to in article 4, paragraph 2, shall bear the words "valid for transport
to or from a State which is not a Party to the bilateral Agreement and without transit
through the State of registration";

(d) Logs accompanying or forming part of permits shall comprise:

- The name and address of the firm;
- The dates of outward and return journeys;

- The permit number to which they relate;

- The registration number of the vehicle carrying out the transport operation;

- The payload and total laden weight of the vehicle;

- The points at which goods are to be loaded and unloaded;

- The nature and weight of the goods transported;

- A space for customs stamps.

(e) Permits and logs shall be returned by recipients to the issuing service after
use or upon the expiry of their period of validity if they have not been used.

With reference to article 9:

Applications for special permits must be submitted to:

(a) In the case of French carriers:

Latvijas Republikas Satiksmes Ministrijas
Celu Satiksmes Drosibas Departaments
Blieku iela 9
LV 1001 Riga Latvia

Telephone: 371086
Fax: 376904

(b) In the case of Latvian carriers: the Prefecture of the departement of entry
into French territory or the Prefecture of the French d~partement where loading
takes place.

With reference to article 10:

There is currently no tax in Latvia on movement by road vehicles registered in
France. As a reciprocal measure, Latvian vehicles on the road in France are exempt
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from the special tax on certain road vehicles (the so-called "axle tax") established by
article 16 of Law No. 67-1114 of 21 December 1967, as amended.

The Parties agree to notify one another immediately of any circumstance which
might change the above-mentioned situation.

With reference to articles 15 and 16:

The competent authorities for the implementation of the Agreement are:

In the case of France:
Ministry of Equipment, Housing and Transport
Land Transport Administration
Grande-Arche, Paroi Sud
92055 Paris La Ddfense CEDEX 04

In the case of Latvia:

Latvijas Republikas Satiksmes Ministrijas
Autotransporta Departaments
Brivibas iela 58
LV 1743 Riga Latvia

Telephone: 0132-212662, 0132-223478
Fax: 0132-217180

Quota

For the first year of application of the Agreement, the annual number of "out-
ward" and "return" journeys which carriers of either country are permitted to carry
out in the territory of the other country or in transit through that country shall be set
at 500 for the normal quota. The number of permits provided for under article 4,
paragraph 2, shall be 100.

This Protocol has been drawn up in duplicate in the Latvian and French lan-
guages, both texts being equally authentic.

DONE at Paris on 26 November 1992.

For the Government For the Government
of the Republic of Latvia: of the French Republic:

ANDRIES GUTMANIS JEAN-LOUIS BIANCO
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RELATED LETTER

Paris, 26 November 1992

Sir,

I have the honour to refer to the Agreement signed between the Government of
the Republic of Latvia and the Government of the French Republic concerning the
international transport of goods by road and to state that the interpretation of this
agreement is as follows:

1. With reference to the Agreement

(a) Owing to a technical fault, the date of the entry into force of the Agreement
did not appear in the Latvian text; for that reason, in preparing the text for signature,
we have taken the date from the French text;

(b) All other changes in respect of the Latvian text as initialled are solely of a
drafting nature and have been made to ensure that the Latvian text corresponds to
the French text as initialled.

2. With reference to the Protocol

With reference to articles 7 and 8 of the Agreement:

(a) In paragraph (c), the words "for a return journey within the period indicated
on the permit" shall be understood to mean the entire period up to the end of the year
in which the permit is valid;

(b) In the fifth item in paragraph (d), the Latvian word svars has been replaced
by the word celtsp~ja, which expresses the idea more accurately and is a more
precise translation of the corresponding French word;

(c) In the sixth and seventh items in paragraph (d), the French word marchan-
dises (preces) has been translated by the Latvian word kravas (charges), the term
preces being used in Latvian legal and economic texts solely to refer to goods in-
tended for sale.

3. All other changes in respect of the Latvian text as initialled are solely of a
drafting nature and have been made to ensure that the Latvian text corresponds to
the French text as initialled.

I should be obliged if you would inform me of your Government's agreement
with the contents of this letter.

Accept, Sir, etc.

ANDRIES GUTMANIS
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No. 30929

FRANCE
and

JORDAN

Agreement on Franco-Jordanian cooperation in the field of
radio broadcasting. Signed at Amman on 28 November
1992

Authentic texts: French and Arabic.

Registered by France on 29 April 1994.

FRANCE
et

JORDANIE

Accord sur la cooperation franco-jordanienne en matiere de
diffusion radiophonique. Sign6 i Amman le 28 novembre
1992

Textes authentiques : franfais et arabe.

Enregistr,6 par la France le 29 avril 1994.
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[TRANSLATION - TRADUCTION]

AGREEMENT1 BETWEEN THE
GOVERNMENT OF FRANCE
AND THE GOVERNMENT OF
THE HASHEMITE KINGDOM
OF JORDAN ON FRANCO-
JORDANIAN COOPERATION
IN THE FIELD OF RADIO
BROADCASTING

Publication effected in accordance
with article 12 (2) of the General As-
sembly regulations to give effect to
Article 102 of the Charter of the United
Nations as amended in the last in-
stance by General Assembly resolu-
tion 33/141 A of 19 December 1978.

I Came into force on 28 November 1992 by signature,
in accordance with article 10.

Vol 1775. 1-30929

ACCORD' ENTRE LE GOU-
VERNEMENT FRAN4AIS ET
LE' GOUVERNEMENT DU
ROYAUME HACH MITE DE
JORDANIE SUR LA COOPtRA-
TION FRANCO-JORDANIENNE
EN MATIERE DE DIFFUSION
RADIOPHONIQUE

Publication effectuge conform ment
au paragraphe 2 de l'article 12 du rgle-
ment de I'Assemblge gonerale destin6
t mettre en application l'Article 102
de la Charte des Nations Unies tel
qu'amendi en dernier lieu par la riso-
lution 33/141 A de l'Assemblee gjn4-
rale en date du 19 d6cembre 1978.

1 Entrd en vigueur le 28 novembre 1992 par la signature,
conform~ment A l'article 10.



No. 30930

FRANCE
and

GEORGIA

Agreement on cinematography (with annex). Signed at
Cannes on 19 May 1993

Authentic texts: French and Georgian.

Authentic text of the annex: French.

Registered by France on 29 April 1994.

FRANCE
et

GEkORGIE

Accord cinematographique (avec annexe). Signk 'a Cannes le
19 mai 1993

Textes authentiques : franfais et gjorgien.

Texte authentique de l'annexe :franfais.

Enregistre par la France le 29 avril 1994.
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ACCORD' CIN1AMATOGRAPHIQUE ENTRE LE GOUVERNEMENT
DE LA REPUBLIQUE FRAN( AISE ET LE GOUVERNEMENT
DE LA REPUBLIQUE DE GEORGIE

Le Gouvemement de la Rdpublique Franqaise,

Le Gouvernement de la Rdpublique de Georgie,

Soucieux de faciliter la rdalisation en coproduction d'oeuvres cindmatographiques
susceptibles de servir, par leurs qualit~s artistiques et techniques, leur prestige, d'enrichir
leurs rapports culturels et de ddvelopper leurs 6changes d'oeuvres cindmatographiques sont
convenus de ce qui suit:

I - COPRODUCTION

Article l er :

Les oeuvres cindmatographiques rdalis6es en coproduction et admises au bdndfice du
prdsent accord sont considdr6es comme oeuvres cindmatographiques nationales par les
Autoritds des deux Etats conformiment aux dispositions Idgislatives et r6glementaires
applicables dans les deux Etats.

Elles bdndficient de plein droit des avantages rdservds aux oeuvres
cindmatographiques nationales qui rdsultent des textes en vigueur ou qui pourraient etre
ddictds dans chaque Etat.

La rdalisation d'oeuvres cindmatographiques en coproduction entre les deux Etats
doit recevoir I'approbation, aprbs consultation, entre elles, des Autoritds compdtentes des
deux EtaLs :

- en France : le Centre National de la Cindmatographie

- en Georgie : le Consortium "Grouzia Film'

i Entr6 en vigueur le 19 mai 1993 par la signature, conform6ment A ]'article 18.
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Article 2 :

Pour etre admises au bMnefice de la coproduction, les oeuvres cindmatographiques
doivent Atre entreprises par les producteurs disposant d'une bonne organisation technique et
financibre et d'une expdrience professionnelle confirmee.

Article 3 :

Les demandes d'admission au bendfice de la coproduction par les producteurs de
chacun des deux Etats sont dtablies en vue de leur agrdment selon les dispositions de la
procedure d'application prevue dans I'annexe du prdsent accord, laquelle fait partie
intdgrante dudit accord.

L'agrdment donnd la coproduction d'une oeuvre cindmatographique ddterminde par
les Autoritds compdtentes de chacun des deux Etats ne peut ere subordonnd k la
presentation d'dldments impressionnes de ladite oeuvre cindmatographique.

Lorsque les Autorites compeltentes des deux Etats ont donnd leur agrdment A la
coproduction d'une oeuvre cindmatographique ddtermin6e, cet agrdment ne peut etre
ulterieurement retire sauf accord entre lesdites Autorites compltentes.

Article 4 :

La proportion des apports respectifs des producteurs des deux Etats dans une oeuvre
cinematographique de coproduction peut varier de 20 A 80 %.

En principe, un 6quilibre general des apports doit 8tre rdalise entre les deux Etats en
ce qui concerne tarn les contributions et les prestations de service respectives que ta
participation des artistes et des techniciens.

Les oeuvres cindmatographiques doivent tre rdalisdes par des metteurs en scene,
techniciens et interprbtes ayant la qualitd soit de national francais ou de rdsident en France,
soit de national gdorgien , ou de resident en Georgie, soit de ressortissant ou de resident
d'un Etat de la Communautd Economique Europdenne.

La participation d'un interprbte n'ayant pas la nationalite de l'un des Etats
mentionnds l'alinda pr6cdent peut W-tre admise, compte tenu des exigences de i'oeuvre
cindmatographique, aprbs entente entre les Autoritds competentes des deux Etats.
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Article 5 :

Les travaux de prises de vues en studio, de sonorisation et de laboratoire doivent 8tre
rdalisds en se rdfdrant aux dispositions ci-aprts.

Les prises de vues en studio doivent avoir lieu de prdfdrence dans I'Etat du
coproducteur majoritaire sauf accord entre les coproducteurs.

Chaque coproducteur est, en tout dtat de cause, copropridtaire du n6gatif original
image et son quel que soit le lieu oi le ndgatif est ddposd.

Chaque coproducteur a droit, en tout dtat de cause, k un interngatif dans sa propre
version. Si l'un des coproducteurs renonce k ce droit, le n4gatif sera d6pose en un lieu
choisi d'un commun accord par les coproducteurs.

En principe, le developpement du ndgatif est effectud dans un laboratoire de l'Etat
majoritaire ainsi que le tirage des copies destindes h l'exploitation dans cet Etat, les copies
destin6es b l'exploitation dans I'Etat minoritaire dtant tir6es dars un laboratoire de cet Etat.

Article 6:

Les Autoritds compdtentes des deux Etats examinent pdriodiquement si I'6quilibre
des contributions, sur les plans artistique et technique, entre les deux Etats, rdsultant des
dispositions du prdsent Accord a dtd assurd et, b ddfaut, arr~teront les mesures jugdes
n6cessaires.

Article 7 :

La rdpartition des recetes est faite en principe proportionnellement b I'apport total
de chacun des coproducteurs. Sous rdserve de I'approbation des Autoritds compdtentes des
deux Etats, cette rdpartition peut porter sur l'ensemble des recetes, prdvoir une s6paration
des recettes par Etat, ou 6tre une combinaison des deux formules.

Les dispositions financibres adopt6es par les coproducteurs et les zones de partage
des recettes sont soumises h I'approbation des Autoritds comptentes des deux Etats.
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Article 8 :

Sauf dispositions contraires du contrat de coproduction, I'exportation des oeuvres

cindmatographiques coproduites est assurde par ie coproducteur majoritaire avec I'accord du
coproducteur minoritaire.

Pour les oeuvres cindmatographiques A participation dgale, I'exportation est assur6e,

sauf dispositions contraires du contrat de coproduction par le coproducteur ayant la meme
nationalitd que le metteur en sctne. Dans le cas d'exportation vers un Etat appliquant des

restrictions A l'importation, I'oeuvre cindmatographique est, dans la mesure du possible,

imputde sur le contingent de celui des deux Etats associds par la coproduction qui bMndficie

du rdgime le plus favorable.

Article 9 :

Les gdndriques, films annonces et matdriel publicitaire des oeuvres

cindmatographiques rdalis6es en coproduction doivent mentionner la coproduction entre la
France et la Georgie.

Article 10 :

Dans les festivals et compdtitions, les oeuvres cindmatographiques coproduites sont
prdsentdes avec la nationalitd de I'Etat auquel appartient le coproducteur majoritaire sauf

disposition diffdrente prise par les coproducteurs et approuv6e par les Autoritds compdtentes

des deux Etats.

Article I :

En matibre de coproduction d'oeuvres cindmatographiques de court mdtrage, chaque
oeuvre cindmatographique doit 6tre rdalisde avec le souci d'atteindre un 6quilibre gdndral

sur les plans artistique, technique et financier.

Article 12 :

Les Autoritds compdtentes des deux Etats examineront favorablement cas par cas la

rdalisation en coproduction d'oeuvres cindmatographiques entre la France, la Georgie, et les
Etats avec lesquels l'un ou l'autre Etat est lid par des accords de coproduction.
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Article 13 :

Sous r&,erve de la Igislation et de la rdglementation en vigueur. toutes facilitds sont
accorddes pour la circulation et le sdjour du personnel artistique et technique collaborant
aux oeuvres cindmatographiques rEalisees en coproduction ainsi que pour l'importation et
l'exportation dans chaque Etat du materiel ndcessaire k leur fabrication et h leur exploitation
(pellicule, materiel technique, costumes, elements de d6cors, materiel de publicite etc...).

11 - ECHANGES CINEMATOGRAPHIQUES

Article 14 :

Sous reserve de la Igislation et de la reglementation en vigueur, la vente, l'importation,
l'exploitation et d'une manikre gdndrale, la diffusion* des oeuvres cindmatographiques
impressionndes nationales, ne sont soumises de part et d'autre A aucune restriction.

Les transferts de recettes provenant de la vente et de l'exploitation des oeuvres
cinematographiques import6es dans le cadre du present Accord sont effectues en ex6cution
des contrats conclus entre les producteurs conformement A ia Igislation et I la
reglementation en vigueur dans chacun des deux Etats.

Les autoritds compdtentes francaises et g6orgiennes se concertent afm de determiner entre
elles les moyens propres I favoriser ia diffusion rdciproque de leurs films.

III - DISPOSITIONS GENERALES

Article 15 :

Les autorites compdtentes des deux Etats accordent une attention particulire A la
formation aux mdtiers du cinema. Elles se concertent afin d',tudier ensemble les mesures b
prendre pour faciliter la formation initiale des professionnels du cinema aini que la mise
jour de leurs connaissances.
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Article 16 :

Les Autoritds compdtentes des deux EtaLs se communiquent toutes informations sur
les questions fmlancibres et techniques concernant les coproductions et les 6changes
d'oeuvres cindmatographiques entre les deux Etats ou sur les modifications intervenues dans
la hdgislation ou la rdglementation pouvant les affecter.

Article 17 :

Les autoritds compdtentes des deux Etats examinent le cas 6chdant les conditions
d'application du prdsent accord afro de rdsoudre les difficultds dventuelles soulevdes par la
mise en oeuvre de ces dispositions. Elles 6tudient les modifications souhaitables en vue de
ddvelopper leur coop.ration cindmatographique.
Elles se rdunissent, dans le cadre d'une commission mixte cindmatographique, h la demande
de l'une d'entre elles notamment en cas de modifications importantes soit de la hdgislation,
soit de la rdglementation applicables k l'industrie cindmatographique.

Article 18 :

Le prsent accord entre en vigueur h la date de la signature.

L'accord est conclu pour une durde de deux ann6es A dater de son entre en vigueur. II est
renouvelable par pdriode de deux ans par tacite reconduction, sauf d6nonciation par l'une
des Parties trois mois avant son 6chdance.

EN FOI DE QUOI, les soussignds, dfiment autorisds k cette fin par leur Gouvernement, ont
signd le present Accord.

Fail b Cannes, en double exemplaire, le 19 Mai 1993

DOMINIQUE WALLON
Directeur G6n6ral du Centre

National de la Cin6matographie

REZO TCHEIDZE
Pr6sident

de Grouzia Film
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ANNEXE

PROCEDURES D'APPLICATION

Les producteurs de chacun des pays doivent, pour bWndficier des dispositions de
I'accord, joindre b leurs demandes d'admission au bdndfice de la coproduction, adressdes un
mois avant le tournage t leurs Autoritds respectives, un dossier comportant :

- un document concernant I'acquisition des droits d'auteurs pour l'utilisation dconomique de
l'oeuvre,

- un scdnario ddtaill6

- la liste des eI ments techniques et artistiques des deux pays;

- un devis et un plan de financement d6taiUlls ;

- un plan de travail de l'oeuvre cindmatographique

- le contrat de coproduction passd entre les socidtds coproductrices.

Les Autoritds comNptentes du pays b participation minoritaire ne donnent leur
agrdment qu'aprts avoir requ I'avis des Autoritds compotentes du pays b participation
financitre majoritaire.
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[GEORGIAN TEXT - TEXTE GEORGIEN]
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Cannes, 19/05/1993
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[TRANSLATION - TRADUCTION]

AGREEMENT' ON CINEMATOGRAPHY BETWEEN THE GOVERN-
MENT OF THE FRENCH REPUBLIC AND THE GOVERNMENT
OF THE REPUBLIC OF GEORGIA

The Government of the French Republic,

The Government of the Republic of Georgia,

Desiring to facilitate the co-production of films which, by virtue of their artistic
and technical qualities, are likely to enhance the prestige of their countries, to enrich
their cultural relations and to develop the exchange of films between them, have
agreed as follows:

I. CO-PRODUCTION

Article I

Films co-produced and qualified under this Agreement are considered to be
national films by the authorities of the two States, in accordance with the laws and
regulations applicable in the two States.

They shall by right benefit from the privileges reserved for national films under
the provisions which are in effect or under those which may be enacted in each
State.

Films to be co-produced by the two States must be approved after consultation
between the competent authorities of the two States:

In France: the National Film Centre;

In Georgia: the "Gruzia Film" Consortium.

Article 2

In order to qualify for co-production benefits, the producers making the film
must have an organization that is technically and financially sound and recognized
professional experience.

Article 3

Applications for co-production benefits shall be filed by producers from each
of the two States in accordance with the application procedure set forth in the annex
to this Agreement, which is an integral part of said Agreement.

Approval for the co-production of a given film by the competent authorities of
each of the two States may not be subject to the presentation of printed elements of
the said film.

I Came into force on 19 May 1993 by signature, in accordance with article 18.
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When the competent authorities of the two States have given their approval for
the co-production of a given film, such approval may not subsequently be with-
drawn unless the said competent authorities agree otherwise.

Article 4

The respective contributions of the producers of the two States to a co-
produced film may range from 20 to 80 per cent.

In principle, the two States must achieve an overall balance with respect both
to their respective contributions and service inputs and to the participation of actors
and technicians.

Films must be made by directors, technicians and actors who are French na-
tionals or residents in France, Georgian nationals or residents in Georgia, or nation-
als of or residents in a State of the European Economic Community.

The participation of actors who are not nationals of one of the States referred
to in the preceding paragraph may be permitted, due account being taken of the
requirements of the film, with the agreement of the competent authorities of the two
States.

Article 5

Studio scenes must be shot and sound track and laboratory work done in
accordance with the following provisions.

Studio scenes shall be shot preferably in the State of the major co-producer
unless the co-producers agree otherwise.

Each co-producer shall, in any event, be co-owner of the original negative (pic-
ture and sound), irrespective of where the negative is kept.

Each co-producer shall be entitled, in any event, to an internegative in his own
language. If either co-producer waives this right, the negative shall be kept in a place
selected jointly by the co-producers.

In principle, the negative shall be developed in a laboratory in the major co-
producing State and the prints intended for use in that State shall also be made there.
The prints intended for use in the minor co-producing State shall be made in a
laboratory in that State.

Article 6

The competent authorities of the two States shall consider periodically whether
the two States have maintained a balance in terms of artistic and technical contribu-
tions, as required under the provisions of this Agreement, and, if they have not, shall
decide what measures are deemed necessary.

Article 7

In principle, receipts shall be divided in proportion to the total contribution of
each co-producer. Subject to the approval of the competent authorities of the two
States, such division may apply to receipts as a whole or provide for separate re-
ceipts by State, or be a combination of the two methods.
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The financial provisions adopted by the co-producers and the areas of division
of receipts shall be subject to the approval of the competent authorities of the two
States.

Article 8

Unless the co-production contract provides otherwise, export arrangements for
co-produced films shall be made by the major co-producer with the agreement of the
minor co-producer.

If the respective contributions of the co-producers are equal, unless the co-pro-
duction contract provides otherwise, export arrangements shall be made by the
co-producer having the same nationality as the director. In the case of export to
States which have import restrictions, the film shall, to the extent possible, be
charged against the quota of whichever of the two co-producing States enjoys the
most favourable arrangement.

Article 9

Credits, trailers and publicity material for co-produced films shall indicate that
such films are Franco-Georgian co-productions.

Article 10

Unless the co-producers make other arrangements and these are approved
by the competent authorities of the two States, co-produced films shall be entered
in festivals and competitions under the nationality of the State of the major co-
producer.

Article 11

As regards the co-production of short films, each film shall be artistically, tech-
nically and financially balanced overall.

Article 12

The competent authorities of the two States shall give favourable consideration,
on a case-by-case basis, to the co-production of films by France, Georgia and those
States with which either State has co-production agreements.

Article 13

Subject to the legislation and regulations in force, every facility shall be
afforded for the travel and sojourn of artistic and technical personnel working on
co-produced films and for the import and export to and from each State of material
needed to make and release the same (unexposed film, technical material, costumes,
sets, publicity material, etc.).

Vol. 1775, 1-30930
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II. EXCHANGE OF FILMS

Article 14

Subject to the legislation and regulations in force, the sale, import, release and
distribution in general of prints of national films shall not be subject to any restric-
tions by either Party.

Transfers of receipts from the sale and release of films imported under this
Agreement shall be made in accordance with the contracts concluded between the
producers and with the legislation and regulations in force in each State.

The competent French and Georgian authorities shall consult each other with a
view to determining the best means of promoting the reciprocal distribution of their
films.

III. GENERAL PROVISIONS

Article 15

The competent authorities of the two States shall pay special attention to
training for careers in the film industry. They shall consult each other with a view to
considering what measures should be taken to provide basic training for film profes-
sionals and to update their knowledge.

Article 16

The competent authorities of the two States shall communicate to each other
any information on financial and technical matters concerning co-productions and
exchanges of films between the two States or amendments made to legislation or
regulations which may affect them.

Article 17

The competent authorities of the two States shall consider, where neces-
sary, the conditions of application of this Agreement with a view to resolving any
difficulties which may arise from the implementation of its provisions. They shall
study such amendments as may be desirable with a view to developing their cinema-
tographic cooperation.

They shall meet, within the framework of ajoint film commission, at the request
of either of them, particularly in the event of substantial changes to the laws or
regulations applicable to the film industry.

Article 18

This Agreement shall enter into force on the date of its signature.

The Agreement shall be concluded for a period of two years from the date of its
entry into force. It shall be automatically renewable for two-year periods, unless
either Party denounces it three months prior to its expiry.
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IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized thereto by their
Governments, have signed this Agreement.

DONE at Cannes, on 19 May 1993, in two originals.

DOMINIQUE WALLON
Director-General

National Film Centre

REzo TCHEIDZE
President

Gruzia Film
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ANNEX

APPLICATION PROCEDURES

In order to benefit from the provisions of the Agreement, the producers from each coun-
try must attach to the application for co-production privileges, which must be submitted to
their respective authorities one month prior to the start of filming, a file containing:
- A document showing that copyright has been acquired for the commercial use of the work;
- A detailed script;
- A list of the technical and artistic contributions of the two countries;
- A detailed cost estimate and financing plan;
- A production schedule;
- The co-production contract concluded between the co-production companies.

The competent authorities of the country having the minor participation shall give their
approval only after receiving the opinion of the competent authorities of the country having
the major financial participation.

Vol. 1775, 1-30930





No. 30931

FRANCE
and

UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN
AND NORTHERN IRELAND

Exchange of notes constituting an agreement concerning ne-
gotiations on the line of maritime delimitation in the area
lying between Jersey and France. Paris, 28 January 1994

Authentic texts: English and French.

Registered by France on 29 April 1994.

FRANCE
et

ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE
ET D'IRLANDE DU NORD

Echange de notes constituant un accord relatif aux n~gocia-
tions sur la ligne de delimitation maritime dans la zone
situ~e entre Jersey et la France. Paris, 28 janvier 1994

Textes authentiques: anglais etfran!ais.

Enregistrg par la France le 29 avril 1994.
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EXCHANGE OF NOTES CON-
STITUTING AN AGREEMENT'
BETWEEN THE GOVERN-
MENT OF FRANCE AND THE
GOVERNMENT OF THE
UNITED KINGDOM OF
GREAT BRITAIN AND NORTH-
ERN IRELAND CONCERNING
NEGOTIATIONS ON THE
LINE OF MARITIME DELIMI-
TATION IN THE AREA LYING
BETWEEN JERSEY AND
FRANCE

Note No. 19/94

Her Britannic Majesty's Embassy pre-
sents its compliments to the Ministry of
Foreign Affairs and has the honour to re-
fer to the wish of the British Authorities
to negotiate with the French Authorities
the line of maritime delimitation in the
area lying between Jersey and France,
taking account of the proposal to extend
the territorial waters around Jersey in
conformity with international law. The
French authorities were informed of
this proposal during the meeting held on
6 January 1993 in London.

The British and French parties agree,
following discussions between them
during meetings held on 12 August 1993,
29 November 1993 and 12 January 1994,
on the following:

1. The British and French parties
will begin without delay discussions with
the object of fixing a line of maritime de-
limitation in the area lying between Jer-
sey and France.

2. Such a delimitation will not affect
in any way the fishing regime of Granville

I Came into force on 28 January 1994 by the exchange
of the said notes.

Vol. 1775, 1-30931

ECHANGE DE NOTES CONSTI-
TUANT UN ACCORD1 ENTRE
LE GOUVERNEMENT FRAN-
QAIS ET LE GOUVERNE-
MENT DU ROYAUME-UNI DE
GRANDE-BRETAGNE ET
D'IRLANDE DU NORD RELA-
TIF AUX NtGOCIATIONS SUR
LA LIGNE DE DE LIMITATION
MARITIME DANS LA ZONE
SITUItE ENTRE JERSEY ET
LA FRANCE

Note no 19/94

L'Ambassade de Sa Majest6 Britanni-
que pr6sente ses compliments au Minis-
t~re des affaires 6trang~res eta l'honneur
de se r6f6rer au souhait des autorit~s bri-
tanniques de n6gocier avec les autorit6s
franqaises une ligne de d6limitation mari-
time dans la zone situ~e entre Jersey et la
France, compte tenu du projet d'exten-
sion des eaux territoriales autour de Jer-
sey conform6ment au droit international.
Les autorit6s frangaises ont 6t6 infor-
m6es de ce projet lors de la r6union de
Londres du 6 janvier 1993.

A la suite des reunions des 12 aofit
1993, 29 novembre 1993 et 12 janvier
1994, les parties frangaise et britannique
conviennent de ce qui suit:

1. Les parties francaise et britanni-
que commencent sans d6lai les discus-
sions ayant pour objet de fixer une ligne
de ddlimitation maritime dans la zone
situ~e entre Jersey et la France.

2. Une telle dalimitation n'affectera
en aucune maniRre le r6gime de pAche de

I Entrd en vigueur le 28 janvier 1994 par '6change des-
dites notes.
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Bay, as it results from all the various
texts agreed on that subject at bilateral
and multilateral level.

3. The present Note will not preju-
dice the positions expressed orally and in
writing by each party on the questions
raised during the meetings mentioned
above.

Her Britannic Majesty's Embassy
avails itself of this opportunity to renew
to the Ministry of Foreign Affairs the as-
surance of its highest consideration.

British Embassy
Paris

28 January 1994

la Baie de Granville, tel qu'il d6coule de
l'ensemble des textes convenus Ace sujet
au niveau bilat6ral et multilat6ral.

3. La pr6sente note ne portera pas
atteinte aux positions exprim6es ver-
balement et par 6crit par chacune des
Parties sur les questions dvoqu6es
l'occasion des rdunions ci-dessus men-
tionn6es.

L'Ambassade de Sa Majest6 Britan-
nique saisit cette occasion pour renou-
veler au Minist~re des affaires 6trang~res
les assurances de sa haute consid6ration.

Ambassade de Grande-Bretagne
Paris

28 janvier 1994
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MINISTERE DES AFFAIRES tTRANGERES
RI PUBLIQUE FRAN(;AISE

No 275/DJ

Le Ministate des affaires 6trangres
pr6sente ses compliments A l'Ambas-
sade du Royaume-Uni de Grande-Bre-
tagne et d'Irlande du Nord et a 'honneur
d'accuser r6ception de sa note no 19/94
du 28 janvier 1994 dont la teneur suit:

[Voir note I]

Le Ministire des affaires 6trang~res
a 'honneur de faire part A l'Ambassade
du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord de 'accord du gou-
vernement franqais sur les dispositions
qui pr6c&dent.

I1 saisit cette occasion pour renou-
veler A l'Ambassade du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
'assurance de sa haute consid6ration.

Paris, le 28 janvier 1994

Minist~re des affaires dtrang6res
Service juridique

Ambassade du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande
du Nord

Paris

MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS
FRENCH REPUBLIC

No. 275/DJ

The Ministry of Foreign Affairs pre-
sents its compliments to the Embassy of
the United Kingdom of Great Britain and
Northern Ireland and has the honour
to acknowledge receipt of its note No. 19
/94 of 28 January 1994, which reads as
follows:

[See note I]

The Ministry of Foreign Affairs has
the honour to inform the Embassy of the
United Kingdom of Great Britain and
Northern Ireland of the agreement of the
French Government with the foregoing
provisions.

The Ministry of Foreign Affairs takes
this opportunity, etc.

Paris, 28 January 1994

Ministry of Foreign Affairs
Legal Department

Embassy of the United Kingdom
of Great Britain and Northern Ireland

Paris
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No. 30932

FRANCE
and

SENEGAL

Agreement of exequatur in civil and commercial matters.
Signed at Paris on 16 February 1994

Authentic text: French.

Registered by France on 29 April 1994.

FRANCE
et

SENEGAL

Accord d'exequatur en matiire civile et commerciale. Signe '
Paris le 16 fkvrier 1994

Texte authentique : frangais.

Enregistr, par la France le 29 avril 1994.
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ACCORD' ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RE'PUBLIQUE
FRANqAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE
DU SEiNEGAL

Le Gouvernement de la R~publique frangaise d'une

part,

Le Gouvernement de la R6publique du S6n6gal d'autre

part,

D~sireux de pr~ciser les effets de l'exequatur

en mati&re civile, sociale et commerciale en ce qui

concerne les mesures d'ex~cution sont convenus des

dispositions suivantes :

Article ler

Sans prejudice des immunit6s d'ex6cution

applicables, la d~cision d'exequatur d'une d~cision

judiciaire en mati~re civile, sociale et commerciale ne

permet aucune mesure d'ex6cution sur le territoire de la

R~publique ftangaise ou sur le territoire de la

R~publique du S~n~gal lorsque, dans l'Etat oQ la d~cision

d'origine a 6t6 rendue, cette derniare n'est susceptible

d'aucune ex6cution forc6e contre cet Etat, les

collectivit~s locales, les 6tablissements publics et les

soci6t~s nationales ou contre les soci~t~s d'6conomie

mixte dont l'objet exclusif est l'exploitation d'une

concession de service public.

'Entrd en vigueur le 16 fdvier 1994 par la signature, conformdment larticle 2.

Vol. 1775, 1-30932



1994 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traitis 285

Article 2

Le present Accord entre en vigueur le jour de

la signature.

Chacune des deux Parties contractantes pourra

d~noncer le present Accord & tout moment en adressant &

l'autre, par la voie diplomatique, un avis 6crit de

d6nonciation.

La denonciation prendra effet six mois apr~s la

date de reception dudit avis.

En foi de quoi, les representants des deux

Gouvernements, habilitds a cet effet, ont sign6 le

present Accord.

Fait A Paris le 16 F6vrier 1994 en double

exemplaire, en langue frangaise.

Pour le Gouvemement Pour le Gouvemement
de la R6publique frangaise: de la R6publique du Sn6ga1:

ALAIN JUPPE MASSAMBA SARRE
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[TRANSLATION - TRADUCTION]

AGREEMENT' BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE FRENCH
REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF
SENEGAL

The Government of the French Republic, on the one hand,
The Government of the Republic of Senegal, on the other hand,
Desiring to clarify the effects of a grant of execution in civil, social and commer-

cial matters with regard to the measures of execution, have agreed on the following
provisions:

Article 1

Without prejudice to the applicable immunities from a grant of execution, the
grant of execution of a judicial decision in civil, social and commercial matters shall
permit of no measure of execution in the territory of the French Republic or in the
territory of the Republic of Senegal when the original decision is not liable, in the
State in which it was handed down, to enforcement against the State, local author-
ities, public establishments and public corporations, or against semi-public corpora-
tions whose sole purpose is to operate a public service concession.

Article 2

This Agreement shall come into force on the date of signature.
Each of the Contracting Parties may terminate this Agreement at any time by

sending the other, through the diplomatic channel, written notice of termination.
Termination shall take effect one year after the date the said notice is received.
IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorized thereto by their

respective Governments, have signed this Agreement.
DONE at Paris on 16 February 1994 in duplicate in the French language.

For the Government For the Government
of the French Republic: of the Republic of Senegal:

ALAIN JUPPt MASSAMBA SARRE

I Came into force on 16 February 1994 by signature, in accordance with article 2.
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No. 30933

UNITED NATIONS
and

SWEDEN

Exchange of letters constituting an agreement concerning
arrangements for the Fourth United Nations training
course on remote sensing education for educators,
organized in cooperation with the Government of
Sweden, to be held in Stockholm and Kiruna from 2 May
to 10 June 1994. Vienna, 6 and 29 April 1994

Authentic text: English.

Registered ex officio on 29 April 1994.

ORGANISATION DES NATIONS UNIES
et

SUIDE

Echange de lettres constituant un accord relatif aux arrange-
ments en vue du Quatrieme cours de formation de l'Or-
ganisation des Nations Unies concernant l'enseignement
de la teledetection aux enseignants, organise en coopera-
tion avec le Gouvernement suedois, devant avoir lieu '
Stockholm et ' Kiruna du 2 mai au 10 juin 1994. Vienne,
6 et 29 avril 1994

Texte authentique : anglais.

Enregistrn d'office le 29 avril 1994.
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[TRADUCTION - TRANSLATION]

EXCHANGE 1 OF LETTERS
CONSTITUTING AN AGREE-
MENT BETWEEN THE
UNITED NATIONS AND THE
GOVERNMENT OF SWEDEN
CONCERNING ARRANGE-
MENTS FOR THE FOURTH
UNITED NATIONS TRAINING
COURSE ON REMOTE
SENSING EDUCATION FOR
EDUCATORS, ORGANIZED IN
COOPERATION WITH THE
GOVERNMENT OF SWEDEN,
TO BE HELD IN STOCKHOLM
AND KIRUNA FROM 2 MAY TO
10 JUNE 1994

Publication effected in accordance
with article 12 (2) of the General As-
sembly regulations to give effect to
Article 102 of the Charter of the United
Nations as amended in the last in-
stance by General Assembly resolu-
tion 33/141 A of 19 December 1978.

1 Came into force on 29 April 1994. upon receipt of the
letter in reply, in accordance with the provisions of the
said letters.

Vol. 1775. 1-30933

tCHANGE' DE LETTRES CONS-
TITUANT UN ACCORD EN-
TRE L'ORGANISATION DES
NATIONS UNIES ET LE
GOUVERNEMENT DE LA
SUPEDE RELATIF AUX AR-
RANGEMENTS EN VUE DU
QUATRIfME COURS DE FOR-
MATION DE L'ORGANISA-
TION DES NATIONS UNIES
CONCERNANT L'ENSEIGNE-
MENT DE LA TPLtDTEC-
TION AUX ENSEIGNANTS,
ORGANISE EN COOPERA-
TION AVEC LE GOUVERNE-
MENT SUEDOIS, DEVANT
AVOIR LIEU A STOCKHOLM
ET A KIRUNA DU 2 MAI AU
10 JUIN 1994

Publication effectuie conform6ment
au paragraphe 2 de l'article 12 du rgle-
ment de I'AssembMe ginerale desting
&i mettre en application l'Article 102
de la Charte des Nations Unies tel
qu'amendg en dernier lieu par la rjso-
lution 33/141 A de l'Assembie gin6-
rale en date du 19 ddcembre 1978.

1 Entrd en vigueur le 29 avril 1994, date de r6ception de
]a lettre de r6ponse, conform~ment aux dispositions des-
dites lettres.



No. 30934

UNITED NATIONS
(ECONOMIC AND SOCIAL COMMISSION

FOR ASIA AND THE PACIFIC)
and

CHINA

Agreement regarding arrangements for the ministerial con-
ference on space applications for development in Asia
and the Pacific of the United Nations Economic and
Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP)
(with exchange of letters). Signed at Bangkok on 6 May
1994

Authentic text: English.

Registered ex officio on 6 May 1994.

ORGANISATION DES NATIONS UNIES
(COMMISSION ECONOMIQUE ET SOCIALE

POUR L'ASIE ET LE PACIFIQUE)
et

CHINE

Accord relatif aux arrangements en vue de la conference
ministerielle sur les applications spatiales pour le dove-
loppement en Asie et au Pacifique de la Commission
6conomique et sociale des Nations Unies pour 'Asie et le
Pacifique (CESAP) (avec kchange de lettres). Sign6 A
Bangkok le 6 mai 1994

Texte authentique : anglais.

Enregistr,6 d'office le 6 mai 1994.
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[TRADUCTION - TRANSLATION]

AGREEMENT' BETWEEN THE
UNITED NATIONS (ECO-
NOMIC AND SOCIAL COM-
MISSION FOR ASIA AND THE
PACIFIC) AND THE PEOPLE'S
REPUBLIC OF CHINA RE-
GARDING ARRANGEMENTS
FOR THE MINISTERIAL CON-
FERENCE ON SPACE APPLI-
CATIONS FOR DEVELOP-
MENT IN ASIA AND THE
PACIFIC OF THE UNITED NA-
TIONS ECONOMIC AND SO-
CIAL COMMISSION FOR ASIA
AND THE PACIFIC (ESCAP)

Publication effected in accordance
with article 12 (2) of the General As-
sembly regulations to give effect to
Article 102 of the Charter of the United
Nations as amended in the last in-
stance by General Assembly resolu-
tion 33/141 A of 19 December 1978.

ACCORD' ENTRE L'ORGANISA-
TION DES NATIONS UNIES
(COMMISSION tCONOMI-
QUE ET SOCIALE POUR
L'ASIE ET LE PACIFIQUE) ET
LA RIfPUBLIQUE POPU-
LAIRE DE CHINE RELATIF
AUX ARRANGEMENTS EN
VUE DE LA CONFE RENCE
MINIST1tRIELLE SUR LES
APPLICATIONS SPATIALES
POUR LE DItVELOPPEMENT
EN ASLE ET AU PACIFIQUE
DE LA COMMISSION ECO-
NOMIQUE ET SOCIALE DES
NATIONS UNIES POUR
L'ASIE ET LE PACIFIQUE
(CESAP)

Publication effectude conformdment
au paragraphe 2 de l'article 12 du rgle-
ment de l'Assemblde gdngrale destind
ez mettre en application l'Article 102
de la Charte des Nations Unies tel
qu'amendd en dernier lieu par la rdso-
lution 33/141 A de l'Assemblie gdnd-
rale en date du 19 ddcembre 1978.

-i Came into force on 6 May 1994 by the signature, in I Entr6 en vigueur le 6 mai 1994 par la signature, con-

accordance with article XI (2). form6ment au paragraphe 2 de P'article XI.
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No. 30935

LITHUANIA
and

UNITED STATES OF AMERICA

Investment Incentive Agreement. Signed at Indianapolis on
28 October 1991

Authentic text: English.

Registered by Lithuania on 9 May 1994.

LITUANIE
et

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Accord d'encouragement l'investissement. Signe i Indiana-
polis le 28 octobre 1991

Texte authentique: anglais.

Enregistr.6 par la Lituanie le 9 mai 1994.
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INVESTMENT INCENTIVE AGREEMENT1 BETWEEN THE GOV-
ERNMENT OF THE REPUBLIC OF LITHUANIA AND THE
GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA

The Government of the Republic of Lithuania and the

Government of the United States of America affirm their common

desire to encourage economic activities in the Republic of

Lithuania which promote the development of the economic

resources and productive capacities of the Republic of

Lithuania. Recognizing that this developmental objective can

be promoted through investment insurance (including

reinsurance), loans and guaranties which are backed in whole or

in part by the credit or public monies of the United States of

America and administered by the Overseas Private Investment

Corporation ("OPIC"), an agency of the United States of

America, (or pursuant to arrangements between OPIC and private

companies), the parties signatory hereto agree as follows:

ARTICLE 1

As used in this Agreement, the term "Coverage" shall

refer to any investment insurance, reinsurance or guaranty

which is issued in accordance with this Agreement by OPIC,

by any successor agency of the United States of America or

by any other entity or group of entities, pursuant to

arrangements with OPIC or any successor agency. In this

Agreement, the term "Issuer" shall refer to OPIC and any

'Came into force on 7 February 1992, the date on which the Government of Lithuania informed the Government of
the United States of America of the completion of its constitutional or other legal requirements, in accordance with the
provisions of the Agreement.
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such successor agency, entity or group of entities to the

extent of their interest as insurer, reinsurer, or

guarantor in any Coverage, whether as a party or successor

to a contract providing Coverage or as an agent for the

administration of Coverage.

ARTICLE 2

(a) If the Issuer makes payment to any party under

Coverage, the Government of the Republic of Lithuania

shall, subject to the provisions of Article 3 hereof,

recognize the transfer to the Issuer of any currency,

credits, assets, or investment on account of which payment

under such Coverage is made as well as the succession of

the Issuer to any right, title, claim, privilege, or cause

of action existing, or which may arise, in connection

therewith.

(b) The Issuer shall assert no greater rights than

those of the transferring party under Coverage with

respect to any interests transferred or succeeded to under

this Article. Nothing in this Agreement shall limit the

right of the Government of the United States of America to

assert a claim under international law in its sovereign

capacity, as distinct from any rights it may have as

Issuer.

(c) The Issuer shall not be subject to regulation

under the laws of the Republic of Lithuania applicable to

insurance or financial organizations.

Vol. 1775, 1-30935
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(d) Interest and fees on loans made or guaranteed by

the Issuer shall be exempt from tax in the Republic of

Lithuania. The Issuer shall not be subject to tax in the

Republic of Lithuania as a result of any transfer or

succession which occurs pursuant to Article 2(a) hereof.

Tax treatment of other transactions conducted by the

Issuer in the Republic of Lithuania shall be determined by

applicable law or specific agreement between the Issuer

and appropriate fiscal authorities of the Government of

the Republic of Lithuania.

ARTICLE 3

To the extent that the laws of the Republic of

Lithuania partially or wholly invalidate or prohibit the

acquisition from a party under Coverage of any interest in

any property within the territory of the Republic of

Lithuania by the Issuer, the Government of the Republic of

Lithuania shall permit such party and the Issuer to make

appropriate arrangements pursuant to which such interests

are transferred to an entity permitted to own such

interests under the laws of the Republic of Lithuania.

ARTICLE 4

(a) Amounts in the lawful currency of the Republic

of Lithuania, including credits thereof, acquired by the

Issuer by virtue of such Coverage shall be accorded

treatment by the Government of the Republic of Lithuania

no less favorable as to use and conversion than the
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treatment to which such funds would be entitled in the

hands of the party under Coverage.

(b) Such amounts and credits may be transferred by

the Issuer to any person or entity and upon such transfer

shall be freely available for use by such person or entity

in the territory of the Republic of Lithuania.

(c) The provisions of this Article 4 shall also

apply to any amounts and credits in the lawful currency of

the Republic of Lithuania which may be accepted by the

Issuer in settlement of obligations with respect to loans

made by the Issuer for projects in the Republic of

Lithuania.

ARTICLE5

(a) Any dispute between the Government of the Republic

of Lithuania and the Government of the United States of

America regarding the interpretation of this Agreement

or which, in the opinion of one of the Governments,

involves a question of public international law arising

out of any project or activity for which Coverage has been

issued shall be resolved, insofar as possible, through

negotiations between the two Governments. If, at the end

of six months following the request for negotiations, the

two Governments have not resolved the dispute by

agreement, the dispute, including the question of whether

such dispute presents a question of public international

law, shall be submitted, at the initiative of either
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Government, to an arbitral tribunal for resolution in

accordance with Article 5(b).

(b) The arbitral tribunal for resolution of disputes

pursuant to Article 5(a) shall be established and function

as follows:

(i) Each Government shall appoint one azbitrator;

these two arbitrators shall designate a president by

common agreement who shall be a citizen of a third

state and whose appointment shall be subject to

acceptance by the two Governments. The arbitrators

shall be appointed within three months and the

president within six months of the date of receipt of

either Government's request for arbitration. If the

appointments are not made within the foregoing time

limits, either Government may, in the absence of any

other agreement, request the Secretary-General of the

International Centre for the Settlement of Investment

Disputes to make the necessary appointment or

appointments, and both Governments agree to accept

such appointment or appointments.

(ii) The arbitral tribunal shall base its

decision on the applicable principles and rules of

public international law. The arbitral tribunal

shall decide by majority vote. Its decision shall be

final and binding.

(iii) During the proceedings, each of the

Governments shall pay the expense of its arbitrator
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and of its representation in the proceedings before

the arbitral tribunal, whereas the expenses of the

president and other costs of arbitration shall be

paid in equal parts by the two Governments. In its

award, the arbitral tribunal may, in its discretion,

reallocate expenses and costs between the two

Governments.

(iv) In all other matters, the arbitral tribunal

shall regulate its own prccedures.

ARTICLE 6

This Agreement shall continue in force until six months

from the date of receipt of a note by which one Government

informs the other of an intent no longer to be a party to

the Agreement. In such event, the provisions of the

Agreement with respect to Coverage issued while the

Agreement was in force shall remain in force for the

duration of such Coverage, but in no case longer than

twenty years after the termination of the Agreement.

This Agreement shall enter into force on the date on which

the Government of the Republic of Lithuania communicates to the

Government of the United States that its constitutional or

other legal requirements with regard to this Agreement have

been fulfilled.
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In witness whereof, the undersigned, duly authorized

thereto by their respective Governments, have signed this

Agreement.

Done at Indianapolis on the 28th day of October, 1991, in

duplicate.

For the Government
of the Republic of Lithuania:

/- -

For the Government
of the United States of America:

"6--2

I Gediminas Vagnorius

2 J. Danforth Quayle
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[TRANSLATION - TRADUCTION]

ACCORD' D'ENCOURAGEMENT A L'INVESTISSEMENT ENTRE
LE GOUVERNEMENT DE LA R1tPUBLIQUE DE LITUANIE ET
LE GOUVERNEMENT DES tTATS-UNIS D'AM1tRIQUE

Le Gouvernement de la R~publique de Lituanie et le Gouvernement des Etats-
Unis d'Amdrique affirment leur commun drsir d'encourager en Rdpublique de
Lituanie les activitds 6conomiques b6ndfiques pour le drveloppement des ressour-
ces 6conomiques et des capacitrs productives de la Rdpublique de Lituanie. Recon-
naissant qu'il est possible de favoriser la r6alisation de cet objectif de d6veloppe-
ment moyennant une assurance des investissements (y compris leur reassurance) et
moyennant aussi des pr&s et des garanties reposant en totalit6 ou en partie sur le
crddit ou les moyens financiers publics des Etats-Unis d'Amrrique et g~rs par
l'Overseas Private Investment Corporation ('< OPIC >) des Etats-Unis d'Am6rique
(ou conformdment A des conventions conclues entre I'OPIC et des socirt~s privres),
les parties signataires du present Accord sont convenues de ce qui suit:

Article premier

L'expression « assurance ou garantie s'entend dans le pr6sent Accord de
toute assurance, reassurance ou garantie relative A un investissement qui est 6mise
conformment au present Accord par I'OPIC, par tout organisme subrog6 des Etats-
Unis d'Amrrique, ou conformdment A des conventions conclues entre I'OPIC ou
tout organisme subrog6 ou autre personne morale ou groupe de personnes morales.
Dans le prdsent Accord, l'expression « organisme 6metteur s'entend de I'OPIC ou
de tout organisme subrog6, et de toute autre personne morale ou groupe de per-
sonnes morales en tant qu'assureur, r6assureur ou garant pour toute assurance ou
garantie, que ce soit en tant que partie ou partie subrogre A un contrat d'assurance
ou de garantie ou en tant qu'organisme chargd de l'administration de ladite assu-
rance ou garantie.

Article 2

a) Si l'organisme 6metteur fait un paiement A un investisseur en vertu d'une
assurance ou d'une garantie, le Gouvernement de la Rdpublique de Lituanie devra,
sous rdserve des dispositions de l'article 3 ci-apr~s, admettre la cession A l'orga-
nisme 6metteur de toutes devises et de tous credits, avoirs ou investissements qui
ont donn6 lieu A ce paiement en vertu de ladite assurance ou garantie, et considdrer
l'organisme 6metteur subrog6 dans tous droits, titres, cr~ances, privileges ou actions
en justice existants ou pouvant naitre A cette occasion.

b) L'organisme 6metteur ne revendiquera pas plus de droits que ceux de l'in-
vestisseur en ce qui concerne les droits transf6rs ou cd6s en vertu du present
article. Aucune disposition du prdsent Accord ne pourra &re considdre comme
limitant le droit du Gouvernement des Etats-Unis d'Amdrique de faire valoir toute

I Entrd en vigueur le 7 f~vrier 1992, date ht laquelle le Gouvernement lituanien a informd le Gouvernement des
Etats-Unis d'Amdrique de l'accomplissement des formalitds constitutionnelles ou autres formalitds Idgales, confor-
mrment aux dispositions de 'Accord.
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r6clamation dans l'exercice de sa souverainet6, conform6ment au droit internatio-
nal, ind6pendamment des droits qu'il pourrait avoir en tant qu'organisme 6metteur.

c) L'organisme 6metteur ne sera pas assujetti aux r~glements dmis en vertu de
la 16gislation de la R6publique de Lituanie qui sont applicables aux organismes d'as-
surance ou aux organismes financiers.

d) Les int6rts et redevances au titre des pr~ts accord6s ou garantis par l'orga-
nisme 6metteur seront exon6r6s d'imp6ts en R6publique de Lituanie. L'organisme
dmetteur ne sera pas assujetti l'imp6t en R6publique de Lituanie du fait d'une
cession ou d'une subrogation qui interviendrait conform6ment A l'article 2 a ci-des-
sus. Le r6gime fiscal des autres transactions effectu6es par l'organisme 6metteur en
R6publique de Lituanie sera ddtermind par la 16gislation applicable ou par un accord
sp6cial conclu entre l'organisme dmetteur et les autorit6s fiscales comp6tentes du
Gouvernement de la R6publique de Lituanie.

Article 3

Dans la mesure oii la 16gislation de la R6publique de Lituanie invaliderait totale-
ment ou en partie, ou interdirait, l'acquisition par l'organisme 6metteur de tous
int6rets d6tenus par un investisseur couvert par une assurance ou une garantie sur
toute propri6t6 sise sur le territoire de la R6publique de Lituanie, le Gouvernement
de la R6publique de Lituanie autorisera ledit investisseur et l'organisme 6metteur A
faire le n6cessaire pour que ces int6rgts soient c6d6s A toute personne morale auto-
ris6e A les d6tenir en vertu de la 16gislation de la R6publique de Lituanie.

Article 4

a) Les montants en monnaie 16gale de la R6publique de Lituanie, y compris les
cr6dits en cette monnaie, acquis par l'organisme 6metteur au titre de ladite assu-
rance ou garantie, recevront, de la part du Gouvernement de la R6publique de
Lituanie, un traitement qui ne sera pas moins favorable, quant A leur utilisation et
conversion, que celui qui serait accord6 auxdits fonds s'ils 6taient d6tenus par l'in-
vestisseur couvert par l'assurance ou la garantie.

b) Lesdits montants ou cr~dits pourront 6tre c6d6s par l'organisme 6metteur A
toute personne physique ou morale et, A la suite de cette cession, seront A la libre
disposition de ladite personne physique ou morale pour 8tre utilis6s sur le territoire
de la R6publique de Lituanie.

c) Les dispositions du pr6sent article 4 s'appliqueront 6galement b tous mon-
tants ou cr6dits, libell6s dans la monnaie l6gale de la R6publique de Lituanie, que
rorganisme 6metteur pourra accepter en acquittement des obligations li6es aux
pr&ts accord6s par lui pour la r6alisation de projets en R6publique de Lituanie.

Article 5

a) Tout diff6rend entre le Gouvemement de la R6publique de Lituanie et le
Gouvernement des Etats-Unis d'Am6rique concernant l'interpr6tation du pr6sent
Accord ou qui, de l'avis de l'un des deux gouvernements, ferait intervenir une ques-
tion de droit international public ayant trait A tout projet ou investissement pour
lequel une assurance ou une garantie aurait 6t6 6mise, sera r6gl6, dans la mesure du
possible, par voie de n6gociation entre les deux gouvernements. Si, dans les six mois
suivant la date de la demande de n6gociation, les deux gouvernements ne sont pas
parvenus A le r6gler d'un commun accord, le diff6rend, y compris la question de
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savoir s'il comporte un 616ment de droit international public, sera soumis, sur l'ini-
tiative de l'un ou I'autre gouvernement, un tribunal arbitral pour 8tre r6gl6 confor-
m6ment au paragraphe b de l'article 5.

b) Le Tribunal arbitral charg6 du r~glement des diff6rends en application du
paragraphe a de l'article 5 sera constitu6 et fonctionnera de ]a mani~re suivante :

i) Chaque gouvernement nommera un arbitre; les deux arbitres d6signeront
ensuite d'un commun accord un pr6sident qui devra &re ressortissant d'un Etat
tiers et dont la nomination sera subordonn6e A l'agrdment des deux gouvernements.
Les arbitres devront 6tre nomm6s dans un d6lai de trois mois et le pr6sident dans un
d61ai de six mois A compter de la date de r6ception de ]a demande d'arbitrage pr6sen-
t6e par l'un ou l'autre des deux gouvernements. Si les nominations ne sont pas faites
dans les d61ais prescrits, chacun des deux gouvernements pourra, en l'absence de
tout autre accord, prier le Secr6taire g6n6ral du Centre international pour le r~gle-
ment des diff6rends relatifs aux investissements de proc6der A la nomination ou aux
nominations n6cessaires, et les deux gouvernements s'engagent A accepter ladite ou
lesdites nominations.

ii) Le tribunal arbitral fondera sa d6cision sur les principes et r~gles applicables
du droit international public. I1 se prononcera A la majorit6. Sa d6cision sera sans
appel et de caract~re obligatoire.

iii) En cours de proc6dure, chacun des gouvernements prendra A sa charge les
frais de son arbitre et de sa repr6sentation devant le tribunal arbitral; les frais du
Pr6sident et les autres frais de l'arbitrage seront support6s A 6galit6 par les deux
gouvernements. Dans sa sentence, le tribunal arbitral pourra, A sa discr6tion, rdpartir
d'autre mani~re les frais et les ddpens entre les deux gouvernements.

iv) A tous autres 6gards, le tribunal arbitral arrtera lui-meme ses proc6dures.

Article 6

Le pr6sent Accord demeurera en vigueur six mois A compter de la date de
r6ception d'une note par laquelle l'un des deux gouvernements fera savoir A l'autre
qu'il a l'intention de ne plus etre partie audit Accord. En pareil cas, les dispositions
de l'Accord relatives aux garanties 6mises pendant que l'Accord 6tait en vigueur
resteront applicables tant que dureront ces garanties mais en aucun cas plus de vingt
ans A compter de l'expiration de l'Accord.

Le pr6sent Accord entrera en vigueur A la date A laquelle le Gouvernement de la
R6publique de Lituanie fera part au Gouvernement des Etats-Unis de l'accomplis-
sement de ses formalit6s de droit constitutionnel ou autres concernant le pr6sent
Accord.

EN FOI DE QUOI, les soussign6s, dflment habilit6s A cet effet par leurs gouverne-
ments respectifs, ont signd le pr6sent Accord.

FAIT A Indianapolis le 28 octobre 1991 en double exemplaire.

Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement
de la Rdpublique de Lituanie: des Etats-Unis d'Am6rique:

GEDIMINAS VAGNORIUS J. DANFORTH QUAYLE
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TRADE AGREEMENT 1 BETWEEN THE REPUBLIC OF LITHUANIA
AND THE KINGDOM OF SWEDEN

The Govc:n.nent of the republic of Lithuania and the

Government of the Kingdom of Sweden:

recalling the traditional trade links between Lithuania

and Sweden,

wishing to further strengthen their friendly relations

and to promote and develop both the exchange of goods and

services and also economic cooperation between their two

countries, founded on their mutual interests, and

bearing in mind the guidelines set forth by the CSCE Bonn

Conference on Economic Cooperation,' and

regarding this agreement as a step towards the

establishment of free trade between their two countries

in accordance with-the provisions of the General

Agreement on Tariffs and Trade (GATT),2

have agreed as follows:

I Came into force on 29 October 1991 by signature, in accordance with article 8.
2 Internatonal Legal Materials, vol. XXIX, No. 4 (1990), p. 1054 (American Society of International Law).
3 United Nations, Treaty Series, vol. 55, p. 187.
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Article 1

Within the framework of the laws and regulations which

apply in their respectivc countries, the Contracting

Parties shall endeavour to abolish barriers to trade in

goods and services between their two countries.

Article 2

The Contracting Parties shall accord most-favoured-nation

treatment to each other with respect to duties applied to

the exportation and importation of goods and with respect

to charges which have a corresponding effect, and also

with respect to procedures and formalities which affect

trade.

However, the provisions contained in the first paragraph

do not apply as regards granting or retaining

a) advantages within the framework of a customs union or

a free-trade area of which either of the Contracting

Parties is a member or may become a member;

b) advantages which either of the Contracting Parties

accords to neighbouring countries in order to

facilitate frontier trade;
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c) advantages within the Generalized System of,

Preferences (GSP).

Article 3

The Contracting Partics shall support and facilitate

trade on normal commercial terms between companies in

their two countries and shall also promote contracts and

exchanges of information between companies and bodies

which are involved in trade and economic cooperation, in

particular as regards laws and regulations and economic

and political measures.

Article 4

Payments between the two countries shall be effected in

freely convertible currencies unless otherwise agreed by

individual companies in particular cases.

Article 5

Goods which have their origin in the territory of one of

the Contracting Parties and which have been temporarily

imported to the territory of the other Party may be

exempted from duties and other charges, as the result of
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due decision. to the extent that provisions for such

exemption exist in the laws and regulations of the

importing country.

Article 6

The Contracting Parties shall inform each other of

problems which may arise in the bilateral trade between

their two countries and, with the object of facilitating

implementation of this agreement and solving problems

which may arise in connection with its application, may

consult with the other Party. Such consultation shall be

at the request of either Contracting Party and at a time

agreed by both Parties.

Article 7

If either of the Contracting Parties establishes that the

importation of goods which originate in the territory of

the other Party causes or threatens to cause serious

injury, this Party may request consultation, which shall

take place as soon as possible, to arrive at a solution.

If a solution cannot be found by means of consultation,

the Party which requests consultation may take protective

measures.
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If the circumstances do not permit consultation, the

importing Contracting Party may take protective measures.

In this case, consultation should take place immediately

after the institution of such protective measures, if so

requested by the other Party.

Article 8

This agreement enters into force upon signature and shall

remain in force indefinitely, unless terminated by

notification in writing by either of the Contracting

Parties. Such termination enters into force six months

after the date of notification.

Done at Vilnius on 29 October, 1991 in duplicate in the

English language in two authentic copies.

For the Government
of the Republic of Lithuania:

.'

For the Government
of the Kingdom of Sweden:

I A. Saudargas.

2 Margaretha af Ugglas.
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[TRADUCTION - TRANSLATION]

ACCORD' COMMERCIAL ENTRE LA REPUBLIQUE DE LITUANIE
ET LE ROYAUME DE SUtDE

Le Gouvernement de la R6publique de Lituanie et le Gouvernement du
Royaume de Suede,

Rappelant les relations commerciales traditionnelles entre la Lituanie et la Su~te,
D6sireux de renforcer leurs rapports amicaux et de favoriser et d6velopper

aussi bien les 6changes de biens et services que la coopdration 6conomique entre
leurs deux pays sur la base de leurs intdr&ts r6ciproques,

Ayant A l'esprit les directives 6nonc6es par la Confdrence de Bonn sur la coope-
ration 6conomique en Europe dans le cadre de la Conf6rence sur la s6curit6 et la
coop6ration en Europe (CSCE)2 ,

Consid6rant le prdsent Accord comme une 6tape en vue de la libert6 des 6chan-
ges entre leurs deux pays conform6ment aux principes de l'Accord gdn6ral sur les
tarifs douaniers et le commerce (GATT)3,

Sont convenus de ce qui suit:

Article premier

Dans le cadre des lois et r~glements en vigueur sur leurs territoires respectifs,
les Parties contractantes s'efforcent de supprimer les obstacles aux 6changes de
biens et services entre leurs deux pays.

Article 2

Les Parties contractantes s'accordent mutuellement le traitement de la nation
la plus favorisde en ce qui concerne les droits de douane qui s'appliquent A l'expor-
tation et A l'importation de biens ainsi que les taxes qui ont des effets similaires et
les proc6dures ou formalit6s qui restreignent les changes.

Toutefois les dispositions du premier paragraphe ne s'appliquent pas en ce qui
concerne la concession ou le refus

a) D'avantages dans le cadre d'une union douani~re ou d'une zone de libre
6change A laquelle l'une ou l'autre des Parties contractantes appartiendrait ou dont
elle pourrait devenir membre;

b) D'avantages que l'une ou l'autre des Parties contractantes accorde A des
pays voisins afin de faciliter le commerce frontalier;

c) D'avantages relevant du Systime g6n6ralis6 de pr6f6rences (SGP).

Article 3

Les Parties contractantes appuient et facilitent les 6changes dans des condi-
tions commerciales normales entre soci6t6s de leurs deux pays et elles encouragent
la conclusion de contrats et les 6changes d'informations entre soci6t6s et organismes

I Entrd en vigueur le 29 octobre 1991 par la signature, conform6ment A I'article 8.

2 International Legal Materials, vol. XXIX, n
0 

4 (1990), p. 1054 (American Society of International Law) [anglais

seulement].
3 Nations Unies, Recueil des Traitds, vol. 55, p. 187.
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qui sont engag6s dans les domaines des 6changes et de la coopdration 6conomique,
notamment en ce qui conceme les lois et les r~glements ainsi que les mesures d'or-
dre 6conomique et politique.

Article 4

Les paiements entre les deux pays s'effectuent en monnaie librement conver-
tible sauf lorsque des soci6t6s individuelles en d6cident autrement dans des cas
particuliers.

Article 5

Les marchandises originaires du territoire de l'une des Parties contractantes
import6es temporairement sur le territoire de l'autre Partie sont exempt6es de droits
et autres charges, en vertu d'une d6cision formelle et dans la mesure o0i cette exemp-
tion est pr6vue dans les lois et r~glements du pays dans lequel ces marchandises sont
importdes.

Article 6

Les Parties contractantes s'informent mutuellement des probl~mes qui pour-
raient survenir dans le cadre des 6changes bilat6raux entre leurs deux pays; il leur
est 6galement loisible de proc6der A des consultations afin de faciliter l'application
du pr6sent Accord et de r6soudre les probl~mes que pourrait poser sa mise en ceuvre.
Ces consultations sont initi6es A la demande de l'une ou I'autre des Parties contrac-
tantes et se ddroulent A un moment qui convient aux deux Parties.

Article 7

Si l'une ou l'autre des Parties contractantes constate que l'importation de biens
provenant du territoire de l'autre Partie cause ou menace de causer un s6rieux pr6ju-
dice, il est loisible A ladite Partie de r6clamer des consultations qui auront lieu ds
que possible pour parvenir A une solution. S'il s'av~re impossible de parvenir A une
solution au moyen de consultations, ladite Partie qui les aura r6clamdes peut alors
prendre des mesures conservatoires.

Dans le cas ofi les circonstances ne permettent pas la tenue de consultations, la
Partie contractante importatrice peut prendre des mesures conservatoires. Alors les
consultations doivent d6buter imm6diatement apr~s l'imposition de ces mesures.

Article 8

Le pr6sent Accord entrera en vigueur des sa signature et le restera pour une
p6riode ind6finie tant qu'il n'aura pas 6t6 d6nonc6 moyennant une notification 6crite
de l'une ou l'autre Partie. La d6nonciation prendra effet six mois suivant la date de
ladite notification.

FAIT A Vilnius, le 29 octobre 1991, en double exemplaire en langue anglaise, les
deux copies faisant 6galement foi.

Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement
de la R6publique de Lituanie: du Royaume de Su~de :

A. SAUDARGAS MARGARETHA AF UGGLAS
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EXCHANGE OF LETTERS CONSTITUTING AN AGREEMENT'
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF
LITHUANIA AND THE GOVERNMENT OF DENMARK CON-
CERNING THE ABOLITION OF VISAS

Your Excellency,

I have the honour to inform you that with a view to
facilitate travelling between the Republic of Lithuania and
Denmark the Government of the Republic of Lithuania is
prepared to conclude with the Government of Denmark an
Agreement on the following terms:

Agreement between the Republic of Lithuania
and Denmark concerning the abolition of visas

Article 1
Citizens of the Republic of Lithuania holding valid
passport of the Republic of Lithuania shall be, free to
enter Denmark at any authorized border-crossing point and
to stay in Denmark for a period not exceeding three months
without being required to obtain a visa. This period of
three months shall be calculated from the date of entry
into any Nordic State being a Party of the Convention of
July 12, 1957 on the Waiver of Passport Control at the
Intra-Nordic Borders.2 Any sojourn in any of those States
during six months preceding the entry into any of those
States from a non-Nordic State shall be included in the
above period of three months.

Article 2
Danish citizens holding valid Danish passports shall be
free to enter the Republic of Lithuania at any authorized
border-crossing point and to stay in the Republic of
Lithuania for a period not exceeding three months without
being required to obtain a visa.

Article 3
It is understood that the waiver of the visa requirement
does net exempt persons benefitting under this Agreement
from the necessity of complying with the laws and
regulations in force in the respective country concerning
entry, residence - temporary or permanent - and work.

I Came into force by the exchange of letters, with effect from 1 September 1992, in accordance with the provisions
of the said letters.

2 United Nations, Treaiy Series, vol. 322, p. 245.
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Article 4
The authorities of each country reserve the right to refuse
permission to enter and stay in the country to citizens of
the other country considered undesirable.

Article 5
The authorities of each country undertake to readmit
without formality, into its territory, any of its citizens.

The authorities of the Republic of Lithuania undertake to
readmit without formality, into its territory, any
permanent resident of the territory of the Republic not
necessarily being a Lithuanian citizen.

Article 6
At the request of the immigration authorities of one of the
parties the other party undertakes to readmit into its
territory citizens from third countries who have entered
illegally from the territory of the first country into the
territory of the requesting party or otherwise been
rejected by the latter.

Article 7
Either Government may temporarily suspend the foregoing
provisions in whole or in part, except Articles 5 and 6
thereof, for reasons of public order. Such suspension shall
be notified immediately to the other Government through
diplomatic channels.

Article 8
The present Agreement shall enter into force on
September 1, 1992. The Agreement may be denounced by either
Government by notification in writing the denunciation
taking effect one month after the date of the notification.

If the above proposals are acceptable to the Government of
Denmark, I have the honour to suggest that the present
letter and Your Excellency's reply shall constitute an
Agreement between the two Governments in this matter.

Please accept, Your Excellency, the assurances of my
highest consideration.

Vilnius, July 31, 1992

ALGIRDAS SAUDARGAS
Minister of Foreign Affairs

of the Republic of Lithuania
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II

Your Excellency,

I have the honour to inform you that with a view to
facilitate travelling between Denmark and the Republic of
Lithuania the Government of Denmark is prepared to conclude
with the Government of the Republic of Lithuania an
Agreement on the following terms:

[See letter I]

If the above proposals are acceptable to the*Government of
the Republic of Lithuania, I have the honour to suggest
that the present letter and Your Excellency's reply shall
constitute an Agreement between the two Governments in this
matter.

Please accept, Your Excellency, the assurances of my
highest consideration.

Vilnius, July 31, 1992

UFFE ELLEMANN-JENSEN
Minister for Foreign Affairs of Denmark
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[TRADUCTION - TRANSLATION]

1tCHANGE DE LETTRES CONSTITUANT UN ACCORD 1 ENTRE LE
GOUVERNEMENT DE LA RItPUBLIQUE DE LITUANIE ET LE
GOUVERNEMENT DU DANEMARK RELATIF A LA SUPPRES-
SION DE VISAS

Monsieur le Ministre,

J'ai 'honneur de vous faire savoir que le Gouvernement de la R~publique de
Lituanie est disposd A conclure dans les termes suivants un accord avec le Gou-
vernement du Danemark en vue de faciliter les d6placements entre la R6publique de
Lituanie et le Danemark:

ACCORD ENTRE LA REPUBLIQUE DE LITUANIE ET LE DANEMARK
RELATIF A LA SUPPRESSION DE VISAS

Article premier

Les citoyens de la R6publique de Lituanie titulaires d'un passeport valable de
la R~publique de Lituanie peuvent entrer librement sur le territoire du Danemark
par tout point autoris6 de passage de la frontire et y sjoumer pendant une p6riode
de trois mois au maximum, sans atre tenus d'obtenir un visa. Cette p~riode de trois
mois court A partir de la date d'entrde sur le territoire d'un Etat nordique partie A
l'Accord du 12 juillet 1957 concernant la suppression du contr6le des passeports aux
fronti~res internordiques2 . Tout s~jour sur le territoire de 1'un quelconque de ces
Etats au cours de la p6riode de six mois pr6c6dant 1'entr6e sur le territoire de l'un
quelconque de ces Etats A partir de celui d'un Etat non nordique est pris en compte
pour le calcul de la pdriode de trois mois susmentionn~e.

Article 2

Les citoyens danois titulaires d'un passeport danois valable peuvent entrer
librement sur le territoire de la R~publique de Lituanie par tout point autoris6 de
passage de la fronti~re et y sjourner pendant une p~riode de trois mois au maxi-
mum, sans etre tenus d'obtenir un visa.

Article 3

II est entendu que la suppression de la formalit6 du visa ne dispense pas les
personnes qui en b6n~ficient au titre du present Accord de la n6cessit6 de se con-
former aux lois et r~glements en vigueur dans les pays concern6s touchant l'entr~e,
le sjour temporaire ou permanent et le travail.

I Entrd en vigueur par 1'6change de lettres, avec effet au I
er 

septembre 1992, conformment aux dispositions
desdites lettres.

2 Nations Unies, Recuel des Traitds, vol. 322, p. 245.
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Article 4

Les autorit6s de chaque pays se r6servent le droit de refuser l'entrde et le s6jour
sur le territoire de leur pays aux citoyens de l'autre pays jug6s ind6sirables.

Article 5

Les autorit6s de chaque pays s'engagent A r6admettre sans formalit6 tous les
citoyens de leur pays sur leur territoire national.

Les autorit6s de ]a R6publique de Lituanie s'engagent A r6admettre sans for-
malit6 sur leur territoire national toute personne ayant sa r6sidence permanente sur
ledit territoire m~me si elle n'a pas n6cessairement la qualit6 de citoyen lituanien.

Article 6

Si les autorit6s d'immigration de l'une des parties en font la demande, l'autre
partie s'engage A r6admettre sur son territoire les citoyens de pays tiers qui sont
entr6s ill6galement A partir du territoire de la partie requise sur le territoire de la
partie requ6rante ou qui ont 6t6 refoul6s par celle-ci pour tout autre motif.

Article 7

Pour des raisons d'ordre public, l'un ou l'autre des deux Gouvemements peut
suspendre provisoirement, en totalit6 ou en partie, l'application des dispositions
ci-dessus, A l'exception des articles 5 et 6. Cette suspension est imm6diatement
notifi6e A l'autre Gouvernement par la voie diplomatique.

Article 8

Le pr6sent Accord entrera en vigueur le Ier septembre 1992. L'Accord peut 6tre
d6nonc6 par l'un ou l'autre des deux Gouvernements moyennant notification 6crite.
Cette d6nonciation prend effet dans un d6lai d'un mois A compter de la date de la
notification.

Je propose que si les propositions ci-dessus rencontrent l'agr6ment du Gou-
vernement du Danemark, la pr6sente lettre et votre r6ponse constituent un accord
entre les deux Gouvernements en la mati~re.

Veuillez agr6er, etc.

Vilnius, le 31 juillet 1992

Le Ministre des affaires 6trang~res
de la R6publique de Lituanie

ALGIRDAS SAUDARGAS
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II

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur de vous faire savoir que le Gouvernement du Danemark est dis-
pos6 A conclure dans les termes suivants un accord avec le Gouvernement de la
R6publique de Lituanie en vue de faciliter les d6placements entre le Danemark et la
R6publique de Lituanie :

[Voir lettre I]

Je propose que si les propositions ci-dessus rencontrent l'agr6ment du Gou-
vernement de la Rdpublique de Lituanie, la pr6sente lettre et votre rdponse consti-
tuent un accord entre les deux Gouvernements en la mati~re.

Veuillez agr6er, etc.

Vilnius, le 31 juillet 1992

Le Ministre des affaires 6trang~res
du Danemark

UFFE ELLEMANN-JENSEN
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AGREEMENT' ON ECONOMIC AND TRADE COOPERATION BE-
TWEEN THE REPUBLIC OF LITHUANIA AND THE REPUBLIC
OF ICELAND

The Republic of Lithuania and the Republic of Iceland, hereinafter referred to
as the High Contracting Parties,

Recalling the fruitful experience of the former Lithuanian-Icelandic cooper-
ation in the economic field which was embodied by the Trade Agreement between
the Republic of Lithuania and Iceland of 19232 and the Agreement on Trade and
Shipping between the Republic of Lithuania and Iceland of 1930, 3

Convinced of the need to renew the economic relations in conformity with the
principles of equal rights and mutual benefits,

Bearing in mind the guidelines set forth by the CSCE Bonn Conference on
Economic Cooperation, 4

Considering that the promotion of Lithuanian-Icelandic economic relations will
facilitate Lithuanian participation in the community of European states,

Have agreed as follows:

Article I
The High Contracting Parties, with regard to their economic needs, shall pro-

vide and promote the economic cooperation in all the fields subject to the provisions
of this agreement.

The High Contracting Parties shall also accomplish the conditions for the com-
mercial relations and trade between the Republic of Lithuania and the Republic of
Iceland.

Article 2

The High Contracting Parties shall grant each other the most favoured nation
status as defined by the General Agreement on Tariffs and Trade5 and they shall
apply it in respect of all commercial and other matters subject to the provisions of
this treaty.

The High Contracting Parties shall accord each other by following special
agreements the granting of the most favoured nation status as defined by the Gen-
ereal Agreement on Tariffs and Trade in other fields of mutual cooperation.

Article 3
The High Contracting Parties agree that the economic and technical cooper-

ation, subject to the provisions of this Treaty, shall include:
a) Preparation and implementation of joint projects and economic-technical

research and development,
b) Preparation and exchange of technical documentation, technological pro-

cesses, the deliveries of industrial machinery,

I Came into force on 5 August 1991 by signature, in accordance with article 8.
' League of Nations, Treaty Series, vol. XX, p. 329.
3 Ibid. vol. CXIX, p. 403.
4 International Legal Materials, vol. XXIX, No. 4 (1990), p. 1054 (American Society of International Law).
5 United Nations, Treaty Series, vol. 55, p. 187.
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c) Building and equipping of objects,
d) Training of specialists,
e) Other kinds of the economic-technical cooperation, which shall be subject to

other agreements between the High Contracting Parties.

Article 4
The High Contracting Parties shall encourage the companies and citizens of the

Republic of Lithuania and the Republic of Iceland to conclude and implement con-
tracts between them.

The High Contracting Parties shall also encourage the creation of Lithuanian-
Icelandic joint ventures.

The High Contracting Parties shall also encourage investments of Lithuanian
companies and citizens in the Republic of Iceland as well as investments of Icelandic
companies and citizens in the Republic of Lithuania.

Article 5
The High Contracting Parties, wishing to create the necessary conditions for

the conclusion and implementation of intergovernmental contracts, commit them-
selves to consider such issues in connection.

Article 6
The High Contracting Parties shall carry out the provisions of this Treaty in

good faith.
The High Contracting Parties agree that all the disputes, arising from the inter-

pretation and implementation of the provisions of this Treaty shall be settled in a
way of mutual consultations.

Article 7

A Joint Committee is established in order to supervise the implementation of
this Agreement and to explore ways and means [of] developing further economic
relations between both parties.

Article 8

This agreement shall come into force on the date of signature and shall remain
valid until 31st December 1995. Thereafter it shall be automatically extended each
time for a period of one year unless either of the Contracting Parties gives notice of
its intentions to terminate the agreement three months prior to its expiry.

Article 9

This Agreement is done in two original copies in English, both copies being
equally authentic.

DONE in Vilnius the fifth day of August one thousand nine hundred ninety-one.

On behalf of the Government On behalf of the Government
of the Republic of Lithuania: of the Republic of Iceland:

RAMUTIS GRIZAS SVEINN A. BJORNSSON
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[TRANSLATION - TRADUCTION]

ACCORD I DE COOP1tRATION JtCONOMIQUE ET COMMERCIALE
ENTRE LA REtPUBLIQUE DE LITUANIE ET LA RIfPUBLIQUE
D'ISLANDE

La R6publique de Lituanie et la R6publique d'Islande, ci-aprs d6nomm6es les
Hautes Parties contractantes,

Rappelant 1'expdrience fructueuse qu'elles ont tir6e de la cooperation 6cono-
mique entre la Lituanie et l'Lslande pr6vue par l'Accord de commerce de 19232 et
l'Accord de commerce et de navigation de 19303 entre la R6publique de Lituanie et
l'Islande,

Convaincues de la n6cessit6 de renouveler leurs relations conomiques confor-
m6ment aux principes de l'6galit6 des droits et de l'avantage mutuel,

Tenant pr~sentes A l'esprit les directives 6mises par la Confdrence de Bonn sur
la coop6ration 6conomique en Europe4 , organis6e par la CSCE,

Consid6rant que la promotion des relations economiques entre la Lituanie
et l'Islande facilitera la participation de la Lituanie A la communaut6 des Etats
europ6ens,

Sont convenus de ce qui suit:

Article premier

En ce qui concerne leurs besoins 6conomiques, les Hautes Parties contractan-
tes assureront et encourageront la coop6ration 6conomique dans tous les domaines
qui font l'objet du pr6sent Accord.

Les Hautes Parties contractantes rempliront 6galement les conditions n6ces-
saires A la poursuite des relations commerciales entre la R6publique de Lituanie et
la R6publique d'Islande.

Article 2

Les Hautes Parties contractantes s'accorderont le traitement de la nation la
plus favoris6e tel que le d6finit l'Accord g6n6ral sur les tarifs douaniers et le com-
merce5 et l'appliqueront A toutes les questions commerciales et autres qui font l'ob-
jet du pr6sent Accord.

Les Hautes Parties contractantes s'appliqueront mutuellement, par la voie
d'accords sp6ciaux, le traitement de la nation la plus favoris6e tel que le d6finit
l'Accord g6n6ral sur les tarifs douaniers et le commerce, dans d'autres domaines de
leur coop6ration mutuelle.

I Entrd en vigueur le 5 aoit 1991 par la signature, conformment l'article 8.
2 Soci td des Nations, Recueil des Traitis, vol. XX, p. 329.
3 Ibid., vol. CXIX, p. 403.
4 International Legal Materials, vol. XXIX, nO 4 (1990), p. 1054 (American Society of International Law) [anglais

seulement].
5 Nations Unies, Recueil des Traitds, vol. 55, p. 187.
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Article 3

Les Hautes Parties contractantes sont convenues que la coop6ration 6cono-
mique et technique, en vertu des dispositions du pr6sent Accord, s'dtendra :

a) A la pr6paration et A l'ex6cution de projets communs de recherche et d6ve-
loppement en matiire 6conomique et technique;

b) A la pr6paration et A l'6change de documentation technique et de proc6dds
technologiques et A la livraison de machines industrielles;

c) A la construction et A l'6quipement d'ouvrages;

d) A la formation de sp6cialistes;

e) Aux autres formes de coop6ration 6conomique et technique qui feront l'ob-
jet d'autres accords entre les Hautes Parties contractantes.

Article 4

Les Hautes Parties contractantes encourageront les soci6t6s et les citoyens de
la R~publique de Lituanie et de ]a R6publique d'Islande A conclure entre eux des
contrats et A les ex6cuter.

Les Hautes Parties contractantes encourageront 6galement la cr6ation de co-
entreprises lituano-islandaises.

Les Hautes Parties contractantes encourageront 6galement les investissements
des soci6t6s et citoyens lituaniens en R6publique d'Islande ainsi que les investisse-
ments des soci6t6s et citoyens islandais en Rdpublique de Lituanie.

Article 5

Les Hautes Parties contractantes, ddsireuses de cr6er les conditions n6ces-
saires A la conclusion et A l'ex6cution de contrats intergouvemementaux, s'engagent
, 6tudier ensemble ces conditions.

Article 6

Les Hautes Parties contractantes se conformeront de bonne foi aux disposi-
tions du pr6sent Accord.

Les Hautes Parties contractantes sont convenues que tous les diff6rends d6cou-
lant de l'interpr6tation ou de l'application des dispositions du pr6sent Accord seront
r6gl6s par consultations entre elles.

Article 7

1 est cr66 une Commission mixte qui a pour mission de surveiller la mise en
ceuvre du pr6sent Accord et de rechercher les moyens de d6velopper encore les
relations 6conomiques entre les deux Parties.

Article 8

Le pr6sent Accord entrera en vigueur A la date de sa signature et restera en
vigueur jusqu'au 31 d6cembre 1995. I1 sera ensuite automatiquement reconduit
chaque fois pour une dur6e d'un an, A moins que l'une ou l'autre des Parties con-
tractantes ne signifie son intention d'y mettre fin trois mois avant la date de son
expiration.
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Article 9

Le pr6sent Accord est r6dig6 en deux exemplaires originaux en langue anglaise,
les deux exemplaires faisant 6galement foi.

Fait A Vilnius le 5 aofit 1991.

Pour le Gouvernement
de la R6publique de Lituanie:

RAMUTIS GRIZAS

Pour le Gouvemement
de la Rdpublique d'Islande:

SVEINN A. BJORNSSON
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TRAITI

Les nrgociations qui avaient 6t6 entamres entre sa Majestd le Roi de Sardaigne
et Son Altesse S~rnissime le Prince de Monaco, par les bons offices du Gouverne-
ment de Sa Majest6 l'Empereur des Frangais et avec l'assentiment des autres Puis-
sances, en vue de mettre un terme A la situation anormale dans laquelle 6taient
placres, depuis 1848, les communes de Menton et de Roquebrune, se trouvant sans
objet et comme non avenues par suite de la rdunion du Comt6 de Nice A la France;

Sa Majest6 l'Empereur des Frangais et son Altesse Sr6nissime le Prince de
Monaco, animds du drsir de voir cesser un 6tat de choses aussi irrrgulier que con-
traire aux int~r&ts des populations, ont drcid6 de conclure un Trait6, A cet effet et ont
nomm6 pour leurs Pi6nipotentiaires, savoir:

Sa Majest6 l'Empereur des Franqais M. Prosper Faugre, Sous-Directeur des
Affaires politiques au Ddpartement des Affaires Etrang~res, officier de l'Ordre
Imprial de la Ldgion d'honneur; drcor6 de l'Ordre de Saint Marin, Commandeur
des Ordres de Saint Grdgoire-le-Grand, du Lion de Zoehringen de Bade, du Dane-
brog, de Saint Olaf de Su~de, des Saints Maurice et Lazare de Sardaigne et du
Niehan Iftikhar de Turquie, Grand Officier de l'Ordre du Lion et du Soleil de Perse,
etc., etc., etc.,

et Son Altesse S~rnissime le Prince de Monaco, M. le Comte Serge-Henri
d'Avigdor, Grand'Croix de l'Ordre 6questre de Saint Marin, Officier de l'Ordre
Imperial de la Lgion d'honneur, Grand Officier de l'Ordre du Sauveur de Grace et
de 1'Ordre du Lion et du Soleil de Perse, Commandeur de l'Ordre de Francois Ier
des Deux Siciles, de l'Ordre de St Louis de Parme et de l'Ordre de St Charles de
Monaco, Officier de l'Ordre Royal des Saints Maurice et Lazare de Sardaigne,
drcor6 de la mrdaille du mrrite de Saint Marin, etc., etc., etc.,

Lesquels, apr~s avoir 6chang6 leurs pleins-pouvoirs, trouvds en bonne et due
forme, sont convenus des stipulations suivantes:

Article Jer

Son Altesse Srr6nissime le Prince de Monaco renonce A perp~tuit6, tant pour
lui que pour ses successeurs, en faveur de Sa Majest6 l'Empereur des Frangais, '
tous ses droits directs ou indirects sur les Communes de Menton et de Roquebrune,
quelles que soient l'origine et ]a nature de ces droits, sauf la reserve mentionn6e dans
l'article 3 ci-dessous.

La ligne de d6marcation entre le territoire de l'Empire Franqais et celui de la
Principaut6 de Monaco sera tracre, le plus t6t possible, par une Commission mixte,
en consdquence de la disposition qui pr6c~de.

Article 2

La renonciation consentie en l'article prrcrdent est faite A Sa Majest6 l'Em-
pereur des Frangais moyennant une somme de quatre millions, qui sera payde A Son

I Entrd en vigueur le II fdvrier 1861 par I'change des instruments de ratification, qui a eu lieu A Paris, confor-
m6ment A I'article 9.
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Altesse Sdrnissime le Prince de Monaco, en num6raire, dans les quinze jours qui
suivront l'6change des Ratifications du present Trait6.

Article 3

Les proprirtrs particuliires appartenant A Son Altesse S6rnissime le Prince de
Monaco dans les communes de Menton et de Roquebrune, dont le Prince a 6t6
ddpossrd6 en 1848, et dont la designation sera fournie par Son Altesse S~rnissime,
ne sont pas comprises dans la renonciation mentionnre en i'article 1er ci-dessus.

Une Commission mixte sera chargre d'examiner et d'indiquer les mesures qu'il
conviendra de prendre pour assurer au Prince les b6n6fices de cette reserve, sans
pr6judice pour les droits que des tiers auraient A faire valoir. I1 est entendu que la
compdtence de cette Commission n'est nullement exclusive de celle des tribunaux,
s'il 6tait n6cessaire d'y recourir.

Article 4

Sa Majest6 l'Empereur des Frangais s'engage A accorder des pensions de
rrforme ou de retraite aux anciens fonctionnaires ou employrs au service du Prince
de Monaco dans les Communes de Menton et de Roquebrune et qui seront ddsignds
par Son Altesse Sdrnissime, jusqu'A concurrence d'une somme totale annuelle de
4 000 francs. Ces pensions s'6teindront par le drc~s des titulaires.

Article 5

Sa Majest6 l'Empereur des Franqais s'engage A entretenir en bon 6tat et A ses
frais, en l'6largissant et la rectifiant sur les points qui seront convenus entre les
administrations respectives, dans son parcours sur le territoire de Roquebrune, la
route d6jA construite qui, partant de celle de Nice A G~nes, dite de < La Corniche ,
aboutit A la ville de Monaco.

Le Prince de Monaco s'oblige A laisser construire et fonctionner sur le territoire
de la Principaut6, moyennant entente pr6alable entre les administrations respectives
en ce qui concerne les details d'exrcution, sans que le Prince soit tenu d'aucune
subvention ni garantie d'intdr&, la partie du chemin de fer qui serait construit de
Nice A G~nes et traverserait ledit territoire. De son c6t6, Sa Majest6 l'Empereur des
Frangais s'engage A dtablir, dans un drlai prochain, une route carrossable de Nice A
Monaco par le littoral; il est entendu que chacun des deux Gouvernements sup-
portera la ddpense de la portion de cette route affdrente A son territoire.

Article 6

Une union de douanes sera effectu6e entre l'Empire francais et la Principaut6
de Monaco.

Les conditions de cette union seront rdglres par un acte spdcial, de meme que
ce qui concerne la vente des poudres et des tabacs, le service des postes et des lignes
t6lrgraphiques et, en g6nrral, les relations de voisinage entre les deux Pays.

Article 7

Les sujets de Son Altesse S~rnissime le Prince de Monaco, originaires de
Menton et de Roquebrune ou actuellement domicilids dans ces Communes, qui
entendront conserver la nationalit6 de Monaco, jouiront pendant un an, A partir de
l'6change des Ratifications du prdsent Trait6, et moyennant une declaration faite A
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l'autorit6 comp6tente, de la facult6 de transporter leur domicile dans la Principaut6
et de s'y fixer; en ce cas, leur ancienne nationalitd leur sera maintenue.

Ils seront libres de conserver leurs immeubles situ6s sur le territoire de Menton
et de Roquebrune.

Article 8

Les habitants de ces deux Communes, actuellement au service du Prince de
Monaco, pourront continuer d'y rester sans perdre leur qualit6 de sujets franqais, A
la seule condition de d6clarer leur intention A cet 6gard A l'Agent Consulaire de Sa
Majestd Imp6riale A Monaco, dans le d6lai de trois mois, A compter de la ratification
du pr6sent Trait.

Article 9

Le pr6sent Trait6 sera ratifi6, et les Ratifications en seront 6chang6es A Paris,
dans le d6lai de dix jours.

EN FOI DE QUOI, les P16nipotentiaires respectifs soussign6s et y ont appos6 le
sceau de leurs armes.

FAIT en double exp6dition, A Paris, le deux f6vrier de l'an de grace mil huit cent
soixante-et-un.

PROSPER FAUGERE SERGE-HENRI D'AvIGDOR
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ARTICLES SECRETS

Article Jer

Son Altesse S~rnissime le Prince de Monaco s'engage envers Sa Majest6 l'Em-
pereur des Frangais, tant pour lui que pour ses successeurs, A ne point alidner sa
Principaut6, soit en totalit6, soit en partie, en faveur d'aucune Puissance autre que la
France.

Article 2

Son Altesse S&r6nissime, considrrant qu'il rdsulte, tant des communications
qui ont 6t6 6chang6es entre les autorit6s Sardes et le Gouverneur g6n6ral de la
Principaut6 de Monaco, que du retrait de la garnison Sarde, que le Gouverneur du
Roi Victor-Emmanuel a abandonn6 le protectorat qu'il exergait sur la Principautd,
d6clare avoir 6galement renonc6 audit protectorat pour elle et ses successeurs.

Son Altesse S6r6nissime le Prince de Monaco s'engage, en outre, tant pour lui
que pour ses successeurs, A ne rechercher ni accepter le protectorat d'aucune Puis-
sance autre que la France.

Article 3

Les dispositions qui pr&c dent sont consid6r6es par Sa Majest6 I'Empereur des
Frangais et par Son Altesse S6rdnissime le Prince de Monaco comme formant le
compl6ment essentiel du trait6 sign6 par leurs Pl6nipotentiaires respectifs, en date
de ce jour; elles auront, en consdquence, la m~me force et valeur que si elles 6taient
ins6r6es dans ledit Trait.

Elles seront Agalement ratifi6es et les Ratifications en seront 6chang6es A Paris
dans le d6lai de dix jours.

Paris, le deux f6vrier mil huit cent soixante-et-un.

PROSPER FAUGERE SERGE-HENRI D'AvIGDOR
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[TRANSLATION - TRADUCTION]

TREATY'

The negotiations which had been undertaken between His Majesty the King of
Sardinia and His Serene Highness the Prince of Monaco, by the good offices of the
Government of His Majesty the Emperor of the French and with the assent of the
other Powers, with a view to correcting the abnormal situation in which the town-
ships of Menton and Roquebrune had been since 1848, having been rendered null
and void by the reunification of the county of Nice with France;

His Majesty the Emperor of the French and His Serene Highness the Prince of
Monaco, desiring to end a state of affairs which is as irregular as it is contrary to the
interests of the populations concerned, have decided to conclude a treaty to that
effect, and have appointed as their plenipotentiaries:

His Majesty the Emperor of the French: Mr. Prosper Faug;re, Deputy Director
of Political Affairs of the Department of Foreign Affairs, Officer of the Imperial
Order of the Legion of Honour, decorated by the Order of San Marino, Commander
of the Orders of Saint Gregory the Great, the Lion of Zoehringen of Baden, Dane-
brog, Saint Olaf of Sweden, Saints Maurice and Lazarus of Sardinia and Niehan
Iftikhar of Turkey, Grand Officer of the Order of the Lion and of the Sun of Persia,
etc., etc., etc.,

His Serene Highness the Prince of Monaco: Count Serge-Henri d'Avigdor,
Grand Cross of the Equestrian Order of San Marino, Officer of the Imperial Order
of the Legion of Honour, Grand Officer of the Order of the Saviour of Greece and
the Order of the Lion and of the Sun of Persia, Commander of the Order of Francis I
of the Two Sicilies, the Order of Saint Louis of Parma and the Order of Saint Charles
of Monaco, Officer of the Royal Order of Saints Maurice and Lazarus of Sardinia,
decorated with the medal of merit of San Marino, etc., etc., etc.,

Who, having exchanged their full powers, found in good and due form, have
agreed on the following provisions:

Article I

His Serene Highness the Prince of Monaco relinquishes forever, on behalf of
himself and his successors, to His Majesty the Emperor of the French, all of his
direct and indirect rights to the townships of Menton and Roquebrune, whatsoever
the origin or nature of those rights, with the exception of the reservation mentioned
in article 3 below.

The line of demarcation between the territory of the French Empire and that of
the Principality of Monaco shall be drawn, as soon as possible, by a Joint Commis-
sion, pursuant to the preceding provision.

I Came into force on I I February 1861 by the exchange of the instruments of ratification, which took place at Paris,

in accordance with article 9.
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Article 2

The rights referred to in the preceding article are relinquished to His Majesty
the Emperor of the French in exchange for the sum of 4 million, which shall be paid
in cash to His Serene Highness the Prince of Monaco within 15 days after the
exchange of the instruments of ratification of this Treaty.

Article 3

The private property belonging to His Serene Highness the Prince of Monaco
in the townships of Menton and Roquebrune, of which the Prince was dispossessed
in 1848 and which shall be designated by His Serene Highness, shall not be included
in the relinquishment mentioned in article 1 above.

A Joint Commission shall be responsible for considering and indicating the
measures that should be taken to ensure that the Prince enjoys the benefits of this
reservation, without prejudice to the claims of third parties. It is understood that the
competence of this Commission shall in no way preclude that of the courts, should
it become necessary to resort to the latter.

Article 4

His Majesty the Emperor of the French undertakes to grant discharge or retire-
ment pensions to former officials or employees in the service of the Prince of Mon-
aco in the townships of Menton and Roquebrune, who shall be designated by His
Serene Highness, up to a total annual sum of 4,000 francs. These pensions shall
cease upon the death of the recipients.

Article 5

His Majesty the Emperor of the French undertakes to maintain in good condi-
tion, at his expense, and to widen and straighten at points to be agreed upon between
the respective administrations, in the section of it that crosses the territory of Ro-
quebrune, the existing road which begins at the road between Nice and Genoa,
known as "La Corniche", and ends at the city of Monaco.

The Prince of Monaco undertakes to permit the construction and operation, in
the territory of the Principality, of the part of the railway to be built from Nice to
Genoa that crosses that territory, once an agreement is reached between the respec-
tive administrations concerning the details of execution; the Prince shall not be
obliged to provide any grant or guaranteed interest. For his part, His Majesty the
Emperor of the French undertakes to build, in the near future, a road suitable for
vehicular traffic between Nice and Monaco along the coast; it is understood that
each of the two Governments shall bear the costs of the section of this road that
crosses its territory.

Article 6

A customs union shall be created between the French Empire and the Princi-
pality of Monaco.

The conditions of this union shall be settled by means of a special act, which
shall also address the sale of powder and tobacco, the postal and telegraphic services
and, in general, the relations of neighbourship between the two countries.
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Article 7

Subjects of His Serene Highness the Prince of Monaco who were born in Men-
ton or Roquebrune or who are currently residing in those townships and who intend
to retain the nationality of Monaco shall, for one year from the exchange of the
instruments of ratification of this Treaty, have the option of transferring their resi-
dence to the Principality and establishing themselves there, on condition that they
so inform the competent authority; in such case, they shall retain their former na-
tionality.

They shall be free to keep their immovable property situated in the territory of
Menton and Roquebrune.

Article 8

Inhabitants of these two townships who are currently in the service of the
Prince of Monaco may continue as such without losing their status as French sub-
jects, on the sole condition that they inform the Consular Agent of His Imperial
Majesty in Monaco of their intention in this regard within three months following the
ratification of this Treaty.

Article 9

This Treaty shall be ratified, and the instruments of ratification shall be
exchanged at Paris, within 10 days.

IN WITNESS WHEREOF, the respective plenipotentiaries have signed this Treaty
and have affixed hereto the seal of their coats of arms.

DONE in duplicate at Paris on 2 February 1861.

PROSPER FAUGPRE SERGE-HENRI D'AVIGDOR

Vol. 1775. 11-1085
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SECRET ARTICLES

Article 1
His Serene Highness the Prince of Monaco promises His Majesty the Emperor

of the French, on behalf of himself and his successors, not to cede the Principality,
in whole or in part, to any Power other than France.

Article 2
Considering that the communications exchanged between the Sardinian

authorities and the Governor-General of the Principality of Monaco, and the with-
drawal of the Sardinian garrison, indicate that the Government of King Victor-Em-
manuel has abandoned the protectorate which it exercised over the Principality, His
Serene Highness declares that he has also renounced the said protectorate on behalf
of himself and his successors.

His Serene Highness the Prince of Monaco further pledges, on behalf of himself
and his successors, not to seek or accept the protectorate of any Power other than
France.

Article 3

His Majesty the Emperor of the French and His Serene Highness the Prince of
Monaco consider that the preceding provisions form an essential complement to the
Treaty signed by their respective plenipotentiaries on today's date; therefore, the
said provisions shall have the same force and validity as if they had been inserted
into the said Treaty.

They shall also be ratified and the instruments of ratification shall be exchanged
at Paris within 10 days.

Paris, 2 February 1861.

PROSPER FAUGhRE SERGE-HENRI D'AvIGDOR
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ANNEX A

No. 221. CONSTITUTION OF THE WORLD HEALTH ORGANIZATION. SIGNED
AT NEW YORK, ON 22 JULY 1946'

ACCEPTANCES of the above-mentioned Constitution and of the amendments to articles 24
and 25 of the Constitution, adopted by the Twelfth, Twentieth and Twenty-ninth ses-
sions of the World Health Assembly, and to articles 34 and 55, adopted by the Twenty-
sixth session of the World Health Assembly

Instrument deposited on:

5 May 1994

NIUE

(With effect from 5 May 1994.)

Registered ex officio on 5 May 1994.

Instrument deposited on:

9 May 1994

NAURU

(With effect from 9 May 1994.)

Registered ex officio on 9 May 1994.

' United Nations, Treaty Series, vol. 14, p. 185; for the texts of the amendments, see vol. 377, p. 380; vol. 970, p. 360;
vol. 1035, p. 315, and vol. 1347, p. 289; for other subsequent actions, see references in Cumulative Indexes Nos. I to 10,
and 12 to 21, as well as annex A in volumes 1268, 1302, 1308, 1331, 1347, 1350, 1356, 1358, 1364, 1365, 1380, 1381, 1389,
1392, 1398, 1411, 1564, 1576,1639, 1647,1655, 1656,1672, 1673, 1675, 1677,1679,1685, 1688, 1691, 1704, 1709, 1720, 1722
and 1727.
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ANNEXEA

No 221. CONSTITUTION DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANT.
SIGN1tE A NEW YORK, LE 22 JUILLET 1946'

ACCEPTATIONS de la Constitution susmentionn6e et des amendements aux articles 24
et 25 de la Constitution, adopt6s par les Douzi~me, Vingti~me et Vingt-neuvi~me ses-
sions de I'Assembl6e mondiale de la sant6, et aux articles 34 et 55 adopt6s par la Vingt-
sixi~me session de I'Assembl6e mondiale de la sant6

Instrument doposg le:

5 mai 1994

Nioug

(Avec effet au 5 mai 1994.)

Enregistrd d'office le 5 mai 1994.

Instrument ddposd le:

9 mai 1994

NAURU

(Avec effet au 9 mai 1994.)

Enregistrd d'office le 9 mai 1994.

'Nations UniesRecueil des Traitds, vol. 14, p. 185; pour lestextes des amendements voir vol. 377, p. 381; vol. 970,
p. 360; vol. 1035, p. 315, et vol. 1347, p. 289; pour d'autres faits ult~rieurs, voir les r~fdrences donndes dans les Index
cumulatifs n1O 1 I 10, et 12 A 21, ainsi que rannexe A des volumes 1268, 1302, 1308, 1331, 1347, 1350, 1356, 1358, 1364,
1365, 1380,1381, 1389, 1392,1398,1411, 1564, 1576,1639, 1647,1655, 1656,1672,1673,1675,1677,1679, 1685, 1688, 1691,
1704, 1709, 1720, 1722 et 1727.
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No. 814. GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE AND AGREEMENTS
CONCLUDED UNDER THE AUSPICES OF THE CONTRACTING PARTIES
THERETO I

I. (b) GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE. SIGNED AT GENEVA, ON 30 Oc-
TOBER 19472

I. (c) PROTOCOL OF PROVISIONAL APPLICATION OF THE GENERAL AGREEMENT ON

TARIFFS AND TRADE. SIGNED AT GENEVA, ON 30 OCTOBER 19473

II. (c) PROTOCOL MODIFYING CERTAIN PROVISIONS OF THE GENERAL AGREEMENT ON
TARIFFS AND TRADE. SIGNED AT HAVANA, ON 24 MARCH 19484

II. (d) SPECIAL PROTOCOL MODIFYING ARTICLE XIV OF THE GENERAL AGREEMENT ON
TARIFFS AND TRADE. SIGNED AT HAVANA, ON 24 MARCH 19485

SUCCESSIONS

Notifications addressed to the Director-General to the Contracting Parties to the Gen-
eral Agreement on Tariffs and Trade on:

17 March 1994

GUINEA BISSAU

(With effect from 10 September 1974, the date of the succession of State.)

United Nations, Treaty Series, vol. 55, p. 187; for subsequent actions, see references in Cumulative Indexes Nos. I
to 21, as well as annex A in volumes 1263, 1281, 1283, 1321, 1323, 1324, 1329, 1332, 1338, 1441, 1444, 1459, 1482, 1491,
1511, 1599, 1602/1603, 1604, 1607, 1608, 1609, 1610/1611, 1612, 1613, 1614/1615, 1616/1617, 1618, 1619, 1620, 1621, 1622,
1623, 1624, 1625, 1626/1627, 1628, 1629, 1630/1631, 1632/1633, 1634/1635, 1636, 1637, 1645, 1656, 1665, 1692, 1713, 1714,
1719, 1720, 1723, 1725, 1729, 1749, 1753, 1762 and 1772.

2 Ibid.; for subsequent actions, see references in Cumulative Indexes Nos. 1, 2, 10, 12 to 14, and 16 to 18, as well as
annex A in volumes 1263, 1324,1338, 1444,1459, 1482,1491, 1602/1603,1692,1713, 1714,1723,1725, 1753, 1762 and 1772.

3 Ibid.; for subsequent actions, see references in Cumulative Indexes Nos. 3, 5, 12, 14,16 and 18, as well as annex A
in volumes 1263, 1324, 1338, 1444, 1459, 1482, 1491, 1602/1603, 1692, 1713, 1714, 1723, 1725, 1753, 1762 and 1772.

4 Ibid., vol. 62, p. 30; for subsequent actions, see references in Cumulative Indexes Nos. 1, 3 to 6, 12, 14, 16 and 18,
as well as annex A in volumes 1263, 1324, 1338.1444,1459,1482,1491, 1602/1603,1692,1713,1714,1723, 1725, 1753,1762
and 1772.

5 Ibid., p. 40; for subsequent actions, see references in Cumulative Indexes Nos. 3 to 6, 12, 14, 16 and 18, as well as
annex A in volumes 1263,1324,1338, 1444,1459, 1482,1491, 1602/1603, 1692, 1713,1714, 1723,1725, 1753, 1762 and 1772.

Vol. 1775. A-814
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No 814. ACCORD GtNARAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE
ET ACCORDS CONCLUS SOUS LES AUSPICES DES PARTIES CONTRAC-
TANTES A CE DERNIERI

I. b) ACCORD GENERAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE. SIGNE
GENLVE, LE 30 OCTOBRE 19472

I. c) PROTOCOLE PORTANT APPLICATION PROVISOIRE DE L'AcCORD GENERAL SUR LES
TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE. SIGN9 A, GENiVE, LE 30 OCTOBRE 19473

II. c) PROTOCOLE PORTANT MODIFICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DE L'ACCORD
GENERAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE. SIGNE A LA HAVANE, LE
24 MARS 19484

II. d) PROTOCOLE PORTANT MODIFICATION DE L'ARTICLE XIV DE L'AcCORD GENERAL
SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE. SIGNE A LA HAVANE, LE 24 MARS 19485

SUCCESSIONS
Notifications adressdes au Directeur ginral des Parties contractantes a I'Accord

gdneral sur les tarifs douaniers et le commerce le:

17 mars 1994

GuINgE-BISSAU

(Avec effet au 10 septembre 1974, date de la succession d'Etat.)

'Nations Unies, Recueil des Traitds, vol. 55, p. 187; pour les faits ulterieurs, voir les r6fdrences donn6es dans les
Index cumulatifs nOs I A 21, ainsi que I'annexe A des volumes 1263, 1281, 1283, 1321, 1323, 1324, 1329, 1332, 1338, 1441,
1444, 1459, 1482, 1491, 1511, 1599, 1602/1603, 1604,1607, 1608, 1609, 1610/1611, 1612, 1613, 1614/1615, 1616/1617, 1618,
1619, 1620, 1621, 1622, 1623, 1624, 1625, 1626/1627, 1628, 1629, 1630/1631, 1632/1633, 1634/1635, 1636, 1637, 1645, 1656,
1665, 1692, 1713, 1714, 1719, 1720, 1723, 1725, 1729, 1749, 1753, 1762et 1772.

2 Ibid.; pour les faits ult6rieurs, voir les r6frences donn6es dans les Index cumulatifs n
s 

1, 2, 10, 12 A 14, et 16 A 18,
ainsi que l'annexe A des volumes 1263, 1324, 1338, 1444, 1459, 1482, 1491, 1602/1603, 1692,1713, 1714, 1723, 1725, 1753,
1762 et 1772.

3 Ibid.; pour les faits ult6rieurs, voir les rdf6rences donndes dans les Index cumulatifs nOs 3, 5, 12, 14, 16 et 18, ainsi
que I'annexe A des volumes 1263, 1324. 1338, 1444, 1459, 1482, 1491, 1602/1603, 1692, 1713,1714, 1723, 1725, 1753, 1762
et 1772.

4 Ibid., vol. 62, p. 31; pour les faits ultdrieurs, voir les r6ferences donn6es dans les Index cumulatifs n~s 1, 3 A 6, 12,
14, I6et 18, ainsi que I'annexeA des volumes 1263, 1324, 1338, 1444,1459, 1482,1491, 1602/1603, 1692, 1713, 1714, 1723,
1725, 1753, 1762 et 1772.

5 Ibid., p. 41; pour les faits ultdrieurs, voirles r6fdrences donn6es dans les Index cumulatifs n s 
3 A 6, 12, 14, l6et 18,

ainsi que I'annexe A des volumes 1263, 1324, 1338, 1444, 1459, 1482, 1491, 1602/1603, 1692, 1713, 1714, 1723, 1725, 1753,
1762 et 1772.
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24 March 1994

SAINT KITTS AND NEVIS

(With effect from 19 September 1983, the date of the succession of State.)

29 March 1994

LIECHTENSTEIN

(With effect from 29 March 1994. With communication.)

[TRANSLATION - TRADUCTION] 1

... the Principality of Liechtenstein has the honour to confirm that it enjoys full auton-
omy in the conduct of its external commercial relations and to inform you that it wishes to
be deemed a contracting party to the General Agreement pursuant to the provisions of Arti-
cle XXVI:5(c) thereof.

This communication has no effect upon the customs union treaty concluded between
the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein.

7 April 1994

QATAR

(With effect from 3 September 1971, the date of the succession of State.)

8 April 1994

ANGOLA

(With effect from 11 November 1975, the date of the succession of State.)

Registered ex officio on 29 April 1994.

1 Translation supplied by the WVorld Trade Organization - Traduction fournie par rOrganisation Mondiale du

Commerce.

Vol. 1775, A-814
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24 mars 1994

SAINT-KITTS-ET-NEVIS

(Avec effet au 19 septembre 1983, date de la succession d'Etat.)

29 mars 1994

LIECHTENSTEIN

(Avec effet au 29 mars 1994. Avec communication.)

<<... la Principaut6 de Liechtenstein a l'honneur de vous confirmer qu'elle jouit d'une
complete autonomie dans la conduite de ses relations commerciales extdrieures et de vous
informer qu'elle d6sire 8tre r6putde partie contractante du GATT en vertu des dispositions
du paragraphe 5 c de l'article XXVI de l'Accord gdn6ral sur les tarifs douaniers et le com-
merce.

La pr6sente communication n'a aucune incidence sur le trait6 d'union douani~re conclu
entre la Conf6d6ration suisse et la Principaut6 de Liechtenstein. >>

7 avril 1994

QATAR

(Avec effet au 3 septembre 1971, date de la succession d'Etat.)

8 avril 1994

ANGOLA

(Avec effet au 11 novembre 1975, date de la succession d'Etat.)

Enregistrg d'office le 29 avril 1994.

Vol. 1775, A-814
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II. (e) SPECIAL PROTOCOL RELATING TO ARTICLE XXIV OF THE GENERAL AGREEMENT
ON TARIFFS AND TRADE.' SIGNED AT HAVANA, ON 24 MARCH 19482

III. (c) PROTOCOL MODIFYING PART II AND ARTICLE XXVI OF THE GENERAL AGREE-
MENT ON TARIFFS AND TRADE. SIGNED AT GENEVA, ON 14 SEPTEMBER 19483

III. (d) PROTOCOL MODIFYING PART I AND ARTICLE XXIX OF THE GENERAL AGREE-
MENT ON TARIFFS AND TRADE. SIGNED AT GENEVA, ON 14 SEPTEMBER 19484

IV. (a) PROTOCOL MODIFYING ARTICLE XXVI OF THE GENERAL AGREEMENT ON
TARIFFS AND TRADE. SIGNED AT ANNECY, ON 13 AUGUST 19495

SUCCESSIONS
Notifications addressed to the Director-General to the Contracting Parties to the Gen-

eral Agreement on Tariffs and Trade on:

17 March 1994

GUINEA BISSAU

(With effect from 10 September 1974, the date of the succession of State.)

24 March 1994

SAINT KITTS AND NEVIS

(With effect from 19 September 1983, the date of the succession of State.)

I United Nations, Treaty Series, vol. 55, p. 187; for subsequent actions, see references in Cumulative Indexes
Nos. 1, 2, 10, 12 to 14, and 16 to 18, as well as annex A in volumes 1263, 1324, 1338, 1444, 1459, 1482, 1491, 1602/1603,
1692, 1713, 1714, 1723, 1725, 1753, 1762 and 1772.

2 Ibid., vol. 62, p. 56; for subsequent actions, see references in Cumulative Indexes Nos. 1 to 6, 12, 14, 16 and 18, as
well as annex A in volumes 1263, 1324, 1338, 1444, 1459, 1482, 1491, 1602/1603, 1692, 1713, 1714, 1723, 1725, 1753, 1762
and 1772.

3 Ibid., p. 80; for subsequent actions, see references in Cumulative Indexes Nos. 1, 3 to 6, 12, 14, 16 and 18, as well
as annex A in volumes 1263, 1324, 1338, 1444, 1459, 1482, 1491, 1602/1603, 1692, 1713, 1714, 1723, 1725, 1753, 1762
and 1772.

4 Ibid., vol. 138, p. 334; for subsequent actions, see references in Cumulative Indexes Nos. 3 to 6, 12, 14, 16 and 18,
as well as annex A in volumes 1263,1324, 1338, 1444, 1459, 1482, 1491, 160211603,1692, 1713,1714,1723, 1725, 1753,1762
and 1772.

5 Ibid., vol. 62, p. 113; for subsequent actions, see references in Cumulative Indexes Nos. I to 6, 12, 14, 16 and 18, as
well as annex A in volumes 1263, 1324, 1338, 1444, 1459, 1482, 1491, 1602/1603, 1692, 1713, 1714, 1723, 1725, 1753, 1762
and 1772.
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II. e) PROTOCOLE PORTANT MODIFICATION DE L'ARTICLE XXIV DE L'ACCORD

GgNgRAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE'. SIGN9 A. LA HAVANE, LE

24 MARS 19482

III. c) PROTOCOLE PORTANT MODIFICATION DE LA PARTIE II ET DE L'ARTICLE XXVI DE

L'ACCORD GIENERAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE. SIGN9 A GENEVE,

LE 14 SEPTEMBRE 19483

III. d) PROTOCOLE PORTANT MODIFICATION DE LA PARTIE I ET DE L'ARTICLE XXIX DE

L'AcCORD GENERAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE. SIGN9 X GENtVE,

LE 14 SEPTEMBRE 19484

IV. a) PROTOCOLE PORTANT MODIFICATION DE L'ARTICLE XXVI DE L'ACCORD

GENgRAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE. SIGN9 A ANNECY, LE 13 AOT
19495

SUCCESSIONS

Notifications adressdes au Directeur gendral des Parties contractantes at l'Accord
giniral sur les tarifs douaniers et le commerce le:

17 mars 1994

GUIN9E-BISSAU

(Avec effet au 10 septembre 1974, date de la succession d'Etat.)

24 mars 1994

SAINT-KITTS-ET-NEVIS

(Avec effet au 19 septembre 1983, date de la succession d'Etat.)

I Nations Unies, Recueil des Tratds, vol. 55, p. 187; pour les faits ultdrieurs, voir les r6f6rences donndes dans les

Index cumulatifs nos 1,2, 10,128 14,et 16A 18, ainsi que l'annexe Ades volumes 1263,1324,1338,1444,1459, 1482, 1491,
1602/1603, 1692, 1713, 1714, 1723, 1725, 1753, 1762 et 1772.

2 Ibid., vol. 62, p. 57; pour les faits ultdrieurs, voir les r6fdrences donn6es dans les Index cumulatifs nOS 1 A 6, 12, 14,
16 et 18, ainsi que I'armexe A des volumes 1263, 1324, 1338, 1444, 1459, 1482, 1491, 1602/1603, 1692, 1713, 1714, 1723,
1725, 1753, 1762 et 1772.

3 Ibid., p. 81; pour les faits ultdrieurs, voir les r6fdrences donn6es dans les Index cumulatifs nos 1, 3 8 6, 12, 14, 16
et 18, ainsi que I'annexe A des volumes 1263, 1324, 1338, 1444, 1459, 1482, 1491, 1602/1603, 1692, 1713, 1714, 1723, 1725,
1753, 1762 et 1772.

4 Ibid., vol. 138, p. 335; pour les faits ultdrieurs, voir les r6fdrences donn6es dans les Index cumulatifs nos 3 8 6, 12,
14, 16 et 18, ainsi que l'annexe A des volumes 1263, 1324, 1338, 1444, 1459, 1482, 1491, 1602/1603, 1692, 1713, 1714, 1723,
1725, 1753, 1762 et 1772.

5 Ibid., vol. 62, p. 113; pour les faits ultdrieurs, voir les r6f6rences donndes dans les Index cumulatifs nOs 1 A 6, 12, 14,
16 et 18, ainsi que I'annexe A des volumes 1263, 1324, 1338, 1444, 1459, 1482, 1491, 1602/1603, 1692, 1713, 1714, 1723,
1725, 1753, 1762 et 1772.

Vol. 1775. A-814
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29 March 1994

LIECHTENSTEIN

(With effect from 29 March 1994.)

7 April 1994

QATAR

(With effect from 3 September 1971, the date of the succession of State.)

8 April 1994

ANGOLA

(With effect from 11 November 1975, the date of the succession of State.)

Registered ex officio on 29 April 1994.

Vol. 1775. A-814
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29 mars 1994

LIECHTENSTEIN

(Avec effet au 29 mars 1994.)

7 avril 1994

QATAR

(Avec effet au 3 septembre 1971, date de la succession d'Etat.)

8 avril 1994

ANGOLA

(Avec effet au 11 novembre 1975, date de la succession d'Etat.)

Enregistrd d'office le 29 avril 1994.

Vol 1775, A-814
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IV. (c) THIRD PROTOCOL OF RECTIFICATIONS TO THE GENERAL AGREEMENT ON
TARIFFS AND TRADE.) SIGNED AT ANNECY, ON 13 AUGUST 19492

IX. FOURTH PROTOCOL OF RECTIFICATIONS TO THE GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS

AND TRADE. SIGNED AT GENEVA, ON 3 APRIL 19503

X. FIFTH PROTOCOL OF RECTIFICATIONS TO THE GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS
AND TRADE. DONE AT TORQUAY, ON 16 DECEMBER 19504

XIX. PROTOCOL OF RECTIFICATION TO THE FRENCH TEXT OF THE GENERAL AGREE-
MENT ON TARIFFS AND TRADE. DONE AT GENEVA, ON 15 JUNE 19555

SUCCESSIONS

Notifications addressed to the Director-General to the Contracting Parties to the Gen-
eral Agreement on Tariffs and Trade on:

17 March 1994

GUINEA BISSAU

(With effect from 10 September 1974, the date of the succession of State.)

24 March 1994

SAINT KITTS AND NEVIS

(With effect from 19 September 1983, the date of the succession of State.)

I United Nations, Treaty Series, vol. 55, p. 187; for subsequent actions, see references in Cumulative Indexes

Nos. 1, 2, 10, 12 to 14, and 16 to 18, as well as annex A in volumes 1263, 1324, 1338, 1444, 1459, 1482, 1491, 1602/1603,
1692, 1713, 1714, 1723, 1725, 1753, 1762 and 1772.

2 Ibid., vol. 107, p. 311; for subsequent actions, see references in Cumulative Indexes Nos. 3 to 6, 12, 14, 16 and 18,
as well as annex A in volumes 1263, 1324,1338,1444,1459, 1482, 1491,1602/1603,1692,1713,1714,1723,1725, 1753,1762
and 1772.

3 Ibid., vol. 138, p. 398; for subsequent actions, see references in Cumulative Indexes Nos. 3 to 6, 12, 14, 16 and 18,
as well as annex A in volumes 1263, 1324,1338,1444,1459,1482, 1491, 1602/1603,1692,1713,1714,1723,1725,1753,1762
and 1772.

4 Ibid., vol. 167, p. 265; for subsequent actions, see references in Cumulative Indexes Nos. 3 to 6, 12, 14, 16 and 18,
as well as annex A in volumes 1263, 1324, 1338, 1444,1459,1482, 1491, 1602/1603, 1692,1713,1714, 1723,1725, 1753,1762
and 1772.

5 Ibid., vol. 253, p. 316; for subsequent actions, see references in Cumulative Indexes Nos. 3 to 8, 10, 12, 14 and 18,
as well asannex A in volumes 1263, 1324,1338,1444, 1459,1482,1491, 1602/1603, 1692, 1713, 1714, 1723,1725, 1753,1762
and 1772.

Vol 1775, A-814
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IV. c) TROISI ME PROTOCOLE DE RECTIFICATIONS DE L'ACCORD GENE-RAL SUR LES
TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE'. SIGNI A ANNECY, LE 13 AOOT 19492

IX. QUATRIhME PROTOCOLE DE RECTIFICATIONS DE L'ACCORD GENERAL SUR LES
TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE. SIGNt A GENhVE, LE 3 AVRIL 19503

X. CINQUIEME PROTOCOLE DE RECTIFICATIONS DE L'ACCORD G9N9RAL SUR LES TARIFS
DOUANIERS ET LE COMMERCE. FAIT A TORQUAY, LE 16 D9CEMBRE 19504

XIX. PROTOCOLE DE RECTIFICATION DU TEXTE FRANIAIS DE L'ACCORD GENERAL SUR
LES TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE. FAIT A GENtVE, LE 15 JUIN 19555

SUCCESSIONS
Notifications adressies au Directeur gndral des Parties contractantes a I'Accord

giniral sur les tarifs douaniers et le commerce le:

17 mars 1994

GUIN9E-BISSAU

(Avec effet au 10 septembre 1974, date de la succession d'Etat.)

24 mars 1994

SAINT-KITTS-ET-NEvIS

(Avec effet au 19 septembre 1983, date de la succession d'Etat.)

Nations Unies, Recueil des Traitds, vol. 55, p. 187; pour les faits ultdrieurs, voir les r6fdrences donn6es dans les

Index cumulatifs nos 1,2,10, 12A 14,et 16A 18, ainsi quel'annexeA des volumes 1263,1324,1338,1444,1459,1482, 1491,
1602/1603, 1692, 1713, 1714, 1723, 1725, 1753, 1762et 1772.

2 Ibid., vol. 107, p. 311; pour les faits ult6rieurs, voir les r6fOrences donndes dans les Index cumulatifs nos 
3 a 6, 12,

14, 16 et 18, ainsi que 'annexe A des volumes 1263, 1324,1338,1444, 1459,1482, 1491, 16021603, 1692, 1713, 1714, 1723,
1725, 1753, 1762 et 1772.

3 Ibid., vol. 138, p. 398; pour les faits ult6rieurs, voir les r6fdrences donn6es dans les Index cumulatifs nos 
3 b 6, 12,

14, 16 et 18, ainsi que I'annexe A des volumes 1263, 1324, 1338,1444, 1459, 1482,1491, 1602/1603, 1692, 1713, 1714, 1723,
1725, 1753, 1762 et 1772.

4 Ibid., vol. 167, p. 265; pour les faits ult~rieurs, voir les rdf~rences donn~es dans les Index cumulatifs no
s 

3 A 6, 12,
14, 16et 18, ainsi que r'annexe A des volumes 1263, 1324, 1338,1444, 1459, 1482, 1491, 1602/1603, 1692, 1713, 1714, 1723,
1725, 1753, 1762 et 1772.

5 Ibid., vol. 253, p. 316; pour les fails ultbrieurs, voir les r6fdrences donnges dans les Index cumulatifs nos 
3 A 8, 10,

12, 14 et 18, ainsi que l'annexe A des volumes 1263, 1324, 1338, 1444, 1459, 1482, 1491, 160211603, 1692, 1713, 1714, 1723.
1725, 1753, 1762 et 1772.

Vol. 1775. A-814
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29 March 1994

LIECHTENSTEIN

(With effect from 29 March 1994.)

7 April 1994

QATAR

(With effect from 3 September 1971, the date of the succession of State.)

8 April 1994

ANGOLA

(With effect from 11 November 1975, the date of the succession of State.)

Registered ex officio on 29 April 1994.

Vol. 1775, A-814
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29 mars 1994
LIECHTENSTEIN

(Avec effet au 29 mars 1994.)

7 avril 1994
QATAR

(Avec effet au 3 septembre 1971, date de la succession d'Etat.)

8 avril 1994
ANGOLA

(Avec effet au 11 novembre 1975, date de la succession d'Etat.)
Enregistri d'office le 29 avril 1994.

Vol. 1775, A-814
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XXI. PROTOCOL AMENDING THE PREAMBLE AND PARTS II AND III OF THE GENERAL
AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE.' DONE AT GENEVA, ON 10 MARCH 19552

XXII. PROCES-VERBAL OF RECTIFICATION CONCERNING THE PROTOCOL AMENDING
PART I AND ARTICLES XXIX AND XXX OF THE GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS

AND TRADE, THE PROTOCOL AMENDING THE PREAMBLE AND PARTS II AND III OF THE
GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE AND THE PROTOCOL OF ORGANIZA-

TIONAL AMENDMENTS TO THE GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE. DONE

AT GENEVA, ON 3 DECEMBER 19553

XXVII. FOURTH PROTOCOL OF RECTIFICATIONS AND MODIFICATIONS TO THE ANNEXES

AND TO THE TEXTS OF THE SCHEDULES TO THE GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS
AND TRADE. DONE AT GENEVA, ON 7 MARCH 19554

LI. PROTOCOL AMENDING THE GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE TO

INTRODUCE A PART IV ON TRADE AND DEVELOPMENT. DONE AT GENEVA, ON 8 FEB-
RUARY 19655

SUCCESSIONS

Notifications addressed to the Director-General to the Contracting Parties to the Gen-
eral Agreement on Tariffs and Trade on:

17 March 1994

GUINEA BISSAU

(With effect from 10 September 1974, the date of the succession of State.)

I United Nations, Treaty Series, vol. 55, p. 187; for subsequent actions, see references in Cumulative Indexes

Nos. 1, 2, 10, 12 to 14 and, 16 to 18, as well as annex A in volumes 1263, 1324, 1338, 1444, 1459, 1482, 1491, 1602/1603,
1692, 1713, 1714, 1723, 1725, 1753, 1762 and 1772.

2 Ibid., vol. 278, p. 168; for subsequent actions, see references in Cumulative Indexes Nos. 3 to 8, 10, 12, 14 and 18,
as well as annex A in volumes 1263,1324, 1338, 1444, 1459, 1482, 1491, 1602/1603, 1692, 1713, 1714, 1723, 1725, 1753, 1762
and 1772.

3 Ibid., p. 246; for subsequent actions, see references in Cumulative Indexes Nos. 3 to 8, 10, 12, 14 and 18, as well as
annex A in volumes 1263, 1324, 1338, 1444, 1459, 1482, 1491, 1602/1603, 1692, 1713, 1714, 1723,1725, 1753, 1762 and 1772.

4 Ibid., vol. 324, p. 300; for subsequent actions, see references in Cumulative Indexes Nos. 4 to 8, 12, 14 and 18, as
well as annex A in volumes 1263, 1324, 1338, 1444, 1459, 1482, 1491, 1602/1603, 1692, 1713, 1714, 1723, 1725, 1753, 1762
and 1772.

5 Ibid., vol. 572, p. 320; for subsequent actions, see references in Cumulative Indexes Nos. 8 to 10, and 12 to 20, as
well as annex A in volumes 1263, 1324, 1338, 1444, 1459, 1482, 1491, 1602/1603, 1692, 1714, 1723, 1725, 1753, 1762 and
1772.

Vol. 1775, A-814
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XXI. PROTOCOLE PORTANT AMENDEMENT DU PR9AMBULE ET DES PARTIES II ET III DE
L'ACCORD GENERAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE

1
. FAIT A GENtVE,

LE 10 MARS 19552

XXII. PROCES-VERBAL DE RECTIFICATION DU PROTOCOLE PORTANT AMENDEMENT DE
LA PARTIE I ET DES ARTICLES XXIX ET XXX DE L'ACCORD GENERAL SUR LES TARIFS
DOUANIERS ET LE COMMERCE, DU PROTOCOLE PORTANT AMENDEMENT DU PREAMBULE

ET DES PARTIES II ET III DE L'ACCORD GENERAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE
COMMERCE ET DU PROTOCOLE D'AMENDEMENT AUX DISPOSITIONS ORGANIQUES DE
L'AcCORD GENERAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE. FAIT A GENkVE, LE
3 DECEMBRE 19553

XXVII. QUATRIEME PROTOCOLE DE RECTIFICATIONS ET MODIFICATIONS DES ANNEXES
DE L'ACCORD GENERAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE ET DU TEXTE

DES LISTES ANNEXEES AUDIT ACCORD. FAIT X GENtVE, LE 7 MARS 19554

LI. PROTOCOLE MODIFIANT L'AcCORD GENERAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE

COMMERCE PAR L'INSERTION D'UNE PARTIE IV RELATIVE AU COMMERCE ET AU
DEVELOPPEMENT. FAIT ., GENEVE, LE 8 FEVRIER 19655

SUCCESSIONS

Notifications adressies au Directeur g~niral des Parties contractantes a l'Accord
giniral sur les tarifs douaniers et le commerce le:

17 mars 1994

GUINgE-BISSAU

(Avec effet au 10 septembre 1974, date de la succession d'Etat.)

I Nations Unies, Recued des Traitifs, vol. 55, p. 187; pour les faits ultdrieurs, voir les r6f6rences donn6es dans les

Index cumulatifs ns 1, 2, 10, 12 A 14, et 16 A 18, ainsi que 1'annexe A des volumes 1263, 1324,1338, 1444, 1459,1482, 1491,
1602/1603, 1692, 1713, 1714, 1723, 1725, 1753, 1762 et 1772.

2 Ibid., vol. 278, p. 169; pour les faits ultdrieurs, voir les r6fdrences donn6es dans les Index cumulatifs nos 3 k 8, 10,
12, 14et 18, ainsi que 'annexe A des volumes 1263, 1324, 1338, 1444,1459,1482, 1491, 1602/1603, 1692, 1713, 1714, 1723,
1725, 1753, 1762 et 1772.

3 Ibid., p. 
2 47

; pour les faits ultdneurs, voir les r6f6rences donnbes dans les Index cumulatifs n" 3 h 8,10,12, 14et 18,
ainsi que l'annexe A des volumes 1263, 1324, 1338, 1444, 1459, 1482, 1491, 1602/1603, 1692, 1713, 1714, 1723, 1725, 1753,
1762 et 1772.

4 Ibid., vol. 324, p. 300; pour les faits ultdrieurs, voir les rdf6rences donndes dans les Index cumulatifs n s 
4 A 8, 12,

14 et 18, ainsi que I'annexe A des volumes 1263, 1324, 1338, 1444, 1459, 1482, 1491, 1602/1603, 1692, 1713, 1714, 1723,
1725, 1753, 1762 et 1772.

5 Ibid., vol. 572, p. 321; pour les faits ultdrieurs, voir les r6fdrences donndes dans les Index cumulatifs n"
s 

8 A 10, et
12 h 20, ainsi quelannexe A des volumes 1263,1324,1338, 1444, 1459,1482,1491, 1602/1603,1692, 1714,1723,1725, 1753,
1762 et 1772.

Vol 1775, A-814
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24 March 1994

SAINT KITTS AND NEVIS

(With effect from 19 September 1983, the date of the succession of State.)

29 March 1994

LIECHTENSTEIN

(With effect from 29 March 1994.)

7 April 1994

QATAR

(With effect from 3 September 1971, the date of the succession of State.)

8 April 1994

ANGOLA

(With effect from 11 November 1975, the date of the succession of State.)

Registered ex officio on 29 April 1994.

Vol. 1775, A-814
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24 mars 1994

SAINT-KITTS-ET-NEVIS

(Avec effet au 19 septembre 1983, date de la succession d'Etat.)

29 mars 1994

LIECHTENSTEIN

(Avec effet au 29 mars 1994.)

7 avril 1994

QATAR

(Avec effet au 3 septembre 1971, date de ia succession d'Etat.)

8 avril 1994

ANGOLA

(Avec effet au 11 novembre 1975, date de ]a succession d'Etat.)

Enregistrc d'office le 29 avril 1994.

Vol. 1775, A-814
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No. 1671. A. CONVENTION ON ROAD
TRAFFIC. SIGNED AT GENEVA, ON
19 SEPTEMBER 1949'

WITHDRAWAL of reservation in respect of

article 33 made upon accession 2

Notification received on:

6 May 1994

BULGARIA

(With effect from 6 May 1994.)

Registered ex officio on 6 May 1994.

No. 1671. B. PROTOCOL ON ROAD
SIGNS AND SIGNALS. SIGNED AT
GENEVA, ON 19 SEPTEMBER 19493

WITHDRAWAL of reservation in respect of

article 62 made upon accession 2

Notification received on:

6 May 1994

BULGARIA

(With effect from 6 May 1994.)

Registered ex officio on 6 May 1994.

i United Nations, Treaty Series, vol. 125, p. 3; for sub-
sequent actions, see references in Cumulative Indexes
Nos. 2 to 10, 12 to 14, 16 to 19, and 21, as well as annex
A in volumes 1252, 1324, 1551, 1709, 1719, 1724, 1727,
1745 and 1772.

2 Ibid., vol. 453, p. 354.
3 Ibid., vol. 182, p. 228; for subsequent actions, see ref-

erences in Cumulative Indexes Nos. 2 to 8. as well as
annex A in volumes 1551, 1723 and 1724.

Vol. 1775, A-1671

No 1671. A. CONVENTION SUR LA
CIRCULATION ROUTIPERE. SIGNtE
k GENt VE, LE 19 SEPTEMBRE 19491

RETRAIT de r6serve A 1'6gard de 'article 33

formulde lors de 'adh6sion 2

Notification revue le:

6 mai 1994

BULGARIE

(Avec effet au 6 mai 1994.)

Enregistrd d'office le 6 mai 1994.

No 1671. B. PROTOCOLE RELATIF A
LA SIGNALISATION ROUTIERE.
SIGNt A GENAVE, LE 19 SEPTEM-
BRE 19493

RETRAIT de r6serve b 1'6gard de 'article 62
formul6e lors de 'adh6sion 2

Notification revue le:

6 mai 1994

BULGARIE

(Avec effet au 6 mai 1994.)

Enregistri d'office le 6 mai 1994.

I Nations Unies, Recueil des Traitds, vol. 125, p. 3; pour
les faits ult~rieurs, voir les r6fdrences donn6es dans les
Index cumulatifs ns 2 A 10, 12 A 14, 16 A 19, et 21, ainsi
que l'annexe A des volumes 1252, 1324, 1551, 1709, 1719,
1724, 1727, 1745 et 1772.

2 Ibid., vol. 453, p. 354.
3 Ibid., vol. 182, p. 229; pour les faits ultdrieurs, voir les

r6fdrences donn6es dans les Index cumulatifs n-
s 

2 b5 8,
ainsi que annexe A des volumes 1551, 1723 et 1724.
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No. 2937. UNIVERSAL COPYRIGHT
CONVENTION. SIGNED AT GENEVA
ON 6 SEPTEMBER 19521

ACCESSION to the above-mentioned Con-
vention of 6 September 1952 by virtue of
the accession to the Universal Copyright
Convention as revised at Paris on 24 July
1971,2 in accordance with article IX (3) of
the latter Convention

13 April 1994

SAUDI ARABIA

(With effect from 13 July 1994.)

SUCCESSION

Notification effected with the Director-
General of the United Nations Educational,
Scientific and Cultural Organization on:

21 March 1994

BELARUS

(With effect from 27 July 1991, the date of
the succession of State.)

Certified statements were registered by the
United Nations Educational, Scientific and
Cultural Organization on 28 April 1994.

I United Nations, Treaty Series, vol. 216, p. 132; for
subsequent actions, see references in Cumulative Indexes
Nos. 3 to 17, and 19, as well as annex A in volumes 1301,
1312, 1342, 1480, 1507, 1514, 1527, 1547, 1579, 1580, 1686,
1693, 1705, 1712, 1720, 1749 and 1767.

2 Ibid., vol. 216, p. 132; for subsequent actions, see ref-
erences in Cumulative Indexes Nos. 3 to 11, as well as
annex A in volumes 753, 806, 814, 859, 861, 875, 881, 884,
933, 952, 974, 1007 and 1026.

No 2937. CONVENTION UNIVER-
SELLE SUR LE DROIT D'AUTEUR.
SIGNtE A GENVE LE 6 SEPTEM-
BRE 19521

ADH1tSION la Convention susmentionnde
du 6 septembre 1952 en vertu de l'adhd-
sion A la Convention universelle sur le droit
d'auteur telle que r6vis6e A Paris le 24juillet
19712, conform6ment au paragraphe 3 de
l'article IX de cette demi~re Convention

13 avril 1994

ARABIE SAOUDITE

(Avec effet au 13 juillet 1994.)

SUCCESSION

Notification effectuie auprs du Directeur
gindral de l'Organisation des Nations Unies
pour l'ducation, la science et la culture le:

21 mars 1994

BLARUS

(Avec effet au 27 juillet 1991, date de la
succession d'Etat.)

Les ddclarations certfities ont ite enregis-
tries par l'Organisation des Nations Unies
pour l'iducation, la science et la culture le
28 avril 1994.

I Nations Unies, Recuei des Traits, vol. 216, p. 133;
pour les faits ult6rieurs, voir les r6f6rences donn6es dans
les Index cumulatifs nos 3 A 17, et 19, ainsi que l'annexe A
des volumes 1301, 1312,1342, 1480,1507, 1514, 1527, 1547,
1579, 1580, 1686, 1693, 1705, 1712, 1720, 1749 et 1767.

2 Ibid., vol. 216, p. 133; pour les faits ult6rieurs, voir les
rffdrences donne'es dans les Index cumulatifs nos 3 A II,
ainsi que I'annexe A des volumes 753, 806, 814, 859, 861,
875, 881, 884, 933, 952, 974, 1007 et 1026.

Vol. 1775, A-2937
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No. 3992. CONVENTION CONCERN-
ING CUSTOMS FACILITIES FOR
TOURING. DONE AT NEW YORK, ON
4 JUNE 19541

WITHDRAWAL of reservation in respect of
article 21 (2) and (3) made upon accession 2

Notification received on:

6 May 1994

BULGARIA

(With effect from 6 May 1994.)

WITHDRAWAL of reservation in respect of
article 15 (2) and (3) made upon accession 2

to the Additional Protocol3 to the above-
mentioned Convention, relating to the im-
portation of tourist publicity documents
and material

Notification received on:

6 May 1994

BULGARIA

(With effect from 6 May 1994.)

Registered ex officio on 6 May 1994.

I United Nations, Treaty Series, vol. 276 p. 191; for
subsequent actions, see references in Cumulative Indexes
Nos. 3 to 10, 12, to 16, 18, and 21, as well as annex A in
volumes 1306, 1312, 1444, 1679, 1723, 1724 and 1732.

2 Ibid, vol. 348, p. 358.
3 IbidL, vol. 276, p. 191; for subsequent actions, see ref-

erences in Cumulative Indexes Nos. 3 to 10, 12 to 16, 18,
and 21, as well as annex A in volumes 1306, 1312, 1444,
1723 and 1724.

Vol. 1775. A-3992

No 3992. CONVENTION SUR LES FA-
CILITIES DOUANItRES EN FAVEUR
DU TOURISME. FAITE A NEW YORK,
LE 4 JUIN 1954'

RETRAIT de rdserve A l'6gard des paragra-
phes 2 et 3 de l'article 21 formulde lors de
i'adhsion2

Notification reVue le:

6 mai 1994

BULGARIE

(Avec effet au 6 mai 1994.)

RETRAIT de reserve A l'6gard des paragra-
phes 2 et 3 de l'article 15 formulde lors de
l'adhtsion2 du Protocole additionnel3  la
Convention susmentionnte, relatif A l'im-
portation de documents et de matdriel de
propagande touristique

Notification reVue le:

6 mai 1994

BULGARIE

(Avec effet au 6 mai 1994.)
Enregistri d'office le 6 mai 1994.

I Nations Unies, Recueil des Traits, vol. 276 p. 191;
pour les faits ultdrieurs, voir les rdf6rences donn6es dans
les Index cumulatifs nos 3 A 10, 12, h 16, 18, et 21, ainsi
que I'annexe A des volumes 1306, 1312, 1444, 1679, 1723,
1724 et 1732.

2 Ibid., vol. 348, p. 358.
3 Ibid, vol. 276, p. 191; pour les faits ult~rieurs, voir les

rtf6rences donn6es dans les Index cumulatifs n- 3 A 10,
12 8 16, 18, et 21, ainsi que l'annexe A des volumes 1306,
1312, 1444, 1723 et 1724.
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No.4101. CUSTOMS CONVENTION
ON THE TEMPORARY IMPORTATION
OF PRIVATE ROAD VEHICLES. DONE
AT NEW YORK ON 4 JUNE 19541

WITHDRAWAL of reservation in respect of
article 40 (2) and (3) made upon accession 2

Notification received on:

6 May 1994

BULGARIA

(With effect from 6 May 1994.)

Registered ex officio on 6 May 1994.

1 United Nations, Treaty Series, vol. 282, p. 249; for
subsequent actions, see references in Cumulative Indexes
Nos. 3 to 10, 12, 13, 15, 16, 18 and 21, as well as annex A
in volumes 1312, 1330, 1394, 1679, 1694 and 1732.

2 Ibid, vol. 348, p. 360.

No4101. CONVENTION DOUANIIRE
RELATIVE A L'IMPORTATION TEM-
PORAIRE DES VtHICULES ROU-
TIERS PRIV1tS. FAITE A NEW YORK
LE 4 JUIN 1954'

RETRAIT de r6serve A I'6gard des paragra-
phes 2 et 3 de l'article 40 formul6e lors de
1'adh~sion

2

Notification revue le:

6 mai 1994

BULGARIE

(Avec effet au 6 mai 1994.)

Enregistri d'office le 6 mai 1994.

' Nations Unies, Recueil des Traitds, vol. 282, p. 249;
pour les faits ult~rieurs, voir les r6f~rences donn6es dans
les Index cumulatifs no

s 3 5 10, 12, 13, 15, 16, 18 et 21, ainsi
que I'annexe A des volumes 1312, 1330, 1394, 1679, 1694
et 1732.

2 Ibid., vol. 348, p. 360.

Vol. 1775. A-4101
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No. 4314. CONVENTION CON-
CERNING THE ISSUE OF CERTAIN
EXTRACTS FROM CIVIL STATUS RE-
CORDS TO BE SENT ABROAD.
SIGNED AT PARIS, ON 27 SEPTEM-
BER 19561

SUCCESSION

Notification received by the Government
of Switzerland on:

15 April 1994

THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF

MACEDONIA

(With effect from 8 September 1991, the
date of the succession of State.)

Certified statement was registered by Swit-
zerland on 5 May 1994.

No 4314. CONVENTION RELATIVE A
LA D1tLIVRANCE DE CERTAINS
EXTRAITS D'ACTES DE L'TAT
CIVIL DESTINIS A L'ITRANGER.
SIGNtE A. PARIS, LE 27 SEPTEMBRE
19561

SUCCESSION

Notification reue par le Gouvernement
suisse le :

15 avril 1994

L'EX-R9PUBLIQUE YOUGOSLAVE DE
MAC9DOINE

(Avec effet au 8 septembre 1991, date de la
succession d'Etat.)

La diclaration certfide a jtd enregistrde
par la Suisse le 5 mai 1994.

I United Nations, Treaty Series, vol. 299, p. 211, and I Nations Unies, Recuei des Traitds, vol. 299, p. 211, et
annex A in volumes 932, 960, 1271, 1327, 1434, 1712 and annexe A des volumes 932, 960, 1271, 1327, 1434, 1712 et
1747. 1747.

Vol. 1775. A-4314
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No. 4721. CUSTOMS CONVENTION
ON THE TEMPORARY IMPORTATION
OF COMMERCIAL ROAD VEHICLES.
DONE AT GENEVA, ON 18 MAY 1956'

WITHDRAWAL of reservation in respect of
article 38 (2) and (3) made upon accession 2

Notification received on:

6 May 1994

BULGARIA

(With effect from 6 May 1994.)

Registered ex officio on 6 May 1994.

No4721. CONVENTION DOUANItRE
RELATIVE A L'IMPORTATION TEM-
PORAIRE DES VtHICULES ROU
TIERS COMMERCIAUX. FAITE A
GENVE, LE 18 MAI 19561

RETRAIT de r6serve A I'dgard des paragra-
phes 2 et 3 de l'article 38 formulde lors de
'adhdsion

2

Notification regue le:

6 mai 1994

BULGARIE

(Avec effet au 6 mai 1994.)

Enregistri d'office le 6 mai 1994.

I United Nations, Treaty Series, vol. 327, p. 123; for I Nations Unies, Recueil des Traitis, vol. 327, p. 123;
subsequent actions, see references in Cumulative Indexes pour les faits ultdrieurs, voir les rtfdrences donnmes dans
Nos. 4 to 9, and 18, as well as annex A in volumes 1299, les Index cumulatifs n-- 4 I 9, et 18, ainsi que l'annexe A
1314, 1694, 1695 and 1762. des volumes 1299, 1314, 1694, 1695 et 1762.

2 Ibid., vol. 342, p. 362. 2 Ibid., vol. 342, p. 362.

Vol. 1775, A-4314
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No. 4789. AGREEMENT CONCERN-
ING THE ADOPTION OF UNIFORM
CONDITIONS OF APPROVAL AND
RECIPROCAL RECOGNITION OF AP-
PROVAL FOR MOTOR VEHICLE
EQUIPMENT AND PARTS. DONE AT
GENEVA, ON 20 MARCH 19581

APPLICATION of Regulations Nos. 65, 90
and 91 annexed to the above-mentioned
Agreement

Notification received on:

4 May 1994

GERMANY

(With effect from 3 July 1994.)

Registered ex officio on 4 May 1994.

I United Nations, Treaty Series, vol. 335, p. 211; see
also vol. 516, p. 378 (rectification of the authentic English
and French texts of article 1 (8)); vol. 609, p. 290 (amend-
ment to article 1 (1)); and vol. 1059, p. 404 (rectification
of the authentic French text of article 12 (2)); for other
subsequent actions, see references in Cumulative Indexes
Nos. 4 to 21, as well as annex A in volumes 1252, 1253,
1254, 1255, 1256, 1259, 1261, 1271, 1273, 1275, 1276, 1277,
1279, 1284, 1286, 1287, 1291, 1293, 1294, 1295, 1299, 1300,
1301, 1302, 1308, 1310, 1312, 1314, 1316, 1317, 1321, 1323,
1324, 1327, 1328, 1330, 1331, 1333, 1335, 1336, 1342, 1347,
1348, 1349, 1350, 1352, 1355, 1358, 1361, 1363, 1364, 1367,
1374, 1379, 1380, 1389, 1390, 1392, 1394, 1398, 1401, 1402,
1404, 1405, 1406, 1408, 1409, 1410, 1412, 1413, 1417, 1419,
1421, 1422, 1423, 1425, 1428, 1429, 1434, 1436, 1438, 1443,
1444, 1458, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1474, 1477, 1483,
1484, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1490, 1492, 1494, 1495,
1499, 1500, 1502, 1504, 1505, 1506, 1507, 1509, 1510, 1511,
1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1518, 1519, 1520, 1522, 1523,
1524, 1525, 1526, 1527, 1530, 1537, 1541, 1543, 1545, 1546,
1547, 1548, 1549, 1552, 1555, 1557, 1558, 1559, 1563, 1565,
1566, 1567, 1568, 1569, 1573, 1575, 1578, 1580, 1581, 1582,
1583, 1584, 1585, 1589, 1590, 1593, 1597, 1598, 1605, 1607,
1637, 1639, 1641, 1642, 1647, 1649, 1654, 1656, 1658, 1664,
1671, 1672, 1673, 1678, 1685, 1686, 1688, 1689, 1691, 1693,
1695, 1696, 1698, 1699, 1700, 1702, 1703, 1709, 1714, 1717,
1722, 1723, 1724, 1725, 1728, 1730, 1731, 1745, 1747, 1748,
1753, 1762, 1763, 1764, 1765, 1768, 1769, 1770, 1771 and
1774.

No 4789. ACCORD CONCERNANT
L'ADOPTION DE CONDITIONS UNI-
FORMES D'HOMOLOGATION ET LA
RECONNAISSANCE R1tCIPROQUE
DE L'HOMOLOGATION DES EQUI-
PEMENTS ET PItCES DE VEHI-
CULES A MOTEUR. FAIT A GENP VE,
LE 20 MARS 19581

APPLICATION des R~glements nos 65, 90 et
91 annexes A l'Accord susmentionn6

Notification revue le:

4 mai 1994

ALLEMAGNE

(Avec effet au 3 juillet 1994.)

Enregistrg d'office le 4 mai 1994.

I Nations Unies, Recueji des Traitis, vol. 335, p. 211;
voir aussi vol. 516, p. 379 (rectification des textes authen-
tiques anglais et frangais du paragraphe 8 de l'article 1);
vol. 609, p. 291 (amendement du paragraphe I de Par-
ticle 1); et vol. 1059, p. 404 (rectification du texte authen-
tique franqais du paragraphe 2 de I'article 12); pour les
autres faits ultdreurs, voir les r~fdrences donn6es dans les
Index cumulatifs nos 4 A 21, ainsi que l'annexe A des
volumes 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1259, 1261, 1271,
1273, 1275, 1276, 1277, 1279, 1284, 1286, 1287, 1291, 1293,
1294, 1295, 1299, 1300, 1301, 1302, 1308, 1310, 1312, 1314,
1316, 1317, 1321, 1323, 1324, 1327, 1328, 1330, 1331, 1333,
1335, 1336, 1342, 1347, 1348, 1349, 1350, 1352, 1355, 1358,
1361, 1363, 1364, 1367, 1374, 1379, 1380, 1389, 1390, 1392,
1394, 1398, 1401, 1402, 1404, 1405, 1406, 1408, 1409, 1410,
1412, 1413, 1417, 1419, 1421, 1422, 1423, 1425, 1428, 1429,
1434, 1436, 1438, 1443, 1444, 1458, 1462, 1463, 1464, 1465,
1466, 1474, 1477, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489,
1490, 1492, 1494, 1495, 1499, 1500, 1502, 1504, 1505, 1506,
1507, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1518,
1519, 1520, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526, 1527, 1530, 1537,
1541, 1543, 1545, 1546, 1547, 1548, 1549, 1552, 1555, 1557,
1558, 1559, 1563, 1565, 1566, 1567, 1568, 1569, 1573, 1575,
1578, 1580, 1581, 1582, 1583, 1584, 1585, 1589, 1590, 1593,
1597, 1598, 1605, 1607, 1637, 1639, 1641, 1642, 1647, 1649,
1654, 1656, 1658, 1664, 1671, 1672. 1673, 1678, 1685, 1686,
1688, 1689, 1691, 1693, 1695, 1696 1698, 1699, 1700, 1702,
1703, 1709, 1714, 1717, 1722, 1723, 1724, 1725, 1728, 1730,
1731, 1745, 1747, 1748, 1753, 1762, 1763, 1764, 1765, 1768,
1769, 1770, 1771 et 1774.

Vol. 1775, A-4789
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No. 4834. CUSTOMS CONVENTION
ON CONTAINERS. DONE AT GENEVA
ON 18 MAY 19561

WITHDRAWAL of reservation in respect of
article 17 (2) and (3) made upon accession 2

Notification received on:

6 May 1994

BULGARIA

(With effect from 6 May 1994.)

Registered ex officio on 6 May 1994.

No 4834. CONVENTION DOUANItRE
RELATIVE AUX CONTAINERS.
FAITE A GENAVE LE 18 MAI 1956'

RETRAIT de r6serve A 1'6gard des paragra-
phes 2 et 3 de I'article 17 formul6e lors de
l'adhAsion

2

Notification reVue le:

6 mai 1994

BULGARIE

(Avec effet au 6 mai 1994.)

Enregistri d'office le 6 mai 1994.

I United Nations, Treaty Series, vol. 338, p. 103; for I Nations Unies, Recueil des Traitds, vol. 338, p. 103;
subsequent actions, see references in Cumulative Indexes pour les faits ult6rieurs, voir les refdrences donn6es dans
Nos. 4 to 10, 12, 13, 16, and 21, as well as annex A in les Index cumulatifs nos 4 & 10, 12, 13, 16, et 21, ainsi que
volumes 1516, 1695, 1723, 1724 and 1762. l'annexe A des volumes 1516, 1695, 1723, 1724 et 1762.

2 Ibid, vol. 348, p. 375. 2 Ibid., vol. 348, p. 375.
Vol. 1775, A-4834
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No. 4996. CUSTOMS CONVENTION
ON THE INTERNATIONAL TRANS-
PORT OF GOODS UNDER COVER OF
TIR CARNETS (TIR CONVENTION).
DONE AT GENEVA ON 15 JANUARY
19591

WITHDRAWAL of reservation in respect of
article 44 (2) and (3) made upon definitive
signature

2

Notification received on:

6 May 1994

BULGARIA

(With effect from 6 May 1994.)

Registered ex officio on 6 May 1994.

United Nations, Treaty Series, vol. 348, p. 13; for sub-
sequent actions, see references in Cumulative Indexes
Nos. 4 to 6, 8, 10, 12, and 14 to 18, as well as annex A in
volumes 1723 and 1724.

2 [bid, vol. 348, p. 13.

Vol. 1775, A-4996

No 4996. CONVENTION DOUANItRE
RELATIVE AU TRANSPORT INTER-
NATIONAL DE MARCHANDISES
SOUS LE COUVERT DE CARNETS
TIR (CONVENTION TIR). FAITE
GENEVE LE 15 JANVIER 19591

RETRAIT de r6serve A 1'6gard des paragra-
phes 2 et 3 de l'article 44 formul6e lors de
]a signature d6finitive 2

Notification reVue le:

6 mai 1994

BULGARIE

(Avec effet au 6 mai 1994.)

Enregistrd d'office le 6 mai 1994.

I Nations Unies, Recueil des Trairds, vol. 348, p. 13;
pour les faits ultdrieurs, voir les rtfdrences donn6es dans
les Index cumulatifs nos 4 A 6, 8, 10, 12, et 14 A 18, ainsi
que l'annexe A des volumes 1723 et 1724.

2 Ibid., vol. 348, p. 13.
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No. 5296. EUROPEAN AGREEMENT
ON ROAD MARKINGS. DONE AT
GENEVA, ON 13 DECEMBER 1957'

WITHDRAWAL of reservation in respect of
article 14 (2) and (3) made upon accession 2

Notification received on:

6 May 1994

BULGARIA

(With effect from 6 May 1994.)

Registered ex officio on 6 May 1994.

I United Nations, Treaty Series, vol. 372, p. 159; for
subsequent actions, see references in Cumulative Indexes
Nos. 4 to 6, and 14, as well as annex A in volumes 1551,
1723, 1724 and 1762.

2 Ibid., vol. 456, p. 500.

No 5296. ACCORD EUROP9EN RELA-
TIF AUX MARQUES ROUTIERES.
FAIT A GENt-VE, LE 13 DItCEMBRE
19571

RETRAIT de r6serve A 1'6gard des paragra-
phes 2 et 3 de l'article 14 formulde lors de
1' adh6sion

2

Notification revue le:

6 mai 1994

BULGARIE

(Avec effet au 6 mai 1994.)

Enregistri d'office le 6 mai 1994.

1 Nations Unies, Recueil des Traitds, vol. 372, p. 159;
pour les faits ultdrieurs, voir les r6fdrences donn(es dans
les Index cumulatifs n- 4 A 6, et 14, ainsi que 'annexe A
des volumes 1551, 1723, 1724 et 1762.

2 Ibid., vol. 456, p. 501.

Vol. 1775, A-5296
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No. 5742. CONVENTION ON THE CON-
TRACT FOR THE INTERNATIONAL
CARRIAGE OF GOODS BY ROAD
(CMR). DONE AT GENEVA ON 19 MAY
1956'

WITHDRAWAL of reservation in respect of
article 47 made upon accession2

Notification received on:

6 May 1994

BULGARIA

(With effect from 6 May 1994.)

Registered ex officio on 6 May 1994.

No 5742. CONVENTION RELATIVE AU
CONTRAT DE TRANSPORT INTER-
NATIONAL DE MARCHANDISES PAR
ROUTE (CMR). FAITE A GENVE LE
19 MAI 1956'

RETRAIT de r6serve A 'gard de l'article 47
formul6e lors de l'adh6sion2

Notification revue le:

6 mai 1994

BULGARIE

(Avec effet au 6 mai 1994.)

Enregistrg d'office le 6 mai 1994.

I United Nations, Treaty Series, vol. 399, p. 189; for I Nations Unies, Recueil des Trairds, vol. 399, p. 189;
subsequent actions, see references in Cumulative Indexes pour les faits ultdrieurs, voir les rdf6rences donn6es dans
Nos. 5 to 7, 9 to 11, 13 to 15, 17 and 18, as well as annex A les Index cumulatifs n- S h 7, 9 A 11, 13 A 15, 17 et 18,
in volumes 1331, 1364, 1366, 1412, 1437, 1445, 1543, 1551, ainsi que I'annexe A des volumes 1331, 1364, 1366, 1412,
1592, 1606, 1679, 1684, 1714, 1719, 1722, 1723, 1724, 1732 1437, 1445, 1543, 1551, 1592, 1606, 1679, 1684, 1714, 1719,
and 1762. 1722, 1723, 1724, 1732 et 1762.

2 Ibid, vol. 1057, p. 328. 2 Ibid., vol. 1057, p. 328.

Vol. 1775, A-5742
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No. 6200. EUROPEAN CONVENTION
ON CUSTOMS TREATMENT OF PAL-
LETS USED IN INTERNATIONAL
TRANSPORT. DONE AT GENEVA, ON
9 DECEMBER 1960'

WITHDRAWAL of reservation in respect of
article 11 (2) and (3) made upon definitive
signature

2

Notification received on:

6 May 1994

BULGARIA

(With effect from 6 May 1994.)
Registered ex officio on 6 May 1994.

I United Nations, Treaiy Series, vol. 429, p. 211; for
subsequent actions, see references in Cumulative Indexes
Nos. 5 to 10, 14, and 16 to 18, as well as annex A in
volumes 1695, 1723, 1724 and 1762.2

Ibid, vol. 429, p. 211.

No. 6200. CONVENTION EURO-
PIENNE RELATIVE AU RteGIME
DOUANIER DES PALETTES UTI-
LIS9ES DANS LES TRANSPORTS
INTERNATIONAUX. FAITE A GE-
NPAVE, LE 9 DItCEMBRE 1960'

RETRAIT de r6serve A 1'6gard des paragra-
phes 2 et 3 de l'article 11 formul6e lors de
la signature d6finitive 2

Notification revue le:

6 mai 1994

BULGARIE

(Avec effet au 6 mai 1994.)
Enregistre d'office le 6 mai 1994.

I Nations Unies, Recueil des Traitds, vol. 429, p. 211;
pour les faits ultdrieurs, voir les r~fdrences donn~es dans
les Index cumulatifs nos 5 A 10, 14, et 16 A 18, ainsi que
l'annexe A des volumes 1695, 1723, 1724 et 1762.

2 Ibid., vol. 429, p. 2 1 1
.

Vol. 1775, A-6200
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No. 7515. SINGLE CONVENTION ON
NARCOTIC DRUGS, 1961. DONE AT
NEW YORK, ON 30 MARCH 1961'

WITHDRAWAL of reservation in respect of
article 48 (2) made upon ratification 2

Notification received on:

6 May 1994

BULGARIA

(With effect from 6 May 1994.)

Registered ex officio on 6 May 1994.

ACCESSION

Instrument deposited on:

9 May 1994

SAINT KITTS AND NEVIS

(With effect from 8 June 1994.)

Registered ex officio on 9 May 1994.

I United Nations, Treaty Series, vol. 520, p. 151;
vol. 557, p. 280 (corrigendum to vol. 520); vol. 570, p. 346
(Proc~s-verbal of rectification of the authentic Russian
text), and vol. 590, p. 325 (Procis-verbal of rectification
of the authentic Spanish text); for other subsequent
actions, see references in Cumulative Indexes Nos. 7
to 21, as well as annex A in volumes 1271, 1333, 1387,
1459, 1475, 1486, 1501, 1506, 1551, 1563, 1566, 1606, 1607,
1641, 1647, 1667, 1719, 1723, 1727, 1732, 1733, 1734, 1745,
1760, 1768 and 1774.

2 Ibid., vol. 649, p. 362.

Vol. 1775, A-7515

No7515. CONVENTION UNIQUE SUR
LES STUPtFIANTS DE 1961. FAITE A
NEW YORK, LE 30 MARS 19611

RETRAIT de r6serve A 1'dgard du paragra-
phe 2 de l'article 48 formul6e lors de la rati-
fication 2

Notification reCue le:

6 mai 1994

BULGARIE

(Avec effet au 6 mai 1994.)

Enregistri d'office le 6 mai 1994.

ADHESION

Instrument d~posg le:

9 mai 1994
SAINT-KITTS-ET-NEVIS

(Avec effet au 8 juin 1994.)

Enregistr. d'office le 9 mai 1994.

I Nations Unies, Recuei des Traites, vol. 520, p. 151;
vol. 557, p. 280 (rectificatif au vol. 520); vol. 570, p. 347
(proc6s-verbal de rectification du texte authentique
russe), et vol. 590, p. 325 (proc s-verbal de rectification
du texte authentique espagnol); pour les autres faits ult6-
rieurs, voir les r6fdrences donn6es dans les Index cumu-
latifs nos 7 A 21, amsi que l'annexe A des volumes 1271,
1333, 1387, 1459, 1475, 1486, 1501, 1506, 1551, 1563, 1566,
1606, 1607, 1641, 1647, 1667, 1719, 1723, 1727, 1732, 1733,
1734, 1745, 1760, 1768 et 1774.

2 Ibid., vol. 649, p. 363.
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No. 8940. EUROPEAN AGREEMENT
CONCERNING THE INTERNA-
TIONAL CARRIAGE OF DANGEROUS
GOODS BY ROAD (ADR). DONE AT
GENEVA, ON 30 SEPTEMBER 1957'

ACCESSION

Instrument deposited on:

28 April 1994

RUSSIAN FEDERATION

(With effect from 28 May 1994.)

Registered ex officio on 28 April 1994.

I United Nations, Treaty Series, vol. 619, p. 77; for sub-
sequent actions, see references in Cumulative Indexes
Nos. 9, and II to 21, as well as annex A in volumes 1259,
1279, 1283, 1297, 1344, 1394, 1395, 1430, 1489, 1505, 1553,
1580, 1663, 1679, 1696, 1701, 1719, 1723, 1724 and 1732.

No 8940. ACCORD EUROPtEN RELA-
TIF AU TRANSPORT INTERNATIO-
NAL DES MARCHANDISES DANGE-
REUSES PAR ROUTE (ADR). FAIT A
GENtVE, LE 30 SEPTEMBRE 19571

ADHtSION

Instrument dipose le:

28 avril 1994

FIDARATION DE RUSSIE

(Avec effet au 28 mai 1994.)

Enregistrd d'office le 28 avril 1994.

I Nations Unies, Recued des Traitis, vol. 619, p. 77;
pour les faits ulterieurs, voir les r6fdrences donndes dans
les Index cumulatifs nos 9, et II A 21, ainsi que l'annexe
A des volumes 1259, 1279, 1283, 1297, 1344, 1394, 1395,
1430,1489, 1505, 1553, 1580, 1663, 1679, 1696, 1701, 1719,
1723, 1724 et 1732.

Vol. 1775, A-8940
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No. 9431. CONVENTION CONCERN-
ING THE POWERS OF AUTHORITIES
AND THE LAW APPLICABLE IN RE-
SPECT OF THE PROTECTION OF IN-
FANTS. OPENED FOR SIGNATURE
AT THE HAGUE ON 5 OCTOBER 19611

ACCEPTANCES of the accession of Poland2

Notifications effected with the Govern-

ment of the Netherlands on:

11 April 1994

NETHERLANDS

(In respect of Aruba. The Convention will
enter into force between Poland and Aruba
on 10 June 1994.)

Certified statement was registered by the
Netherlands on 29 April 1994.

22 April 1994

SWITZERLAND

(The Convention will enter into force be-
tween Switzerland and Poland on 21 June
1994.)

Certified statement was registered by the
Netherlands on 10 May 1994.

I United Nations, Treaty Series, vol. 658, p. 143; for
subsequent actions, see references in Cumulative Indexes
Nos. 12 and 13, as well as annex A in volumes 1270, 1343,
1352, 1358, 1363, 1380, 1394, 1434, 1464, 1504, 1567, 1721,
1725, 1745 and 1753.

2 Ibid, vol. 1725, A-9431.

Vol. 1775, A-9431

No 9431. CONVENTION CONCER-
NANT LA COMPtTENCE DES AUTO-
RITt1S ET LA LOI APPLICABLE EN
MATIRE DE PROTECTION DES
MINEURS. OUVERTE A LA SIGNA-
TURE A LA HAYE LE 5 OCTOBRE
19611

ACCEPTATIONS de l'sdhsion de la Po-
logne 2

Notifications effectuges aupr~s du Gou-
vernement neerlandais le:

11 avril 1994

PAYs-BAS

(A l'6gard d'Aruba. La Convention entrera
en vigueur entre la Pologne et Aruba le 1 Ojuin
1994.)

La ddclaration certifige a dt enregistrde
par les Pays-Bas le 29 avril 1994.

22 avril 1994

SUISSE

(La Convention entrera en vigueur entre la
Suisse et la Pologne le 21 juin 1994.)

La diclaration certfide a 9t enregistrde
par les Pays-Bas le 10 mai 1994.

1 Nations Unies, Recueil des Traits, vol. 658, p. 143;
pour les faits ultdrieurs, voir les r6f6rences donn6es dans
les Index cumulatifs nos 12 et 13, ainsi que I'annexe A des
volumes 1270, 1343, 1352, 1358, 1363, 1380, 1394, 1434,
1464, 1504, 1567, 1721, 1725, 1745 et 1753.

2 Ibid., vol. 1725, A-9431.
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No. 9432. CONVENTION ON THE
SERVICE ABROAD OF JUDICIAL
AND EXTRAJUDICIAL DOCUMENTS
IN CIVIL OR COMMERCIAL MAT-
TERS. OPENED FOR SIGNATURE AT
THE HAGUE ON 15 NOVEMBER 19651

RATIFICATION

Instrument deposited with the Govern-
ment of the Netherlands on:

5 April 1994

IRELAND

(With effect from 4 June 1994.)

With the following declaration and ob-
jections:

Declaration

"Article 15

"Pursuant to the second paragraph of Arti-
cle 15 a Judge in Ireland may give judgement
even if no certificate of service or delivery has
been received, if the conditions set out in the
second part of Article 15 of the Convention
are fulfilled."

Objections

"Article 10

"In accordance with the provision in Arti-
cle 10 of the Convention the Government of
Ireland objects to

"(i) The freedom under Article 10(b) of judi-
cial officiers, officials or other com-
petent persons of the State of origin to
effect service in Ireland ofjudicial docu-

I United Nations, Treaty Series, vol. 658, p. 163; for
subsequent actions, see references in Cumulative Indexes
Nos. 10 to 16, and 18 to 21, as well as annex A in vol-
umes 1261, 1276, 1279, 1286, 1312, 1318, 1330, 1352, 1357,
1401, 1434, 1477, 1529, 1541, 1562, 1658, 1703, 1717 and
1745.

No 9432. CONVENTION RELATIVE A,
LA SIGNIFICATION ET LA NOTIFI-
CATION A L'ETRANGER DES ACTES
JUDICIAIRES ET EXTRAJUDICIAI-
RES EN MATIILRE CIVILE OU COM-
MERCIALE. OUVERTE A LA SIGNA-
TURE , LA HAYE LE 15 NOVEMBRE
19651

RATIFICATION
Instrument dgposo6 aupr~s du Gouverne-

ment nderlandais le:

5 avril 1994

IRLANDE

(Avec effet au 4juin 1994.)

Avec la declaration et objections sui-
vantes :

[TRADUCTION - TRANSLATION]
2

Diclaration

Article 15

Conformment au deuxi~me paragraphe
de l'article 15, le juge irlandais peut statuer si
les conditions 6numdres dans la seconde
partie de l'article 15 de la Convention sont
rdunies, bien qu'aucune attestation consta-
tant soit la signification ou la notification, soit
la remise, n'ait 6t6 reque.

Objections

Article 10

Conformdment aux dispositions de I'arti-
cle 10 de la Convention, le Gouvernement
d'Irlande d6clare s'opposer:

(i) A la facultd prdvue au paragraphe b de
l'article 10 pour les officiers ministrriels,
fonctionnaires ou autres personnes com-
pdtents de l'Etat d'origine, de faire pro-

I Nations Unies, Recueil des Trait.s, vol. 658, p. 163;
pour les faits ultdrieurs, voir les rdfrrences donnres dans
les Index cumulatifs nos 10 A 16, et 18 A 21, ainsi que
I'annexeA des volumes 1261, 1276,1279, 1286, 1312, 1318,
1330, 1352, 1357, 1401, 1434, 1477, 1529, 1541, 1562, 1658,
1703, 1717 et 1745.

2 Traduction fournie par le Gouvernement n erlandais
- Translation supplied by the Government of the Neth-
erlands.

Vol. 1775, A-9432
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ments directly to judicial officers, offi-
cials or other competent persons and

"(ii) The freedom under Article 10(c) of any
person interested in a judicial pro-
ceeding to effect service in Ireland of
judicial documents directly through
judicial officers, officials or other com-
petent persons

"but this is not intended to preclude any per-
son in another contracting State who is inter-
ested in a judicial proceeding (including his
lawyer) from effecting service in Ireland di-
rectly through a solicitor in Ireland."

TERRITORIAL APPLICATION

Notification received by the Government
of the Netherlands on:

31 March 1994

UNITED STATES OF AMERICA

(In respect of the Northern Mariana Is-
lands. With effect from 30 May 1994.)

Certified statements were registered by the
Netherlands on 29 April 1994.

c6der en Irlande A des significations ou
notifications d'actes judiciaires directe-
ment par les soins des officiers minist6-
riels, fonctionnaires ou autres personnes
comp6tents, et

(ii) A la facult6 pr6vue au paragraphe c de
l'article 10, pour toute personne int6-
ress6e A une instance judiciaire, de faire
procdder A des significations ou notifi-
cations d'actes judiciaires directement
par les soins des officiers minist6riels,
fonctionnaires ou autres personnes com-
p6tents,

6tant entendu que cela ne tend pas A emp-
cher toute personne d'un autre Etat con-
tractant, int6ress6e bi une instance judiciaire
(y compris son avocat), de faire proc6der en
Irlande A des significations ou notifications
directement par les soins d'un o solicitor en
Irlande.

APPLICATION TERRITORIALE

Notification revue par le Gouvernement
nierlandais le:

31 mars 1994

ETATS-UNIS D'AMtRIQUE

(A l'6gard des iles Mariannes du Nord.
Avec effet au 30 mai 1994.)

Les ddclarations certifides ont ite enregis-
trides par les Pays-Bas le 29 avril 1994.

Vol. 1775, A-9432
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No. 12140. CONVENTION ON THE
TAKING OF EVIDENCE ABROAD IN
CIVIL OR COMMERCIAL MATTERS.
OPENED FOR SIGNATURE AT THE
HAGUE ON 18 MARCH 1970'

ACCEPTANCES of the accession of Vene-
zuela

2

Notifications effected with the Govern-
ment of the Netherlands on:

28 February 1994

CYPRUS

(The Convention will enter into force be-
tween Venezuela and Cyprus on 29 April
1994.)

18 March 1994

FRANCE

(The Convention will enter into force be-
tween Venezuela and France on 17 May
1994.)

Certified statements were registered by the
Netherlands on 29 April 1994.

I United Nations, Treaty Series, vol. 847, p. 231; for
subsequent actions, see references in Cumulative Indexes
Nos. 14, 15, and 17 to 21, as well as annex A in vol-
umes 1261, 1276, 1284, 1292, 1301, 1303, 1316, 1324, 1352,
1357, 1363, 1413, 1417, 1419, 1434, 1439, 1442, 1444, 1455,
1458, 1464, 1480, 1482, 1485, 1491, 1504, 1512, 1543, 1548,
1562, 1564, 1606, 1653, 1696, 1703, 1717, 1730, 1734, 1753,
1763 and 1764.

2 Ibid, vol. 1753, A-12140.

No 12140. CONVENTION SUR L'OB-
TENTION DES PREUVES A
L'9TRANGER EN MATItRE CIVILE
OU COMMERCIALE. OUVERTE A LA
SIGNATURE A LA HAYE LE 18 MARS
19701

ACCEPTATIONS de l'adhdsion du Vene-
zuela 2

Notifications effectuies aupr~s du Gou-
vernement nderlandais le:

28 ftvrier 1994

CHYPRE

(La Convention entrera en vigueur entre le
Venezuela et Chypre le 29 avril 1994.)

18 mars 1994

FRANCE

(La Convention entrera en vigueur entre le
Venezuela et la France le 17 mai 1994.)

Les ddclarations certifiies ont ite enregis-
tries par les Pays-Bas le 29 avril 1994.

1 Nations Unies, Recueil des Traits, vol. 847, p. 231;
pour les faits ultdrieurs, voir les rdfdrences donn6es dans
les Index cumulatifs n-s 

14, 15, et 17 A 21, ainsi que I'an-
nexe A des volumes 1261, 1276, 1284, 1292, 1301, 1303,
1316, 1324, 1352, 1357, 1363, 1413, 1417, 1419, 1434, 1439,
1442, 1444, 1455, 1458, 1464, 1480, 1482, 1485, 1491, 1504,
1512, 1543, 1548, 1562, 1564, 1606, 1653, 1696, 1703, 1717,
1730, 1734, 1753, 1763 et 1764.

2 Ibid., vol. 1753, A-12140.

Vol. 1775, A-12140
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No. 13444. UNIVERSAL COPYRIGHT
CONVENTION AS REVISED AT PARIS
ON 24 JULY 1971. CONCLUDED AT
PARIS ON 24 JULY 19711

ACCESSION

Instrument deposited with the Director-
General of the United Nations Educational,
Scientific and Cultural Organization on:

13 April 1994

SAUDI ARABIA

(With effect from 13 July 1994.)

Certified statement was registered by the
United Nations Educational, Scientific and
Cultural Organization on 28 April 1994.

I United Nations, Treaty Series, vol. 943, p. 178; for
subsequent actions, see references in Cumulative Indexes
Nos. 15 to 21, as well as annex A in volumes 1276, 1301,
1312, 1342, 1397, 1408, 1436, 1480, 1487, 1494, 1507, 1514,
1527, 1547, 1579, 1580, 1641, 1686, 1693, 1696, 1705, 1712,
1720, 1727 and 1749.

Vol. 1775, A-13444

No 13444. CONVENTION UNIVER-
SELLE SUR LE DROIT D'AUTEUR
RtVIStE A PARIS LE 24 JUILLET
1971. CONCLUE A PARIS LE 24 JUIL-
LET 19711

ADHESION

Instrument diposg auprks du Directeur
gEnEral de l'Organisation des Nations Unies
pour l'iducation, la science et la culture le:

13 avril 1994

ARABIE SAOUDITE

(Avec effet au 13juillet 1994.)

La declaration certifige a 9tj enregistrie
par l'Organisation des Nations Unies pour
l'9ducation, la science et la culture le 28 avril
1994.

I Nations Unies, Recuei des Traitds, vol. 943, p. 179;
pour les faits ult6rieurs, voir les r6fdrences donn6es dans
les Index cumulatifs nos 15 A 21, ainsi que I'annexe A des
volumes 1276, 1301, 1312, 1342, 1397, 1408, 1436, 1480,
1487, 1494, 1507, 1514, 1527, 1547, 1579, 1580, 1641, 1686,
1693, 1696, 1705, 1712, 1720, 1727 et 1749.
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No. 13899. CONVENTION ON THE
MEASUREMENT OF INLAND NAVI-
GATION VESSELS. CONCLUDED AT
GENEVA ON 15 FEBRUARY 19661

WITHDRAWAL of reservation in respect of
article 14 made upon ratification 2

Notification received on:

6 May 1994

BULGARIA

(With effect from 6 May 1994.)
Registered ex officio on 6 May 1994.

I United Nations, Treaty Series, vol. 964, p. 177; for
subsequent actions, see references in Cumulative Indexes
Nos. 17 to 21, as well as annex A in volumes 1272, 1530,
1591, 1723 and 1724.

2 Ibid, vol. 1161, p. 480.

No 13899. CONVENTION RELATIVE
AU JAUGEAGE DES BATEAUX DE
NAVIGATION INTtRIEURE. CON-
CLUE A GENAVE LE 15 FtVRIER
19661

RETRAIT de r6serve A 1'6gard de I'article 14

formul6e lors de la ratification2

Notification reVue le:

6 mai 1994

BULGARIE

(Avec effet au 6 mai 1994.)

Enregistri d'office le 6 mai 1994.

I Nations Unies, Recueil des Traitds, vol. 964, p. 177;
pour les faits ult6rieurs, voir les r6fdrences donn6es dans
les Index cumulatifs n-s 17 A 21, ainsi que l'annexe A des
volumes 1272, 1530, 1591, 1723 et 1724.

2 Ibid., vol. 1161, p. 480.

Vol. 1775, A-13899
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No. 14151. PROTOCOL AMENDING
THE SINGLE CONVENTION ON
NARCOTIC DRUGS, 1961. CON-
CLUDED AT GENEVA ON 25 MARCH
19721

ACCESSION

Instrument deposited on:

9 May 1994

SAINT KITTS AND NEVIS

(With effect from 8 June 1994.)

Registered ex officio on 9 May 1994.

No 14151. PROTOCOLE PORTANT
AMENDEMENT DE LA CONVEN-
TION UNIQUE SUR LES STUP-
FIANTS DE 1961. CONCLU ,GENfEVE
LE 25 MARS 19721

ADHESION

Instrument ddposd le:

9 mai 1994

SAINT-KITTS-ET-NEVIS

(Avec effet au 8juin 1994.)

Enregistrd d'office le 9 mai 1994.

I United Nations, Treaty Series, vol. 976, p. 3; for sub- I Nations Unies, Recuei des Trairds, vol. 976, p. 3; pour
sequent actions, see references in Cumulative Indexes les faits ultdrieurs, voir les rdf6rences donn6es dans les
Nos. 16 to 21, as well as annex A in volumes 1333, 1358, Index cumulatifs no 16 21, ainsi que l'annexe A des
1387, 1403, 1412, 1463, 1486, 1501, 1515, 1546, 1551, 1563, volumes 1333, 1358, 1387, 1403, 1412, 1463, 1486, 1501,
1567, 1607, 1639, 1667, 1719, 1723, 1724, 1727. 1733, 1734, 1515, 1546, 1551, 1563, 1567, 1607, 1639, 1667, 1719, 1723,
1745 and 1760. 1724, 1727, 1733, 1734, 1745 et 1760.

Vol. 1775, A-14151
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No. 14152. SINGLE CONVENTION ON
NARCOTIC DRUGS, 1961, AS
AMENDED BY THE PROTOCOL
AMENDING THE SINGLE CONVEN-
TION ON NARCOTIC DRUGS, 1961.
DONE AT NEW YORK ON 8 AUGUST
1975'

PARTICIPATION in the above-mentioned
Convention

Instrument deposited to the 1961 Conven-
tion and 1972 amending Protocol deposited
on:

9 May 1994

SAINT KITTS AND NEVIS

(With effect from 8 June 1994.)

Registered ex officio on 9 May 1994.

I United Nations, Treaty Series, vol. 976, p. 105; for
subsequent actions, see references in Cumulative Indexes
Nos. 16 to 21, as well as annex A in volumes 1252, 1358,
1387, 1403, 1405,1412, 1437, 1459, 1463,1465, 1475, 1486,
1492, 1501, 1506, 1515, 1546, 1547, 1551, 1558, 1559, 1563,
1566, 1567, 1589, 1606, 1607, 1639, 1647, 1667, 1676, 1679,
1712, 1719, 1723, 1724, 1727, 1728, 1732, 1733, 1734, 1745,
1760 and 1768.

No 14152. CONVENTION UNIQUE SUR
LES STUPtFIANTS DE 1961 TELLE
QUE MODIFItE PAR LE PROTOCOLE
PORTANT AMENDEMENT DE LA
CONVENTION UNIQUE SUR LES
STUPtFIANTS DE 1961. FAITE A
NEW YORK LE 8 AOOT 1975'

PARTICIPATION i la Convention susmen-
tionnde

Instrument d'adhdsion it la Convention de
1961 et au Protocole d'amendement de 1972
diposi le :

9 mai 1994

SAINT-KITTS-ET-NEVIS

(Avec effet au 8 juin 1994.)

Enregistr6 d'office le 9 mai 1994.

I Nations Unies, Recueji des Traitds, vol. 976, p. 105;
pour les faits ult~neurs, voir les r6fArences donndes dans
les Index cumulatifs nos 16 b, 21, ainsi que l'annexe A des
volumes 1252, 1358, 1387, 1403, 1405, 1412, 1437, 1459,
1463, 1465, 1475, 1486, 1492, 1501, 1506, 1515, 1546, 1547,
1551, 1558, 1559, 1563, 1566, 1567, 1589, 1606, 1607, 1639,
1647, 1667, 1676, 1679, 1712, 1719, 1723, 1724, 1727, 1728,
1732, 1733, 1734, 1745, 1760 et 1768.

Vol. 1775, A-14152
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No. 14531. INTERNATIONAL COVE-
NANT ON ECONOMIC, SOCIAL AND
CULTURAL RIGHTS. ADOPTED BY
THE GENERAL ASSEMBLY OF THE
UNITED NATIONS ON 16 DECEMBER
19661

ACCESSION

Instrument deposited on:

3 May 1994

GEORGIA

(With effect from 3 August 1994.)

Registered ex officio on 3 May 1994.

'United Nations, Treaty Series, vol. 993, p. 3; for sub-
sequent actions, see references in Cumulative Indexes
Nos. 16 to 21, as well as annex A in volumes 1256, 1259,
1271, 1286, 1289, 1299, 1312, 1329, 1333, 1334, 1354, 1357,
1360, 1390, 1397, 1409, 1421, 1422, 1434, 1455, 1482, 1490,
1505, 1545, 1551, 1556, 1563, 1564, 1578, 1580, 1598, 1607,
1649, 1651, 1653, 1654, 1660, 1663, 1669, 1671, 1673, 1675,
1676, 1678, 1679, 1685, 1688, 1690, 1691, 1704, 1712, 1720,
1723, 1724, 1725, 1728, 1730, 1732, 1733, 1753 and 1762.

No 14531. PACTE INTERNATIONAL
RELATIF AUX DROITS ICONOMI-
QUES, SOCIAUX ET CULTURELS.
ADOPTt PAR L'ASSEMBLItE GtNt-
RALE DES NATIONS UNIES LE 16 Dt-
CEMBRE 19661

ADHESION

Instrument d~posg le:

3 mai 1994

G9ORGIE

(Avec effet 3 aofit 1994.)

Enregistrg d'office le 3 mai 1994.

' Nations Unies, Recueil des Trairds, vol. 993, p. 3; pour
les faits ult6rieurs, voir les r6fdrences donndes dans les
Index cumulatifs nos 16 b 21, ainsi que l'annexe A des
volumes 1256, 1259, 1271, 1286, 1289, 1299, 1312, 1329,
1333, 1334, 1354, 1357, 1360, 1390, 1397, 1409, 1421, 1422,
1434, 1455, 1482, 1490, 1505, 1545, 1551, 1556, 1563, 1564,
1578, 1580, 1598, 1607, 1649, 1651, 1653, 1654,1660, 1663,
1669, 1671, 1673, 1675, 1676, 1678, 1679, 1685, 1688, 1690,
1691, 1704, 1712, 1720, 1723, 1724, 1725, 1728, 1730, 1732,
1733, 1753 et 1762.

Vol. 1775, A-14531
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No. 14583. CONVENTION ON WET-
LANDS OF INTERNATIONAL IMPOR-
TANCE ESPECIALLY AS WATER-
FOWL HABITAT. CONCLUDED AT
RAMSAR, IRAN, ON 2 FEBRUARY
1971'

RATIFICATION of the above-mentioned
Convention, as amended by the Protocol 2

of 3 December 1982

Instrument deposited with the Director-
General of the United Nations Educational,
Scientific and Cultural Organization on:

29 March 1994

ESTONIA

(With effect from 29 July 1994.)

Certified statement was registered by the
United Nations Educational, Scientific and
Cultural Organization on 28 April 1994.

I United Nations, Treaty Series, vol. 996, p. 245,
vol. 1437 (rectification of authentic French text); for sub-
sequent actions, see references in Cumulative Indexes
Nos. 16 to 21, as well as annex A in volumes 1256, 1276,
1294, 1297, 1342, 1360, 1387, 1405, 1422, 1436, 1437, 1455,
1456, 1465, 1466, 1480, 1494, 1498, 1501, 1509, 1514, 1518,
1523, 1540, 1568, 1576, 1579, 1589, 1601,1641, 1649, 1650,
1662, 1668, 1672, 1676, 1678, 1699, 1705, 1714, 1720, 1722,
1724, 1727, 1733 and 1747.

2 Ibid., vol. 1437, p. 344, and annex A in volumes 1455,
1456, 1465, 1480, 1509, 1514, 1518, 1523, 1540, 1576, 1589,
1668, 1672, 1705 and 1747.

No 14583. CONVENTION RELATIVE
AUX ZONES HUMIDES D'IMPOR-
TANCE INTERNATIONALE PARTI-
CULItREMENT COMME HABITATS
DES OISEAUX D'EAU. CONCLUE A
RAMSAR (IRAN) LE 2 FItVRIER 19711

RATIFICATION de la Convention susmen-
tionn6e, telle qu'amend6e par le Protocole 2

du 3 d6cembre 1982

Instrument ddposd auprs du Directeurg-
njral de l'Organisation des Nations Unies
pour l'dducation, la science et la culture le:

29 mars 1994

ESTONIE

(Avec effet au 29 juillet 1994.)

La dclaration certfie a 6ti enregistre
par l'Organisation des Nations Unies pour
l'6ducation, la science et la culture le 28 avril
1994.

I Nations Unies, Recuei des Traits, vol. 996, p. 245,
vol. 1437 (rectification du texte authentique frangais);
pour les faits ulterieurs, voir les r6ferences donndes dans
les Index cumulatifs ns 16 & 21, ainsi que l'annexe A des
volumes 1256, 1276, 1294, 1297, 1342, 1360, 1387, 1405,
1422, 1436, 1437, 1455, 1456, 1465, 1466, 1480, 1494, 1498,
1501, 1509, 1514, 1518, 1523, 1540, 1568, 1576, 1579, 1589,
1601, 1641, 1649, 1650, 1662, 1668, 1672, 1676, 1678, 1699,
1705, 1714, 1720, 1722, 1724, 1727, 1733 et 1747.

2 Ibid., vol. 1437, p. 348, et annexe A des volumes 1455,
1456, 1465, 1480, 1509, 1514, 1518, 1523, 1540, 1576, 1589,
1668, 1672, 1705 et 1747.

Vol. 1775. A-14583
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No. 14668. INTERNATIONAL COVE- No 14668. PACTE INTERNATIONAL
NANT ON CIVIL AND POLITICAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET
RIGHTS. ADOPTED BY THE GEN- POLITIQUES. ADOPTt PAR L'AS-
ERAL ASSEMBLY OF THE UNITED SEMBLEE GtN1tRALE DES NA-
NATIONS ON 16 DECEMBER 19661 TIONS UNIES LE 16 DICEMBRE 19661

NOTIFICATION under article 4 NOTIFICATION en vertu de I'article 4

Received on: ReVue le :

25 April 1994 25 avril 1994

RUSSIAN FEDERATION FgDP-RATION DE RuSSIE

[RUSSIAN TEXT - TEXTE RUSSE]

f-ocTomiHHoe rlpexecraBHTeJIbcrBo POCCHRCKOrl (IeuepaltHH np

OpraHH3amHH O6exIHHeHHaI[x HauHrl cBHAeTefbCTByeT cBoe yBaxKeHle

reHepaJIbHOMY CeKpeTapIo OpraHH3a1tH O6eAHHeHHbix Haw4ri H B

COOTBeTCTBHH C HyHKTOM 3 CTaTEH 4 MexuyuHapogHoro IIaKTa o

rpaKIwfaHCKKX H HO1HTHqeCK14X npanax HMeeT eCb ipenpoBOUHTB TeKCT

YKa3a flpe3HmeHTa POCCHAiCKORi eAepanH'H R.H.EJIBULHHa "0 BBeAeHHH

1qpe3Bbiqar4HOrO ononoXeHHA Ha xiaCTH TeppHTOpHAi Pecny611HKH CeBepHaA

OceTKAs H HHirymCKOi Peclay6nH" OT 4 anpexu 1994 rona.

I United Nations, Treaty Series, vol. 999, p. 171;
vol. 1057, p. 407 (rectification of the authentic Spanish
text); and vol. 1059, p. 451 (corrigendum to vol. 999); for
subsequent actions, see references in Cumulative Indexes
Nos. 17 to 21, as well as annex A in volumes 1256, 1259,
1261, 1272, 1275, 1276, 1279, 1286, 1289, 1291, 1295, 1296,
1299, 1305, 1308, 1312, 1314, 1316, 1324, 1328, 1329, 1333,
1334, 1338, 1339, 1344, 1347, 1348, 1349, 1351, 1352, 1354,
1356, 1357, 1358, 1360, 1365, 1379, 1387, 1389, 1390, 1392,
1393, 1399, 1403, 1404, 1408, 1409, 1410, 1413, 1417, 1419,
1421, 1422, 1424, 1427, 1429, 1434, 1435, 1436, 1437, 1438,
1439, 1441, 1443, 1444, 1455, 1457, 1458, 1462, 1463, 1464,
1465, 1475, 1477, 1478, 1480, 1482, 1484, 1485, 1487, 1488,
1490, 1491, 1492, 1495, 1498, 1499, 1501, 1502, 1505, 1506,
1508, 1510, 1512, 1513, 1515, 1520, 1522, 1525, 1527, 1530,
1533, 1534, 1535, 1540, 1543, 1545, 1548, 1551, 1555, 1556,
1557, 1562, 1563, 1564, 1567, 1570, 1577, 1578, 1579, 1580,
1582, 1593, 1598, 1607, 1637, 1639, 1642, 1643, 1647, 1649,
1650, 1651, 1653, 1654, 1660, 1663, 1665, 1667, 1669, 1671,
1672, 1673, 1675, 1676, 1678, 1679, 1681, 1685, 1688, 1690,
1691, 1695, 1696, 1703, 1704, 1705, 1709, 1712, 1714, 1717,
1719, 1720, 1722, 1723, 1724, 1725, 1727, 1728, 1730, 1731,
1732, 1734, 1736, 1737, 1745, 1746, 1747, 1753, 1760, 1762,
1765, 1768, 1771 and 1774.

Vol. 1775, A-14668

I Nations Unies, Recueil des Traitds, vol. 999, p. 171;
vol. 1057, p. 407 (rectification du texte authentique espa-
gnol); et vol. 1059, p. 451 (rectificatif au vol. 999); pour les
faits ultdrieurs, voir les r6fdrences donndes dans les Index
cumulatifs nos 17 A 21, ainsi que I'annexe A des volu-
mes 1256, 1259, 1261, 1272, 1275, 1276, 1279, 1286, 1289,
1291, 1295, 1296, 1299, 1305, 1308, 1312, 1314, 1316, 1324,
1328, 1329, 1333, 1334, 1338, 1339, 1344, 1347, 1348, 1349,
1351, 1352, 1354, 1356, 1357, 1358, 1360, 1365, 1379, 1387,
1389, 1390, 1392, 1393, 1399, 1403, 1404, 1408, 1409, 1410,
1413, 1417, 1419, 1421, 1422, 1424, 1427, 1429, 1434, 1435,
1436, 1437, 1438, 1439, 1441, 1443, 1444, 1455, 1457, 1458,
1462, 1463, 1464, 1465, 1475, 1477, 1478, 1480, 1482, 1484,
1485, 1487, 1488, 1490, 1491, 1492, 1495, 1498, 1499, 1501,
1502, 1505, 1506, 1508, 1510, 1512, 1513, 1515, 1520, 1522,
1525, 1527, 1530, 1533, 1534, 1535, 1540, 1543, 1545, 1548,
1551, 1555, 1556, 1557, 1562, 1563, 1564, 1567, 1570, 1577,
1578, 1579, 1580, 1582, 1593, 1598, 1607, 1637, 1639, 1642,
1643, 1647, 1649, 1650, 1651, 1653, 1654, 1660, 1663, 1665,
1667, 1669, 1671, 1672, 1673, 1675, 1676, 1678, 1679, 1681,
1685, 1688, 1690, 1691, 1695, 1696, 1703, 1704, 1705, 1709,
1712, 1714, 1717, 1719, 1720, 1722, 1723, 1724, 1725, 1727,
1728, 1730, 1731, 1732, 1734, 1736, 1737, 1745, 1746, 1747,
1753, 1760, 1762, 1765, 1768, 1771 et 1774.
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PewiKM mpe3BbarIHOrO noj[oKeHH BBereH C 14 macoB 00 MHHYT 31

MapTa 1994 roxa Ao 14 maCOB 00 MHHyT 31 MaA 1994 rona Ha TeppHTOPHAX

MO3AOKCKOrO paAioHa, -IpaBo6epexKHoro paiioHa, HlpHropOnHoro pafloHa

H r.BnaRHKaBKa3a (Pecy6nmxa CeaepHai OceTHi), a TaKxoe

Manro6eKcKoro H Ha3paHOBCKoro pakiOHOB (I4HryuicKaA Pecny6nHKa).

YKa3aHHbie MepbI 6binH flpHHATbl B CB313H C coxpaHeHHeli

HanpA;KeHHoii o6CraHOBI4 B pRAe parlOHOB Pecny6nHKH CeBepHasi

OceTI45 H IHHrymCKOI Pecny6nHKH, HenpeKpauaioumHcS aKTaMH

Teppopa H HacHJi, B T.4. B OTHOIIIeHHH rpaxIzaHCKoro HaceJieHHA,

HeyperyJIHpoBaHHOCTBlo npo6feMb 6eKeHueB.

'qpe3BLInarIHoe nojo1XeHHe Ha yKa3aHHbIX TeppHTopHAX 6bmo

BBegeHO B COOTBeTCTBHM Co CTaTbei 88 KOHCTHTYLIHH POCCHgiCKOri

4DenepauHm, 3aKOHOM "0 mpemaaHOM nOO)KeHHH", 3aKOHOI "0

6e3onacHocT" M YTBep;KIeHo COBeTOM 4DenepatIHH cZeepa3ibHorO

Co6paHHl PD (B COOTBeTCTBHH Co CT.102 KOHCTiTyLxim P().

Ha nepioAn jeriCTBHM mpe3BImaRiForo nolo)KeHH h POCCHMiCKa1

(FexepauXHs B COOTBeTCTBHH C HyHKTOM 1 CTaTbH 4 MeX1yHapo.4Horo

riaKTa o rpaKaHCKHX H HOJIHTH'eCKHX npaBax 3aJISmeT 0 BO3MOX(HOCTH

npHHATHA npHMeHHTenHO K maCTH TePPHTOPHR pecHy6JIHK CeBepHas

OCeTHIA H HHryImCKORI Pecny6nHKm Mep B OTCTymeHHe OT CBOHX

o6A3aTenbcrB no cr.12 (nn. 1 H 2), cT. 19 (n.2), cT. 21 H cT.22 (nn.1 H 2)

MeXVyHapoAHoro naKTa o rpamaHCKHX H nOJIHTHieCKHX npaBax.

Mepm, npeanp HnMaeMie Ha yKa3aHHbX TeppHTOPHAX B CBA3H C

BBefeHHeM qpe3BLiqaiHoro no3io)KeHHA, He npeaBuiaioT creneHb,

o6ycnoBneHHyIO OCTpOTOi CHTyaItHH; AlaHHIe MepbI He ABnIJOTC31

HeCOBMeCTHMLIMH C Apy"HMH o6s3aTeILcrBaMH POCCH4ACKOR 'tenepalHH

no MeXCWyHapoAHOMy npaBy H He BjieKYT 3a co6orl fAHCKPHMHHa]LHH
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HCIUOtIHTeJImHo Ha OCHOBe pacbl, XBeTa KO)KH, nona, 13blKa, peJIHrH HJIH

coHaibnro npoxcxo~neHA.

HocroSHHoe flpencTaBHTenbcTBO POCCHAfCKOi Deaepaumn npm

OOH flOJnb3yeTCqI HaCTOIUHM cny'aeM, '1T06bl BO3o6HOBHTb

reHepanbHON y CeKpeTapio OOH yBepeHS1 B CBoeM BecbMa BbICOKOM

yBa>KeHHH.

r. HbIo-lRopK, "2g." anpesim 1994 rosa

0 sAeelmm ipe3smMaHorO nooxemu us qac'm reppairopmA-
Pecy6nmA m Cesepna Ocemi m HbymcKog Pecuy6nim

B cwmH c coxpa xceM iianpmcciwoft o6cra&osio -i pAC pa90HOB

Pecnyn~mm Cesmpia OcemTa H HiIrywcxo Pecny6uMV, WMtCIOUKMHCR
CKyLBAMH aroll Teppopa H HaCHM, Heo6XoAnoiocrio o6ecneqeHxsq Bo m mie"

YKa.3a rlpC3snewra PoccH tcKoR (ecnpaLm or 13 nexa6pn 1993 r. M 2131 "0
nop ce Bo3BpaLCHHR B mecra nocroxmHoro npoxHBH~ x r 6etCHUCB H
BbIHY'A=CHHhOC nepeccnctwC H a "rTpproptmOc Pccrydmc CCeCpHaa Ocemn H

HHryicxoA Pecny6amm" H pcalH3aLan KOMeIeKCa Mcp no jIU .aUmm
BoopyxeHmoro KOH4)JIHKTa, yrepwnemmr iocramomfeHeM 1lpaBHrejuwraa
PoccHAcKofl IeZCepa!UH OT 9 Mapra 1994 r. M 18S, npoc 6amH BepxoBHoro
COBeTa Pecn y63nao CCeCp~a. OccTHR, H rlpe3n.etra HHrylucxotk Pccny6ma o
HeO6XOMIMOcTH 'eepaPLHofl nomoum no rcexorpaweHmIO 'reppopHcrH.ecov
aKTOB H OXpaHC npaa rpa)KaH, o6feicroB Hapomioro xo3acR a H c LeAo

o6ecetitim roCyapCTBCH{OA H o6weCTmemCoft 6eaonacHocrH, a "aole B
COOTB TCMIGi co craTefl 88 KoHcnfryuKH Pocc~gcxoft (ce¢epaui,, 3axoHOt,
PC$DCP "0 'pc3BbNaAiom nonoxemat" H 3aKOHOM4 PocCKACKco tPcnepaC4Mx "0
6e3onacHocrH" RoCTaIHoMAi:

1. C 14 tacob 00 m mwr 3! mapta 1994 r. oTheHrrb PCX)MC
4pe3Mbnbarboro nOjiOcHHA Ha Teppirropiim Mo3noxcxoro pafoHa, flpmopomioro
patloHa it npiueraiOLUnX K Hc.fy MCCTHOcTX Pecrryfiix CeaepHxA OcertM~,

Manro6eKcKoro it Ha3paHoaccoro paROHOB NHryuCOf CeCrryiOoz...

2. PYKOBOJICrByRcb 3aKOHOM PCtDCP "O fpC3BhNafbiom noJIO)KeHKHI"

(craTbH 4, 9). BBCCH c 14 iacoa 00 mmyr 31 MapTa 1994 r. Ao 14 'tacos 00
miHyr 31 MaR 1994 r. qpe3BhMbiaoe nOAOXeHHe Ha TeppHtropuHx:
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Pecrry6nrwa CcaepHaH OceMsi

Mc0=xcCxoo parkva (HaceicHHue 'ix5LLT, 1Mo10aauKc. UrflWWHS.: 1.nrvm.

OicrA6pbcKoc, KmCBCKOC, Ku~iwp, Pa.AoJIbnOC, BmHorpa.Milc, H1iCHN* Manro~clc,
CyXCiTuKoc, Xypuay, Kycoao, KoMaposo), Hpa~o6cpcxHoro paRoHa (Hacenew. ae
nyHKI CTapzA Baraxoiopr, 3 a, OftbnbHCKOC, a3ponopT RnamcaBa &3),

lpicropom zoro paRoHa (HaCenclme nywxmc MancxfKd, qepMCH,KoMT'poH,
TapcKoc, KypTaT, UaqnHoe, joHrapoH) H r.Bja.iocanaaa (Hacenc Huc nywcw
1O-'HbrI, tICpHOpcqeHCKOC, TepK, Sairra. 'Mu, Hmxcxg Jiape, BepxHs Jlapc,
33M, Kapua);

H ryuicx&s Pccny6nmc

Manro6excKoro H Ha.paHoacKoro paAOHOa.

3. Coxpam Ha ntcpHoA ,ipeawaxoro lanoxemm B xcaecrae ocoSolk
#opmm ynpamcHm BpeMeHRnMO a.aMcTpamoo Ha TCppHTOPHRX Mouzoxcicoro
pafota, IpHropomioro pafota H npznermouX K IM ¢Y mecrHoCTrx Pccny6Auxw
CeBepH&a Ocerwi, Ma.Oe KCxoro H Ha3paHoacxoro patokoa JuryiucKog
Pccny6ju (aance meHyeTcA - Bpcme.ax Aicrzp a.).

BpCMCHHaN aMOAHitcrpauDm ocTaerem npaRnripeemHmco BpCeeMtH0
amlHHHcTpa~uH Ha TeppHTopt.X Mo3.okcKoro paAOHa, IlpMropomioro paAoHa H
nPIUICIOIIa X HCry MCCrOCTrX Pecry6m= CCBSepHa OCCTh,, Ma.nro6eKcoro
t Ha.paxoucxoro paAoHoB HHryLucxok Pecray6um, BafclHHoR B xa'%icmCe
oco5o #opmbi ynpasacHa Yaom fpc3zeHTa PoccitCKoA 4)c~cpainw oT 31
HHBaa 1994 r. M 231 "0 nponncmxA M' pebiatHoro ioAoxeCiH Ha
TcppiropHax Moao~cxoro paAOHa, flplropomoro paroa H fpHncr-aoIWHX K
Hcry MeoCTHOarqX Pecny6mjnuo CcBcpHa OceT'r, MBmro6cKCKorO H
Ha3paHoacKoro PaAOHOa HMyUZCKO Pcciy6rAnI".

4. Ha r pePHOA &ape3BuaaAbioro nofloZeHR:

ycramH3n Oco6bhi pemim Bi= ii Bw u3a, a Taxce oco6bziA ropRAOK
nepeABIDKHeURn, Bicnioqaimouit7 nposcpy clKyw-erroB, a rrpH nolyLHiW AZaHHLX 0
Hauimz y rpa.mmaH opyxJit - mN+HurtaOCNOTP BCLLCJ, Mumn a H -rpaHcnop'THbx
cp¢ c'ra;

YCHA- h oxpacY OwCCTBCemoro nopwca H O57K'aO, o6ecn'nxaounv
cJ13HeneCaTmIbHOCTb HaCCJICHHA;

3anpC'nrrb B 30HC 4pcaau'Iaabtoro nono~cHx .g npoBecn.He copaHHK,
m.nmron, yJ'HIxM~ wlecTKH H nCMoHCrpal, a TaoCe m UX MaccoBUY

MeponpATHA;

3arpeHm 3a6acroaii;

Vol. 1775, A-14668



United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traitks

3anpeT mrr npoaanKy opyICHA, H3bIMmTh y r'paYaH OrHecTpe.'bHOe H
xonojn-oe opyiaie, 60enpinaCbI, RAzOBiMIe H B3PIBUaThI¢ BCLtICCTha;

BbLtBopmb Hapylumreneft o6umecmeiworo nopKa, He
RBJIIOUUI1XCR )ITrcrJRMH ,aHHOIk MCCTHOCTH, X MCCTy HX flOCTORHHOro

npowuiaH nHm6O 3a npcjenMi TCppHToPHH, Ha KoTopoPR BBOAfCHO

4pe35br~aIAHOc TIOJ1O)KHHe, 3a i= c'eT;
ripHocTaHaBiBaTh nocie npeBapH'renTbHoro npezmynpezxeHmH

.neuTenhHOCTb nonmuHtIncmx na-pTxA, o61tecTBeHmHxx opraHH3a11KA H
MaCCOBBIX ABIIDKCHIHA, npenrmTcTBymoL HOPM I1H3aUtH o6cTaHOBM;

SBccTil rlpelBnpirrcJlhHyio LtcH3ypy Ha H4)OpMUa.I1IO, OCBleaOLuly1
Co6bTrm B 3OHC 'pC3BbFN'ftmoro nOZ1On C.I{Im, C npaBoM BpCMeHI-oro
apecTa neqamoA npouynitim;

c y' IeOM o6cTfaHoBKH BB0O .MfrM KOMCHatw cnift qaC, TO CCTh 3a fpeT
rpaYKflaHaM HaXOIlrrbCR Ha yTimUax 1 B HHbD( 06WR¢C01oBCKID MCcTax 6e3
cneuLDIJtbHO BblaHHbV( nlporycKoB H AoKyMeHTOB, yaocroBcpmoDunx
JUfLHOCTh., B ycm tneHmO BpCMR CyrOic.

5. MiuiicTepcmy BHyrp¢HHHx nen PoccKlcKoft <D¢JxpauxH,
4)e~epaaHH0 caiyx6e KoHTppO.3BCBX POC.CPAKxOA 4PCXCpaLf1 If
npimam, ummi Bpces-moft aa.omcrpawum cHuam MwMcrepcTra o6opoHbt
PoccHufccol cPeaepautim np)imT MCPbI K HCflOflyWCleHIO oopy)Kewinoro
CTOJIYJOBeHmAU nPOTHBOCTORWV CTOpOH, 3aLumT" H 6H3onacHocm
rpa~XaanH n 06ecnictIHuino HCKoCHMTCnbHoro co06moJcKmIa pexCiMm
%pC3Bb faitHoro IOn4cHmL1.

6. I'IoxmHHTb B onpaTHBHOM OTHOLUCHHH rha1.e BpcMewoll
aaMiHHCtpaLIHi fnpWL~ajitbie BpemcHJO a, MHHHCTpaWIIH ofte anHewlIe
cIumr MP1LH1fcTepCTBa oopoHIi POCCH9CKOA '3cAepaum, MtuiHcrepcrma
BH-yrpCHHJx lci POCCiCKOmi (Pac¢pauIHH, QlcpacrbHo cny*6u
KOHTPPM3Ben.H POCCHlcKoA 0eflepauHH, ( epA.HbHOft Forp1HiHoA
cjIyx(6b! - 1naBlHoro KoNfLH.osaUI f'orp3HHLDc l B0CK POCCIICKOR

QPeepaimm I QepaJmHoro areHreTrra npaBHTejieTBenoA CBE3B

tHmdOpMagim 1 pH r[lpe3IeCHTC PoCCHACcoI;I Cleaepaum.

7. YCTaHOBHTh, -TO pacnopR KCHMR H npHxa3bi rBa i BpeMelJIoi
am.LHHHCTpauIut 06R3aTCJTLIl4HI ,R mrCioIOeH eA opraHa

uCriO.muJrfenTHOfR B J- nCI, opraHaMH BHMy'CHHVX neJI, opraHaUH
KOHTppO.3BCZl.H, BOIIHCIGLMH 'jaCTRMHI, npeaflpiHRu5mum, opraHRnLRMH K
YMpCMACHWIMH, a TaJOKC nOJfYniOCTHIM1H JIHUnMH It rpax KaHa.M11,
HaXOM1IIVMCR Ha TeppHTopmt, rc aefcTyeT %ipe3Bb1atlHOe
nOJIO)KCHlHc.

8. lparlmrenbcoy PoCCIIACKoIR Qc¢epa.nmv:
o6ecneirr ocyiuecTBleHme meponpimrmA, CB.93aHHmX C pCeHMOM

4pe3BbmrdniHoro noRoKeHMA, BKniioiaq M 4rIHa-cHpotaHme;
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CBOCBpChieHHo H B nOJIHOM O6 bMCe dHHaHcHpo&aTb MeporpimTH
lCO KONtMrCKCHOMy pCLLICHHIO npO6nCMbI 6e)KCHLICB H BbMHY2CHHwIJ
nepeceieHmIeB;

o6ecrze'im AallbHeLUJCC f'POBeaCJHHC neperoBOPOB no
YPerY7DIPOBa.Qi)o KOH4yUIKTa;

npo~oa mam orcauam qepe3 BpeMcHxym 00.WHHcipawujo
4iMaHCOBO-3KOHo mmCcKpo noMouu. Pccny6mmxe CcaepHaa OccHAI H
IHrywcKoA Pccny6;m=x B cooMMMrcmm c 4e¢epaJphm~iD nporputamm,
Cnxmamr rnnTano can)amsi ya.aMHoIg ITOMOuDm B 32BHCHMOCTH Or
KoHcTpykTrBHOCTH ncperoBopHoro npouecca mcxm 3THH
pecry6TurxaMH H pCaJH3aWHH at mcp no pa3pcLHHo KOH4nmC'ra;

npimrmb peueutn o flpHBe¢HHm n coOTmercHe Co urrTHOf
IlOnO)(CHiHO o BOOpy)KCHMxx 4DopMtipoaHdH Pecny ioiKH C¢BCpHai
OCIIUI H HnrYiuCxoi recny6jutxH, a riogse o coxpauiewa Bbijej1HHq
BoopyxKcmHH H 6oeBoft T¢x0 IGi opraiam MHHHCTepCTB BHyrpcHMmX eJfl H
ynpacmomM xomppa3BezuII Pecny6mcj CeBCpHaM Oce"a H
Hm-ycxoil Pccny6nmx;..

3acnyum B anipene 1994 r. orm f'panrcraeir Pccny6nmm
CencpHaa OCTHM H f'paHT3U CTm a HMI'yMCKOtk Pecny n= o
npoaenaziflof pa~oTe no BbmonemWo Yya.i flpCHAcH Poccidtcof
OIenpawm or 13 .AeKa6pq 1993 r. M 2131.

9. HacromndM YKa3 sc1ynaeT B CHy C m oMcra cro no cCaHm.
B cooTBercram co -raumml 102 KOHcnTnyLm POCCHfCKO& <Dc1cpawIm
HanpaBHTb HacTomumi YKa3 B Cozer tOcJepalzx (D'e paJHoro
Co~pauum Ha yr ¢pe cIHe.

Mocxca, KpewM

4 anpeni 1994 rona
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[TRANSLATION]

The Permanent Mission of the Russian
Federation to the United Nations presents its
compliments to the Secretary-General of the
United Nations and, pursuant to article 4,
paragraph 3, of the International Covenant on
Civil and Political Rights, has the honour to
transmit the text of a Decree of the President
of the Russian Federation, Mr. B. N. Yeltsin,
dated 4 April 1994, declaring a state of emer-
gency in part of the territories of the Republic
of North Ossetia and the Ingush Republic.

A state of emergency has been declared
with effect from 1400 hours on 31 March 1994
until 1400 hours on 31 May 1994 in territories
of the Mozdok district, the Pravoberezhny
district, the Prigorodny district and the city of
Vladikavkaz (Republic of North Ossetia) and
of the Malgobek and Nazran districts (Ingush
Republic).

The aforementioned measures were taken
in view of the continuing state of tension in a
number of districts of the Republic of North
Ossetia and the Ingush Republic, the un-
ceasing acts of terrorism and violence, in-
cluding violence against the civilian popu-
lation, and the still unresolved problem of
refugees.

The state of emergency in the aforemen-
tioned territories was declared in accordance
with article 88 of the Constitution of the Rus-
sian Federation, the State of Emergency Act
and the Security Act and was ratified by the
Federation Council of the Federal Assembly
of the Russian Federation (in accordance
with article 102 of the Constitution of the
Russian Federation).

For the duration of the state of emergency,
the Russian Federation, in accordance with
article 4, paragraph 1, of the International
Covenant on Civil and Political Rights, de-
clares that it may, in respect of part of the
territories of the Republic of North Ossetia
and the Ingush Republic, take measures dero-
gating from its obligations under articles 12
(paragraphs 1 and 2), 19 (paragraph 2), 21 and
22 (paragraphs 1 and 2) of the International
Covenant on Civil and Political Rights.

The measures taken in the aforementioned
territories in connection with the declaration
of a state of emergency shall not exceed the

Vol. 1775, A-14668

[TRADUCTION]

La Mission permanente de la F6d6ration de
Russie aupr~s de l'Organisation des Nations
Unies pr6sente ses compliments au Secr6-
taire g6n6ral de l'Organisation des Nations
Unies et, conform6ment au paragraphe 3 de
l'article 4 du Pacte international relatif aux
droits civils et politiques, a l'honneur de lui
transmettre le texte du d6cret du Pr6sident de
la Fdd6ration de Russie, Boris Eltsine, « ins-
taurant '6tat d'urgence sur une partie des ter-
ritoires de la R6publique d'Ossdtie du Nord
et de la R6publique d'Ingouchie du 4 avril
1994.

L'dtat d'urgence est instaur6 A compter du
31 mars 1994 (14 heures)jusqu'au 31 mai 1994
(14 heures) dans les territoires des districts de
Mozdok, Pravoberejny et Prigorodny et de la
ville de Vladikavkaz (R6publique d'Oss6tie
du Nord), ainsi que dans ceux des districts
de Malgobek et de Nazran (R6publique d'In-
gouchie).

Les mesures susmentionn6es ont 6t6 adop-
t6es en raison de la tension qui persiste
dans une s6rie de districts de la R6publique
d'Oss6tie du Nord et de la R6publique d'In-
gouchie, d'actes incessants de violence et de
terrorisme, en particulier A rl6gard de la popu-
lation civile, ainsi que du probl~me des r6fu-
gi6s encore non r6gl6.

L'6tat d'urgence a td instaur6 dans les ter-
ritoires susmentionn6s conform6ment A l'ar-
ticle 88 de la Constitution de la F6d6ration de
Russie, A la loi sur l'6tat d'urgence et A la loi
sur la s6curit6, et approuv6 par le Conseil de
la Fd6ration de l'Assembl6e f6d6rale de la
F&i6ration de Russie (conform6ment A l'ar-
ticle 102 de la Constitution de la Fd6ration
de Russie).

Conform6ment au paragraphe I de l'arti-
cle 4 du Pacte international relatif aux droits
civils et politiques, la Fd6ration de Russie
vous informe que, pendant toute la durde de
I'dtat d'urgence, des mesures d6rogeant aux
obligations qui lui incombent en vertu des
articles 12 (par. 1 et 2), 19 (par. 2), 21 et 22
(par. 1 et 2) du Pacte pourront 8tre adoptdes
A l'6gard d'une partie des territoires de la R&
publique d'Ossdtie du Nord ainsi que de la
R6publique d'Ingouchie.

Les mesures adopt6es dans les territoires
susmentionn6s en raison de l'instauration de
l'6tat d'urgence n'outrepassent pas les limi-
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limits of what is required by the exigencies of
the situation; such measures shall not be in-
consistent with the other obligations of the
Russian Federation under international law
and shall not involve discrimination solely on
the ground of race, colour, sex, language,
religion or social origin.

The Permanent Mission of the Russian
Federation to the United Nations takes this
opportunity to convey to the Secretary-Gen-
eral of the United Nations the renewed assur-
ances of its highest consideration.

New York, 22 April 1994

Decree of the President of the Russian Fed-
eration declaring a state of emergency in
part of the territories of the Republic of
North Ossetia and the Ingush Republic

In view of the continuing state of tension in
a number of districts of the Republic of North
Ossetia and the Ingush Republic; the inci-
dence of acts of terrorism and violence; the
need to ensure the implementation of Decree
No. 2131 of the President of the Russian Fed-
eration, of 13 December 1993, on the proce-
dure for the return of refugees and forcibly
displaced persons to their places of perma-
nent residence in the territories of the Repub-
lic of North Ossetia and the Ingush Republic
and the implementation of the set of meas-
ures aimed at eliminating armed conflict ap-
proved by Resolution No. 185 of the Govern-
ment of the Russian Federation, of 9 March
1994; the requests by the Supreme Council of
the Republic of North Ossetia and the Presi-
dent of the Ingush Republic concerning the
need for federal assistance to prevent terror-
ist acts and protect the rights of citizens and
installations of the national economy and to
safeguard State and public security; and in
accordance with article 88 of the Constitution
of the Russian Federation, the State of Emer-
gency Act of the RSFSR and the Security Act
of the Russian Federation, I resolve that:

1. With effect from 1400 hours on
31 March 1994, the state of emergency in the
territories of the Mozdok district, the Pri-
gorodny district and adjacent localities of the
Republic of North Ossetia and the Malgobek

tes que justifie la gravit6 de la situation; elles
ne sont pas non plus incompatibles avec les
autres obligations incombant A la Fd6ration
de Russie en vertu du droit international et
n'entranent pas de discrimination fond6e sur
la race, la couleur de la peau, le sexe, la langue,
la religion ou l'origine sociale.

La Mission permanente de la Fdration de
Russie aupr~s de l'Organisation des Nations
Unies saisit cette occasion pour renouveler
au Secrdtaire g6n6ral de l'Organisation des
Nations Unies les assurances de sa tr~s haute
consid6ration.

New York, le 22 avril 1994

Dicret du Priesident de la Fid6ration de Rus-
sie instaurant l'etat d'urgence dans une
partie des territoires de la Ripublique
d'Ossitie du Nord et de la Ripublique
d'Ingouchie

Compte tenu de la persistance de la tension
dans une s6rie de districts de la R6publique
d'Oss6tie du Nord et de la R6publique d'In-
gouchie, de la multiplication des actes de ter-
rorisme et de violence, de la ndcessit6 de met-
tre en oeuvre le d6cret du Pr6sident de la
Fd6ration de Russie du 13 d6cembre 1993
(no 213 1) sur le retour A leur lieu de rdsidence
habituelle des r6fugi6s et des personnes d6-
plac6es dans les territoires de la R6publique
d'Oss6tie du Nord et de la R6publique d'In-
gouchie et d'appliquer la s6rie de mesures vi-
sant ht r6gler le conflit arm6, stipul6es dans la
d6cision du Gouvernement de la F6d6ration
de Russie du 9 mars 1994 (no 185), des deman-
des insistantes d'aide f6d6rale adress6es par
le Soviet supreme de la RApublique d'Oss6tie
du Nord et par le Pr6sident de la R6publique
d'Ingouchie dans le but d'emp cher les actes
de terrorisme et de pr6server les droits des
citoyens et les 6quipements collectifs, et en
vue d'assurer la s6curit6 du Gouvernement et
de la soci6td, ainsi que conform6ment A l'ar-
ticle 88 de la Constitution de la F&l6ration de
Russie, A la loi de la RSFSR sur l'6tat d'ur-
gence et A la loi de la F6d6ration de Russie sur
la s6curit6, je d6cr~te ce qui suit :

1. Acompterdu31 mars 1994(14 heures),
l'dtat d'urgence est lev6 dans les territoires
des districts de Mozdok et de Prigorodny et
des localit6s de la R6publique d'Oss6tie du
Nord avoisinantes, ainsi que dans les districts
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and Nazran districts of the Ingush Republic
shall be lifted.

2. In accordance with articles 4 and 9 of
the State of Emergency Act of the RSFSR,
with effect from 1400 hours on 31 March 1994
until 1400 hours on 31 May 1994, a state of
emergency shall be declared in the following
territories:

Republic of North Ossetia

The Mozdok district (the settlements
Mozdok, Kalinin, Terskaya, Oktyabrskoe,
Kievskoe, Kizlyar, Razdolnoe, Vinogradnoe,
Nizhny Malgobek, Sukhotskoe, Khurikau,
Kusovo and Komarovo), the Pravoberezhny
district (the settlements Stary Batakayurt,
Zilga and Olginskoe and Vladikavkaz air-
port), the Prigorodny district (the settlements
Maiskoe, Chermen, Komgaron, Tarskoe,
Kurtat, Dachnoe and Dongoron) and the city
of Vladikavkaz (the settlements Yuzhny,
Chernorechenskoe, Terk, Balta, Chmi,
Nizhny Lars, Verkhny Lars, Ezmi and
Kartsa);

Ingush Republic

The Malgobek and Nazran districts.

3. For the duration of the state of emer-
gency, the interim administration set up as an
ad hoc administrative body in the territories
of the Mozdok district and the Prigorodny
district and adjacent localities of the Repub-
lic of North Ossetia and the Malgobek and
Nazran districts of the Ingush Republic
(hereinafter referred to as the interim admin-
istration) shall be retained.

The interim administration shall remain as
the successor to the interim administration
in territories of the Mozdok district and the
Prigorodny district and adjacent localities of
the Republic of North Ossetia and the Mal-
gobek and Nazran districts of the Ingush Re-
public established as an ad hoc administrative
body by Decree No. 231 of the President of
the Russian Federation, of 31 January 1994,
extending the state of emergency in territories
of the Mozdok district and the Prigorodny
district and adjacent localities of the Repub-
lic of North Ossetia and the Malgobek and
Nazran districts of the Ingush Republic.

4. For the duration of the state of emer-
gency.
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de Malgobek et de Nazran de la R6publique
d'Ingouchie.

2. Conform6ment aux articles 4 et 9 de la
loi de la RSFSR relative b l'6tat d'urgence,
l'6tat d'urgence est instaur6 A compter du
31 mars 1994 (14 heures) jusqu'au 31 mars
1994 (14 heures) dans les territoires ci-apr~s:

Ripublique d'Ossdtie du Nord

Le district de Mozdok (localitds de
Mozdok, Kalinine, Terskaya, Oktyabrskoe,
Kievskoe, Kizlyar, Razdolnoe, Vinogradnoe,
Nijny Malgobek, Soukhotskoe, Khourikaou,
Koussovo, Komarovo), le district de Pravo-
berejny (localit6s de Stary Batakoyourt,
Zilga, Olguinskoe, a6roport de Vladikavkaz),
le district de Prigorodny (localitds de MaIsky,
Tchermen, Komgaron, Tarskoe, Kurtat,
Datchnoe, Dongaron) et la ville de Vladi-
kavkaz (localitds de Youjny Tcher-
noretchnskoe, Terk, Balta, Tchmi, Nijny
Lars, Verkhny Lars, Ezmi et Kartsa);

Ripublique d'Ingouchie

Les districts de Malgobek et de Nazran.

3. L'administration provisoire est main-
tenue, A titre exceptionnel, pendant la dur6e
de l'6tat d'urgence dans les territoires du dis-
trict de Mozdok, du district de Prigorodny et
des localitds de la R6publique d'Oss6tie du
Nord avoisinantes, ainsi que dans les districts
de Malgobek et de Nazran de la R6publique
d'Ingouchie (ci-apr~s appel6e l'administra-
tion provisoire).

Cette administration provisoire succede A
l'administration provisoire institu6e A titre
exceptionnel dans les territoires du district de
Mozdok, du district de Prigorodny et des lo-
calitfs de la R6publique d'Oss6tie du Nord
avoisinantes, ainsi que dans les districts de
Malgobek et de Nazran de la Rdpublique
d'Ingouchie, par le d~cret du Prdsident de la
Fddration de Russie du 31 janvier 1994,
(no 231) instaurant l'6tat d'urgence dans les
territoires du district de Mozdok, du district
de Prigorodny et des localit6s de la R6pu-
blique d'Oss6tie du Nord avoisinantes, ainsi
que dans les districts de Malgobek et de
Nazran de la R6publique d'Ingouchie.

4. Pendant la durde de l'dtat d'urgence:
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Special entry and exit regulations shall be
established, as well as special arrangements
governing movement in the area, including
the verification of documents and, in cases
where there is evidence that citizens are in
possession of weapons, the conducting of
body searches and searches of possessions,
homes and vehicles;

Stronger measures shall be taken to main-
tain public order and to protect facilities vital
to the existence of the population;

The holding of rallies, mass meetings,
street marches and demonstrations and any
mass gatherings shall be prohibited in the
state of emergency zone;

Strikes shall be prohibited;
The sale of weapons shall be prohibited

and firearms and cold steel, ammunition and
toxic and explosive substances shall be con-
fiscated from citizens;

Violators of the public order who are not
residents of a given locality shall, at their own
expense, be returned to their place of perma-
nent residence or expelled from the territory
in which the state of emergency has been de-
clared;

Following a preliminary warning, the
activities of political parties, public organiza-
tions and mass movements which impede the
normalization of the situation shall be halted;

Information concerning events in the state
of emergency zone shall be subject to prior
censorship and print matter shall be liable to
temporary seizure;

In the light of the situation, a curfew shall
be proclaimed, that is to say that, within cer-
tain established hours, citizens shall not be
allowed to be in the streets and other public
places without specially issued passes and
identification documents.

5. The Ministry of Internal Affairs of the
Russian Federation, the Federal Counter-
intelligence Service of the Russian Federa-
tion and the forces of the Ministry of Defence
of the Russian Federation assigned to the in-
terim administration shall take measures to
prevent an armed confrontation of the op-
posing sides, to guarantee the protection and
security of citizens and to ensure strict com-
pliance with the state of emergency regime.

6. The unified forces of the Ministry of
Defence of the Russian Federation, the Min-

L'entr6e dans la zone soumise A 1'6tat d'ur-
gence et la sortie de cette zone, ainsi que le
droit d'y circuler sont r6gis par un r6gime
sp6cial, comprenant le contr6le des pieces
d'identit6 et, s'il y a des motifs de croire
que des particuliers d6tiennent des armes, la
fouille des effets personnels, des habitations
et des moyens de transport;

La protection de l'ordre public et des
6quipements collectifs est renforc6e;

Les rdunions, les meetings, les d6fil6s et les
manifestations sur la voie publique sont inter-
dits dans la zone soumise A l'6tat d'urgence,
ainsi que tous autres rassemblements;

L'organisation de gr~ves est interdite;
La vente d'armes est interdite; les armes A

feu, les armes blanches, les munitions, et les
substances explosives et toxiques sont con-
fisqu6es aux particuliers;

Les particuliers qui troublent l'ordre pu-
blic dans un lieu ot ils ne sont pas r6sidents
seront expulsds A leurs frais vers leur lieu de
r6sidence habituelle ou hors du territoire sou-
mis A l'6tat d'urgence;

L'activit6 des partis politiques, des orga-
nisations sociales et des mouvements de
masse qui entravent la normalisation de la
situation est suspendue aprs avertissement
pr6alable;

I1 est instaur6 un r6gime de censure prda-
lable de l'information relative aux 6v6ne-
ments dans la zone soumise A l'6tat d'ur-
gence, avec droit de saisie temporaire des
mat6riels imprim6s;

Compte tenu de la situation, le couvre-feu
est ddcrdtd, c'est-A-dire l'interdiction pour les
particuliers de se trouver dans la rue et dans
certains lieux publics sans laissez-passer sp6-
cialement d6livr6s A cet effet et pi ces d'iden-
tit6 apr~s une heure d6termin6e.

5. Il incombera au Minist~re de l'int6rieur
de la Fd6ration de Russie, au service f6d6ral
de contre-espionnage de la F6d6ration de
Russie et aux forces du Minist~re de la
ddfense de la F6d6ration de Russie mises A la
disposition de 'administration provisoire de
prendre des mesures pour emp&cher les
affrontements armAs entre les bellig6rants,
d6fendre la s6curit6 des citoyens et assurer le
strict respect du r6gime de l'6tat d'urgence.

6. Le chef de 'administration provisoire
assumera la supervision op6rationnelle des

Vol. 1775, A-14668
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istry of Internal Affairs of the Russian Fed-
eration, the Federal Counter-intelligence
Service of the Russian Federation and the
Federal Frontier Service - the High Com-
mand of the Frontier Troops of the Russian
Federation and the Federal Agency for Gov-
ernmental Relations and Information in the
Office of the President of the Russian Federa-
tion - assigned to the interim administration
shall be placed under the operational com-
mand of the head of the interim admin-
istration.

7. The orders and regulations of the head
of the interim administration shall be binding
on the organs of executive power, the organs
of internal affairs, the counter-intelligence
organs, military units, enterprises, organiza-
tions and institutions and on officials and citi-
zens in the territory in which the state of
emergency is in effect.

8. The Government of the Russian Fed-
eration shall:

Ensure the implementation of measures
related to the state of emergency regime, in-
cluding the financing of such measures;

Ensure the timely and full financing of
measures for the comprehensive settlement
of the question of refugees and forcibly dis-
placed persons;

Ensure the continuation of talks on settling
the conflit;

Continue, through the interim administra-
tion, to provide financial and economic as-
sistance to the Republic of North Ossetia and
the Ingush Republic in accordance with Fed-
eral programmes and retain the system for the
provision of such assistance irrespective of
the progress being made in the negotiating
process between those Republics and the im-
plementation by them of measures to settle
the conflict;

Take decisions to bring the armed forma-
tions of the Republic of North Ossetia and the
Ingush Republic into line with the established
strength and to reduce the allocation of weap-
ons and military equipment to the organs
of the Ministries of Internal Affairs and the
counter-intelligence agencies of the Republic
of North Ossetia and the Ingush Republic;

forces unifides du Ministre de la defense de
la Fdd6ration de Russie, du Minist~re des
affaires intr-ieures de la Fddration de Russie
et du Service frdral de contre-espionnage
de la Frdration de Russie, du Service f6-
ddral des gardes fronti~res (Commandement
supreme des gardes fronti~re de la F~dration
de Russie et Agence frdrale de relations pu-
bliques et d'information de la prdsidence de
la Fdd6ration de Russie) mises A la disposi-
tion de l'administration temporaire.

7. Les ddcisions de l'administration pro-
visoire ont force obligatoire pour tous les
organes du pouvoir exrcutif, les organes des
affaires intdrieures, les organes de contre-
espionnage, les forces armres, les entrepri-
ses, organisations et 6tablissements, ainsi que
les fonctionnaires et simples particuliers se
trouvant sur le territoire soumis A l'dtat d'ur-
gence.

8. Le Gouvernement de la Frdration de
Russie:

Assure l'application des mesures lides au
rdgime de l'6tat d'urgence, y compris leur fi-
nancement;

Assure en temps voulu le financement in-
tdgral des mesures concernant le r~glement
gdndral du probl~me des rdfugirs et des per-
sonnes ddplac~es;

Assure la poursuite des pourparlers relatifs
au riglement du conflit;

Continue, par l'intermrdiaire de l'adminis-
tration provisoire, A prter un appui financier
et 6conomique A la Rrpublique d'Ossdtie du
Nord et A la Rdpublique d'Ingouchie, con-
formrment aux programmes frdraux, en
dispensant comme auparavant cette aide
inddpendamment de la progression des pour-
parlers entre ces rdpubliques et de l'applica-
tion par celles-ci des mesures de r~glement du
conflit;

Prend des decisions pour que les effectifs
des formations armdes de la Rdpublique
d'Ossrtie du Nord et de la Rdpublique d'In-
gouchie correspondent au chiffre fix6, et pour
rduire les armements et les matrriels mili-
taires allou6s aux organes du Ministhre des
affaires intrrieures et aux services de contre-
espionnage de la Rdpublique d'Oss~tie du
Nord et de la Rdpublique d'Ingouchie;
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Receive, in April 1994, the reports of the
Government of the Republic of North Ossetia
and the Government of the Ingush Republic
on their work in implementation of Decree
No. 2131 of the President of the Russian Fed-
eration, of 13 December 1993.

9. This Decree shall enter into force on
the date of its signature. In accordance with
article 102 of the Constitution of the Russian
Federation, this Decree shall be submitted to
the Federal Council of the Federal Assembly
for ratification.

The Kremlin, Moscow, 4 April 1994

Registered ex officio on 25 April 1994.

ACCESSION

Instrument deposited on:

3 May 1994

GEORGIA

(With effect from 3 August 1994.)

ACCESSION to the Optional Protocol of
16 December 19661 to the International
Covenant of 16 December 1966 on Civil
and Political Rights

Instrument deposited on:

3 May 1994

GEORGIA

(With effect from 3 August 1994.)

Registered ex officio on 3 May 1994.

' United Nations, Treaty Series, vol. 999, p. 171, and
vol. 1059 p. 451 (corrigendum to vol. 999); for subsequent
actions, see references in Cumulative Indexes Nos. 17
to21, as well as annex A in volumes 1256, 1286, 1314,
1329, 1334, 1349, 1354, 1360, 1389, 1409, 1421, 1434, 1482,
1487, 1490, 1499, 1506, 1512, 1530, 1533, 1543, 1545, 1551,
1557, 1563, 1578, 1598, 1649, 1650, 1651, 1653, 1654, 1660,
1669, 1672, 1673, 1675, 1690, 1712, 1722, 1723, 1725, 1727
and 1731.

Entendra en avril 1994 les rapports du Gou-
vernement de la Rdpublique d'Oss~tie du
Nord et du Gouvernement de la R6publique
d'Ingouchie sur les mesures qu'ils auront pri-
ses pour appliquer le d6cret du President de
la Fdration de Russie en date du 13 d6cem-
bre 1993 (no 2131).

9. Le pr6sent d6cret entre en vigueur d~s
sa signature. Conform6ment A l'article 102 de
la Constitution de la Fd6ration de Russie,
le pr6sent d6cret sera communiqu6 au Con-
seil de la F6d6ration de 1'Assembl6e f6d6rale
pour approbation.

Moscou, le Kremlin, le 4 avril 1994

Enregistri d'office le 25 avril 1994.

ADHE2SION

Instrument ddposd le:

3 mai 1994

GIORGIE

(Avec effet au 3 aoft 1994.)

ADHtSION au Protocole facultatif du
16 d6cembre 19661 se rapportant au Pacte
international du 16 d6cembre 1966 relatif
aux droits civils et politiques

Instrument diposg le:

3 mai 1994

GIORGIE

(Avec effet au 3 aofit 1994.)

Enregistri d'office le 3 mai 1994.

I Nations Unies, Recueil des Traitds, vol. 999, p. 171, et
vol. 1059, p. 451 (rectificatif au vol. 999); pour les faits
ultOrieurs, voir les r6fdrences donndes dans les Index cu-
mulatifs noS 17 A 21, ainsi que l'annexe A des volumes
1256, 1286, 1314, 1329, 1334, 1349, 1354, 1360, 1389, 1409,
1421, 1434, 1482, 1487, 1490, 1499, 1506, 1512, 1530, 1533,
1543, 1545, 1551, 1557, 1563, 1578, 1598, 1649, 1650, 1651,
1653, 1654, 1660, 1669, 1672, 1673, 1675, 1690, 1712, 1722,
1723, 1725, 1727 et 1731.
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No. 14956. CONVENTION ON PSY-
CHOTROPIC SUBSTANCES. CON-
CLUDED AT VIENNA ON 21 FEB-
RUARY 1971'

WITHDRAWAL of reservation in respect of
article 31 made upon accession 2

Notification received on:

6 May 1994

BULGARIA

(With effect from 6 May 1994.)

Registered ex officio on 6 May 1994.

ACCESSION

Instrument deposited on:

9 May 1994

SAINT KITTS AND NEVIS

(With effect from 7 August 1994.)

Registered ex officio on 9 May 1994.

1 United Nations, Treaty Series, vol. 1019, p. 175; for
subsequent actions, see references in Cumulative Indexes
Nos. 17 to 21, as well as annex A in volumes 1252, 1256,
1276, 1354, 1387, 1392, 1398, 1405, 1422, 1433, 1436, 1444,
1446, 1480, 1486, 1492, 1501, 1512, 1515, 1546, 1547, 1551,
1558, 1559, 1563, 1566, 1567, 1577, 1578, 1588, 1589, 1591,
1593, 1606, 1647, 1667, 1679, 1684, 1695, 1703, 1712, 1714,
1717, 1719. 1723, 1724, 1727, 1728, 1732, 1733, 1734, 1745,
1760, 1763, 1768 and 1774.

2 Ibid, vol. 1
0

1
9
, p. 175.

Vol. 1775. A-14956

No 14956. CONVENTION SUR LES
SUBSTANCES PSYCHOTROPES.
CONCLUE A VIENNE LE 21 FtVRIER
19711

RETRAIT de r6serve A 1'6gard de l'article 31
formul6e lors de 'adh6sion 2

Notification revue le:

6 mai 1994

BULGARIE

(Avec effet au 6 mai 1994.)

Enregistrg d'office le 6 mai 1994.

ADHESION

Instrument deposg le:

9 mai 1994

SAINT-KITTS-ET-NEVIS

(Avec effet au 7 aofit 1994.)

Enregistrd d'office le 9 mai 1994.

I Nations Unies, Recueji des Traitds, vol. 1019, p. 175;
pour les faits ultdrieurs, voir les r6f6rences donn6es dans
les Index cumulatifs nos 17 A 21, ainsi que l'annexe A des
volumes 1252, 1256, 1276, 1354, 1387, 1392, 1398, 1405,
1422, 1433, 1436, 1444, 1446, 1480, 1486, 1492, 1501, 1512,
1515, 1546, 1547, 1551, 1558, 1559, 1563, 1566, 1567, 1577,
1578, 1588, 1589, 1591, 1593. 1606, 1647, 1667, 1679, 1684,
1695, 1703, 1712, 1714, 1717, 1719, 1723, 1724, 1727, 1728,
1732, 1733, 1734, 1745. 1760, 1763, 1768 et 1774.

2 Ibid., vol. 1019, p. 175.
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No. 15121. AGREEMENT ON THE IN-
TERNATIONAL CARRIAGE OF PER-
ISHABLE FOODSTUFFS AND ON
THE SPECIAL EQUIPMENT TO BE
USED FOR SUCH CARRIAGE (ATP).
CONCLUDED AT GENEVA ON I SEP-
TEMBER 1970'

WITHDRAWAL of reservation in respect of
article 15 (2) and (3) made upon accession 2

Notification received on:

6 May 1994

BULGARIA

(With effect from 6 May 1994.)

Registered ex officio on 6 May 1994.

I United Nations, Treaty Series, vol. 1028, p. 121; for
subsequent actions, see references in Cumulative Indexes
Nos. 17 to 21, as well as annex A in volumes 1272, 1299,
1300, 1314, 1347, 1369, 1403, 1424, 1438, 1487, 1498, 1505,
1512, 1540, 1579, 1601, 1607, 1658, 1670, 1684, 1723, 1724,
1727, 1730 and 1762.

2 Ibid., vol. 1066, p. 347.

No 15121. ACCORD RELATIF AUX
TRANSPORTS INTERNATIONAUX
DE DENRItES PtRISSABLES ET AUX
ENGINS SP1tCIAUX A UTILISER
POUR CES TRANSPORTS (ATP). CON-
CLU A GENPVE LE I er SEPTEMBRE
19701

RETRAIT de reserve A 1'6gard des paragra-
phes 2 et 3 de l'article 15 formul6e lors de
'adh6sion

2

Notification regue le:

6 mai 1994

BULGARIE

(Avec effet au 6 mai 1994.)

Enregistri d'office le 6 mai 1994.

I Nations Unies, Recueil des Trait6s, vol. 1028, p. 121;
pour les faits ult6rieurs, voir les rdfdrences dom6es dans
les Index cumulatifs nos 17 21, ainsi que I'annexe A des
volumes 1272, 1299, 1300, 1314, 1347, 1369, 1403, 1424,
1438, 1487, 1498, 1505, 1512, 1540, 1579, 1601, 1607, 1658,
1670, 1684, 1723, 1724, 1727, 1730 et 1762

2 Ibid., vol. 1066, p. 347.
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No. 15705. CONVENTION ON ROAD
TRAFFIC. CONCLUDED AT VIENNA
ON 8 NOVEMBER 19681

WITHDRAWAL of reservation in respect of
article 52 made upon signature and con-
firmed upon ratification

2

Notification received on:

6 May 1994

BULGARIA

(With effect from 6 May 1994.)

Registered ex officio on 6 May 1994.

I United Nations, Treaty Series, vol. 1042, p. 17; for
subsequent actions, see references in Cumulative Indexes
Nos. 17 to 21, as well as annex A in volumes 1283, 1296,
1365, 1391, 1393, 1403, 1422, 1439, 1444, 1456, 1459, 1492,
1518, 1551, 1591, 1607, 1655, 1656, 1679, 1686, 1691, 1696,
1698, 1702, 1709, 1719, 1723, 1724, 1727, 1730, 1732, 1737,
1746, 1749, 1771 and 1774.
2
Ibid, vol. 1120, p. 532.

Vol. 1775, A-15705

No 15705. CONVENTION SUR LA CIR-
CULATION ROUTItRE. CONCLUEk
VIENNE LE 8 NOVEMBRE 19681

RETRAIT de r6serve A l'6gard de l'article 52
formul6e lots de la signature et confirm6e
lors de ia ratification 2

Notification revue le:

6 mai 1994

BULGARIE

(Avec effet au 6 mai 1994.)

Enregistri d'office le 6 mai 1994.

I Nations Unies, Recueil des Traitis, vol. 1042, p. 17;
pour les faits ultdrieurs, voir les rdf6rences donn6es dans
les Index cumulatifs n-

s 
17 b 21, ainsi que I'annexe A des

volumes 1283, 1296, 1365, 1391, 1393, 1403, 1422, 1439,
1444, 1456, 1459, 1492, 1518, 1551, 1591, 1607,1655, 1656,
1679, 1686, 1691, 1696, 1698, 1702, 1709, 1719, 1723, 1724,
1727, 1730, 1732, 1737, 1746, 1749, 1771 et 1774.

2 Ibid., vol. 1120, p. 532.
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No. 15749. CONVENTION ON THE
PREVENTION OF MARINE POLLU-
TION BY DUMPING OF WASTES AND
OTHER MATITER. OPENED FOR SIG-
NATURE AT LONDON, MEXICO CITY,
MOSCOW AND WASHINGTON ON
29 DECEMBER 1972'

AMENDMENTS to the annexes of the
above-mentioned Convention

The amendments were adopted on 12 No-
vember 1993 by resolutions LC.49(16),
LC.50(16) and LC.51(16) of the Sixteenth
Consultative Meeting of the Contracting Par-
ties, in accordance with articles XIV (4) (a)
and XV (2) of the Convention.

In accordance with article XV (2) of the
Convention, the amendments came into force
on 20 February 1994 in respect of all Parties
to the Convention, with the exception of Ar-
gentina and Australia (in respect of resolution
LC.49(16)) and the Russian Federation 2 (in
respect of resolution LC.51(16)) from which
the Secretary-General of the International
Maritime Organization received, on 15 and
18 February 1994, notifications, as provided
for in article XV (2) and (3) of the Convention,
to the effect that they were not in a position
to accept the amendments.

The amendments read as follows:

I United Nations, Treaty Series, vol. 1046, p. 120; for
subsequent actions, see references in Cumulative Indexes
Nos. 18 to 21, as well as annex A in volumes 1263, 1276,
1297, 1299, 1308, 1316, 1418, 1482, 1484, 1486, 1511, 1563,
1576, 1582, 1652, 1656, 1667, 1670, 1703, 1736 and 1745.

2 See p. 411 of this volume.

No 15749. CONVENTION SUR LA PR -
VENTION DE LA POLLUTION DES
MERS RJtSULTANT DE L'IMMER-
SION DE DtCHETS. OUVERTE A LA
SIGNATURE A LONDRES, MEXICO,
MOSCOU ET WASHINGTON LE
29 DItCEMBRE 1972'

AMENDEMENTS aux annexes de ]a Con-
vention susmentionn6e

Les amendements ont 6t6 adopt6s le 12 no-
vembre 1993 par les r6solutions LC.49(16),
LC.50(16) et LC.51(16) de la Seizi~me Rdu-
nion consultative des Parties contractantes,
conform6ment aux articles XIV, paragra-
phe 4, alin~a a et XV, paragraphe 2, de la Con-
vention.

Conform6ment A l'article XV, paragra-
phe 2, de la Convention, les amendements
sont entrds en vigueur le 20 f6vrier 1994 A
l'6gard de toutes les Parties A la Convention
A l'exception de l'Argentine et de l'Australie
( l'6gard de la r6solution LC.49(16)) et la
F6d6ration de Russie2 (A l'6gard de ]a r6solu-
tion LC.51(16)), desquels le Secrdtaire g6n6-
ral de l'Organisation maritime internationale
a recu, les 15 et 18 fWvrier 1994, des notifica-
tions pr6vues par les paragraphes 2 et 3 de
l'article XV de la Convention, aux termes
desquelles ces pays n'6taient pas en mesure
d'accepter les amendements.

Les amendements se lisent comme suit:

I Nations Unies, Recued des Traitis, vol. 1046, p. 121;
pour les faits ult6rieurs, voir les r6fdrences donn6es dans
les Index cumulatifs nOS 18 & 21, ainsi que l'annexe A des
volumes 1263, 1276, 1297, 1299, 1308, 1316, 1418, 1482,
1484, 1486, 1511, 1563, 1576, 1582, 1652, 1656, 1667, 1670,
1703, 1736 et 1745.

2 Voir p. 411 du pr6sent volume.

Vol. 1775, A-15749



396 United Nations - Treaty Series - Nations Unies - Recueil des Trait6s 199

[AMENDMENTS ADOPTED BY RESOLUTION LC.49(16)]

Annex I

The following text is added to Annex I as a new paragraph 11:

"11 Industrial waste as from 1 January 1996.

For the purposes of this Annex:

"Industrial waste" means waste materials generated by manufacturing
or processing operations and does not apply to:

(a) dredged material;

(b) sewage sludge;

(c) fish waste, or organic materials resulting from industrial
fish processing operations;

(d) vessels and platforms or other man-made structures at sea,
provided that material capable of creating floating debris or
otherwise contributing to pollution of the marine environment
has been removed to the maximum extent;

(e) uncontaminated inert geological materials the chemical
constituents of which are unlikely to be released into the
marine environment;

(f) uncontaminated organic materials of natural origin.

Dumping of wastes and other matter specified in subparagraphs (a) -
(f) above shall be subject to all other provisions of Annex I, and
to the provisions of Annexes II and III.

This paragraph shall not apply to the radioactive wastes or any other
radioactive matter referred to in paragraph 6 of this Annex."

2 The following phrase is added to the beginning of the existing text of
paragraph 9:

"Except for industrial waste as defined in paragraph 11 below,..."

3 In paragraph 9, the word "spoils" is replaced by "material".

Annex 1I

"Beryllium, chromium, nickel and vanadium and their compounds" are moved
from Annex II, paragraph B to paragraph A of Annex II. The remainder of
the text of paragraph B is deleted. The subsequent sections are
redesignated accordingly.

2 The existing text of paragraph F is replaced by the following:

"Materials which, though of a non-toxic nature, may become harmful
due to the quantities in which they are dumped, or which are liable
to seriously reduce amenities."
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[AMENDMENT ADOPTED BY RESOLUTION LC.50(16)]

Annex I

The existing text of Annex I, paragraph 10 is replaced by the following:

"(a) Incineration at sea of industrial waste, as defined in
paragraph 11 below, and sewage sludge is prohibited.

(b) The incineration at sea of any other wastes or matter
requires the issue of a special permit.

(c) In the issue of special permits for incineration at sea
Contracting Parties shall apply regulations as are developed
under this Convention.

(d) For the purpose of this Annex:

(i) "Marine incineration facility" means a vessel, platform,
or other man-made structure operating for the purpose of
incineration at sea.

(ii) "Incineration at sea" means the deliberate combustion
of wastes or other matter on marine incineration facilities
for the purpose of their thermal destruction. Activities
incidental to the normal operation of vessels, platforms or
,other man-made structures are excluded from the scope of this
definition."
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[AMENDMENTS ADOPTED BY RESOLUTION LC.51(16)]

AnnxI

I The existing text of paragraph 6, Annex I, is replaced by the following:

"6 Radioactive wastes or other radioactive matter."

2 The following phrase is added at the beginning of paragraph 8, Annex I:

"8 With the exception of paragraph 6 above,

3 The second sentence of the existing text, paragraph 9, Annex I, is
replaced by the following:

"Paragraph 6 above does not apply to wastes or other materials
(e.g. sewage sludges and dredged material) containing de minimis
(exempt) levels of radioactivity as defined by the IAEA and adopted
by the Contracting Parties. Unless otherwise prohibited by Annex I,
such wastes shall be subject to the provisions of Annexes II and III
as appropriate."

4 The following text is added to Annex I as a new paragraph 12:

"12 Within 25 years from the date on which the amendment to paragraph 6
enters into force and at each 25 year interval thereafter, the
Contracting Parties shall complete a scientific study relating to
all radioactive wastes and other radioactive matter other 'than high
level radioactive wastes or matter, taking into account such other
factors as the Contracting Parties consider appropriate, and shall
review the position of such substances in Annex I in accordance with
the procedures set forth in Article XV."

Annex Il

The present text of Annex II, section D is deleted and the subsequent
sections are redesignated accordingly.
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[AMENDEMENTS ADOPTtS PAR RtSOLUTION LC.49(16)]

Annexe I

Le texte ci-apris est ajout6 i l'Annexe I et constitue un nouveau
paragraphe 1 :

"11 Dichets industriels i compter du ler janvier 1996.

Aux fins de la prisente Annexe :

L'expression "d6chets industriels" s'entend des dichets provenant
d'op6rations de fabrication ou de traitement et ne s'applique pas
aux

a) diblais de dragage:

b) boues d'6puration;

C) d6chets de poisson, ou matieres organiques risultant
d'op6rations de transformation industrielle du poisson;

d) navires et plates-formes ou autres ouvrages en mer, sous
r~serve que les matiriaux susceptibles de produire des dibris
flottants ou contribuant d'une autre maniire a la pollution du
milieu marin aient et6 retiris dans toute la mesure du
possible;

e) mat~riaux g~ologiques inertes non pollu~s dont les
constituants chimiques ne risquent pas d'6tre libir6s dans le
milieu marin;

f) matiires organiques non polluies d'origine naturelle.

L'immersion des dechets et autres matiLres inumeris aux
sous-paragraphes a) i f) est soumise i toutes les autres
dispositions de l'Annexe I ot aux dispositions des Annexes II et III.

Le prisent paragraphe ne s'applique pas aux d6chets radioactifs ni aux
autres mati~res radioactives vis6s au paragraphe 6 de la presente Annexe."

2 La phrase ci-apris est ajout6e au debut du texte existent du
paragraphe 9 :

"A l'exception des d6chets industriels tels que difinis au
paragraphe 11 ci-dessous.

3 Au paragraphe 9, le mot "'d6blais" est remplaci par le mot "mat~riaux".
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Le "b6ryllium, le chrome, le nickel, le vanadium et leurs composis" sont
transfbris du paragraphe B de l'Annexe II au paragraphe A. Le reste du
texte du paragraphe B est supprimi. Les paragraphes suivants deviennent
en consiquence les paragraphes B, C, D et E.

2 Le texts actuel du paragraphe F est remplaci par ce qui suit

"Les matiires qui, bien que non toxiques par nature, peuvent devenir
nocives en raison des quantit6s immerg6es, ou qui sont de nature i
diminuer sensiblement les agr6ments."

Vol. 1775. A-15749



1994 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traitks 401

[AMENDEMENT ADOPTt PAR RtSOLUTION LC.50(16)]

Annexe I

Le texte actuel du paragraphe 10 de l'Annexe I est remplac6 par ce qui
suit :

"a) L'incin6ration en mer de d6chets industriels tels que d~finis au
paragraphe 11 ci-dessous et de boues d'6puration est interdite.

b) L'incin6ration en mer de tous autres d6chets ou matiires est
subordonn6e i la dilivrance d'un permis sp~cifique.

c) Lorsqu'elles d6livrent des permis sp6cifiques d'incin6ration en mer,
lea Parties contractantes appliquent lea r~gles 6labories en vertu
de la pr~sente Convention.

d) Aux fins de la pr~sente Annexe

i) L'expression "installation d'incin~ration en mer" signifie un
navire, une plate-forme ou un autre ouvrage utilisi pour
l'incin~ration en mer.

ii) L'expression "incineration en mer" signifie la combustion
d6lib6r~e de d~chets ou autres matiires dans des installations
d'incin~ration en mer aux fins de leur destruction thermique.
Cette d~finition n'englobe pas lea activites r6sultant de
lexploitation normale de navires, plates-formes ou autres
ouvraqes."
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[AMENDEMENTS ADOPTES PAR RtSOLUTION LC.51(16)]

Annx I

I Le texte actuel du paragraphe 6 de l'Annexe I est remplac6 par ce qui
suit :

*"6 Dechets radloactifs et autres matiires radioactives"

2 Le membre de phrase ci-apr~s est ajoute au d~but du paragraphe 8 de
1'Annexe I :

"8 A l'exception du paragraphe 6 ci-dessus,..."

3 La deuxieme phrase du paragraphe 9 de I'Annexe I est remplac6e par le
texte suivant :

"Le paragraphe 6 ci-dessus ne s'applique pas aux d~chets et autres
mati~res (par exemple les boues d'6gout et les d~blais de dragage) qui
contiennent des niveaux "de minimis" de radioactivite (pouvant faire
l'objet d'exemptions) tels que difinis par l'AIEA et adoptes par les
Parties contractantes. A moins d'C-tre interdite par ailleurs par
]'Annexe I, 1'immersion de ces dechets est soumise aux dispositions des
Annexes II et III selon le cas."

4 Un nouveau paragraphe 12 libel16 comme suit est ajoute a l'Annexe I

"12 Dans un dilai de 25 ans h compter de la date a laquelle lanendement
au paragraphe 6 entre en vigueur at par la suite, i chaque intervalle de
25 ans, les Parties contractantes devront avoir achev6 une itude
scientifique concernant tous les d6chets radioactifs et autres mati~res
radioactives autres que les dichets ou matiires fortement radioactifs, en
tenant compte de tous les autres facteurs qu'elles jugeront appropri~s,
et devront passer en revue l'inscription de ces mati~res 'Annexe I
conform6ment aux procidures inonc6es i larticle XV."

Annexe 11

Le texte actuel de la section D de l'Annexe II est supprim6 et les
sections suivantes deviennent en consequence les sections D et E.
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[AMENDMENTS ADOPTED BY RESOLUTION LC.49(16) -
AMENDEMENTS ADOPTtS PAR RtSOLUTION LC.49(16)]

npluxoweHe I

B KaqecTBe HOBoro nyHKTa 11 K npHn7oeHHIO I AOdaBnAeTCH cneAy1ouXf TeKCT:

'III lpommneHHhie OTXObI, HamHHaR c 1 AHaapR 1996 roAa.

)InR uene HacToRtmero npHnoxeHHH:

'flpo.mneHanbe OTXOM" osHaqa.0T OTXODbl, o6pasymauwecA B pesynbvave
npOH3BOACTBeHHblX HrIH o6pa6aTbmaiouxHx onepauHA, H He BKjvoqR1OT:

a) H3BeqeHHbie npH AHoyrny6HTeabHbix padoTax MaTepHaw;

b) ocaAKH CTOqHbJX aoA;

C) pbldHbie OTXOAW HnH opraHHqecKHe MaTepHabl, aBniiomuecx pe3ynbTa-
TOM npombrJIeHHbJX onepanfl no nepepadoTxe pubbi;

d) cyua m nnaT opMbl HJ1H Apyrxe HCKYCCTBeHHO coopyxeuHe KOHCTpyK-
HH B mope npH yCnOBHH, 4TO maTepanu, cnoco6Hie odpasOBBaTb

nnaByqi MYCOP HnlH HHblM o~pasoM cnoco6cTByoute 3arpaneHH)o
mopcKoA cpebi, yuaneHb1 B MaKcHMaJnbHOA cTeneHH;

e) HesarpSHeHHwe HHepTHhbe reonorHqeCKHe MaTepHanh, BbjMpoc XHMH-
ueCKHx KOMrOHeHTOB KOTOpb1X B mOpCKyjO cpegy MaJnoBepoRTeH;

f) He3arpRAHeHHie opraHHqeCKHe maTepHami eCTeCTBeHHoro npOHCxOC-
AeHHR.

C6poc OTXOAOB H APyrHx MaTepHaJnOB, yKaaHHIX B noRnyHKTax "a" - "P
Bajie, nonauaeT nou ace apyr~e nOnoNKeHHR RpHnoneHH9 I, a TaKwe
no o foo)KeHHR npHno)KeHHA II H III.

HaCTORnw4A nyHKT He npHmeHReTCR K paAHoaKTHBHbN OTXOam HiH JH0IbR4 ~yPHM
paLHoaKTHBHIM aeuecTaaM, ynOMRHYTIH B nyHKTe 6 HaCToRfero IpHLO)KeHHR."

2 B Haqane cymecTayioajero TeKCTa nyHKTa 9 AodaBnaeTcH cne~yioutaA 4)pa3a:

"3a HcKnjIIoeHHeM npomH1uJeHHnX OTxOAOB, onpeueneHHe KOTOPhIX AaHO B nyHK-
Te 11 nxwe,

3 B nyHKTe 9 CnOBa "OTBan 3emnecOCOB" H3HeHRIOTCR Ha "H3saeqeHHbe npH AHO-
yrny6HTenbHbiX pa6oTax HaTepHaJibl".
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flpHno;eHme II

1 "BepHa Jla , xpoM, HHKenb, BaHaHA H HX cOeAHHeHHX" nepeHocTca as HnyH-
Ta B B nyHKT A fpHJiozeHHR II. OCTanrbHa MaCTb TeKCTa nyHKTa B HCKJoqa-
eTCR. IUocne~yjoume pas~eni o06osHayaIoTCa COOTBeTCTByIOmHM opaso.

2 CymecTByImMH TeKCT nyHKTa F 3ameHmeTCR cneyIoRmLM4:

"MaTepHaJm, xOTopue XOTR H He TOKCHqHu no caoeR npapOje, moryT CTaTb
BpeAHblMH BcneACTBHe KOJIHqeCTB, B KOTOPhIX OHa cdpacbiBalOTCR, Him KOTOphie
cnocO6aHb SHaHTenhHO YXYAmHTb yCnOBR OTAblxa."
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[AMENDMENT ADOPTED BY RESOLUTION LC.50(16) -
AMENDEMENT ADOPTt PAR RI-SOLUTION LC.50(16)]

npH oMeHke I

CymecTByWMLMA TeKCT nyHKTa 10 npHnozeHmn I 3aMeHxeTCR cneyMMMM:

a) CwaraHMe B mope npoMbwUeHHbX OTXOOB, onpeneneaHe KoTopX

AaHo B nyHKTe 11 Hwe, H OCaAKOB CTORHWX BOA sanpemaeTCA.

b) Ha camraHme B mope nJdMX ApyrHx OTXOAOB HMn maTepHanOB Tpeoy-

eTCR cneLUanbHoe paspemeHHe.

c) lpH BwAaqe cneUHajbHIX paspemeHHA Ha c)xraHse a mope XoroaapH-

aaom iecz CTOpOHb npHmeHRIOT npaaHna, paSpa6OTaHHbie cornaCHo

HacTommeA KOHBeHUHH.

d) nR ueneg HaCToxmero Rpsnox(eHa:

i) "YcTpOACTBO Anx cxmraHH B Mope" osaaqaeT cyAHo, nnaT4bOp-

My HnH Apyry0 HCKYCCTBeHHO coopyIeHHYIO KOHCTPyKWMIJ,

3KcnnyaTHpyeMyio B xzenxx cxoiraHHa B Mope.

ii) "CQnraHHe a Mope" osHaqaeT npegHaMepeHHoe CxamraHHe OTXO-

AOB HnM ApyrHX maTepHaOB Ha YCTPOACTBaX AnR cmGraHHR a
Mope c uenio HX TepMmqecxoro paspymeHHH. fleRTenhHOCTb,
CBRSaHHax C oOdb[MHOA 3cnnyaTaUaeg CyAB, nnaTbopM HJ1H
ApyrHx HCKYCCTBeHHO coopy)eHHb X KOHCTpyKLXHA, He oxaaTbiBa-
eTCH HaCTORXaKM onpe~eneHHeM."
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[AMENDMENTS ADOPTED BY RESOLUTION LC.51(16) -
AMENDEMENTS ADOPTtS PAR RE-SOLUTION LC.51(16)]

npHnomeHie I

CymecTBylonod TeKCT nyHKTa 6 npHnoxeHHA I sameHaeTca cneylolHM:

"6 Pa IoaKTMBHbe OTXOAW HnH ApyrHe pa moaKTHnHbie BemeCTBa."

2 B Haqiane nyHKTa 8 fpHuoeHHR I AocaBneTca cneAytoalaa 4pasa:

"8 3a HCKmJoeHHem nyHKTa 6 Bbnme,

3 BTopoe npenoieHHe cyiuecTnyiomero TeKCTa nyHKTa 9 npHnoaeHHR I sameHReTCR
cne~pyuaim:

"fyHKT 6 abilme He npHmeHneTCA K OTxo~aM H ApyrHm maTepHanam (HanpH-
mep, OCaAKH CTOqHbIX BOA, FyCTaA rpasb H HsBjTeqeHHbie nPH AHoyrjny6H-
TenbHIX pa6oTax maTepHanbi) C MHHHmarbHbEHH (AonyCTHMb.H) YPOBHRMH
paAtHOaKTHBHOCTH, onpe~e~eHHbrH MAFAT3 H npHHRTbhIH RoroBapHBaoluwmH-
CH CTOpOHamH. ECJIH B flpHnrOneHHH I HHOR sanpeT He npe~yCMOTpeH, Ta-
KHe OTXObl no)na~a1oT noA COOTaeTCTypowie nonoxceHHR fpHnoxceHHA II
H III."

4 B HpHJno)KeHHe I, B KamecTe HOBoro nyHKTa 12, Ao6aanaeTCa cneAyiMouu
TeKCT:

"12 B TemeHHe 25 net c AaTz, Ha KOTOPY10 nonpasKa K nyHKTy 6 BCTynHT B
cHny, H qepe3 xa)cnwe 25 net nocne 3Toro forOBapHBawumHec CTOpOH
OyAyT ocygeCTBJIRTb HayMHoe Hccne~oBaHHe, OTHoCRieecH KO BceM paAHo-
aKTHBHU. OTxOam H ApyrHM paAHOaKTHBHbWM BemeCTBam, HHbUM qeM paXHo-
aKTHBHbie OTXO b1 HuH aenteCTaa C BCOKHM YPoBHem paAHaUHH, npHpHHma
BO BHHMaHHe TaKHe ApyrHe 4)axTOpb, KaKHe AoronapHBaomHecA CTOpOHl
COMTyT HeO6XOoHMbMH, H 6yAyT nepecmaTPHnaTb CTaTyC TaKHX aeuleCTa
B IpHJOeHHH I a COOTBeTCTBHH C npoxeypamH, HSjoKeHHbIMH B
CTaTbe XV."

HpHno)leHHe II

HaCTORMHA TeKCT pa3Aena D lpHuo)eHna -I HCKruottaeTCR, a odosHaqeHHe no-
cneAyIOmHx pas3enoB, COOTBeTCTaeHHO, HSMeH~eTCR.
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[AMENDMENTS ADOPTED BY RESOLUTION LC.49(16) -
AMENDEMENTS ADOPTtS PAR RtSOLUTION LC.49(16)]

Anexo I

I Se afiade el siguiente texto al Anexo I como nuevo apartado 11:

"11 Desechos industriales despuis del 31 de diciembre de 1995.

A los efectos del presente anexo:

Por "desechos industriales" se entienden los materiales de desecho
resultantes de operaciones de fabricaci6n o de elaboraci6n, y el

termino no incluye:

a) materiales de dragado;

b) fangos cloacales;

c) desechos de pescado o materiales org~nicos resultantes de las
operaciones de elaboraci6n del pescado;

d) buques y plataformas u otras estructuras construidas en el
mar, a condici6n de que se haya retirado la mayor cantidad

posible de materiales que puedan producir residuos flotantes o
contribuir de otra manera a la contaminaci6n del medio marino;

e) materiales geol6gicos inertes no contaminados, cuyos
constituyentes quimicos tienen pocas probabilidades de escapar
al medio marino;

f) materiales orginicos no contaminados de origen natural.

El vertimiento de desechos y otras materias indicados en los
anteriores incisos a) a f) estari sujeto a las restantes
disposiciones del Anexo I y a las disposiciones de los Anexos II
y III.

El presente apartado no se aplicari a los desechos radiactivos u otras
materias radiactivas que se mencionan en el apartado 6 de este anexo."

2 Se a~ade la siguiente oraci6n al principio del texto actual del

apartado 9:

"A excepci6n de los desechos industriales definidos en el apartado 11

infr,*"

3 En el apartado 9, la palabra "escombros" se sustituye por "material".
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Anxo I

1 "Berilio, cromo, niquel, vanadio, y sus compuestos" pasan del apartado B
del Anexo II al apartado A. Se suprime el resto del apartado B. Los

apartados subsiguientes se volverin a numerar en consecuencia.

2 El texto actual del apartado F se sustituye por el siguiente:

"Materiales que, si bien no son de naturaleza t6xica, pueden resultar
perjudiciales debido a las cantidades que se vierten. o pueden mermar
seriamente las posibilidades de esparcimiento."
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[AMENDMENT ADOPTED BY RESOLUTION LC.50(16) -
AMENDEMENT ADOPTt PAR RtSOLUTION LC.50(16)]

Anzo.I

El texto existente del apartado 10 del anexo I se sustituye por el
siguiente:

*a) Se prohlbe la incineraci6n en el mar de los desechos industriales

definidos en el apartado 11 infra y de los fangos cloacales.

b) Para la incineraci6n en el mar de cualquier otro tipo de desechos o

materias se exige un permiso especial.

C) Al expedir los permisos especiales de incineraci6n en el mar las

Partes Contratantes aplicarin las reglas elaboradas en el marco del

presente Convenio.

d) A los efectos del presente Anexo:

1) Por "instalaci6n incineradora maritima" se entiende un buque,
una plataforma u otra construcci6n cuyas operaciones tengan por fin
la incineraci6n en el mar.

2) Por "incineracidn en el mar" se entiende la combusti6n

deliberadamente provocada de desechos u otras materias en
instalaciones incineradoras maritimas para la destrucci6n t~rmica de
tales desechos o materias. Las actividades inherentes a las
operaciones normales de los buques, plataformas u otras

construcciones quedan excluidas del Aibito de esta definici6n."
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[AMENDMENTS ADOPTED BY RESOLUTION LC.51(16) -
AMENDEMENTS ADOPTE PAR RtSOLUTION LC.51(16)]

Anxo

1 El texto existente del apartado 6 del Anexo I se sustituye par el
siguiente:

"6 Desechos radiactivos u otras materias radiactivas."

2 Afidase al principio del pirrafo 8 del Anexo I la siguiente frase:

"8 Con la excepci6n del apartado 6 anterior.

3 La segunda frase del texto existente del apartado 9 del Anexo I se
sustituye por el siguiente:

"El apartado 6 no se aplicari a los desechos u otros materiales (tales
como lodos de aguas residuales y material de dragados) que tengan niveles
de radiactividad de minimis (exentos) definidos par el OIEA y aprobados
por las Partes Contratantes. A menos que el Anexo I lo prohiba, estos
desechos estarin sujetos a las disposiciones de los Anexos IT y III,
segin proceda."

4 Se afade el siguiente texto al Anexo I como nuevo apartado 12:

"12 Dentro del plazo de 25 afios a partir de la fecha en que entre en
vigor la enmienda al apartado 6 y despuis de ello cada 25 afios, las
Partes Contratantes completarin un estudio cientifico relativo a
todos los desechos radiactivos y otras materias radiactivas que no
sean desechos o materias de alta actividad, teniendo en cuenta
aquellos otros factores que las Partes Contratantes consideren
oportunos, y examinaran la oportunidad de mantener tales sustancias
en el Anexo I de conformidad con los procedimientos establecidos en
el articulo XV."

Se suprime el texto actual de la secci6n D del Anexo II y se asignan las
letras correspondientes a las secciones siguientes.

Authentic texts of the amendments: English, Textes authentiques des amendements: an-
French, Russian and Spanish. glais, fran!ais, russe et espagnol.

Certified statement was registered by the La ddclaration certifige a 9t9 enregistrge par
International Maritime Organization on l'Organisation maritime internationale le
29 April 1994. 29 avril 1994.
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DECLARATIONS

ARGENTINA

DtCLARATIONS

ARGENTINE

[SPANISH TEXT - TEXTE ESPAGNOL]

"El Gobierno argentino declara que en
ci6n LC.49(16)."

[TRANSLATION - TRADUCTION]'

... The Government of Argentina declares
that at this time it is unable to accept resolu-
tion LC.49(16)....

[15 February 1994]

AUSTRALIA

"Australia accepts the prohibition on the
dumping of industrial wastes at sea as from
1 January 1996 as envisaged in resolution
LC.49(16) for all types of industrial wastes as
defined by the resolution with the exception
ofjarosite waste for which it is necessary, for
technical reasons which will be elaborated at
future meetings of the London Convention,
to retain the option of dumping at sea for a
short period after the expiration of the dead-
line set down in resolution LC.49(16). Under
no circumstances will the dumping at sea of
jarosite be permitted by the Australian Gov-
ernment beyond 31 December 1997."

este momento no puede aceptar ia Resolu-

[TRADUCTION - TRANSLATION]

... le Gouvernement argentin d6clare qu'il
n'est pas en mesure actuellement de souscrire
Ala r6solution LC.49(16)....

[15 f6vrier 1994]

AUSTRALIE

[TRADUCTION - TRANSLATION]

L'Australie accepte l'interdiction de l'im-
mersion des d6chets industriels en mer bL
compter du Ier janvier 1996, telle qu'envi-
sagfe dans la r6solution LC.49(16), pour tous
les types de d6chets industriels tels que d6fi-
nis par la r6solution, A l'exception des d6chets
de jarosite pour lesquels il est n6cessaire,
pour des raisons techniques A pr6ciser lors de
r6unions futures de la Convention de Lon-
dres, de retenir la solution de l'immersion en
mer pendant une courte p~riode suivant
l'expiration du ddlai fix6 dans la r6solu-
tion LC.49(16). Le Gouvernement australien
n'autorisera en aucun cas l'immersion de la
jarosite au-delA du 31 d6cembre 1997.

[15 February 1994] [15 f6vrier 1994]

I Translation supplied by the International Maritime
Organization - Traducton fournie par l'Orgamsation
maritime internationale.

Vol. 1775, A-15749
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RUSSIAN FEDERATION F1 DERATION
DE RUSSIE

[RUSSIAN TEXT - TEXTE RUSSE]

«POCCHIcKaR Oe~epauHn He npHHMmaeT nonpaBKY K npHnoeHRM I H II

K KOHBeHqHH no npeAoTapauteHHM 3a1FpR3HeHHR MOpR c6pocaMH OTXO-

A06 H Apyrwx maTepanoa OT 29 AeKa6ps 1972 r., H3nOmeHHyo a

pe3onioLIHH LC. 51(16), KOTOpaR RPHHRTa 12 HoR6pR 1993 r. Ha

16 -m KOHCynbTarHBHOM coBeulaHHH cTpaH-ymaCTHHKoa KOHoeH4HH.

BmecTe CTeM POCCHACKaR CTOPOHa 6YyeT H anpe b CTpeMHTbCR K

He~onyweHHo 3arPR3HeHHR MopR c6pocamH OTXOAOB H Apyrmx maTe-

pHanloB, Ha npeAOTapaLqeHHe KOTOPWX HanpaBeHm noJomeHHR ynoMR-

HYTOA nonpaBKH.

[TRANSLATION - TRADUCTION]'

... the Russian Federation does not accept
the amendment to Annexes I and II to the
Convention on the Prevention of Marine Pol-
lution by Dumping of Wastes and Other Mat-
ter of 29 December 1972, as contained in
resolution LC.51(16), adopted on 12 No-
vember 1993 at the Sixteenth Consultative
Meeting of the States Parties to the Conven-
tion. Russia will, however, continue its en-
deavours to ensure that the sea is not polluted
by the dumping of wastes and other matter,
the prevention of which is the object of the
provisions contained in the above-mentioned
amendment.

[TRADUCTION - TRANSLATION]

... la F6d6ration de Russie ne peut accep-
ter 'amendement aux annexes I et H de ]a
Convention sur la pr6vention de la pollution
des mers r6sultant de l'immersion de d6chets
et d'autres mati~res du 29 d6cembre 1972, qui
figure dans la r6solution LC.51(16), adopt6e
le 12 novembre 1993 A la seizi~me r6union
consultative des Etats parties A la Conven-
tion. Cependant, la Russie continuera A s'ef-
forcer de pr6venir la pollution des mers r6-
sultant de l'immersion de d6chets et autres
matiires, dont la prdvention fait l'objet des
dispositions contenues dans l'amendement
susmentionn6.

[ 18 February 1994] [18 f~vrier 1994]

I Translation supplied by the International Maritime
Organization - Traduction fournie par l'Orgarnsation
maritime internationale.

Vol. 1775, A-15749
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No. 16510. CUSTOMS CONVENTION
ON THE INTERNATIONAL TRANS-
PORT OF GOODS UNDER COVER OF
TIR CARNETS (TIR COVENTION).
CONCLUDED AT GENEVA ON 14 NO-
VEMBER 1975'

WITHDRAWAL of reservation in respect of
article 57 (2) to (6) made upon accession2

Notification received on:

6 May 1994

BULGARIA

(With effect from 6 May 1994.)

Registered ex officio on 6 May 1994.

I United Nations, Trea. Series, vol. 1079, p. 89; for
subsequent actions, see references in Cumulative Indexes
Nos. 18 to 21, as well as annex A in volumes 1252, 1261,
1279, 1286, 1289, 1291, 1295, 1308, 1340, 1349, 1365, 1380,
1388, 1404, 1413, 1434, 1459, 1477, 1510, 1525, 1530, 1542,
1547, 1573, 1646, 1679, 1684, 1689, 1712, 1719, 1720, 1723,
1724, 1728, 1732, 1751, 1752, 1772 and 1774.

2 Ibid., vol. 1079, p. 89.

Nations Unies - Recueil des Trait~s

No 16510. CONVENTION DOUANItRE
RELATIVE AU TRANSPORT INTER-
NATIONAL DE MARCHANDISES
SOUS LE COUVERT DE CARNETS
TIR (CONVENTION TIR). CONCLUE
A GENEVE LE 14 NOVEMBRE 1975'

RETRAIT de reserve ?i 1'6gard des paragra-
phes 2 A 6 de l'article 57 formule lors de
'adhdsion

2

Notification revue le:

6 mai 1994

BULGARIE

(Avec effet au 6 mai 1994.)

Enregistrd d'office le 6 mai 1994.

I Nations Unies, Recueil des Traitds, vol. 1079, p. 89;
pour les faits ultdrieurs, voir les rdfdrences donn~es dans
les Index cumulatifs no 18 A 21, ainsi que rannexe A des
volumes 1252, 1261, 1279, 1286, 1289, 1291, 1295, 1308,
1340, 1349, 1365, 1380, 1388, 1404, 1413, 1434, 1459, 1477,
1510, 1525, 1530, 1542, 1547, 1573, 1646,1679, 1684, 1689,
1712, 1719, 1720, 1723, 1724, 1728, 1732, 1751, 1752, 1772
et 1774.

2 Ibid., vol. 1079, p. 89.

Vol. 1775. A-16510
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No. 16743. CONVENTION ON ROAD
SIGNS AND SIGNALS. CONCLUDED
AT VIENNA ON 8 NOVEMBER 19681

WITHDRAWAL of reservation in respect of
article 44 made upon signature and con-
firmed upon ratification2

Notification received on:

6 May 1994

BULGARIA

(With effect from 6 May 1994.)

Registered ex officio on 6 May 1994.

I United Nations, Treaty Series, vol. 1091, p. 3; for sub-
sequent actions, see references in Cumulative Indexes
Nos. 18 to 21, as well as annex A in volumes 1296, 1365,
1389, 1393, 1403, 1439, 1444, 1492, 1518, 1520, 1526, 1551,
1591, 1655, 1656, 1686, 1691, 1723, 1724, 1745, 1747, 1762,
1771 and 1774.

2 Ibid., vol. 1120, p. 537.

Vol. 1775, A-16743

No 16743. CONVENTION SUR LA SI-
GNALISATION ROUTIERE. CON-
CLUE A VIENNE LE 8 NOVEMBRE
19681

RETRAIT de r6serve A 1'6gard de l'article 44
formulde lors de la signature et confirm6e
lors de la ratification 2

Notification revue le:

6 mai 1994

BULGARIE
(Avec effet au 6 mai 1994.)

Enregistri d'office le 6 mai 1994.

I Nations Unies, Recueil des Traitds, vol. 1091, p. 3;
pour les faits ultdrieurs, voir les r6f6rences donn&-es dans
les Index cumulatifs n- 18 A 21, ainsi que l'annexe A des
volumes 1296, 1365, 1389, 1393, 1403, 1439, 1444, 1492,
1518, 1520, 1526, 1551, 1591, 1655, 1656, 1686, 1691, 1723,
1724, 1745, 1747, 1762, 1771 et 1774.

2 Ibid., vol. 1120, p. 537.
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No. 17119. CONVENTION ON THE
PROHIBITION OF MILITARY OR ANY
OTHER HOSTILE USE OF ENVIRON-
MENTAL MODIFICATION TECH-
NIQUES. ADOPTED BY THE GEN-
ERAL ASSEMBLY OF THE UNITED
NATIONS ON 10 DECEMBER 1976'

ACCESSION
Instrument deposited on:

26 April 1994

CHILE

(With effect from 26 April 1994.)

Registered ex officio on 26April 1994.

I United Nations, Treaty Series, vol. 1108, p. 151; for
subsequent actions, see references in Cumulative Indexes
Nos. 19 to 21, as well as annex A in volumes 1256, 1272,
1279, 1284, 1295, 1310, 1314, 1329, 1342, 1347, 1356, 1361,
1368, 1372, 1379, 1398, 1410, 1412, 1421, 1429, 1437, 1443,
1458, 1498, 1511, 1516, 1555, 1658, 1695, 1698, 1712, 1723
and 1733.

No 17119. CONVENTION SUR L'IN-
TERDICTION D'UTILISER DES
TECHNIQUES DE MODIFICATION
DE L'ENVIRONNEMENT A DES FINS
MILITAIRES OU TOUTES AUTRES
FINS HOSTILES. ADOPTtE PAR
L'ASSEMBL8E GtNtRALE DE
L'ORGANISATION DES NATIONS
UNIES LE 10 DtCEMBRE 1976'

ADHtSION

Instrument d~posg le:

26 avril 1994

CHILI

(Avec effet au 26 avril 1994.)

Enregistrg d'office le 26 avril 1994.

I Nations Unies, Recueil des Traitds, vol. 1108, p. 15 1;
pour les faits ulttneurs, voir les rdfdrences donnmes dans
les Index cumulatifs nos 19 21, ainsi que I'annexe A des
volumes 1256, 1272, 1279, 1284, 1295, 1310, 1314, 1329,
1342, 1347, 1356, 1361, 1368, 1372, 1379, 1398, 1410, 1412,
1421, 1429, 1437, 1443, 1458, 1498, 1511, 1516, 1555, 1658,
1695, 1698, 1712, 1723 et 1733.

Vol. 1775, A-17119
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No. 18232. VIENNA CONVENTION ON
THE LAW OF TREATIES. CON-
CLUDED AT VIENNA ON 23 MAY 19691

WITHDRAWAL of reservation in respect of
article 66 (a) made upon accession 2

Notification received on:

6 May 1994

BULGARIA

(With effect from 6 May 1994.)

Registered ex officio on 6 May 1994.

I United Nations, Treaty Series, vol. 1155, p. 331; for
subsequent actions, see references in Cumulative Indexes
Nos. 20 and 21, as well as annex A in volumes 1261, 1268,
1272, 1329, 1393, 1405, 1423, 1425, 1426, 1438, 1458, 1460,
1463, 1464, 1474, 1477, 1482, 1491, 1504, 1509, 1510, 1513,
1517, 1523, 1526, 1543, 1547, 1551, 1558, 1563, 1564, 1568,
1569, 1580, 1592, 1653, 1662, 1679, 1686, 1691, 1704, 1712,
1722, 1723, 1725, 1732 and 1761.

2 Ibid., vol. 1460, p. 221.

Vol. 1775, A-18232

NO 18232. CONVENTION DE VIENNE
SUR LE DROIT DES TRAITtS. CON-
CLUE A VIENNE LE 23 MAI 1969'

RETRAIT de r6serve A l'6gard de l'alin6a a
de 'article 66 formul6e lors de 1'adh6sion 2

Notification reVue le:

6 mai 1994

BULGARIE

(Avec effet au 6 mai 1994.)

Enregistrg d'office le 6 mai 1994.

I Nations Unies, Recuei des Traitfs, vol. 1155, p. 331;
pour les faits ultdneurs, voir les r6fdrences donn6es dans
les Index cumulatifs ns 20 2 1, ainsi que rannexe A des
volumes 1261, 1268, 1272, 1329, 1393, 1405, 1423, 1425,
1426, 1438, 1458, 1460, 1463, 1464, 1474, 1477, 1482, 1491,
1504, 1509, 1510, 1513, 1517, 1523, 1526, 1543, 1547, 1551,
1558, 1563, 1564, 1568, 1569, 1580, 1592, 1653, 1662, 1679,
1686, 1691, 1704, 1712, 1722, 1723, 1725, 1732 et 1761.

2 Ibid., vol. 1460, p. 221.
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No. 20378. CONVENTION ON THE
ELIMINATION OF ALL FORMS OF
DISCRIMINATION AGAINST
WOMEN. ADOPTED BY THE GEN-
ERAL ASSEMBLY OF THE UNITED
NATIONS ON 18 DECEMBER 19791

OBJECTION to reservations made by Maldi-
ves upon accession 2

Received on:

5 May 1994

FINLAND

The objection reads as follows:

"The Government of Finland has examined
the contents of the reservations made by
the Government of Maldives upon accession
to the said Convention, by which Maldives
expresses that 'The Government of the Re-
public of Maldives will comply with the pro-
visions of the Convention, except those
which the Government may consider contra-
dictory to the principles of the Islamic Sharia
upon which the laws and traditions of the
Maldives is founded. Furthermore, the Re-
public of Maldives does not see itself bound
by any provisions of the Convention which
obliged to change its Constitution and laws in
any manner.

"In the view of the Government of Finland,
the unlimited and undefined character of the
said reservations create serious doubts about
the commitment of the reserving State to ful-
fil its obligations under the Convention. In
their extensive formulation, they are clearly

I United Nations, Treaty Series, vol. 1249, p. 13; for
subsequent actions, see references in Cumulative Index
No. 21, as well as annex A in volumes 1252, 1253, 1254,
1256, 1257, 1259, 1261, 1262, 1265, 1272, 1284, 1286, 1287,
1288, 1291, 1299, 1302, 1312, 1314, 1316, 1325, 1332, 1343,
1346, 1348, 1350, 1351, 1357, 1361, 1363, 1368, 1374, 1379,
1387, 1389, 1390, 1394, 1398, 1399, 1400, 1401, 1402, 1403,
1404, 1405, 1406, 1408, 1413, 1416, 1417, 1422, 1423, 1426,
1430, 1433, 1434, 1436, 1437, 1443, 1444, 1457, 1458, 1459,
1460, 1477, 1484, 1501, 1518, 1522, 1523, 1525, 1526, 1527,
1530, 1542, 1549, 1551, 1555, 1566, 1567, 1568, 1569, 1577,
1591, 1598. 1606, 1607, 1639, 1642, 1651, 1653, 1660, 1669,
1671, 1673. 1676, 1678, 1679, 1688, 1690, 1691, 1693, 1696,
1710, 1712, 1714, 1720, 1723, 1725, 1726, 1727, 1732, 1733,
1739, 1747 and 1762.

2 Ibid., vol. 1726, No. A-20378.

No 20378. CONVENTION SUR L'tLI-
MINATION DE TOUTES LES FORMES
DE DISCRIMINATION A L'tGARD
DES FEMMES. ADOPTIE PAR L'AS-
SEMBLIE GtNtRALE DES NA-
TIONS UNIES LE 18 DtCEMBRE 1979'

OBJECTION aux r6serves formuldes par les
Maldives lors de 1'adh6sion 2

ReCue le:

5 mai 1994

FINLANDE

L'objection se lit comme suit:

[TRADUCTION - TRANSLATION]

Le Gouvernement finlandais a examin6
la teneur des rdserves faites par le Gouver-
nement maldivien au moment de I'adh6sion
des Maldives A ladite Convention, aux termes
desquelles « le Gouvernement de la Rdpubli-
que des Maldives se conformera aux disposi-
tions de la Convention, sauf A celles qu'il esti-
merait incompatibles avec les principes de la
charia islamique qui fondent les lois et les
traditions des Maldives. En outre, la R4publi-
que des Maldives ne se considre tenue par
aucune disposition de la Convention l'obli-
geant A modifier en quoi que ce soit sa Cons-
titution et ses lois ,,.

Selon le Gouvernement finlandais, le ca-
ractre illimit6 et vague desdites rdserves sus-
cite de s6rieux doutes quant A la volont6 de
'Etat qui les a formules de s'acquitter de ses

obligations au titre de ]a Convention. En rai-
son de leur libell6 extensif, ces r6serves vont

I Nations Unies, Recuei des Traitis, vol. 1249, p. 13;
pour les faits ultdrieurs, voir les r~fdrences donn6es dans
I'Index cumulatif no 21, ainsi que 'annexe A des volumes
1252, 1253, 1254, 1256, 1257, 1259, 1261, 1262, 1265, 1272,
1284, 1286, 1287, 1288, 1291, 1299, 1302, 1312, 1314, 1316,
1325, 1332, 1343, 1346, 1348, 1350, 1351, 1357, 1361, 1363,
1368, 1374, 1379, 1387, 1389, 1390, 1394, 1398, 1399, 1400,
1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1408, 1413, 1416, 1417,
1422, 1423, 1426, 1430, 1433, 1434, 1436, 1437, 1443, 1444,
1457, 1458, 1459, 1460, 1477, 1484, 1501, 1518, 1522, 1523,
1525, 1526, 1527, 1530, 1542, 1549, 1551, 1555, 1566, 1567,
1568, 1569, 1577, 1591, 1598, 1606, 1607, 1639, 1642, 1651,
1653, 1660, 1669, 1671, 1673, 1676, 1678, 1679, 1688. 1690,
1691, 1693, 1696, 1710, 1712, 1714, 1720, 1723, 1725, 1726,
1727, 1732, 1733, 1739, 1747 et 1762.

2 Ibid., vol. 1726, no A-20378.

Vol. 1775. A-20378
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contrary to the object and purpose of the
Convention. Therefore, the Government of
Finland objects to such reservations.

"The Government of Finland also recalls
that the said reservations are subject to the
general principle of treaty interpretation ac-
cording to which a party may not invoke the
provisions of its domestic law as a justifi-
cation for failure to perform its treaty obli-
gations.

"The Government of Finland does not,
however, consider that this objection consti-
tutes an obstacle to the entry into force of the
Convention between Finland and Maldives."

Registered ex officio 5 May 1994.

manifestement A l'encontre de l'objet et du
but de la Convention, et le Gouvernement fin-
landais ne peut donc les admettre.

Le Gouvernement finlandais rappelle aussi
que lesdites rdserves sont r~gies par le prin-
cipe g ndral en mati~re d'interprdtation des
traitrs selon lequel une partie ne peut invo-
quer les dispostions de sa l6gislation interne
pour se soustraire h ses obligations conven-
tionnelles.

Toutefois, le Gouvernement finlandais ne
consid~re pas que cette objection constitue
un obstacle A l'entrde en vigueur de la Con-
vention entre la Finlande et les Maldives.
Enregistri d'office le 5 mai 1994.

Vol 1775, A-20378
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No. 21618. EUROPEAN AGREEMENT
ON MAIN INTERNATIONAL TRAF-
FIC ARTERIES (AGR). CONCLUDED
AT GENEVA ON 15 NOVEMBER 19751

WITHDRAWAL, of reservation in respect of
article 13 made upon signature and con-
firmed upon ratification 2

Notification received on:

6 May 1994

BULGARIA

(With effect from 6 May 1994.)

Registered ex officio on 6 May 1994.

I United Nations, Treaty Series, vol. 1302, p. 91, and
annex A in volumes 1303, 1306, 1364, 1365, 1380, 1388,
1394, 1402, 1412. 1436,1439,1442, 1485, 1511, 1515, 1537,
1539, 1556, 1590, 1591, 1607, 1654, 1658, 1679, 1688, 1691,
1694, 1723, 1724, 1731, 1732 and 1763.2

Ibid., vol. 1302, p. 91.

No 21618. ACCORD EUROPtEN SUR
LES GRANDES ROUTES DE TRAFIC
INTERNATIONAL (AGR). CONCLU A
GENVE LE 15 NOVEMBRE 19751

RETRAIT de r6serve a 1'6gard de 1'article 13
formule lors de la signature et confirm6e
lors de la ratification 2

Notification revue le:

6 mai 1994

BULGARIE

(Avec effet au 6 mai 1994.)

Enregistrg d'office le 6 mai 1994.

1 Nations Unies, Recueil des Traitds, vol. 1302, p. 91, et
annexe A des volumes 1303, 1306, 1364, 1365, 1380, 1388,
1394, 1402, 1412, 1436, 1439, 1442,1485, 1511, 1515, 1537,
1539, 1556, 1590, 1591, 1607, 1654, 1658, 1679, 1688, 1691,
1694, 1723, 1724, 1731, 1732 et 1763.

2 Ibid., vol. 1302, p. 91.

Vol. 1775, A-21618
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No. 22132. CONVENTION CONCERN-
ING THE ISSUE OF PLURILINGUAL
EXTRACTS FROM CIVIL STATUS RE-
CORDS. CONCLUDED AT VIENNA
ON 8 SEPTEMBER 19761

SUCCESSION

Notification received by the Government
of Switzerland on:

15 April 1994

THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF
MACEDONIA

(With effect from 8 September 1991, the
date of the succession of State.)

Certified statement was registered by Swit-
zerland on 5 May 1994.

No 22132. CONVENTION RELATIVE A
LA DtLIVRANCE D'EXTRAITS PLU-
RILINGUES D'ACTES DE L'tTAT
CIVIL. CONCLUE A VIENNE LE
8 SEPTEMBRE 19761

SUCCESSION

Notification revue par le Gouvernement
suisse le :

15 avril 1994

L'Ex-R9PUBLIQUE YOUGOSLAVE DE
MAC9DOINE

(Avec effet au 8 septembre 1991, date de la
succession d'Etat.)

La diclaration certifge a etg enregistrie
par la Suisse le 5 mai 1994.

I United Nations, Treaty Series, vol. 1327, p. 3, and I Nations Unies, Recueil des Traites, vol. 1327, p. 3, et
annex A in volumes 1400, 1462, 1567, 1570, 1712 and 1747. annexe A des volumes 1400, 1462, 1567, 1570, 1712 et

1747.

Vol. 1775, A-22132
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No. 22376. INTERNATIONAL COFFEE
AGREEMENT, 1983. ADOPTED BY
THE INTERNATIONAL COFFEE
COUNCIL ON 16 SEPTEMBER 19821

ACCESSION to the above-mentioned
Agreement, as further extended by the In-
ternational Coffee Council by Resolution
No. 363 of 4 June 19932

Instrument deposited on:

26 April 1994

NIGERIA

(With retroactive effect from 1 October
1992.)

Registered ex officio on 26 April 1994.

I United Nations, Treaty Series, vol. 1333, p. 119, and
annex A in volumes 1334, 1338, 1342, 1344, 1345, 1346,
1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1356, 1358, 1359, 1363,
1367,1372.1379, 1380, 1388,1390,1393, 1406,1410,1423,
1436,1466, 1482,1522, 1546,1547,1548, 1549,1550, 1560,
1562, 1567, 1569, 1571, 1573, 1579, 1589, 1590, 1601, 1651,
1652, 1653, 1654,1655,1658, 1662,1665,1669, 1677, 1681,
1686,1690, 1691,1692,1696,1697,1699, 1712, 1714, 1717,
1719, 1720, 1727,1736, 1737, 1748,1760,1761, 1765, 1767,
1771, 1772 and 1774.

2 Ibid., vol. 1737, No. A-22376.

No 22376. ACCORD INTERNATIONAL
DE 1983 SUR LE CAFI. ADOPTt PAR
LE CONSEIL INTERNATIONAL DU
CAF LE 16 SEPTEMBRE 1982'

ADHtSION A l'Accord susmentionn6, tel
que prorog6 A nouveau par le Conseil inter-
national du caf6 par sa r6solution no 363 du
4juin 19932

Instrument depose le:

26 avril 1994

NIG9RIA

(Avec effet r~troactif au Ier octobre 1992.)

Enregistre.d'office le 26 avril 1994.

I Nations Unies, Recueil des Traitds, vol. 1333, p. 119,
et annexe A des volumes 1334, 1338, 1342, 1344, 1345,
1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1356, 1358, 1359,
1363, 1367, 1372, 1379, 1380, 1388, 1390, 1393, 1406, 1410,
1423, 1436, 1466, 1482, 1522, 1546, 1547, 1548, 1549, 1550,
1560, 1562, 1567, 1569, 1571, 1573, 1579, 1589, 1590, 1601,
1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1658, 1662, 1665, 1669, 1677,
1681, 1686, 1690, 1691, 1692, 1696, 1697, 1699, 1712, 1714,
1717, 1719, 1720, 1727, 1736, 1737, 1748, 1760, 1761, 1765,
1767, 1771, 1772 et 1774.

2 Ibid., vol. 1737, n- A-22376.

Vol. 1775, A-22376
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No. 22484. PROTOCOL OF 1978 RE-
LATING TO THE INTERNATIONAL
CONVENTION FOR THE PREVEN-
TION OF POLLUTION FROM SHIPS,
1973. CONCLUDED AT LONDON ON
17 FEBRUARY 19781

AMENDMENTS to the annex of the above-
mentioned Protocol
The amendments were adopted on 30 Oc-

tober 1992 by resolution MEPC.58(33) of the
Marine Environment Protection Committee
of the International Maritime Organization,
in accordance with article VI of the Protocol
and article 16 of the Convention.

They came into force on 28 February 1994,
i.e., six months after the date on which they
were deemed to have been accepted (30 Au-
gust 1993, as determined by the Marine
Environment Protection Committee), no
objection having been notified to the Sec-
retary-General of the International Maritime
Organization by any Contracting Govern-
ment prior to that date, in accordance with
article 16 (2) (f) (iii) and (g) (ii) of the Con-
vention.

The amendments read as follows:

No 22484. PROTOCOLE DE 1978 RELA-
TIF k LA CONVENTION INTERNA-
TIONALE DE 1973 POUR LA PRtVEN-
TION DE LA POLLUTION PAR LES
NAVIRES. CONCLU A LONDRES LE
17 FtVRIER 19781

AMENDEMENTS b l'annexe du Protocole
susmentionn6

Les amendements ont 6t adoptds le 30 oc-
tobre 1992 par la resolution MEPC.58(33) du
Comit6 de la protection du milieu marin de
l'Organisation maritime internationale, con-
form6ment A l'article VI du Protocole et A
l'article 16 de la Convention.

Ils sont entrrs en vigueur le 28 frvrier 1994,
soit six mois apr~s la date A laquelle ils ont 6t6
consid&rs comme acceptds (30 aoit 1993,
date fixte par le Comit6 de la protection du
milieu marin), aucune objection d'un Gou-
vernement contractant n'ayant 6t6 notifire au
Secrrtaire grnrral de l'Organisation maritime
internationale avant cette date, conform6-
ment aux sous-alin6as f iii et g ii du para-
graphe 2 de r'article 16 de la Convention.

Les amendements se lisent comme suit:

' United Nations, Treaty Series, vol. 1340, p. 
6 1 

(authen- I Nations Unies, Recued des Traitis, vol. 1340, p. 61
tic English and Russian texts), and vol. 1341, p. 3 

(authen- (textes authentiques anglais et russe), et vol. 1341, p. 3
tic French and Spanish texts), and annex A in vol- (textes authentiques espagnole et frangais), et annexe A
umes 1355, 1391, 1406, 1421, 1428, 1456, 1460, 1492, 1515, des volumes 1355, 1391, 1406, 1421, 1428, 1456, 1460, 1492,
1545, 1555, 1589, 1593, 1598, 1606, 1673, 1678, 1681, 1721, 1515, 1545, 1555, 1589, 1593, 1598, 1606, 1673, 1678, 1681,
1727, 1733 and 1737. 1721, 1727, 1733 et 1737.
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The existing text of Annex III is replaced by the following.:

ANNEX III

REGULATIONS FOR THE PREVENTION OF POLLUTION BY HARMFUL

SUBSTANCES CARRIED BY SEA IN PACKAGED FORM

Regulation 1

Application

1 Unless expressly provided otherwise, the regulations of this Annex apply
to all ships carrying harmful substances in packaged form.

1.1 For the purposes of this Annex, "harmful substances" are those substances
which are identified as marine pollutants in the International Maritime
Dangerous Goods Code (IMDG Code).*

1.2 Guidelines for the identification of harmful substances in packaged form
are given in the appendix to this Annex.

1.3 For the purposes of this Annex, "packaged form" is defined as the
forms of containment specified for harmful substances in the IHDG Code.

2 The carriage of harmful substances is prohibited, except in accordance
with the provisions of this Annex.

3 To supplement the provisions of this Annex, the Government of each Party
to the Convention shall issue, or cause to be issued, detailed requirements on
packing, marking, labelling, documentation, stowage, quantity limitations and
exceptions for preventing or minimizing pollution of the marine environment by
harmful substances.*

4 For the purposes of this Annex, empty packagings which have been used
previously for the carriage of harmful substances shall themselves be treated

as harmful substances unless adequate precautions have been taken to ensure
that they contain no residue that is harmful to the marine environment.

5 The requirements of this Annex do not apply to ships' stores and
equipment.

Regulation 2

Packing

Packages shall be adequate to minimize the hazard to the marine
environment, having regard to their specific contents.

Reference is made to the International Maritime Dangerous Goods Code

(IHDG Code) adopted by the Organization by resolution A.716(17) as
it has been or may be amended by the Maritime Safety Committee.
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Regulation 3

Marking and labelling

1 Packages containing a harmful substance shall be durably marked with
the correct technical name (trade names alone shall not be used) and, further,
shall be durably marked or labelled to indicate that the substance is a marine
pollutant. Such identification shall be supplemented where possible by any
other means, for example, by use of the relevant United Nations number.

2 The method of marking the correct technical name and of affixing labels
on packages containing a harmful substance shall be such that this information
will still be identifiable on packages surviving at least three months'
immersion in the sea. In considering suitable marking and labelling, account
shall be taken of the durability of the materials used and of the surface of
the package.

3 Packages containing small quantities of harmful substances may be
exempted from the marking requirements.*

Regulation 4**

Documentation

1 In all documents relating to the carriage of harmful substances by
sea where such substances are nAmed, the correct technical name of each
such substance shall be used (trade names alone shall not be used) and the
substance further identified by the addition of the words "MARINE POLLUTANT".

2 The shipping documents supplied by the shipper shall include, or be
accompanied by, a signed certificate or declaration that the shipment offered
for carriage is properly packaged and marked, labelled or placarded as
appropriate and in proper condition for carriage to minimize the hazard to the
marine environment.

3 Each ship carrying harmful substances shall have a special list or
manifest setting forth the harmful substances on board and the location
thereof. A detailed stowage plan which sets out the location of the harmful
substances on board may be used in place of such special list or manifest.

Reference is made to the specific exemptions provided for in the

International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code).

** Reference to "documents" in this regulation does not preclude the use of
electronic data processing (EDP) and electronic data interchange (EDI)
transmission techniques as an aid to paper documentation.
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Copies of such documents shall also be retained on shore by the owner of
the ship or his representative until the harmful substances are unloaded.

A copy of one of these documents shall be made available before departure
to the person or organization designated by the port State authority.

4 When the ship carries a special list or manifest or a detailed stowage
plan, required for the carriage of dangerous goods by the International
Convention for the Safety of Life at Sea, 1974, as amended,' the documents
required by this regulation may be combined with those for dangerous goods.
Where documents are combined, a clear distinction shall be made between
dangerous goods and harmful substances covered by this Annex.

Regulation 5

Stowage

Harmful substances shall be properly stowed and secured so as to minimize
the hazards to the marine environment without impairing the safety of the ship
and persons on board.

Regulation 6

Quantity limitations

Certain harmful substances may, for sound scientific and technical
reasons, need to be prohibited for carriage or be limited as to the quantity
which may be carried aboard any one ship. In limiting the quantity, due
consideration shall be given to size, construction and equipmemt of the

ship, as well as the packaging and the inherent nature of the substances.

Regulation 7

Exceptions

I Jettisoning of harmful substances carried in packaged form shall be
prohibited, except where necessary for the purpose of securing the safety
of the ship or saving life at sea.

2 Subject to the provisions of the present Convention, appropriate
measures based on the physical, chemical and biological properties of
harmful substances shall be taken to regulate the washing of leakages
overboard, provided that compliance with such measures would not impair
the safety of the ship and persons on board.

I United Nations, Treaty Series, vol. 1184, p. 2 (authentic Chinese and English texts); vol. 1185, p. 2 (authentic
French, Russian and Spanish texts); vol. 1300, p. 391 (rectification of the authentic English, French, Russian and Spanish
texts), and vol. 133 1, p. 400 (rectification of the authentic Chinese text); for the texts of the amendments of 20 November
1981, see vol. 1370, p. 

2 
(Chinese and English); vol. 1371, p. 

2 
(French and Russian); vol. 1372, p. 

6 1 
(Spanish); vol. 1402,

p. 375 (rectification of the authentic English, French, Russian and Spanish texts of the amendments of 20 November
1981), and vol. 1419, p. 398 (rectification of the authentic English text of the amendments of 20 November 1981,
incorporated into the text of the said amendments and published in vol. 1370); for the texts of the amendments of
17 June 1983, see vol. 1431, p. 2 (Chinese and English); vol. 1432, p. 

2 
(French and Russian); vol. 1433, p. 

92 
(Spanish);

vol. 1484, p. 442 (rectification of the authentic Spanish text of the amendments of 20 November 1981); vol. 1522, p. 
23 4

(amendments of 29 April 1987); vol. 1558, No. A-18961 (amendments of 21 April 1988); vol. 1566, No. A-18961
(amendments of 28 October 1988); vol. 1593, No. A-18961 (rectification of the authentic Spanish text of the amendments
of 28 October 1988); vol. 1674, No. A-18961 (amendments of 9 November 1988, 11 April 1989 and 25 May 1990);
vol. 1765, No. A-18961 (amendments of 23 May 1991); vol. 1789, No. A-18961 (amendments of II April 1989 and
II December 1992), and vol. 1832, No. A-18961 (amendments of 10 April 1992 and I I December 1992).
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Appendix

GUIDELINES FOR THE IDENTIFICATION OF HARMFUL
SUBSTANCES IN PACKAGED FORM

For the purposes of this Annex, substances identified by any one of the
following criteria are harmful substances:

- bioaccumulated to a significant extent and known to produce a hazard

to aquatic life or to human health (hazard rating "+" in column A*); or

- bioaccumulated with attendant risk to aquatic organisms or to
human health with a short retention of the order of one week or
less (hazard rating "Z" in column A*); or

- liable to produce tainting of seafood (hazard rating "T" in
column A*); or

- highly toxic to aquatic life, defined by a LC50 /96 hour** less
than 1 ppm (hazard rating "4" in column B*).

Reference is made to the Composite List of Hazard Profiles, prepared by

the IMO/FAO/UNESCO/WMO/WHO/IAEA/UN/UNEP Joint Group of Experts on the
Scientific Aspects of Marine Pollution (GESAMP) which is circulated
annually by the Organization by means of BCH circulars to all IMO Member

States.

"* The concentration of a substance which will, within the specified time

(generally 96 hours), kill 50% of the exposed group of test organisms.
LC5 0 is often specified in mg/l (parts per million (ppm)).
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Remolncer Is texts actual do lAnnoxe III par ce gui suit

ANNEXE III

REGLES RELATIVES A LA PREVENTION DE LA POLLUTION PAR LES

SUBSTANCES NUISIBLES TRANSPORTEES PAR HER EN COLIS

Rlgle 1

Champ d'application

1 Sauf disposition expresse contraire, lea rigles de la prisente annexe

s'appliquent tous les navires transportant des substances nuisibles en colis.

1.1 Aux fins de la prisente annexe, on entend par "substances nuisibles" les
substances qui sont identiflies comme polluants marins dens le Code maritime
international des merchandises dangereuses (Code IMDG).*

1.2 Des directives pour lidentification des substances nuisibles
transportees en colis figurent i l'appendice i la prisente annee.

1.3 Aux fins de la prisente annexe, 1 ezpression "on colis" d~signe le
formes d'emballage spicifiies dans le Code IDC pour le substances nuisibles.

2 Le transport de substances nuisiblos en colis eat interdit, i moins qu'il
ne soit effectui conformiment aux dispositions do is prisente Annee.

3 Pour compliter les dispositions de la prisente Annex, le Gouvernment do
cheque Partie i la Convention dolt publier ou faire publier des prescriptions
d-taillies pour l'emballage, le marquage, l'itiquetage, les documents,

lI'arrimage. les limites quantitatives at le exceptions visant a prevenir ou
reduire au minimum la pollution du milieu marnn par des substances nuisibles.*

4 Aux fins de la prisente Annexe, les emballages vides ayant diji servi au
transport de substances nuisibles doivent eux-mimss itre traitis comme des
substances nuisibles, it moins quo des pricautions suffisantes naient eti
prises pour s'assurer qu'ils no contiennont aucun risidu dangereux pour le

milieu marin.

5 Lee dispositions de la prisente Annexe ne s'appliquent pas aux provisions
de bord ni au matriel darmement du navire.

Rigle 2

Emballage

Les emballages doivent itre de nature i rifdire au minimum les risques
encourus par l. milieu marin, eu igard & leur contenu specifique.

* i convient de so reporter au Code maritime international des
marchandises dangereuses (Code IHDG) adopti par l'Organisation par la
risolutlon A.716(17), tel qu'il a iti ou pourra itre modifi6 par I.
Comiti de la sicuriti maritime.
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Rig1e 3

Marquage et itiquetage

1 Les colis contenant une substance nuisible doivent porter une marque
durable definissant cette substance par son appellation technique exacts (les
appellations commerciales seules no sont pas admises) et porter en outre de
faqon durable une marque ou une 6tiquette indiquant que la substance est un
polluant marin. Cette ident ification dolt Atre comp 1l.Ie, si possible. par
tout autre moyen, par exemple, par le numero de refrrence des Nations Unies.

2 Le procid6 de marquage de Vappellation technique exacte et le procedi
d'itiquetage des colis contenant une substance nuisible dolvent ;tre tels que
Von puisse encore identifier les renseignements donnis lorsque les coils ont
survecu a un sSjour d'au moins trois mois dens 'eau de mer. Lorsque lon
envisage les procid~s appropriis de marquaqe et d'6tquetage qui pourraient
convenir, on dolt tenir compte de la durabiliti des mat~riaux utilisis et de
1n nature de la surface extirieure du colis.

3 Les colis contenant de foibles quantites de substances nuisibles peuvent
itre exemptes de l'application des prescriptions relatives au marquage.*

Rigle 4

Documents4*

1 Dana tous lee documents relatifs au transport par mer de substances
nuisibles ou iI eat fait mention de ces substances, on doit utiliser
Vappellation technique exacts de chacune de ces substances (l'oppellatiu
coumerciale seule n'est pas admise) en la completant par les mots "POLLUANT
MARIN".

2 Lea documents d'expdition fo.rnin par le chargeur doivent soit
comprendre un certificat ou une diclaration signis. solt itre accompagnis d'un
tel certificat ou d'une tells diclaration, attestant quo is chargement
prisenti aux fins du transport eat convenablement emballi et marqui ou
etiquete at dane un etat propre a riduire au minimum lea risques qua son
transport presente pour le milieu marin.

3 Tout navire qui transports des substances nuisibles doit possider une
lists ou un manifests spicial enumirant lea substances nuisibles embarques et
indiquant leur lieu d'arrimage a bord. Au lieu de cette lists ou de ce
manifest, on peut utiliser un plan d'arrimage ditailli indiquant
1Vemplacement des substances nuisibles i bord. Des copies de ces documents
doivent 6galement itre conservees a terre par le propriitaire du navire ou son
mandataire jusqu'i ce qua lea substances nuisibles aient iti dichargees. Une
copie do l'un de ces documents doit itre remise avant le dipart a is personne
ou l'organisme disigne par lautoriti de lEtat du port.

11 convient de se reporter aux exemptions particuli~res pr~vues dans le

Code maritime international des marchandises dangereuses (Code IMDG).

L'emploi du terme "documents" dane la prisente rigle n'exclut pas
l'utilisation de techniques de transmission fondies sur le traitemenc
61ectronique de 1 information (TEl) at l'change de donnies informatisies
(EDI). i Vappui de Ia documentation sur papier.
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4 Lorsque le navire est porteur d'une liste ou d'un manifesto spicial ou
d'un plan d'arrimage ditailli, conformiment aux dispositions relatives au
transport des merchandises dangereuses qui figurent dons Ia Convention
internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, relie que
modifi~e' , les documents exiggs par la prisente rigle peuvent itre combines
avec lea documents relatifs aux marchandises dangereuses. Lorsque les
documents sont combinis, il doit itre itabli une nette distinction entre lee
merchandises dangereuses at les substances nuisibles visies per la presente
annexe.

Rigle 5

Arrimage

Les substances nuisibles doivent itre convenabjement arrimies et
assujetties de maniire a reduire au minimum les risques qu'elles prisentent
pour le milieu marn, sans porter atteinte i la sicuriti du nevire at des
personnes i bord.

Rigle 6

Limites quantitatives

11 pout itre nicessaire, pour des raisons scientifiques et techniques
valables, d'interdire le transport de certaines substances nuisibles ou de
limiter la quantiti de ces substances que pout transporter un mime navire. En
fixant ces limites, il convient de tenir dtment compte des dimensions, de la
construction et de l'iquipement du navire, ainsi quo de l'emballage et des
propritits intrinsiques de cos substances.

I Nations Unies, Recueil des Traitds, vol. 1184, p. 3 (textes authentiques chinois et anglais); vol. 1185, p. 3 (textes
authentiques frangais, russe et espagnol); vol. 1300, p. 402 (rectification des textes authentiques anglais, franqais, russe
et espagnol), et vol. 1331, p. 400 (rectification du texte authentique chinois); pour les textes des amendements du
20 novembre 1981, voir vol. 1370, p. 

2 
(chinois et anglais); vol. 1371, p. 2 

(franqais et russe); vol. 1372, p. 
6 1 

(espagnol);
vol. 1402, p. 375 (rectification des textes authentiques anglais, frangais, russe et espagnol des amendements du 20 no-
vembre 1981), et vol. 1419, p. 398 (rectification du texte anglais des amendements du 20 novembre 1981, incorporde
dans le texte desdits amendements et publide dans le vol. 1370); pour les textes des amendements du 17 juin 1983, voir
vol. 1431, p. 2 (chinois et anglais); vol. 1432, p. 2 (franais et russe); vol. 1433, p. 92 (espagnol); vol. 1484, p. 442
(rectification du texte authentique espagnol des amendements du 20 novembre 1981); vol. 1522, p. 283 (amendements
du 29 avril 1987); vol. 1558, no A-18961 (amendements du 21 avril 1988); vol. 1566, no A-18961 (amendements du
28 octobre 1988); vol. 1593, no A-18961 (rectification du texte authentique espagnol des amendements du 28 octobre
1988); vol. 1674, no A-18961 (amendements des 9 novembre 1988, 11 avnl 1989 et 25 mai 1990); vol. 1765, no A-18961
(amendements du 23 mai 1991); vol. 1789, no A- 18961 (amendements des II avril 1989 et II d~cembre 1992), et vol. 1832
no A-18961 (amendements des 10 avril 1992 et II d~cembre 1992).
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Rigie 7

Exceptions

1 Le jet i la mar de substances nuisibles transportes an coils dolt itre
interdit, sauf s'l eat nicessaire pour assurer Is sicuriti du navire ou pour
sauvar des vies humaines en mer.

2 Sa-is reserve des dispositions de la prisents Convention, des mesures
ap. ,plies doivant itre priseas n fonction des proprltis physiques,
chimiques et biologiques des substances nuisibles, pour riglementer ie rejet 6
is mar des eaux do nettoyage des fuites, i condition qua Vapplication de ces
mesures no compromette pas i sicuriti du novire at des personnes a bord.
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DIRECTIVES POUR L'IDENITIFICATICI DES SUBSTANCES NUISIBLES

TRANSPORTEES EN COLIS

Aux fins do I& presents Annexe, lea substances ci-apris sont identifiies
comme itant des substances nuisibles i

- substances qui sont bioaccumulies dans une mesure considerable et
dont on Gait qu'elles prisentent un danger pour Ia vie aquatique ou
pour Is santi do I'homme (degri de risque "." dens Is colonne A*); ou

- substances qui sont bioaccumulies et qui prisentent donc un risque
pour lea organismes aquatiques ou pour is santi de )'hosne. mais
dont Is persistence eat toutefois brive, de l'ordre d'une semaine au
plus (dogrg de risque "Z" dane Ia colonne A*): ou

- substances qui sont susceptibles d'alt~rer lea ailments d'origine
marine (degri do risque "T" dans la colonne A*): ou

- substances qui sot extrimement touilues pour I& vie aquatique et
qul sont deflnies par une CL 5 0 /96 h* infirieure i 1 ppm (degri
de risque "4" dane Is colonne B*).

On s reporters i la liste alphabitique des evaluations de risques

itablie par Is Groups mixte d'experts OAI/FAO/UNESCO/IM4/OHS/AIEA/
ONU/PNUE chargi d'itudier les aspects scientifiques de Ia pollution des
mers (GESANP), qui est diffusie chaque annie par l'Orqanisation au mayen
de circulaires BCH adressees a tous lea Etats Hembres de 1'OMI.

Concentration d'une substance qui, dans un espace do temps d4termin6

(g-niralement 96 h), entrains I mort de 50 % des organismes soumis aux
essais. La CL 5 0 eat souvent spicifite en mg/1 (parts par million (ppm)).
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[RUSSIAN TEXT - TEXTE RUSSE]

CyateCTBYOIIHR TeKCT flpttnozeaH III sameHxeTCR cneAy)OMiD:

pHPnOIERHE III

nPABHIA nPEAOTBPIMEHHR 3ArPA3HEHHA BPEDIHM BEIIECTBAHM,
fEPEBO3KIOhbJK MOPEM B YnAKOBKE

fpaanzno 1

fpHmeHeRHe

I EcnH cneIUzanbHo He npeAycHoTpeHo Hoe, npaawna HaCTonatero npHnoxemnx npH-

MeHROTCA KO sceM Cy~aM, nepeBoasHnum BpeAHbwe BetuecTBa B ynaKonKe.

1.1 JnR geneA HacToqmero npHno)eHHA "BpeHUMWM BemecTBaam" RBJI1ITCR BeaecTBa,

KOTopbie onpeeneH b KaK sarpfi3HHTenN mOpR s HewAyHapoAHoM KOleKce mopcxoA nepe-
BOSXH onaCHbix rpysoa (KojeKc mKHfOr)*.

1.2 PyxooncTo no onpe~enemni BpexAHx BemecTB a ynaxoexe npHBeeHO B Aonon-

HeHHH K HaCTOnmemy IpxnoBeHHio.

1.3 Anx ueneR HaCToncero IpHnoJeHHR "ynaKOaKa" onpeAejneTcR xaK 41)op4h1 rpyso-
BblX eMKOCTeA. yKasambie nxn BpeAHb1X BeleCTB B KoneKce HIKlor.

2 IepenosKa BpeAHX BetqeCTB 3anpeateHa, sa HCKnjoqeHHeM TOA, KOTOpan COOTBeT-
CTByeT nonoIeHHRM Hacronulero flpnoxeHHA.

3 B aononHeHHe K nonoeCHHAM HacTonulero fpinoaeHH npaBHTenbCTBO KaNWOA CTO-
pOXim KoiBeHxwHM H3AaeT Hnm nopyuaeT H3AaHHe nonpoOMIX TpedoaHMA no ynaKOBKe,
MapKHpoBKe, ApnbIKam, AOKyMeHTaUHH, yKnaAKe. npeenbHbIN KOJhqeCTBam H HCKjvoqe-
HHRH B uenxx npeAoTspaaeHms HnH cBeZeHHR K MHHHMYMY sarpR3HeHH MopcKoA cpeb1

BpeAHhLMH BeiueCTBaNH.*

4 XAns LeneR HacToxwero pHJnLO eHHm nopOXHHe ynaKOBKH, paHee HcnOnb3oBaBtHecR

anil nepeBo3KH BpeAmHbx BeuecTa, CaMH pacCMaTpHBaOTCA xaK spenHbe neueCTBa. ecnH

TOnbKO He bLrnH fpHHRTbI HawiewauiHe npeAynpeAHTenbHbe HepW AIng Toro, TOO6 o~ec-

ne'HTb OTCYTCTBHe B HHX KaKoro-1H00 OCTaTKa, npeACTasnaimOero BpeA anR MopCKoA

cpelh.

5 TpeBaHaixn HacTonhlero npinoaeHH He npmmHRIOTCR K cYASobJM sanacaN H CYILO-
BOHY OOOpyoAsaHmio.

* CH. Hex~y.,aponHbn KoneKc HOpCKOA RepeLo00KH ouacnwx rpyio. (KoJteKC MKMII)).

npHHnTWA OpraHHsaLuef pe3onLmLHeA A.716(17), B TO BIme. a KOTOpON OH H3me-

HseTCR HH mOxeT HsMeHRTbCR KOMHTeToM no 6e3onaHOCTH Ha mope.
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npaBHno 2

YnaKoBKa

YnaKoaKH nOnWHI OTBeqaTb TpeOoBaHHr cBeAeHHR K MHHHMyMY onacHOCTH D.JIR

MopcKoA cpebI C yqeToM RX cneuHJHmeCKoro ColepxKmmoro.

npaDHno 3

MapKHpOBKa H APnbIXH

1 rpySoBbie MeCTa, Co~epautme speAHoe BemeCTaO, MapKHpyIoTCR HafemKHOA AOnro-
seqHOA mapKHPOBKOR C npaBHnbHbI, TeXHHmeCKHM HaMmeHOBaHHeM (OAHH KOMmepmeCKHe

HassaHmR npHMeHATb HenbsA) H mapKHpyIOTCR HaexwHOA AonroBeqHoA MapKpOBKOA HnH

CHa6)KaoTCR HaAeKHb'4 AonroBe4Hb[M RpnbIKOM, yKahiaaioHmH, qTO BeuxeCTSo BsjReTCR

sarpRSHHTeneM mOpa. TaKoe O0O0HameHHe J onoJH~eTCR, rAe 3TO BOSMOaHO, TaKIe H

nlObu4 ApyrHM cnoco~oH, HanpHmep, yxasaHHem COOTBeTcTByiouero Homepa semecTra no

CnHCKy onaCHwbx rpysos OOH.

2 MeToA mapKHpOBKH npaaHnbHoro TeXHHqeCKorO HaHMeHoBaHHa HnH cHa6,KeHHR Rp-

uIKaMH rpysoBNrX MeCT, conepKauwx BpeAnoe DeuieCTSO, RBaiaeTCR TaKoBam, MTO0bi 3Ta

HH((bOpMaxHR nonAaaanaCb pacnoSHaHfe Ha rpysosbx meCTax, HaxoimHmuxcA a Mope a

norpyeHnom COCTORHHH no meHhmeA mepe 8 TeqeHHe Tpex MecA1xeB. npH Bbloope nOA-

XOARIHX mapxHpO9KH H RphIKOB yMHTBaeTCH AOnrOBeMHOCTb pHpHMeHReHMx MaTepHanoe

H nOBePXHOCTH rpy3OBoro mecTa.

3 Ha rpysoawe MeCTa, conepmaKame He6onbmne xonHqecTra BpeHbIX semeCTB, Tpe-

6osaHHR no mapxHpoaKe moryT He pacnpoCTpaHRTbCA.*

npaBHno 4**

RoxymeHTakHR

I Bo acex AOKyMEHTax, OTHOCRWHXCR K mOpCKOA nepeBosKe BpeHbX aeuxeCTS, a

KOTOpbIX nepeHcHJIRIOTCA TaKHe BeuteCTBa, HCnOfb3yeTCR flpaBHnbHOe TeXHH4ecKoe Ham-

MeHOsaHHe KaxjworO TaKoro BeueCTBa (OAHH KOMmepmeCKHe Ha3BaHHR npHmeHRTb Henb-

3R), H seuteCTao O003HaqaeTcA AOfOHHTenbHb[HH CoaiaHH "3ArPR3HHTEflb MOP9".

2 TpaHcnopTHme AoxyHeHTbJ, npeAcTaiiemHbie rpySooTnpaBHTenem, AOIVHN BKjo'aTb

nOATBRep)KeHHble fOAnHCbo CBHfeTeJlhCTBO HnH AeKnapauHm 0 TOM, qTO npeAlABnAemwb

K nepeBo3Ke rpy3 HauneaauWM oOpa3om ynaxosaH, mapKHpoaaH, CHaO)eH Rpnix aMH HiH

flaxaTaMH H HaXoAHTCR B npHOAHOM K nepeao3xe COCTORHHH, o~ecnemBaoleM cBee-

HHe K MHHHMYMY onaCHOCTH D1lR MOpCKOA cpeAbl, nHOO conpoBoswaTbCR TaKHMH CBHAe-

TenbCTBOM HJH AeKnapauHeH.

3 Kamnoe cyAHo, nepeao3Awee speAHbie BeweCTBa, AORhCHO HHeTb cneUHanbHbIf

peecTp HnH maHHmeCT C nepeqHcneHHeH HaxoAReixcx Ha OOpTy Bpe HbX BeweCTB H
yKa3aHHeM HX pasHeeHHR Ha cyAHe. BHeCTO TaKoro CneHajlbHoro peecTpa HH maHmH-

4eCTa MoseT mcnonb3OBaTbCR nOApO0Hb rpysoBoA fnaH, Ha KOTOpOM npeCTasBneHo

* CM. cneuHanbHbie H3RTHR, npeYCMoTpeHHbe B HeKyAHapOEXHOM KO2eKce Hop-

CKOA nepeBoSKH onaCHbxX rpysoB (KoieKce MKMnor).

** CcbLr1Ka Ha "AoKyMeHTbl B HaCTOReM npaHmne He npenRTCTByeT npMmeHeHHo MeTO-

Aoa nepeaqH c noMowba 3fieKTpOHHOA odpaOoTKH AaHHhix (30j) H 3neKTpOHIIorO

B3aMmooOmeHa AaHHbIMH (3Ba) a KamecTae cpeACTB, AOnOnHRIOUIHX oyMa)KHys AOKy-

MeHTaUHio.
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pacnonoeHHe HmeioutHXCH Ha OopTy speAHbIX DemecTs. KOnHH TaXHX AOKyHeHITOB coxpa-

HRIOTCA TaKxe Ha depery y CyAoBnaJodaJIha HuH ero npeACTaSHTeuH JIO UUrPY3KH 3THX

BpeAHblX seleCTs. KonHR OAHOrO H3 3THX AoKymeHToB npenocTaBaReTca nepeA OTXOAOH
cyAxa nJHUy HjH opraHHSauH, maSHameHHR4 BnaCTRMH rocyAapcTDa nOpTa.

4 fpi HanmHHH Ha CYAHe cnettHanbHoro peecTpa, maHHeCTa HAH nOAPOdHoro rpy-

3oBoro nnaHa. npeflnHcisaembix MexuyHapOAHOA KoH~eHtHeA no oxpaHe qenoaeqecKoA

XH3HH Ha mope 1974 roga c nonpasKaMH AR1 cnyqa nepes3KH onaCHbIX rpyzoB, O-

KyHeHTI, npeunHcuBaemwe HaCToRUWHm npaaxnoH, HoryT OMTb odbeA.neHb C AoxymeH--
TaH, npe~nHCWBaeNIhMH Ann nepeBOSKH onacHWx rpySoB. B cnymae oO'beAHHeHHR 3THX

AOKyHeHTOB npooAHTCA meTKoe pasrpa meHHe mexuJy onaCHba4H rpysaMH H BpeA1HNNH

BeteCTsaHH. Ha KOTOpbie pacnpocTpaHaeTcA AeRCTBHe HacToRwero TIpHnoeHHR.

fpasimo 5

PasHeateHHe

BpeHbIe senecTea pasNeWaIOTCR H qaKpenfRIOTCR TaK, MT0W CBeCTH K MHHHHYY

onaCHoCTb Ann lopCKOA cpeAh 6es yxy.meHHR OesonaCHOCTH CYAHa H HaxoAXMHxCS Ha
dopTy rneoeR.

fpasHno 6

flpeAenbHbe KOnH'eCT~a

no o6OCHOBaHHLI HayMHUlM H TeXHHqeCKHH npHMHHaH mO)eT nOTpedouaTbCA sa-

npeiqeHHe nepeosKH HeKOTOPhZX upeAHhIX BeuieCTS HnH orpaHHmeHme KOflHqeCTBa, KOTO-

poe moKeT nepeBO3HTbCA Ha OopTy niodoro CyAHa. fpH orpaHHqeHHH nepeBosHMoro

XonmHeCTBa YMHTWBaIOTCR AOf blI4 o6pasoH pa3HepeHHR, KOHCTPYKUHH H oOopy~osaHHe

CyAHa, a TaxKe xapaXTep ynaKOBKH H CBOACTaa neMecTra.

11pasBmo 7

Hc, niomeHHR

1 BidpacaalaHHe 3a Oopt speAHWX eleCTB, nepeBo3Hgbx B ynaxosxe, 3anpeataeTcR.

sa HcxmnioeHHeM cnymaea, KorAa 3To HeOdXOAHHO 8 Lxenfx odecnemeIHu 5e3onacIIOCTH

CyAHa K IH cnaceHHA menoaemeCKoA WHSHH Ha mope.

2 C ymeTom nooweHHA HaCToxzIeR KOHBeHWHH npHHHHmaTCR COOTseTCT~yso.He mepw,

OCHOBaHHwe Ha (bHSHqeCKHX, XHHHqeCKHX H dHoorHmecxHx CBOACTBaX BpeAHMX BealeCTB,

AnIn XOHTpOnHpOBaHHA ckwaa sa OopT yTeqeK npH yCOBHH, MTO pHmeHeHHe TaKHX mep
He yxyAmaeT desonacHocb CYAHa H maxoARWHxCR Ha 6opTy owAeA.
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IononheHHK

PYKOBOCTBO 710 OnPEIEJIEHHIO
BPE4HWX BEWECTB B YflAKOBKE

nnR uenen Hacroamero npHnOeHHA BpeAHUlH BemeCTBaH RB RIOTCR BeweCTBa,
onpeReRembie no rn1ooMy H3 cneyIUtIHX KpHTepHeB:

- B 3SaMHTenbHO CTeneHH 6HOaKKYMYnHpyembie H no HHeioUiWmcR lahHbim co3Aa-

imOI.e onaCHOCTb AnR MOPCKHX IHBMhbX opraHH3HOB H 3AOpOBbR menoBeKa (Ka-
TeropHR onacHOCTH "+" 8 KOnOHKe A*); Hmi

- OHoaKKymyIHpyembfe C COnyTCTByIOMHH PHCKOH AnR MOpCKHX BHBWX opraHH3MOB
HfH 3JOpOBbR qeBioeKa H HeHaAOnro coxpaHRlomhe CBOH CBOACTBa, B Teqe-

Hme HefeH HmH meHee (KaTeropHR onacHOCTH Z" B KOnOHKe A*); "n"

- CnOCO0Hbie npMBOAHTb MOpCKme IHBble opraHH3Mbl B IienpHrOIlOCTI, K ylIOTpe-

oneHH10 B nwy (KaTeropHR onacHOCTH "T B KOZOMKe A*); iinm

- BbICOKOIOXCH'qMbe AR MOPCKHX IKMHbIX opraH3MOB. 4TO COOTBeTCTByeT B

eHHHuax LC50 /96 -4ac** BeqMHHe MeHee I mnH -1 
(xaTeropHR oraCHOCTH

"4" B KOnoMKe B*).

Cm. 06muziu nepememb CTeneHeA onaCHOCTM, nOArOTOBneHHhIA COBmeCTHOA rpynnoA

3KcnepTOB KMO/tAO/HECKO/BMO/BO3/MArAT3/OOH/OHEfl no MayIHhm acneXTam 3a-

rpR3HeMMR MOpR (FE3AMnf), KOTOpbf exceroAHo pacnpoCTpaMReTcR 0praMH3aamen

cpeA Bcex rocyfapCTB-mWeHoB HM0 nocpexCTBOM ItpKynIpa BCH.

KoHueHTpaiHR BeIueCTBa, npM KOTOPOA B onpeJeneHHbI nepHoA BpemeHH (O6hIIIO

96 'acoB) nOrHOHeT 50% rpynnbi nofBepra ouwxCR Bo3AeACTBMB mCnblTblsaeMblX Op-
raHH3MOB. LC 5 0 qaCTO Bbipa)aeTCR B mr/ (MHnnHOHHMe 'aCTH (mnH-i).
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[SPANISH TEXT - TEXTE ESPAGNOL]

El texto actual del Anexo III so sustituve por el siyulenLe:

ANEXO IlI

RECLAS PARA PREVENIR LA CONTANINACION POR SUSTANCIAS
PERJUDICIALES TRANSPORTADAS POR KAR EN BULTOS

Regla 1

Ambito de aplicaci6n

1 Salvo disposlci6n expresa en otro sentido. las reglas del presenLe ane o
son de aplicaci6n a todos los buques quo transporten sustanclas perjudiciales
en bulLos.

1.1 A los efecLos del presenLe anezo, "susLancias perjudiciales" son las
consideradas como contaminanLes del mar en el C6digo maritimo inLernacional de
mercancias peligrosas (C6d1go INDG)x.

1.2 En el ap6ndice del prosente anexo figuran directrices pare determiner sl
las sustancias quo se transporLan en bultos son perjudiciales.

1.3 A los efectos del presente anexo. la ezpresl6n "on bultos" remite a las
rormas de contenc16n especificadas en el C6dino IrDO pa las sustanclas
perjudicieles.

2 El transporte de susLancias perjudlciales esti prohlbido a menos quo so
realice de conformidad con las disposiciones del presenLe aneo.

3 Como complemento de las disposiciones del prosenLe anexo, el Cobierno de
cada ParLe en el Convenlo publicari o hara publicar prescripcioncs deLalladas
relatives al embalaje/envase. marcado. eLiquetado, documenLaci6n, esLtba.
limiLaclones cuantiLaLivas y excepciones. con objeo do prevenir o reducir al
minimo la contaminaci6n del medio marina ocasionada por las susLancias
perjudicialns.*

4 A los efectos del presenLe anexo. los embalajes/envases vacios que hayan
sido previamenLe uLilizados pars Lransportar susLancias perjudiciales sorin
considorados a su vex coma susLancias perjudiciales a menor quo se hayan
Lomado precauciones adecuadas pare SaranLizar que no conLienen ning6n residuo
perjudicial pare el medio marina.

5 Las prescripciones del presenLe anexo no se aplicarin a los perLrechos ni
al equipo de a bordo.

gVase el C6dI&o maritimo internacional de mercancias peligrosas (C6digo

INDG) aprobado par la Organizaci6n modiante la resoluci6n A.716(17). en
Is forma en que hays side o pueda ser enmendado par el Comit6 de
Seguridad MariLima.
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Regia 2

Embalaie v envasado

Los bultos serin do Lipo id6noo para quo. habida cuenLa do su conLenido
especifico. sea minimo el riesgo do daiiar cl medio marino.

Regla 3

Marcado v etiqueLado

1 Los bulloz que conLengan alguna susLancia perjudicial irin marcados de
forma duradera con el nombre tqcnico correcLo do dicha sustancia (no so
admiLirin s6lo nombres comerciales) y ademis Irin marcAdos o etiquetados de
forma duradera para indicar que In susLancia es un conLaminanLe del mar.
Cuando sea posible se complemenLare esa identLificaci6n uLIlizando oLros
medios; por eemplo. el ndmero correspondienLo de ias Nacioncs llnidas.

2 El m6Lodo de marcar el nombre Lcnico correcLo y de Iijar cLiqueLas on
los bultos que conLengan alguna susLancis perjudiclal sere Lal que los daLos
en ellos consignados sigan siendo idenLificables Lras un periodo de Lres meses
por lo menos de inmersi6n en el mar. Al esLudiar qu6 m~todos do marcado y
etiquetado conviene adopLar, se Lendrin en cuonLa la durabilidad de los
maLeriales uLilizados y la naLuraleza de Is superricie del bulLo.

3 Los bultos que conLengsan canLidades pequcuas do susLancias perjudicials
podrin quedsr exentos de ias prescripclonos sobre marcado.*

Regla 4*

Documentaci6n

I En Lodos los doctumcnbos relaLivos al Lransporke de susLancias
perjudiciales por mar en los que haya que nombrar Lales susLancias, 6stas
serin designadas per su nombre LCcnico correcto (no se admiLirfn s61o los
nombres comerciales), consignAndose ademis, a efectos de idenLificaci6n, ins
palabras "CONTAKINANTE DEL NAR".

2 Los documentos de expedici6n presenLados por el expedidor incluirin o
iron acompahados de una cerLiricaci6n o declaraci6n rirmada que haga constar
que la carga que se presenLa para el transporLe ha sido adecuadamenLe
embalada/envasada. l1eva una marca, eLiqueta o r6Lulo. seg6n proceda. y se
halla en condiciones de ser LransporLada de modo que sea minimo el riesgo de
dahar el medio marino.

V~anse las exenciones especitfcas cstipuladas on el C6digo maritimo
inLernacional do mercancias poligrosas (C6diso IHDc).

La referencia a "documenLos" en esLa regia no excluye Ia uLilizaci6n dc

cnicas de Lransmisi6n para cl LraLamienLo electr6nico de datos (TED) y
ol intercambio olecLr6nico de daLos (TED) como complemonLo de In
documonLaci6n impresa.
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3 Todo buque quo LransporLe mi-Lnncias perjudicialcs Ilevar una lisle o
manifiesLo especial que indique las susLancias perjudiciales embarcadas y cl
emplazamienLo de isLas a bordo. En lugar de tal lisl o manifiesLo cabri
uLilizar un piano deLallado de estiba quo muesLre el emplazamiento a bordo do
Lodas las susLanciss perjudicialcs. De tales docmentos retendrin Lambl|n
copias en Lierra el propietario del buque o su agenLe hasLs que las sustancias
perjudicisles haysn sido desembarcadas. Antes de is salida se pondri a
disposici6n de la persona u organizaci6n deslgnada por la autoridad del EsLado
rector del puerLo una copia de alguno de dichos documenLos.

4 En caso de que el buque lleve una lisls o un manifiesto especial o un
piano deLallado de esLibs. de acuerdo con lo prescriLo pars el Lransporte de
mercancias peligrosas en el Convenlo inLernacional par& la seguridad de l
vide humane en el mar. 1974, en su forms enmendads. los documentos prescriLos
en la presente regla podrin combinarse con los correspondientes a las
mercancias peligrosas. Cuando se combinen dichos documentos. se establecori
en ellos una clara disLinci6n entre las mercancias peligrosas y las susLancias
perjudiciales comprendidas en el presente anexo.

Regis 5

Rst-iba

Las susLancias perjudiciales irin adecuadamenLe ostibadas y sujetas, pare
que sea minima cl riesgo de dafar el medio marino, sin mcnoscabar por ello la
soguridad del buque y de las personas quo pueda haber a bordo.

Regla 6

Limitaciones cuantiLativas

Por fundadas razones cienLifieas y ticnicas podri ser necesario prohibir
el transporLe de cierLas sustancias perjudiciles o limiLar la canLidad que de
elias se permiLa transporLar en un solo buque. Al esLablecer esa llmitaci6n
cuantitaLiva se tendrin en cuenLa las dimensiones. I& consLrucci6n y el equipo
del buque. asi como el embalaje/envase y la naLuraleza de is sustancia do que
se trate.

Regls 7

Excepciones

1 La echaz6n do las sustancias perjudIcisles transportadas en bulLos esLri
prohibida a menos que sea necesaria pars salvaguardar la seguridad del buque o
la vida humana en la mar.

2 A reserva de lo dispuesLo en el presenLe Convenio so tomarin medidas
basadas on 1as propiedades fisicas, quimicas y biol6gicas de las susLancias
perjudiciales, pars reglamcnLar el lanzamienLo al mar. medianLe bsldeo, do los
derrames, a condici6n de quo la aplicaci6n do tales medidas no menoscabe la
seguridad del buque y de las personas a bordo.
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Ap6ndlce

DIRECTRICES PARA DITERNINAR SI LAS SUSTANCIAS QUE SE TRANSPORTAN
EN BULTOS SON PRRJUDICrALES

A etectos del presenLe anexo, son perjudiciales las susLancias a 13s que
so aplique uno cualquiera de los siguienLes criLerios:

susLancias biascumulables en tini medida apreciablc. que crean ricsros
conocidos pars ]s vide acuiLics o pars Is salud dcl hombre (indice dc
peligrosided "4" en la columns A*); 0

suslancias bioacumulables con riesgos concomilanLes pars los
or&anismos acutLicos o pars Is salud del hombre, pere cuya retenci6n
es corla, del orden de una semana a lo sums (indice de peligrosidad
*Z" en la columna A*); o

susLancias que pueden conLaminar los alimenLos de origen marino
(indice de peligrosidad "T" en la columns A*); o

susLancias sumamenLe L6xicas para la vida acuilica, lo cual se define
par una CL50 /96 h** inferior a 1 ppm (indice de pelisrosidad "4" en
is columns B').

Authentic texts of the amendments: English,
French, Russian and Spanish.

Certified statement was registered by the
International Maritime Organization on
29 April 1994.

Textes authentiques des amendements: an-
glais, fran~ais, russe et espagnol.

La ddclaration certifige a std enregistrge par
l'Organisation maritime internationale le
29 avril 1994.

V6s:.e 1s 1 iSla c.isndid.t de perril ev; de pei igt'osidnd. prepsradaI por eI
Crupo mixLo de exper.us OI/FAO/UNESCO/OMN/OMS/OIKA/NACIONE. UNIDAZ/PNUMA
sobre los aspecLos cientiifcos de la conLaminnci6n de lis: auas del mar
(GESAMP) y que la Organizaci6n dislribuye cads ario medianLe circulares
del SubcomiL6 de Graneles Quimicos a Lodes los EsLados Miembros de la OMI.

La concenLraci6n de una susLancia que, en un Liempo especificado
(generalmenLe 96 horas). male al 50% del grupo de organismos objelo de
ensayo. EsLa CL50 se express a menudo en mg/l (parLes por
mill6n (ppm)).
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No. 22514. CONVENTION ON THE
CIVIL ASPECTS OF INTERNA-
TIONAL CHILD ABDUCTION. CON-
CLUDED AT THE HAGUE ON 25 OC-
TOBER 1980'

ACCESSIONS

Instruments deposited with the Govern-
ment of the Netherlands on:

23 February 1994

CHILE

(The Convention will enter into force for
Chile on 1 May 1994. The accession will
have effect only as regards the relations be-
tween Chile and such Contracting States as
will have declared their acceptance of the ac-
cession.)

With the following declaration:

No 22514. CONVENTION SUR LES AS-
PECTS CIVILS DE L'ENLtVEMENT
INTERNATIONAL D'ENFANTS. CON-
CLUE A LA HAYE LE 25 OCTOBRE
1980'

ADHESIONS
Instruments ddposgs aupr~s du Gouverne-

ment ngerlandais les:

23 ftvrier 1994

CHILI

(La Convention entrera en vigueur pour le
Chili le Ier mai 1994. L'adhdsion n'aura d'ef-
fet que dans les rapports entre le Chili et les
Etats contractants qui auront ddclar6 accep-
ter cette adhdsion.)

Avec la d6claration suivante:

[SPANISH TEXT - TEXTE ESPAGNOL]

"Chile entiende el artfculo 3 de la Convenci6n sobre los Aspectos Civiles del Secuestro
Intemacional de Nifios en el sentido que no se opone a la legislaci6n nacional que estipula
que el derecho de tuici6n y custodia se ejerce hasta los 18 afilos de edad."

[TRANSLATION]
2

Chile understands article 3 of the Conven-
tion on the Civil Aspects of International
Child Abduction in the sense that it is not
inconsistent with the national legislation
which provides that the right to guardianship
and custody is exercised until the age of 18.

22 March 1994

SLOVENIA

(The Convention will enter into force for
Slovenia on 1 June 1994. The accession will
have effect only as regards the relations be-
tween Slovenia and such Contracting States
as will have declared their acceptance of the
accession.)

I United Nations, Treaty Series, vol. 1343, p. 89, and
annex A in volumes 1352, 1363, 1380, 1387, 1422, 1424,
1427, 1436, 1439, 1442, 1444, 1455, 1463, 1504, 1510, 1523,
1529, 1541, 1543, 1548, 1562, 1567, 1580, 1593, 1606, 1637,
1639, 1642, 1649, 1653, 1654, 1658, 1664, 1667, 1672, 1678,
1679, 1686, 1689, 1694, 1698, 1703, 1712, 1722, 1723, 1725,
1730, 1734, 1745, 1749, 1753, 1763, 1764 and 1771.

2 Translation supplied by the Government of the Neth-
erlands.

Vol. 1775, A-22514

[TRADUCTION]
2

Le Chili interprite l'article 3 de la Conven-
tion sur les aspects civils de l'enl~vement
international d'enfants dans le sens qu'il
n'est pas en contradiction avec la 16gislation
nationale, qui prdvoit que le droit de tutelle et
de garde est exerc6 jusqu'A l'Age de 18 ans.

22 mars 1994

SLOVtNIE

(La Convention entrera en vigueur pour la
Slov6nie le 1er juin 1994. L'adh6sion n'aura
d'effet que dans les rapports entre la Slov6nie
et les Etats contractants qui auront ddclar6
accepter cette adh6sion.)

I Nations Unies, Recuei des Traitis, vol. 1343, p. 89, et
annexe A des volumes 1352, 1363, 1380, 1387, 1422, 1424,
1427, 1436, 1439, 1442, 1444, 1455, 1463, 1504, 1510, 1523,
1529, 1541, 1543, 1548, 1562, 1567, 1580, 1593, 1606, 1637,
1639, 1642, 1649, 1653, 1654, 1658, 1664, 1667,1672, 1678,
1679, 1686, 1689, 1694, 1698, 1703, 1712, 1722, 1723, 1725,
1730, 1734, 1745, 1749, 1753, 1763, 1764 et 1771.

2 Traduction fournie par le Gouvernement nerlandais.
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ACCEPTANCES of the accessions of Hon-
duras' and Panama 2

Notifications effected with the Govern-
ment of the Netherlands on:

18 March 1994

UNITED STATES OF AMERICA

(The Convention will enter into force be-
tween Honduras and Panama and the United
States of America on I June 1994.)

23 March 1994

NETHERLANDS

[For the Kingdom in Europe. The Conven-
tion will enter into force between Honduras
and Panama and the Netherlands (the King-
dom in Europe) on I June 1994.]

Certified statements were registered by the
Netherlands on 29 April 1994.

I United Nations, Treaty Series, vol. 1763, No. A-22514.

2 Ibid., vol. 1771, No. A-22514.

ACCEPTATIONS des adh6sions du Hondu-
ras I et du Panama2

Notifications effectuies aupr~s du Gou-
vernement nierlandais le:

18 mars 1994

ETATS-UNIS D'AM9RIQUE

(La Convention entrera en vigueur entre
le Honduras et le Panama et les Etats-Unis
d'Am6rique le lerjuin 1994.)

23 mars 1994

PAYs-BAs

[Pour le Royaume en Europe. La Conven-
tion entrera en vigueur entre le Honduras et
le Panama et les Pays-Bas (le Royaume en
Europe) le lerjuin 1994.]

Les declarations certifides ont 6tj enregis-
trdes par les Pays-Bas le 29 avril 1994.

I Nations Unies, Recueil des Traits, vol. 1763,
n
° 

A-22514.
2 Ibid., vol. 1771, no A-22514.
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No. 23432. CONSTITUTION OF THE
UNITED NATIONS INDUSTRIAL DE-
VELOPMENT ORGANIZATION. CON-
CLUDED AT VIENNA ON 8 APRIL
19791

ACCESSION

Instrument deposited on:

26 April 1994

UZBEKISTAN

(With effect from 26 April 1994.)

Registered ex officio on 26 April 1994.

I United Nations, Treaty Series, vol. 1401, p. 3, and
annex A in volumes 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406,
1410,1411, 1412, 1413, 1417, 1419,1421,1423, 1425, 1426,
1427, 1428, 1434, 1436, 1437, 1439, 1441, 1458, 1478, 1484,
1488, 1491, 1501, 1504, 1563, 1564, 1647, 1653, 1660, 1674,
1676, 1677, 1691, 1694, 1697, 1703, 1704, 1719, 1723, 1724
and 1748.

Vol 1775, A-23432

No 23432. ACTE CONSTITUTIF DE
L'ORGANISATION DES NATIONS
UNIES POUR LE DEVELOPPEMENT
INDUSTRIEL. CONCLU A VIENNE
LE 8 AVRIL 19791

ADHESION

Instrument depos,6 le:

26 avril 1994

OUZBEKISTAN

(Avec effet au 26 avril 1994.)

Enregistrj d'office le 26 avril 1994.

I Nations Unies, Recueji des Traitis, vol. 1401, p. 3, et
annexe A des volumes 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406,
1410, 1411, 1412, 1413. 1417, 1419, 1421, 1423, 1425, 1426,
1427, 1428, 1434, 1436, 1437, 1439, 1441, 1458, 1478, 1484,
1488, 1491, 1501, 1504, 1563, 1564, 1647, 1653, 1660, 1674,
1676, 1677, 1691, 1694, 1697, 1703, 1704, 1719, 1723, 1724

et 1748.
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No. 24841. CONVENTION AGAINST
TORTURE AND OTHER CRUEL, IN-
HUMAN OR DEGRADING TREAT-
MENT OR PUNISHMENT. ADOPTED
BY THE GENERAL ASSEMBLY OF
THE UNITED NATIONS ON 10 DE-
CEMBER 19841

DECLARATION recognizing the compe-
tence of the Committee against torture, in
accordance with articles 21 and 22

Received on:

26 April 1994

VENEZUELA

No 24841. CONVENTION CONTRE LA
TORTURE ET AUTRES PEINES OU
TRAITEMENTS CRUELS, INHU-
MAINS OU DtGRADANTS. ADOPTIVE
PAR L'ASSEMBLtE GtNtRALE DES
NATIONS UNIES LE 10 D1tCEMBRE
19841

DtCLARATION reconnaissant la comp6-
tence du Comit6 contre la torture, confor-
m6ment aux articles 21 et 22

Revue le :

26 avril 1994

VENEZUELA

[SPANISH TEXT - TEXTE ESPAGNOL]

"El Gobierno de la Reptiblica de Venezuela reconoce la competencia del Comit6 contra
la Tortura prevista en los Artfculos 21 y 22 de ia Convenci6n contra la Tortura y otros Tratos
o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes."

[TRANSLATION]

The Government of the Republic of Vene-
zuela recognizes the competence of the Com-
mittee against Torture as provided for under
articles 21 and 22 of the Convention...
Registered ex officio on 26 April 1994.

I United Nations, Treaty Series, vol. 1465, p. 85, and
annex A in volumes 1477, 1480, 1481, 1482, 1484, 1486,
1487, 1499, 1505, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1514, 1515,
1520, 1522, 1523, 1525, 1527, 1530, 1541, 1543, 1545, 1546,
1547, 1548, 1551, 1554, 1557, 1560, 1566, 1577, 1578, 1579,
1582, 1588, 1606, 1607, 1642, 1644, 1649, 1651, 1653, 1654,
1656, 1669, 1671, 1673, 1676, 1678, 1691, 1697, 1698, 1709,
1712, 1719, 1722, 1723, 1725, 1727, 1732, 1733, 1748, 1761
and 1771.

[TRADUCTION]

Le Gouvernement de la R6publique du Ve-
nezuela reconnait la comp6tence du Comit6
contre la torture, en vertu des articles 21 et 22
de la Convention...

Enregistr d'office le 26 avril 1994.

1 Nations Unies, Recueji des Trairts, vol. 1465, p. 85, et
annexe A des volumes 1477, 1480, 1481, 1482, 1484, 1486,
1487, 1499, 1505, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1514, 1515,
1520, 1522, 1523, 1525, 1527, 1530, 1541, 1543, 1545, 1546,
1547, 1548, 1551, 1554, 1557, 1560, 1566, 1577, 1578, 1579,
1582, 1588, 1606, 1607, 1642, 1644, 1649, 1651, 1653, 1654,
1656, 1669, 1671, 1673, 1676, 1678, 1691, 1697, 1698, 1709,
1712, 1719, 1722, 1723, 1725, 1727, 1732, 1733, 1748, 1761
et 1771.

Vol. 1775, A-24841

1994



United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traitks

No. 26119. CONVENTION ON THE
LIMITATION PERIOD IN THE INTER-
NATIONAL SALE OF GOODS. CON-
CLUDED AT NEW YORK ON 14 JUNE
1974'

ACCESSION

Instrument deposited on:

5 May 1994

UNITED STATES OF AMERICA

(With effect from 1 December 1994.)

Registered ex officio on 5 May 1994.

No 26119. CONVENTION SUR LA
PRESCRIPTION EN MATItRE DE
VENTE INTERNATIONALE DE MAR-
CHANDISES. CONCLUE A NEW
YORK LE 14 JUIN 19741

ADHESION

Instrument depose le:

5 mai 1994

ETATS-UNIS D'AM9RIQUE

(Avec effet au Ier d6cembre 1994.)

Enregistre d'office le 5 mai 1994.

I United Nations, Treaty Series, vol. 1511. p. 3, and I Nations Unies, Recueil des Traitgs, vol. 1511, p. 3, et
annex A in volumes 1543, 1591, 1665, 1672, 1723, 1733, annexe A des volumes 1543, 1591, 1665, 1672, 1723, 1733,
1736 and 1762. 1736 et 1762.

Vol. 1775, A-26119



United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traitks

No. 26120. PROTOCOL AMENDING
THE CONVENTION ON THE LIMI-
TATION PERIOD IN THE INTERNA-
TIONAL SALE OF GOODS. CON-
CLUDED AT VIENNA ON 11 APRIL
19801

ACCESSION

Instrument deposited on:

5 May 1994

UNITED STATES OF AMERICA

(With effect from I December 1994.)

With the following declaration:

"Pursuant to Article XII, the United States
will not be bound by Article I of the Protocol."

Registered ex officio on 5 May 1994.

No 26120. PROTOCOLE MODIFIANT
LA CONVENTION SUR LA PRES-
CRIPTION EN MATItRE DE VENTE
INTERNATIONALE DE MARCHAN-
DISES. CONCLUE A VIENNE LE
11 AVRIL 19801

ADHESION

Instrument depos le:

5 mai 1994

ETATS-UNIS D'AMKRIQUE

(Avec effet au I er d6cembre 1994.)

Avec la d6claration suivante :

[TRADUCTION - TRANSLATION]

En vertu de l'article XII, les Etats-Unis ne
seront pas li6s par 'article I du Protocole.

Enregistri d'office le 5 mai 1994.

I United Nations, Treaty Series, vol. 1511, p. 77, and I Nations Unies, Recueil des Traitds, vol. 1511, p. 
77
, et

annex A in volumes 1543, 1560, 1591, 1665, 1672, 1723 and annexe A des volumes 1543, 1560, 1591, 1665, 1672, 1723
1736. et 1736.

Vol 1775. A-26120
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No. 26121. CONVENTION ON THE
LIMITATION PERIOD IN THE INTER-
NATIONAL SALE OF GOODS, CON-
CLUDED AT NEW YORK ON 14 JUNE
1974, AS AMENDED BY THE PROTO-
COL OF 11 APRIL 1980'

PARTICIPATION in the above-mentioned
Convention

Instrument of accession to the 1980
amending Protocol deposited on:

5 May 1994

UNITED STATES OF AMERICA

(With effect from 1 December 1994.)

Registered ex officio on 5 May 1994.

I United Nations, Treaty Series, vol. 1511, p. 99 (authen-
tic Chinese, English, French, Russian and Spanish texts),
and annex A in volumes 1543, 1560, 1591, 1665, 1672, 1695
(authentic Arabic text), 1723 and 1736.

Vol 1775, A-26121

No 26121. CONVENTION SUR LA
PRESCRIPTION EN MATItRE DE
VENTE INTERNATIONALE DE MAR-
CHANDISES, CONCLUE A NEW
YORK LE 14 JUIN 1974, TELLE QUE
MODIFItE PAR LE PROTOCOLE DU
11 AVRIL 1980'

PARTICIPATION A la Convention susmen-
tionn6e

Instrument d'adhsion au Protocole
d'amendement de 1980 diposg le:

5 mai 1994

ETATS-UNIS D'AMPRIQUE

(Avec effet au 1er d6cembre 1994.)

Enregistri d'office le 5 mai 1994.

I Nations Unies, Recueil des Traitds, vol. 1511, p. 99
(textes authentiques chinois, anglais, franqais, russe et
espagnol), etannexeA des volumes 1543,1560,1591,1665,
1672, 1695 (texte authentique arabe), 1723 et 1736.
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No. 27531. CONVENTION ON THE
RIGHTS OF THE CHILD. ADOPTED
BY THE GENERAL ASSEMBLY OF
THE UNITED NATIONS ON 20 NO-
VEMBER 19891

RATIFICATIONS

Instruments deposited on:

22 April 1994

JAPAN

(With effect from 22 May 1994.)

With the following reservation and decla-
rations:

Reservation

"In applying paragraph (c) of article 37 of
the Convention on the Rights of the Child,
Japan reserves the right not to be bound by
the provision in its second sentence, that is,
'every child deprived of liberty shall be sepa-
rated from adults unless it is considered in the
child's best interest not to do so', considering
the fact that in Japan, as regards persons de-
prived of liberty, those who are below twenty
years of age are to be generally separated
from those who are twenty years of age and
over under its national law."

Declarations

"1. The Government of Japan declares
that paragraph I of article 9 of the Convention
on the Rights of the Child be interpreted not
to apply to a case where a child is separated
from his or her parents as a result of deporta-
tion in accordance with its immigration law.

"2. The Government of Japan declares
further that the obligation to deal with appli-
cations to enter or leave a State Party for the

I United Nations, Treaty Series, vol. 1577, No. 1-27531,
and annex A in volumes 1578,1579,1580,1582,1583,1586,
1587, 1588, 1590, 1591, 1593, 1594, 1598, 1606, 1607, 1637,
1639, 1642, 1643, 1647, 1649, 1650, 1651, 1653, 1655, 1656,
1658, 1664, 1665, 1667, 1668, 1669, 1671, 1672, 1676, 1677,
1678, 1679, 1681, 1684, 1685, 1686, 1690, 1691, 1694, 1698,
1702, 1704, 1712, 1714,1715, 1719, 1720, 1722, 1724, 1725,
1726, 1727, 1730, 1732, 1733, 1737, 1745, 1747, 1751, 1764,
1770, 1772, 1773 and 1774.

No 27531. CONVENTION RELATIVE
AUX DROITS DE L'ENFANT. ADOP-
TIE PAR L'ASSEMBLtE GtNfRALE
DES NATIONS UNIES LE 20 NOVEM-
BRE 19891

RATIFICATIONS

Instruments diposis les:

22 avril 1994

JAPON

(Avec effet au 22 mai 1994.)

Avec la rdserve et les declarations sui-
vantes :

[TRADUCTION - TRANSLATION]

Rdserve

En appliquant l'alin~a c de l'article 37 de la
Convention relative aux droits de 'enfant, le
Japon se reserve le droit de ne pas 8tre lid par
la disposition de la deuxi-me phrase aux
termes de laquelle «tout enfant privd de
libert6 sera sfpar6 des adultes, A moins que
l'on estime prdferable de ne pas le faire dans
l'intdret sup&rieur de l'enfant , car, au
Japon, les personnes privies de libertd ayant
moins de 20 ans doivent, en r~gle g~nfrale,
8tre sfparfes de celles ayant 20 ans ou plus
en vertu de la 16gislation nationale.

Ddclaration

1. Le Gouvernement japonais declare
que le paragraphe 1 de l'article 9 de la Con-
vention relative aux droits de l'enfant sera
consid6r6 comme ne s'appliquant pas au cas
d'enfants sfparfs de l'un de ses parents ou
des deux comme suite A l'expulsion de ces
derniers en vertu de la 16gislation nationale en
mati~re d'immigration.

2. Le Gouvernement japonais ddclare en
outre que ]'obligation de considdrer toute de-
mande en vue d'entrer dans un Etat partie

I Nations Unies, Recueil des Traztds, vol. 1577,
n- 1-27531, et annexe A des volumes 1578, 1579, 1580,
1582, 1583, 1586, 1587, 1588, 1590, 1591, 1593, 1594, 1598,
1606, 1607, 1637, 1639, 1642, 1643, 1647, 1649, 1650, 1651,
1653, 1655, 1656, 1658, 1664, 1665, 1667, 1668, 1669, 1671,
1672, 1676, 1677, 1678, 1679, 1681, 1684, 1685, 1686, 1690,
1691, 1694, 1698, 1702, 1704, 1712, 1714, 1715, 1719, 1720,
1722, 1724, 1725, 1726, 1727, 1730, 1732, 1733, 1737, 1745,
1747, 1751, 1764, 1770, 1772, 1773 et 1774.

Vol. 1775, A-27531
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purpose of family reunification 'in a positive,
humane and expeditious manner' provided
for in paragraph I of article 10 of the Conven-
tion on the Rights of the Child be interpreted
not to affect the outcome of such appli-
cations."

Registered ex officio on 22 April 1994.

26 April 1994

MOZAMBIQUE

(With effect from 26 May 1994.)

Registered ex officio 26 April 1994.

ou de le quitter aux fins de r6unification fa-
miliale « dans un espritpositif, avec humanitd
et diligence formul6e au paragraphe 1 de
l'article 10 de la Convention relative aux
droits de l'enfant sera consid6r6e comme ne
devant pas influer sur la suite donn6e A ces
demandes.

Enregistri d'office le 22 avril 1994.

26 avril 1994

MOZAMBIQUE

(Avec effet au 26 mai 1994.)

Enregistri d'office le 22 avril 1994.

Vol. 1775. A-27531
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No. 28911. BASEL CONVENTION ON
THE CONTROL OF TRANSBOUND-
ARY MOVEMENTS OF HAZARDOUS
WASTES AND THEIR DISPOSAL. CON-
CLUDED AT BASEL ON 22 MARCH
19891

ACCESSIONS

Instruments deposited on:

21 April 1994

MALAWI

(With effect from 20 July 1994.)

Registered ex officio on 21 April 1994.

5 May 1994

SOUTH AFRICA

(With effect from 3 August 1994.)

Registered ex officio on 5 May 1994.

9 May 1994

CROATIA

(With effect from 7 August 1994.)

Registered ex officio on 9 May 1994.

1 United Nations, Treaty Series, vol. 1673, No. 1-28911,
and annex A in volumes 1678, 1681, 1684,1686,1688,1689,
1691, 1695, 1696, 1702, 1712, 1718, 1719, 1720, 1722, 1724,
1727, 1733. 1736, 1739, 1745, 1746, 1747, 1748, 1752, 1763,
1765 and 1768.

No 28911. CONVENTION DE BALE
SUR LE CONTR6LE DES MOUVE-
MENTS TRANSFRONTIP-RES DE D,-
CHETS DANGEREUX ET DE LEUR
tLIMINATION. CONCLUE A BALE
LE 22 MARS 1989'

ADHtSIONS

Instruments diposgs les:

21 avril 1994

MALAWI

(Avec effet au 20 juillet 1994.)

Enregistri d'office le 21 avril 1994.

5 mai 1994

AFRIQUE DU SUD

(Avec effet au 3 aofit 1994.)

Enregistrd d'office le 5 mai 1994.

9 mai 1994

CROATIE

(Avec effet au 7 aoflt 1994.)

Enregistrd d'office le 9 mai 1994.

I Nations Unies, Recueil des Traitis, vol. 1673,
n- 1-28911, et annexe A des volumes 1678, 1681, 1684,
1686, 1688, 1689, 1691, 1695, 1696, 1702, 1712, 1718, 1719,
1720, 1722, 1724, 1727, 1733, 1736, 1739, 1745, 1746, 1747,
1748, 1752, 1763, 1765 et 1768.

Vol. 1775. A-28911

449
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No. 30619. CONVENTION ONBIOLOG-
ICAL DIVERSITY. CONCLUDED AT
RIO DE JANEIRO ON 5 JUNE 1992'

RATIFICATION

Instrument deposited on:

3 May 1994

BANGLADESH

(With effect from 1 August 1994.)

Registered ex officio on 3 May 1994.

No 30619. CONVENTION SUR LA DI-
VERSITf- BIOLOGIQUE. CONCLUE A
RIO DE JANEIRO LE 5 JUIN 1992'

RATIFICATION

Instrument diposd le:

3 mai 1994

BANGLADESH

(Avec effet au ler aoflt 1994.)

Enregistrd d'office le 3 mai 1994.

I United Nations, Treaty Series, vol. 1760, No. 1-30619, I Nations Unies, Recueil des Trairds, vol. 1760,
andannex A involumes 1760,1761, 1763,1764,1765,1768, no 1-30619, et annexe A des volumes 1760, 1761, 1763,
1771, 1772 and 1774. 1764, 1765, 1768, 1771, 1772 et 1774.

Vol. 1775, A-30619
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No. 30673. STATUTES OF THE INTER-
NATIONAL CENTRE FOR GENETIC
ENGINEERING AND BIOTECHNOL-
OGY CONCLUDED AT MADRID ON
13 SEPTEMBER 1983'

RATIFICATION and ACCESSION (a)

Instruments deposited on:

27 April 1994

CHILE

(With effect from 27 May 1994.)

With the following reservations:

No 30673. STATUTS DU CENTRE IN-
TERNATIONAL POUR LE G1tNIE Gt-
NITIQUE ET LA BIOTECHNOLOGIE.
CONCLUS A MADRID LE 13 SEPTEM-
BRE 19831

RATIFICATION et ADHltSION (a)

Instruments diposds le:

27 avril 1994

CHILI

(Avec effet au 27 mai 1994.)

Avec les reserves suivantes:

[SPANISH TEXT - TEXTE ESPAGNOL]

a) "El Gobierno de Chile formula reserva en relaci6n con lo que dispone el nimero 3
del artfculo 13 del Estatuto, en el sentido de que, de conformidad con lo que prescriben
sus normas constitucionales y legales internas, los bienes y haberes del Centro pueden ser
expropiados en virtud de una ley general o especial que autorice la expropiaci6n por causa
de utilidad ptiblica o de inter6s nacional, calificada por el legislador.

b) El Gobierno de Chile formula reserva en relaci6n con lo que disponen los nimeros 5,
6 y 7 del articulo 13 del Estatuto, en el sentido de que las prerrogativas e inmnunidades de
los representantes de los Miembros, de los funcionarios y de los expertos del Centro se
otorgardin en los t6rminos sefialados en dichos textos, salvo cuando alguna de esas personas
tenga la nacionalidad chilena."

[TRANSLATION]

(a) The Government of Chile hereby en-
ters a reservation to article 13, paragraph 3,
of the Statutes inasmuch as, under the provi-
sions of its Constitution and internal law, the
property and assets of the Centre may be
expropriated by virtue of a general or special
law authorizing such expropriation on the
ground of public benefit or national interest
as may be determined by legislation.

(b) The Government of Chile hereby en-
ters a reservation to article 13, paragraphs 5,
6 and 7, of the Statutes inasmuch as the privi-
leges and immunities of representatives of the
Members and of officials and experts of the
Centre shall be granted in accordance with
the terms of the said paragraphs save where
any such person holds Chilean nationality.

I United Nations, Treaty Series, vol. 1763, No. 1-30673,
and annex A in volume 1774.

[TRADUCTION]

a) Le Gouvernement chilien formule une
r6serve touchant le paragraphe 3 de l'arti-
cle 13 des statuts, selon laquelle, conform6-
ment aux dispositions de sa Constitution et
de sa 16gislation interne, les biens et avoirs
du Centre peuvent 8tre exproprids en vertu
d'une loi g6n6rale ou sp6ciale autorisant
l'expropriation pour cause d'utilit6 publique
ou d'int6r~t national, dans les conditions d6-
termin6es par le 16gislateur.

b) Le Gouvernement chilien formule une
r6serve touchant les dispositions des para-
graphes 5, 6 et 7 de l'article 13 des statuts,
selon laquelle les privileges et immunit6s des
repr6sentants des membres, des fonctionnai-
res et des experts du Centre seront accord6s
dans les conditions prdvues dans lesdits para-
graphes, sauf dans les cas oti l'une de ces per-
sonnes a la nationalit6 chilienne.

I Nations Unies, Recueji des Traitds, vol. 1763,

n° 
1-30673, et annexe A du volume 1774.

Vol. 1775, A-30673
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27 April 1994 a

THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF

MACEDONIA

(With effect from 27 May 1994.)

NOTIFICATION under article 21 (1)

Received on:

27 April 1994

NIGERIA

Registered ex officio on 27 April 1994.

27 avril 1994 a

L'Ex-RtPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE
MAC9DOINE

(Avec effet au 27 mai 1994.)

NOTIFICATION en vertu du paragraphe 1
de I'article 21

ReVue le :

27 avril 1994

NIGtRIA

Enregistrs d'office le 27 avril 1994.

Vol. 1775, A-30673
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No. 30692. INTERNATIONAL COCOA
AGREEMENT, 1993. CONCLUDED AT
GENEVA ON 16 JULY 19931

APPROVAL

Instrument deposited on:

26 April 1994

SLOVAKIA

(With provisional effect from 26 April
1994.)

Registered ex officio on 26 April 1994.

I United Nations, Treaty Series, vol. 1766, No. 1-30692,
and annex A in volumes 1768, 1770 and 1774.

No 30692. ACCORD INTERNATIONAL
DE 1993 SUR LE CACAO. CONCLU A
GENVE LE 16 JUILLET 1993'

APPROBATION

Instrument deposg le:

26 avril 1994

SLOVAQUIE

(Avec effet A titre provisoire au 26 avril
1994.)

Enregistrd d'office le 26 avril 1994.

I Nations Unies, Recueji des Trait s, vol. 1766,

no 1-30692, et annexe A des volumes 1768, 1770 et 1774.

Vol. 1775, A-30692
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No. 30822. UNITED NATIONS FRAME-
WORK CONVENTION ON CLIMATE
CHANGE. CONCLUDED AT NEW
YORK ON 9 MAY 1992'

RATIFICATIONS and ACCEPTANCE (A)

Instruments deposited on:

21 April 1994

MALAWI

(With effect from 20 July 1994.)

Registered ex officio on 21 April 1994.

2 May 1994

NEPAL

(With effect from 31 July 1994.)

Registered ex officio on 2 May 1994.

3 May 1994 (A)

FINLAND

(With effect from 1 August 1994.)

Registered ex officio on 3 May 1994.

9 May 1994

LUXEMBOURG

(With effect from 7 August 1994.)

Registered ex officio on 9 May 1994.

1 United Nations, Treaty Series, vol. 1771, No. 1-30822,

and annex A in volumes 1772, 1773 and 1774.

Vol. 1775, A-30822

No 30822. CONVENTION-CADRE DES
NATIONS UNIES SUR LES CHANGE-
MENTS CLIMATIQUES. CONCLUE A
NEW YORK LE 9 MAI 1992'

RATIFICATIONS et ACCEPTATION (A)

Instruments ddposis les:

21 avril 1994

MALAWI

(Avec effet au 20 juillet 1994.)

Enregistr d'office le 21 avril 1994.

2 mai 1994

N9PAL

(Avec effet au 31 juillet 1994.)

Enregistri d'office le 2 mai 1994.

3 mai 1994 (A)

FINLANDE

(Avec effet au Ier aofit 1994.)

Enregistri d'office le 3 mai 1994.

9 mai 1994

LUXEMBOURG

(Avec effet au 7 aofit 1994.)

Enregistri d'office le 9 mai 1994.

I Nations Unies, Recueji des Traitds, vol. 1771,
n
0 1-30822, et annexe A des volumes 1772, 1773 et 1774.


